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b1,

PRESIDEN EEPUBLIK INDMOMNESLA,

bahwa negara menjamin hak sctap warga ncgara untuk
mewudkan xehidupan yang baik, sehat, scrta scjahtera
labir dan patm demi tercapainya tujuan nasional da.am
meclindungt  sepenap bangaa  Indonesia dan seleroh
1u:mpah carah Indonexia untuk mema)|Jkan
kegejahileraan umum schapanmana diamanatkan dalam
Undzsng-Undang Dasar  Negara  Republhk  lndonesia
Tahun 1934 5;

hanwa pembaagingn xeschatan tmasyarakar
rernerlukan upavn kesehatan, sumber daya keschatan,
dan pengelolaan kesechatan untuk meningkatkan dersjat
kesehatan masyarakat WAL setinpEi-ungginya
berdasarkan  prinsip  kescjnhteraan, PYE OO CA | AT,
nondiskniminatif, parusipatf, dan herkelanputan dalacn
rangka puembanpunan sumber dava  manusm vang
berkuahtas  dan produkti, mengurangl kesenjangan,
mernperkuat pelavanan kesehatan Bt
meninpkatlan ketahanan kesehatan, eI amin
kehidupan vang scar, serla memapzkan kescjaheeraan
sclurubh warga nepary dan daya saing banpss bam
pencapaian tujuan permbangunan nasienal;

bahwin permasalaban fdan pangpuan kesehalen pada
masyarakat  zkan  menurunkan produkovitas  dan
meinmbulkan kerugpian bapgi nepaca sehinpges diperiukan

lrans{ormas kesehatan ountuk tercapainva peningkatan
derajar kesebalan masvarakat,

d., bahwa ...
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balrwa pembangunan keseharan masvarakat semakin
baik dan terbuka schingga menciptakan kemandirian dan
mendoreng perkembangan industri keseharan nasional
pada  Ungkat replonal dan global serts mendocong
peningkatan polavanan kesehatan yvang aman, bermuotu,
dan terjangkau bagh masvecakal uriluk meningkatkan
kualitag hidup masvarakal;

babiwa unbik meningkatksan kapasitas dan ketahanan
kesehalan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan
untuk penguatan zisemn kesehatan aecaca integralif dan
helistik  dalam 1 {saiy) undang-undang  secara
kompraehensif,

Eabrws Berdasarkan portimbangan sebagaimana
ditnehsud dalsm huruf g, huraf b, huraf ¢, harat 4, dan
huriaf e perly membentuk Undang-Undang tentang
Keschatan,

Pasal 20, Pssal 21, Pasal 28H ayar [1], dan Pasal 34

ayat

(2] Undang-Undang Dasar NWegara Repullik Indonesiz

Tahun 1915;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWARILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESA

MIEMUTLISEAN:

L'MNDANG-TINDANG TENTANG KRESEHATAN.

EABI
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang o vang dimaksad dengan-

1.

Keseharan adalah keadsan sehal sesenrang, bhak secara
fiaile, [wa, rmeypln sosial dan bukan sekadar terbebay
dar penyakal uniuk memunekinkannya hidup produkd.

2. Upayas ...



SK No 137003 A

h

PRESIDEM
REPUDLIK INDDNESIA

-a-

Upaya Kesehatan adalah sepala bhentuk  kegilatan
danfarau serangkeian hegialan vang dilakukan secara
terpadu dan berkesimnambungan untuk memelihara dan
meningkatkan  dergjat Keschatan masyarakat  dalaen
entul prormatif, preventil, kuratit, rehabilitacif, danfatayg
pabatf wleh Pomernintah  Pusat, Pemerinrah Daergh,
cdan/atau masvarakat.

Belavanan Kesehatan adalabh sepala benluk kegiatan
danfarau serangkalan keglalan pelayanan yang dibernkan
secara lanpsung Kepada perscorangan atau mwasyarakat
untk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan
magvarakat dalam bentuk promotif, prevennf, kucalid,
rehabilitatf, dan/atao paliatit.

Sumber Dayva Kesehatan adalah sepala sesuatu vang
diperlukan untuk menpelenpearakan Upays Keschatan
vatup  dilakukan  nleh Pemenntah  Pusat, Pemeormtah
Naerah, dan/alag masvarakat.

Sumber Dayva Manusia Keschatan adalah seseorang vang
bekerja sccara aktif di bidang Kesehatan, haik yang
menuliki pendidikan formal Kesehatso maupun fidak,
yang untuk jenis terfentu memerluban kewenangan
dalam melakukan Upavas Kesehalarn,

Tenapga Medis arlalah seliap orang yang mengabdikan din
tlalam badane Kesehalan serta memiliki sikap profesional,
menpetahuan, dan ketcrampilan melalui pendidikan
profest kedoktoran ataw kedokteran gigio yang
memerlukan kewenangan  untuk melakoilkao Upayes
Kesehatan.

Tenaga Kesehalan adalah sctiap orang rang mengabdikan
din dualam bidang Keschatan  sorta menulikl sikap
profesional,  pengetahuan, dan keterampilan  melalui
pendidilan Nmpgn vang untuk jenis terrentu memcerlukan
kewenangan uniuk melakukan Upaya Keschatan.

Fasilitas Pelayanan Keschatan adalah tompat danfatau
alat vang digunakan untuk menyclenggaralkan Pelavanan
Eeschatan kopada perseorangan atavpun masyarakat
dengan pendckatan promotif,  preventil,  kuretid,
rehaklicatif, danjatau  paliatif vang dilekukan  oleh
Pemerintah  Pusat, Pererintab Dasrab,  dan/fatag
masvaralar.

4. Pusac . ..
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Pusat Kesehatan Muasyarakal vang sclanjutnya dizelut
Puskesmas adalah Fasiitas Pelavanan Kesebatan tinghat
pertama yang menvelenggarakan dan mengoordinasikan
Pelavanan Kesehalan  promotif,  prevendl,  kuratic,
rehabilianl, dan/stau paliatf denpan mengotamakan
prreatueai] dan preventif di wilavah kerjanyva.

Rumah Sakit adalak Fasilitas Pelayanan Keschaan vang
menyelenggarakan  Pelayanan Keschatan perseorangan
secara paripurna melalul Pelavanan Keschatan prometif
prevennf, karatlf, rehabibitatif, dan/atau paliao! dengan
menvediakan pelavanan rawat inap, mawat jalan, dan
Cigwat Danzrar.

Perbekalan  HKescholan adalah  scmua  bahan  dan
perdlalan yang  diperlukan untuk mengelengparakan
Upaya Keschatan.

Sedizan Farmasi adalah Obat, Bahan Cbar, Obat Bahan
Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, lkosmetil,
suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Alat  Kesehatan adalah  instrumen, aparatus, tmesin,
peralatan,  impldn, reagen dan kalibratoe  ine o vilro,
perangkat lunak, scrta material atayu sejenisnya vany
tlipunakan pada manusia untuk fojuan medis dan tidak
mencapa:  kerja Mama melalw proscs  [armakologi,
iroanulogl, atall metaholisme,

Perbekalan Kesehalan Eumah Tangga yang selanjuinya
tlisinghat PKRT adalah alat, bahan, dan/atan camparan
bahan untuk pemeliharaan dan  perawatan  vang
berdampak pada Keschatan manusia vang ditufulkan
pada penggunaan 4 ruomah tangpea dan lasilitas wmam-

Crat adelah babao, peduan bahan, ermasuk produl
biolopl, yaop dipunaksn untuk mempengauahi o ataw
renyelicdiki sistem [siclogl datan kcadaan patologi dalam
ranpky penelapan dispnesis, pencegahan, penyembohaen,
pemuhhan,  peningkatan  Kesehatan, dan  komiraseps
untuk manusia.

Bahan {rbat adalah bahan vang berkhasial alau tdak
borkhasiar vang digunakan dalam  penpolabhzan Obat
dengan standar dan mula sebaga bahan farmasi

17. Ohat., ..
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ODbar Bahan Alam adalah bahan, rarmmuan baban, atau
preaduk yang berasal dari sumber daye alam betupa
tunbuhan, hewan, jasad renile, mineral, datau bahan lan
dari samber dava alam, alau campuran dari bahan
terecbur yvang e@lah digunakan sccara turun ermuaran,
arau &idab dibhukiikan berkhasiat, aman, dan hermuoru,
dipunakan unluk pemelibaraan Kesehatlan, peningkatan
Kesehatan, pencepahan penvekit, pengobatan, dan/atan
pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara
empiris dan/atay ilmiats.

Teknologn Kesehalan adalah segala bentuk alat, produk,
danfataw metorde vang ditujukan antuk membanto
tenepakkan diapnowsis, pencegahan, dan penanganan
permasalaban Kesehatan manusia.

=glermn  Informasy Kesehatan  adalah sisfermn vang
mengintegrasikan berbapai  tahapan PETITLSESAT,
pelaporan, dan ponggunaan informast vang diperlukan
untuk meningkatkan elektivitag dan clisicnsi
penyelengparaan Kesehalan scrta mengarahkan tindakao
atay  kepulusan vang  berguna dalam moendukung
pernhangunan Keschatan.

sistem Informasi Kesehatan  Nesiomal adalah Sistem
Informasi Kesehatan vang dikelola vleh kementerian yang
menvelenggarakan  wrusan  pemenntahan 41 bidang
kezehatan vang mengirilegrasikan dan menstandardisasi
seluruby Sistem Informasi Keschatan dalam mendukung
petnbanglinan Keseholan.

Telekesehalan adalah pemberian dan fasilirasi ayanan
Kesehalan, termasu< Kesehatan masvarakat, layanan
nformast Keschatan, dan lavanan  mandirl,  melalus
lelekomunikasi dan reknolopd kienanikasi digital,

Telemedizsin adalab pemberign dan fasilitasi layvanan
klinis roelalui telekomunikast dan tcknologl komunikasi
clipital.

Fasien adalah sellap orang vang memperoleh Pelavanan

Kesehatan  dart Tenspa  Mcdis danfatau Tenapa
kesehatan,

Gawal Daruaral adalah keadaan  klinis  Pasien  vang
membuluhkan  tindakan medis  danfatay psikologis
segerd  BUa ponyelamartan  nyvawa dan penregahan
kedisabilicasan,

25. Konasl . L
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konmsl adalab lembaga vang meleksanakan rugas sccara
independen dalam rangka meningkatkan mutu prakrik
dan kompelensi ieknis keprofesian Tenags Medis dan
Tenaga Keseharan serts memberikan pelindungan dan
hepastian hukum kepada masyvarabkal.

Kolepium adatah kumpulan ahl dari seriap disiplin ilmu
KEeschatan yvang mengampu cabang disiplin ilmuo tersebur
vang menjalankan tagas dan fungsi secats independen
dan merupakan alat kelengkapan konsil.

Hegmotrast adalah pencatatan resmi Tenaga Medis dan
Tenapa Kesehstan  wvanp  tolah mermniliki sertifikal
kompetenst danfatau sertifikat profes:.

Surat Tanda Repistrasit vang selanjotnve disingkat 5TR
adalah bukti tertulis yung diberikan kepada Tenaga
Medes dan Tenaps Keschatan vang telah divepisirasi,

Surat lzin Prakrik yang selanjutnya disingkat £1F adalah
Liakdi tertulis yang diberikan kepade Tenoaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sebaysi pemberian kewenangan untuk
mernjalankan prakok.

Wabaly Penyskit Menular yvang sclanjutnya  disetun
Wabah adalah meningkamya Kejadisn  Luar  Biasa
petvaikit menllar yang ditandal denpan jumlah kasus
dan/atan kematian meningkat dan menvebar secara
cepal dalam skala Juas.

Kewaspadaan  Wabah  adalah scrangksian kegiatan
sebugal  sikap  tanggap menghadapl kemunpgkinan
retjaditiya Wahah.

kejadian Luar Biasa wvang selanjuinys disingkar KLB
adalah roeningkalnya kejadian, kesakitan, kermatian,
danfatau kedisabilitasan akibar penyakit dan masalah
KEescharan yang bermakng secara epideniologis di suatu
daerah paedds kurun waktu tertento.

Pintu Masuk Megara wvang selanjutnva discbut Pintu
Masuk adaluh tempat masuk dan keloarnva alal anghkut,
orang, dan/atau barang dan dan ke luar negeri, baik
berbentuk pelabuhan, bandar vdara, maupun pos lintas
batas negara.

J4. Pelupas . .



SK No IE700T A

34,

A&,

3T.

38,

49,

401

41.

PRESIDEM
REPUALIK INDONESIA

LT -

Petugas Karantina kesehatan adalah Tenaga Medis atau
Tenaga Keachatan  yaneg memilikl kompetonsi dan
kewenangan dalam urasan karantina Kesehatan unfuk
melakukan pengawasan dun lindakan penanggulangan
peoyvakil danfataa faktor nosilko penyvebal penvakit atas
alat angkut, orang, barang, dan/alau lingkangan.

Daerah Terpangkil adalah dacrah yang  secara
cpidemiolegis rerdapat penyebaran peovakil dan/alag
laktaor risiko penyshit vang berpotensi menimbulkan
Wabwmh.

Dokumen Karantina kesehatan adalah sural kelerangan
Kesehalan yang diumilikl scetiap alat angkut, orang, dan
barang wvanp memenuhi persyaratac, hak  ossional
MR Nlernasional,

Setiap dJrang  adalah orang  persenrangan,  termasuk
korparas.

Pemerintah Pusat adalab Presclen Republik Tondonesia
vatng  memepdang kekuasaan  peomerintaban Negara
Eepublik  Indeonesia  sebapaimana  dimaksod dalam
Undong Undang  Dasar  Negara  Fepublik  [ndonesia
Tahurn 1945,

Menten adalah menceri vang menyvelenpgpacakan Urusan
pemerintahan di bidang keschalan.

Pemerintsh Dacrah adalah kepala daerabh sebagai unsur
penvelengrara  pemernlaban daerah  vang memimpin
pPelaksanasn urusan  pemerintaban yang menjadi
kewenangan dascah onnom.

Pemenniah Cess adalah kepala desa atau vang disebud
dengan nama lain dibaniy perangkat desda schagal unsur
penvelengeara pomerintahan desa.

Pasal 2

Undang-Undang im diselenesarakan berdasarkan asas:

4.
b

[

Perikemanusiaan;
kesaitmbangan;
ENEEETS

Umiah;

FIE MeTd13Aan,;

f. erika . ..
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ctika dan profesionalitas;

pelindungan dan keselamatan;
penehormatan terthadap hak dan Kewajiban;
keadilan;

nondigkriminaif;

petrtimbangan rwrral dan nila-nulai agama;
parcisipatid;

Kepentingao 1amure;

keterpadiuan;

kesaduran hulun;

kedaulatan negara;

kelestarian lingkungan bidup;

kearifan adava; dan

kelerliban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penvelenggaraan Kesehaian bertujuan:

el.

b.

o,

tnemingkalkan paerilaku hidup schat;

meningkatkan akses dan mutu Pelavanan Kesehatan dan
sumber Dava Keschatan;

meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia vang
wfekctil dan efizien;

memenuhi kebutuhan  masvarakal  akan  Prlavanan
Kesehatan;

meningkatkan kelahanan Leschatan dalam menghadap
KL atau Wabah:

menjamin  ketersediaan  pendanaan Kesehzian  yvang
herkesinambungan dan berkeadilan secra dikelals secara
lransparan, ciektif, dan efisien;

mewujudkan pengembangan dan pemaniaatan lTeknolog
Kesehatan vang berkelanjulan; dan

memberikan  pelindungen dan kepastisn hukum bagi
Pasicn,  Bumber Dava  Manwsla Keschatan,  dan
masyarakat.

BaB 1. ..
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BaTi I
HAK DAN KEWAJIBAN

Baplan Kesaru
Hak

Pasal 4

=ehiap Orane berhoakc

H.
H,

cl.

k.

bidup schat secara fisik, jiwa, dan sosial;

mendapatkan  informasi dan edukasi tentang
Kesehatan yang seirnbang dan bertanggung jawab;

tnendaprikan Pelavanan  Keschatan  vang  aman,
bermuly, dan terjangkau agar dapal mewujudkan
derajal heschatan vang setinggi-tingginya;

mendapatkan porawatan Kesehatan sesyal dengan
standar 'clavanan Kesebatan,

mendapatkan akses atas 3umber Dava Keschatan;

menentulkan  sencdin Pelavanan Kescharan  yvang
diperlukan bapl  dirimya  sccara  maodiri dan
berlanpeung jawab;

mcndapatkan lingkungan yang sehal bapl pencapaian
derajat Kezeharan;

menerima  atmy menclak  sebapian atau seluiuh
tindakan pertelengsn yang skan diberikan kepadanya
setelah menerima dan  memahami wiormasi
éngendl Lndakan tersebut zecara ienglan,

mempernlsh kerahasiaan  data dan informaesi
Kesehatan pobadinya;

memperoleh  informasi tenang  data Kesehatan
dinnys, termasuk ondakan dan perngobalan yang
telah ataupun vang akan diterimanya dan Tenapa
Medis danatau Tenaga Kesehalan; dan

mendapatkan pehodingan dan nsiko keschatan.

Hak aecara mandin sebagaimana dimaksud pada avat [1]
huraf 1 dikecualikan untuk Pelavanan kKesehatan yang
diperlukan dalam  hkeadaan Gawat Dararat danfatayg
penanpeulangan KLB ataw Wabah.

(3} Hak ...
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Hal sebaguimana dimaksud pada avat (1) huruf b oticak
berlalu pada:

8. SesPOrang yang penyakitnva dapar secara cepar
menular kepada masvarskat socara lebih luas;

b, penanggulangan KLR atay Wabah;

c. scscorang vang tidak srdarkan din atao dalam
keadaan Ciawar Darueat; dan

d.  scEenrang vang mengalanm ganggudan jiwa berat voang
dianggap tidak cakap dalam membust keputusan dan
tidak rmmeriiliki pendamping serta dalam keadaan
kedlariiralar.

Kerahasiaan dara Jan informasi Keschatan  pribadi
srbagaimana  dimaksu] pada ayvar (1) hural 1 ridak
berlaku dalany hal:

a. pecmenuban  perminfaan  aparal penegak hukom
dalam rangka penegakan hukum;

b,  peoangpulanpan KLB, Wabah, atau heocans;

¢,  kepentingan  pendidikan  dan penelilan secars
tcrbatas,;

d.  upaya pelindungan  rerhadap hahava  ancaman
kezclamatan  crang lain secars  drddividus]  atag
masyarakat;

£. kepentlingan pemelihataan Kesehalan., pengobatan,
penyvembuban, dan perawalan Pasien;

[ permintaan Pasien sendiri,

. kepentingan administralld, pemboyaran  asarans,
Atall jarninan pembiaydan Keschatan, dandfatau

h.  kepentingan  lain yang  disatur dalam peraturan
perundang undangan.

Hak sebagaimana dimaksid pada aval (1] dilaksanakan
scsual dengan ketentuan peraluran . perundang-
undatgan.

Bagian . _ .
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Baman Kedua

Beiaa)iban

Pazal o

Selinp Orang borkewajiban:

a.  mewyudkan, mempertahankan, dan meningkatkan
derajat. Keschatun masvarakar  vang  setingpi-
tingginya,

h.  menjaga dan meninghkarkan derajoal Keschatan bagi
urdng lain yang menjadi tangguneg javabnya;

i, menphormatt hak  orang  laio dalam upaya
memperelch ingkungan vaop sehat;

d,  meneraphkan perilaku hidup sehat dan menghormati
hak Keschatan urang lain;

e, memAtubi kegidlan penanggulangan KLB atau
Wabah; dan
i mengikuty progeam paminan kesehoalan dalam sistem

jaminan sosial nasinnal.

Pelaksanaan kewajiban  sebagaimana  dimaksuad  pada
aval [1] huraf a meliputi:

a.-  Upaya Keschatan perseorangan;
b.  Upaya Kesehalsn masyarakat; dan
€. pembangunan bereawssan Kesehatan,

Kewajiban  mengikutl  peogratn jaminan kesehatan
sehagaimana  dimakspd  pada ayal {1] haraf T
dilaksanakan  scsual  dengan kertentuan peraluran
perundang-undangan.

HAR I

TANGOUNG JAWAE PEMERINTALE PUSAT DAN PEMERTINTAH NAERAH

SK No [E701] A
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Pasal £

Pemerintah Pusal dan Pemernnuah Duaerah bertangeung
jawal merencanakan,  mengdlur,  menyelengeacakan,
membina, dan  mwengawasi penvelenggaraan Upava
keschatan vang bermutw, sman, ctisicn, merata, dan
terjanpkal) oleh masyarskat.

(@] Tanpgung. . .
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{2] Tangeuang jawab scbagamana dimaksud pade ayat (1)
dilaksanakar  sesual  dongan ketentuan  peratlacan
perundang-undanpgan.

FPazal 7

{1y Pemerintabh Pusat dan Pemeriniah Dacrah berranspung
jewab  meningkatkan  dan mengembanpkan  Upaya
heschatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu
Prelavanan Keschatan.

(2} Peningkalan  dan  poengombangan Upava  Kesehsiao
sebagaimaAny dirnaksuad  pada  avat (1] dilakukan
berdasarkan penetitian dan pengkajian.

(3 Penelitlan dan pengkajian sebapaimans dimaksad pada
ayat (2] dilaksanakan sesuat dengan keleniUdan peraluTan
perundang-undangan.

Pusal &

Petnerinrah Pusal dan Pemenntab Dacrah bertanggung jawab
imenyelenpparaian kepiatan kewaspadaan KLB atau Wabal,

penangpulangat KLIZ aiau Wabah, dan pasca-KLB atan
Wabah.

T*azal ©

Fermerntah Pusat dan Pemerintah Dacrah bertanpggung jawab
aras ketersediaan lingkungan yanyg sehat bagl masvarakar.

Fazal 103

(1] DPemerintabh Pusat dan Pemerintah Dacrah bertangeung
Jawab dalas keterscdiaan Sumber Dava Kesehalaon wvang
acli] dao merala bael selurih masvarakat.

(2] Untak menpamin kelersedizan Sumber Dava Keschatan
scbagaimana ditmaksud pada aval [1], Pemerintah Pusac
dan/atau FPermerinrah Daerah HESLIH] dJdenpan
kewrnangannya dapat  memberikan inzentif Ozlkeal
tlanfatany  insentil ponfiskal berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Pasal 11 . ..
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Pazal 11

Femerintah Pusar dan Pemenniab Dacrsh benanggung jdwaks
atas kelersedigan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan
Kesehalan serla informast dan edukasi keschatan.,

Fazal 12

Fermmerintalh Pusar dan Pemerintah Daerah Derranggang jawab
terfradan:

#  poengaturan, pembinaan, prngawasan, scrta peningkatan
mutilt  dan  komperenst Tenaga WMedis dan Tenaga
kesehatan,

b. perencanaan, penpadaan, serta pendayapunaan Tenaga
Medis dan Tenags Kezehatan sesual denpan kebuiniban
masvarakat  dan  wilavahnys  berdasarkan kelentuan
peraturan peruandang-undangann,

2, kesejahleraan Tenapa Meds dan Tenagd Kesehatan,; dan

d.  prlindungan kepads Pasien dan Sumber Dava Manusia
Kesehatan.

Pazal 13

Pemerinish Oaerah eriangpung jawab terhada p pereneAnaan,
pemenuhan,  pendzyvagunadn, dan kesoablerzan wensga
pendukung  atau  penunjang keschatan  sesusl dengan
kebutuhan masyarakat dan wilasvahnya.

Pazal 14

Pemerintah Fusar dan Pemerinrah Daerah berrangmeng jawab
mnemberdavakan  dan mendocong partisipasi masyarakat
dalam penyclenggaraan Lpava Kesshalan.

Pasal 15

I'crnenntah Dacrah dalam melaksanakan langpung jawabnya
dapat menetapkan kcbiyakan dacrah dan wajibh mengacu pada
tortna,  standar,  prosedur, dan  knteria  pombangandan
kesehatan yang diretapkan Pemerintah Fusart.

Pasal 16 . ..
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Pasal 16

Dalam  rangka mendukung prlaksangan pembinaan,
pengawasaty, serta penngkatan mula dan komperensi Tenaga
Mcdizs dan Tenagn Kesehalan sebapsimana dimaksud dalarm
Paszal 12 hucral », Pemennlah Pusat dibance olch Konsil
dan/farau Kalegiam,

(1]

i2]

i3]

(]

it

i2]

BAB IV
PENYELENGOARAAN KESEHATAN

Pasal 17
Penyvelengparaan keschatan terdiri atas:
a. Upava Kesehalan;

b.  Sumber Daya Kesehatan; dan
c.  pengelolaan Kesehalan.

Upava Keschalan sebapaimana dimaksud pada avar (1)
hurgl a diligukan untuk mewujudkan derajat Keschatan
vang sctinggl-tinggsinya bagl masyarakat dalam beonruk
Upaya Keschatan persecrangan dan Upaya Kesehaten
masvarakar,

Sumber Dava Kesebatan sebapaimana ditmaksud pada
ayat [1] huraf b donanfzatkan unluk mendubung
penvelengparaan Lpavn Kesehatan,

Penpelolaan  Kesehalan scbapaimana  dimaksud  pada
avat [1F huruf ¢ dilskukan terhadap Upaya kesehatan
dan Sumbcr Daya Keschatan.

Pasal 1E

Upaya hesehatan perseorangsn sclmpasimana dimaksod
dalam Fazal 17 avat {2] merupakan Upava Kesehalan
vang bersifat promotd, peeventif, kuratif, cehalalianfd,
danfataun palanf  yang  berdampak  hanya kepada
individ.

Upaya Keschatan masyvarakat schapaimana  dimaksud
fdalam Pasal 17 ayval (2] merupakan Upava Keschalan
vang  bersilal promotd, preventif, kuratif, rehabalicatid,
dan/atau paliatl vang berdainpak pada masvarakat.

Pazal 19 . ..
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Pawsal 1S

(1) [Memcrintah Pusat dan Pemerintah Dacrah bertanggung
jewab  terhadap  penyelengearaan Upava  Kesehatan
perscorangan dan Upava Kesehatan masyarakat.

(2) Daulam meovelenggarakan taogeung juwab scbagaimana
diraksud pada avat [1), Pemerinmah Pusat melakukan:

.

L =

—

PUTENCANAAN Strarcpis naswmnal,

penelapan kebijakan nasional;

koordinas program nasional,

penpgelolaan sistern rujikan Pelayanan Keschatan;
penotapan stancar Pelayanan Kesehatan;

penvelenggaraan registrasi dan akreditasi Fasilitas
Pelayanan keschatan;

penelilian dan pengembangan Kesehatan,

pengelolaan dan  pendistribusian Sumber Dava
Kesehatan, dan

penerbilan penizinan berusaha Fasilicas Pelavanan
Kesehatan  sesual denpan ketentuan  peraturan
perundang - utrdangan.

(3] Dalam menyclenggarakan rangpung jawab sebapaimana
dirmabksud pada ayat (1), Pemerintah Daerab melakakan:

.

o]

SK Mo 137015 &

penerapan  kebijjakan dacrah dengan berpedoman
pada kehijakan onastenal;

perencanaan, pengelilaan, pemantaasn, SUpCIvis,
dan evaluasi prograom;:

pengelolaan sistermn rujukan Pelavanan Keschatan
eingkat dacrah;

penclitian dan pengembangan Keseharan,

petngelolasn dan pendistoibusian Sumber  Daya
Kesehacan: dan

penerbitan perizinan berusaha Fasilites Pelayvanan
hesehatan  sesual denpgan ketentuan  perafturan
perundang-undangan.

Fasal 20 . ..
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*ngal =20

sumber Dava Keschatan zebagaimana  dimaksuwd  dalam
Pas=al 17 ayat (3F meliputi:

.

=

S =T

{1]

{2]

[A]

[1]

Fasilitas Pelayanan Kesehatlan;
Sumber Daya Manusia Kesehatan,
Ferbekalan Kesehatan:!

Sistem Infosmasi Kesehatan;
Tektwlogl Kesehalan;

pendanaan Kesehatan, dan

sumber days l7in vang diperlukan

Pasal 21

Penpelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksiud  dalam
Pasal 17 avat (4] diselengparakan oleh Pemerintah Pusat,
Femerintah  Daecsh,  dan  Pemerinteh Desa yoang
dilakukan secara terpadu dan saling mendukung guna
mergamin lereapainys derajat Keschatan yang scbinggi-
HIngEinya.

Fengeiclaan Kesehatan sebapgaimana  dimalesad  pada
ayat (1) dilakukan secars berjemang di pusst dan deerah
dalatm suaru sistermn kesehatan nagioenal,

Ketentlan [Btih lanjul menpenal penpelolaan Kesehatan
sehagnimansg dimaksud pada ayat (2] diatur dengan
Peraturan Prosiden.,

BAB W
LAY A KESEHATAN

Dagian Kesar

Trmaen

Pasal 22
Penyeleneesraan Upays Keschatan melipudl;

a. keschatan ibu, bayv dan anak, remaja, dowasd, dan
lanpur wusis;

b. keschatan . .
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b Kesehatan penyancang disabaolitas;
. Kesehatan reprodoksi;

i, keluargs berencans;

o plEn

£ Kesehalao gigl dan malue;

g, Keschatan penglihalao Jan pendenpgaran;

h. heschatan jiwa;

L. pernanggllanpan penyakit merular dan

penanggulangan penvakit tidak menular,
1. Kesehalan keluargs;
k. EKesehatao sekolaly,
L. keschatan kerja;
. Kesehatan olabicaps;
n. Reschatan lingkungan,
n.  Kesehalan matra;
p. Kesehatan bencana;
. pelavanan darah;

. transplantasi ergan danfateu jaringan tubut, terapi
berbasis scl dangatan scl punca, scrta bedah plastik
rekonstogkst dan estetiks;

5. peagamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alak
Keschatan, dan PKRT;

t. pEnEamanan makanan dan minhuma;

1w, pengamanan @a@l adil:

v.  pelayanan kedokieran unruk kepentingan hukum;
w. Pelayanan Kesehetan tradizional; dan

¥, Upayva Keschatan lainnya,

{2] Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada
avat [1} hurwd x ditctapkan oleh Menlern sesua) dengan
perkembanegan  dan  kebsiiuban permbangunan bidang
keseharan.

Pasal 25 . ..

SK No [37017 A
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Pasal 23

Penyelenpgaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara

bertangpung jawal, ATTIEm, biesrTriutig, merata,

nuchiskenmuinatl, dan berkeadilan,

Penyvelenpgarasan Upnva Keschatan harnss memperharikan
Minest sosial, milal sosia] budays, moral, dan ctika.

Pazal 24

Penyvelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesial
dengan standar Pelavanan Kesehatat,

Koetentuan  menpenal  slandar Pelayanan  Kesehatan
sebapaimana  dimaksud pada avat (1) diatur denpan
Poratwran Pemerintan.

Pazal 25

Peoyelenpparaan . Upaya Resehalan dalam beniuk
Pulayanan  Kesehatan dapat memanfastksan  icknologl
nformast dan komuanikas,

Pemanfaatan  tcknelogt informasi dan komunmikasi
sebapaimana dimaksud pada avat (1] dapat dilaksanakan
melaluar Telekesehatan dan Telemedisin vang terintegrasi
denpan Sistein lnformasi Kesehatan Nasional.

Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
terdirt atas pemberian pelayanan kKlims dan pelavanan
nonklimiy.

Pembenan pelayanan klimis scbhagaimana dimaksud pada
ayat (3 dilakukan melalui Telemedizin.
Ketentuan lehih lanjut tnengenar penyelenggaraan Upaya

Keschalan vang memanfaatkan eknologh informas) dan
komuamgleas diaiar denpan Peranuran Permerintah.

Pasal 26

L'paya Kesehatan dalam bentuk pelavanan disclenggarakan
melali.

H.
ba.

Pelavanan Kesehatan primer; dan

Pelayvanan Kesehalan lanjulan.

Pazal 27 . _.
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Pelavanan  Kesehatun prmer dan Pelayanan  Keschatan
larjutan  diselenggarakan berdasarkan kebiakan  vang
ditelapkan aleh Permnerindabh Pusat dengan meomnperhatikan
tnagukan dari Pemerinlal Dacsrah danfatau masvarakat.

(1}

(2}

(3}

[4)

{1]

Pasal 2R

Pemerintalh  PPusat  dan Pemerintaly Daerah wajib
menyediakan akses Pelayanan Keschatan primmer dan
Pelayvanan  Kesehalan lanjolan di selurah wilswah
Intlonesiy.

Fewajilban  selmpaimansa dimalkswd  pada oaval (1]
dintarmakan dengan mengoptimalkan peran Pemerintah
Dacrah.

Penyvediaan akses Pelavanan Kesehatan primer dan
Pelayanan Keschatan lanmtan scbagmimana dimaksud
pacda daval |1) dapal melibatkan masvarakot,

Penvedisan  skses  Pelavanan  kesehatan pnimer  dan
Pelavanan Kesehalan lanjulan sebagaimana dimaksud
pada avat [1] mencakup masvarakar rentan dan hacsifac
1nkiuzif nondizkriminacir,

Peovediman  akscs Prlavanan HKeschatan pnmer dan
Pelayanan Keseholan lanjutan sebagaimans dimaksed
pacda ayval {1) dilakukan melalat:

A.  pembAanguinan sareana dan prasarana Fasilitas
Pelavanan Keseharan tingkat pertama dan Fasilitas
Felavanan Kezehatan tingkar lanjut;

b.  pemenuhan  kebuluhan sumber daya manasia,
sediaan Farmasi, dan Alat Keschatan: dan

i, peningkartan kemampaan dan cakupan lavanan
[FasilitRa Pelavanan kKesehatan.

Fasal 29

Masvarakat dapat berpartisipast uniuk pembangunan
Fasilitas Prlavanan  Keschaman tingkar pertatma dan
Fasilitas Pelayanhan Kesehatan tingkat lanjur.

(2} Pembangunan . ..
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Pernbwrngunan Fasilitas Pelavanan Keseharan lingkat
pertama dan Fasihtas Pelavanan Keschatan ungkat lanjuat
sebapauimana dimaksud pada avat {1 1ermasuk
pemenuban sumber dava manousia, sarana, prasarana,
tdan Alat Keschatan.

Pemnbangunan  Faslitas  Pelayanan Kesehatan  tingka
pertama dan Fasilitas Pelayaonsn Resehatan tingkat lanjut
sebapaimana  dimaksud pada avat (1] harus
mempertimbangkan kebuluhan Pelayanan Keschatan da
dacrah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, lermasuk
untuk kebutihan wahand pendidikan.,

Prmcrintah Pusat dan/araw Pemenntash Dacrah dapat
membaniu pemenubhan sumber dava manusia untuk
pembangunan  Fasilites Pelayanun Kesehalan  tinghkat
pectarna dan Faslitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjur
di daerah sebagaimana clirnaksud pada ayat (35

Bagian Kedua

Pelayanan Keschatan Primer

Fazal 30

Femerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintabh Desa
berrangrung Jawab alss penyelenpgaraan dan pembinaan
FPelayanan Kesehatan primer.

(1

(2

(3]

Fazal 31

Pelayanan Keschalan pnimer menyvclengegarakan Upaya
Kesehatan  persecranpan dan Upaya Kesshatao
mAsvATA kAt

Poclayanan Keschatan primer scbhagaimana dimaksud
pada ayar [T} merupakan Pelayvanan Besehalan yang
terdekat denpan masyarakat sebagal keontak pertama
Pelavanan heschalan.

Pelayanan kezehatan primer sebagaimana  dimaksud
rada ayat (1) diselenpearakan scecara wennleoprasi dengan
tuuan:

a, pemenuban kebutuhan Kcechatan dalam sctiap fase
kehucdupan;

B perbaikat . ..
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b. perbaikan detarminan Kesehatan ataun faklor yang
mempengaruhl Kesehatan  vang terdini alas
determinan sosial,  ekonomi, komersial, dan
limgkungun; dan

o, penpuatan Kesehwtan perscoranpan, keluarga, dan
masyarakat.

Polawanan  Kesehatlan  primer secara ferinlegrasi
schagaimana dimaksud pada avar (3) melipuli pelavanan
promedd, preventf, kuratf, rehabilitatit, dan/atan paliacil
Uniuk seliap [ase kehidupan,

Pelavanan prevenul sebapaimana dimaksud pada avat (4)
dilakukan untuk pencegahan penrakil tertmasuk skrining
dan aurveilans.

Felayanan HKesehatan primer sehagalmana  dimaksod
pada ayvat [3} secara strategis memprioritaskan Pelavanan
Kegehatan  utama/cscnsial  vang  ditujukan bagi
perseorangan, keluarza, dan masyarakat berdasarkan
faktor risike.

Ferbaikan  delerminan Kesehalan dlau [Bkuwr pang
mempengaruhi Kesehatan sehagaumana dimalsgd pads
avat (3] humaf b mebbatkan pihak terkest melalui
penyvusunan kebjakan dan tindaltan lintas sektor.

Penguatan  Keschatan  perscorangan,  keluarga, dan
masyarakal sebapaimana dimaksud pada ayat {3) huroal
bertujuan uotuk mengopiimalkan slalus Kesehalan dan
tmenguackan perat merska sebagar mutra pembanpunan
Kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiei dan
untuk orang lain.

I'enguatan Kesehatan perseorangan, keluarga, dan
masyarakat scbagammana dinaksud  pada avat (8
memberikan lavanan vang borpusat pada porsCcorangar,
berlokus pada keloarga,  dan berocientasi pada
masyarakat vang scsual dongan latar belakane sosal
hudaya,

Pasal 32

Brelayanan Keschatan primer disclenpearakan melalat
sudlu sistem jdaring Pelavanan Keschoalan vang saling
herkoordinas) dan bekerja sama.

(2] Puskesmas . . .
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Puskesmas menpourdinasikan sistern jejaring Pelavanan
Keschatan prumer i wilayah kerjanvi.

Alwlem Jejanng  Pelayanagn  Keschatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menjanglau
seluriih masyarakat melalui:

4.  strukiur jejaring berbasie wilaval administratif;
B.  strukour jejaring berbasiz satuan pencidikar,

€. struktur jgjaring berbasis tempat kerja;

d.  struktur jejaring sislern rgjukan; dan

¢, struktar jojaring lintes sektor,

Slruklur  jejaring berkasis wilayah  admimscracl
sebapaimana dimoksud pade avar (31 huraf oz
metnastikan  lersedianya Pelavanan  Kesehalan  untak
seluruby - masyarakal dengan menjamin lersedianys
Pelayanan keésehatan hinpga  tngkar  desafkeluraban
yang melipuni:

u.  Fasilitas Pelavanan Kesehatan tinpkat pertama dan
Fasilitas Pelayanan Kesehalan penunjang, baik milik
Pemeriniah  Pusat, Pemerintab Deerah, mauapun
masvarakat;

b, unir Pelayanan kesehatarn di tirnkatt
desaj kelurahan: dan

£.  Upava Keschatan Bersuenber dayva masvarakat,
1 ddalam wilayvah kerja Puskesmas.

Uml Pelavanan Kesehatan &1 tingkal  desa/kelurahan
sehagaimand dimaksud  pada  ayal 4 haruf b
mengoordinasikan urusan Kesehatan Jdi desa/kelurahan,
tormnasuk permnbwrian Peloyvanan  Kesehalan dan
partisipasi masyvarakal.

Uit Pelayvanan Keschatan ¢l tingkal desa/kelurahan
scbhagaimana  dimaksud pada avat [(3) minimal
dilaksanakan oleh kader Keschatan vang ditugesi oleb
desa /kelurahan dan Tenaga Kesehatlan.

Struktur  jejanmng berbasis satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada avat (3] hocul b mencakup
scmua qatuan pendidikan di dalam wilavah kerja suatu
Puskesmas.

(8] Strukour ..
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Struklur jejaring berbasis tempal hkerju scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ mencakup semua tempat
kerja di dalam wilavah kerja suatu Puskesmas.

Strukiure jeparing sislem ruukan sebagaimana dimaksud
pacda ayat (3) huraf d dilakukan melalul rojukan sccara
vertikal, herizantal, dan rujulk halik,

Struktur ejaring lintas seklor sebapaimana dimaksud
pada ayat (3] hurul ¢ mencakup jojarmg pemerintah i
tngkar  kecamalan, desafkelurahan, dusun, rukun
warga, tubkun letangea, dan jejaring micra Keschatan
uniuk mengelas determinan Kesehacan.

Pelayanan Kesehatan pritner dirdukung uleh
Eeterhubunpan dara  pada  sislem jefaningnya yang
teriniegrast dengan Sistem [nfbrmast Kesehatan Nasional

Pazal 33

Fenyelengparaan Pelayanan Kescharan primer didokang
oleh laboratorium Kesehatar.

Laboratorium Kesehatan sebagsimana dimaksud pada
ayat  [1} meliputi lalwratonium medis,  laberatoriom
Kesehatan masyarakat, dan laboratoram lainova yang
ditetaplan cleh Menien,

Laboratornim Keschatan masvarakar  sebagaimang
dimnakeawd pada ayat (2} ditata secara berjenjang.

Pemerinlab Pusat dan Pemerintabh Daerab herlanggung
jawab menyediakan dan menyelengearakan laboratorium
keschatan masvarakat,

Ectontuan lebih lanjiut. mengenai laboratorium Keschatan
diatur dengan Peraluran Pemerineah.

Pasal 34

Pammenniah Pusat, Pomcrintab Daerah, dlan Pemeriniahb
Desa bertanggung jawab terhadap kemandirian dalam
LIpava Keschatan.

Dalam rangka kemandirian sebagaimana dimaksud pada
aval [1], Pomerintah Pusal, Pemerintah Daerah, dan
Pemenintalh,  Desa  mendoring lerbentukova  Upaya
Keschatan bersumber duva masvarakat,

FPasal 35 . ..



SK Mo 187024 &

(1]

(2]

i3

)

(7

PRESICEM
REPLHELIK INDONESIA

21

Pazal 35

Upava  Kescharan  bersumber  dava  masvarakar
reTlpakan wahana pemberdavaan masyarakat bidang
kesehwtan yang  dibentek  atas dasar kebutuhan
masyarakat, hkelola olech, dan, untuk, dan bersama
masyarakat, serta dapal difzsilitast oleh Pemeriniah
Pusat, Pemerintab Dmerah, dan/fatau Pemerintah Desa
dengan melibatkan sektor lain vang rerkaie.

Upaya Kesehatan hersumber dayva masyvarskat dapat
berupa pes pelayvanan terpadu.

Pus pelavanan terpadu sebapaimans dimakswd pada
avat 2] dapal menyelenggarakan pelavanan sosiab dasar,
termasuk df bidany Keschatan,

Fos pelayanan ferpadu sebagaimana dimaksud pada
aval 2) dilaksanakan aleh kader dan/acau masvarakar.

Cralum rangka pelavanan sosial dasar bidang Keschatan
i poz pelayanan terpadu, dilakukan pembinaan weknis
dan peniogkalan kemampuan kader oleh unit Kesehalan
di deza/keluraban Juan Puskesmas.

Dalam penyelehgparsan pelayanan sosiol dasar bidang
Keschatan di pos pelayvanan terpadu, Pemerintah Puasat,
Pemerintah Daeraby, atau Permerintah Cess memberikan
insentd kepada kader.

Pemerinlah Pusat., Pemerintahh Daerah, dan Pemerinlah
Desa berlangegung  Jawab  aras  penyelenggaraan  pos
petayacian lerpadu,

Fasal 36

Ketenluan lebih lanjut menpenai Pelavanan Kesehatan primer
diatur denpan Peraturan Pomerintah.

(1]

Bapian Keligs

Felayanan Kesehatan Lanjutan

Pasal 37

Pelayvanan Keschatan lanjutan merupakan  pelayanan
speslalis danfalau subspesialis vang mengedepankan
pelavanan  kuranf, rehabihitatit, dan palatit tanpa
mengabaikan prometif dan preventil.

2] Felayanan . ..
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Pelayaoan Kesehalan lanjutan sebagaimana dimaksad
pada aval [1] diselenpgarakan oleh Tenaga Medis dan
Tenaga hkesebatan  sesusl dengan komperensi dan
kewenangan pada Fasililas Pelavanan Keschatan tingkat
lanjut.

Pelayanan Keschatlan lanjutan sehapaimans dirmaksod
pada ayat (1 didanar olch peneritna Pelavanan Kesehatan
atau  rmelshal pemgaminan RKeschatan  dalam sistem
jatninan sosial nasional danfatan asuransi kemersial,

Pazal 38

Dalam pengembangan Pelayanan Kesehalan lanjutan,
Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakat
dapat mengembangkan pusar pelayanan  unggulan
nasiund] vang erstandar intcrnasional.

Pergembangan  pusat  pelayanan  unggulan  nasional
sebagaimang dimalksud pada avat (1) beriwuan unouk
memenuli kebuluhan  Pelavanan Keschatan  dan
mecnghadapi persaingan reginnal dan global.

Pasal 59

FPelayvanan Kesehatlan prnimer dan Pelayanan Keschatan
lanjutan  sebagemana  dunaksud  dalam Pasal 26
diselenggarakan secars  lheckesinambunpsno melalud
sistem rujukan Pelayartan Kesehatun persenrangan,

Sistermn  rujukan  Pelavanan  Kesebatan  perseprangdan
scbhagaimana dimaksud  pada  ayar (1) dilakukan
berdasarkan kebutubhan medis Pasien dan kemampuan
pelayansan pada setiap Fasilitas Pelavanan Kesehatan,

Sistetn rujukan  Pelavanan  Keschatan  perscorangan
mencakbup rujuban secars verikal, herngontal, dan rajuk
balik.

Sistetn rujukan Pelayanan  Keschatan  porscoranganl
didukung dengan 1eknolog infermast dan koemunikast
vang terintegrasi dengan Sislem Infoonmst Kesehatan
Masional.

Teknoleg  informasi dan komunikasl  sebagaimana
chimalksud pada avat (4] meomual dala dan infonnasi
mutakhir  mengenar kemampuan  pelayanan sctap
Fasilitas Pelavanan Kesebharan vang fergabung dalam
sistem mujukan secara terintegras.

(£ BHelain . . .
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Selain memual data dan informasi murakhbie mengenal
kemampuan  pelavanan sedap Fasilitas Pelavanan
Kesehatan  scbagaimana dimaksd  pada ayat [3),
nemanfadtan . whknolegi informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksdl pada ayat [4] dilakukan terhadap
prascs transfer data dan informasi cnedis Pasien yang
diperlukan untulk proses rujuban.

Ketenluan  lebab lanjul  mengenal sistem cojukan
Pelayanan Kesehatan persenrangan diatur dengan
Peraturan Meonteri,

Bagian Keernpat

Keseharan b, Bayl dan Anak, Bemeya, Dewasa, dan Lanjut Usia
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Paragral 1

kesehatan 1ha

Fasal 40

Upava Kesehartan ilw dingokan antubk melahirkan anak
vung sehat, cerdas. dan berkualicas gerta menurunkan
anpgka Kematian b,

Upava heschatan ibu  scbagaimana  dimaksud  pada
avat (1] chilakukan pada masa sebelum hamil, masa
kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Sitiap  itbu berhak memperolch akses ke Fasilitas
Pelavanan kesehalan dan Pelavanan  Kesehalan ydang
scsual dengan standar, aman, bermuty, dan terjangkan.

Pemerintah Pusat daty Pemernrah Dasrah bertanpeang
Jawab menvediakan Pelayanan kescharan thu vang sesual
dengan standar, amarn, heemuig, dan evjangkatl.

Upaya Keschatan itbhu memgadi tanggung  jawab dan
kewajiban  bersama  bagli  kelvarpa,  masyvarakat,
Pemernimah Dasrah, dan Pemerinlah Pusal,

Kerentuan lebih lanjut mengenar Upaya Kesehatan ibu
dislur dengan Peraluran Pemerintah.

Paragrafl 2 . . .
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Farapraf 2

Kesehatan Bayvl dan Anak

Pasal 41

Lpayva HKesehatan bayl dan anak ditgukan untuk
menjagd bayvi dan anak tumbuh dan berkembang dengan
schat, cordas, dan berkualitas serra menurunkan angka
kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bavi dan anak,

Lpava Kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih
dalam kandungan, dilahirkan, selelah dilshirkan, sampai
sebelum werusia VE [delapan elas| tahun,

Lpava kesehalan bayl dan anak scbagaimano dimaksud
pada ayat (2] termasuk skrnning bayr barna lahir dan
skrimng keschatan lainnya.

Pemerintah Poesat, emerintab Daeraby, keloarpa, dan
masvarakar bertangaunpg  jawablr Aalas penyelengparaon
Lpava Kesehatan bayi dan anak pang sesust dengan
standar, aman, hermuiu, dan terjangkau,

Fasal 42

Setiap bavi berhak mempercleh air susu ibu eksklosif
sejak dilahirkan sampar waa & (Enambd bolan, keowal atas
irndibkasi medis.

Peroberian aic susd b dilanutkan sampal denpan usia
2 [dur) tabun diserlal pemberian makanan peodamplne.

Selama pemberian air susu 1bu,  pihak  kcluarga,
FPemerintah Pusat, Pomerintah Dacrah, dan masyorakat
wilh mendukunp 1tbu bayl sccara ponuh dengan
penyediaan waktu dan fasilitaz khusus.

Petvedinan fasibitas khosus sehapaitmena dimaksud pada
avac [3| diadakan di tempar kerja dan tempatyilasilitas
1Armarm.

Fasal 43

FPemnerintah Pusatl dan Pemerintah Dacrabh berlanggpling
javab mcnctaphkan kebyakan dan melalkluban
pengawasan daiam rangka menjamin hak bayl uniuk
mendapatkan air susy ibu cksklasit,

(2} Ketentuan . ..
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Ketentuan lebih lamjut mengenal aie susu ibu ebesklosil
schbagaimana dimaksud pads avat (11 diatar dengan
Peraturan Pemerintah.

Fasal 44

Petnerinlah Pusal dan Pemerintah Daerah bertangoang
Jawab  untuk memberikan munisasi lenpkasp kepada
setiap bay dan anak,

setlap Wyl dan anak berhak mempercleh  imunisas
untuk memberkan pelindungan dar penvalkit vang dapat
dicegabh dengan imunisasi,

FMhak kecluarga, Pemerintah Pusal, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat harus mendukung imunisasi kepada
bayl dan analk.

keleniuan lebih lanjpat mengenai pemberian  imunisas
dan jenis anunisasi diglur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

Pemerintah Tusat dan Pernerintab BPaerab harus menjamin
getiap anak  yang  dilahirkan  mendapatkan Pelavanan
Kesehalan sesual dengan standar agar dapal hidop, tumbuh,
dan herkembang secars eptimal.

(1]

2]

(1

Pasal 413

Setiap bay dan anak berhak terhindung) dan terhindar
darn segala bentuk dizkorminas dan iindak kekerasan
vang dapar mengganggu Kesehatan teayi dan anak,

Pernerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah herkewsjiban,
mergamnin terselenpgaranya polindungan bayi don anak
scbagaimana dimaksud pada avar (1) dan menvediakan
Pelavanan Koschatan gesuai dengan kehuiuhan.

Paxal 47

Permnerinial Pusal menstapkan standar dan/atau lkriteria
Kesehalan bhayl dan anak.

(2] Standar...
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Standar danjarau kriteriy sebapaimana dunaksud pacda
aval (1} disetenggaraltan sesuai dengan pertimbangan
moral, nlai sesial budava, dan  didasarkan  pada
ketentuan peratian perundanp-undanpan.

Pasal 45

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacrah bertanpgliog
Jjawab menvediakan empal dan  sarana lan vang
diperluksan untuk bermain anak vang memungkinkan
ariak lumbuh dan berkembang secara oplimal sera
rnaml bersosialisasi secara sehat.

Terepmal bermain dan sarana lain vang  diperiukan
sebagaimand dimaksud pada ayat (1] dilenglani saraos
pelindungan  lerhadap  risiko  Kesehatan agar  ridak
membahavakan Kesehatan anak.

Pasal -1t

Eetentuan lebith lanjut mengenal Upayva Kesehatan bavi dan
anok dialur dengan Peraturan Pemerintah,

(1]

(<

(3}

(4}

Pacaprafl 3

Kesehatan Remaja

ffazal 50

Lpayva Keschatan remaja thlujukian untuk
memperslapkan remajs  menjadl crang  dewdsa vang
sehal, cerdas, berkaalitas, dan produktif

Lpava Keschatan remaga dilakukan pada masa usia
TEtna)a.

Setiap temaga borhak memperoleh akses ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan Pclayanan Kesehatan yeng
sesual dengan standar, aman, bermuty, dan terjangkan.

Upsya kesehatan remaja sebwpaimanzs dimaksud pada
avdl {1], tormasuk  skrining  Kesehatan, Kesehatan
reproduks] remaja, dan Kesehatan jiwa remaja.

(3] Pemerintah . ..
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Pemerintah Pusat, Permeriniah TNaerah, keluarga, dan
masyarakat bertanggung  jawaly alas  penyelengparaan
Upkyva Kesehalan remaja yang sesuai dengan standar.
amat, bermuly, dan terjangkao.

Ketentuan  lebih  lamut  mengenai Upaya  Kesehatao
remaja diatue dengan Peraluran Pemerintah.

Parapral 4

Keschatan Dewasa

Pasal 51

Upava Kesehalan dewssa ditwukan untuk menjaga agar
sesanrang tecatr hidupy sehal dan produktif.

Setiap orang dewass berhak memperoleh akses ke
Fasilitas Pelavanan Kezsehatan dan Pelavanan Keschatan
vang scsual dengan  standar, aman,  bermualu, dan
LeC)H kL.

Pelavanan Rkeschatan  sebagaimana  dimaksud pada
aval (2] lermnasuk Pelavanan Kesehatan reproduksi can
skrimieg herkals untuk detekst ding penyakat.

Pemerinrah Pusal, Pemernintah Cacrah, keluarga, dan
masyvarakat Dbertangpung jawah atas penvelenggaraan
Upava keschatan dewasa vang sesusn dengan slandar,
aman, bermutu, dan terjangliau.

Keteniuan  Iehih lanput menpenai Upayva  Kescharan
dewasa diarur dengan Peraturan Pemoernntah,

Faragral 5

Kezsehatan Lanjul Uaia

Pusal 32

paya khesehatan langul usia dilujukean untuk menjoaga
apar tetap hidup sebar, berkualitas, dan preduktil sesaai
dengan martalyar Kermanusiaan.

Upava Keschatan lanjut usia dilakukan sopjak scsrorang
berugsia S0 [enam pubuh) tahun atsu usia lsain venp
ditetapkan SEHLIAI cerigan keteniuan peraluran
perundang undangan.

(3 Sctiap .. .
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Setiap norang lanjut usia berhak memperoleh akses ke
Fasilitas I'rlayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan
vang sesUal denpdan standar, aman, bermutu, dan
lerjanpkau.

Perneriniab Pusat, DPemerintabh Daerab, keluarga, dan
masyvarakat berlaogeung jawab atas penvelengparaan
Lipaya  Keschatan lanjur usia  yane scsual dengan
standar, aman, bermuta, dan terjangkau.

Ketontuan lebib lanjut mengenal Upaya keschatan lanae
s diatur dengan Peraturan Pemeriniah.

Eagian keolima

Keschatan Penvaodang Disabilitas

Pasul 53
Upaya HKeachatan peovandang  dissbilitas  ditgjukan

uniuk menjaga apar penvandang disabilnas (elap hidup
gschar, produktif, dan hermariabat

Upaya Keoschatan penvancdang disabililas  dilakukan
SEpanjang uxsia penyandang disabilitas.

Sctiap penyandang disabililas herhak memperoleh akses
atag  Fasilitas  Pelavanan EKesehatan dan Pelavanan
Keschatan vang sesudl dengan standar, aman, bermuto,
dan teranegkaa.

Famerintah Pusat, Pemerntah Taerah,  keluarga, dan
masvarakat  bertangsung jawab unfuk menjamin
ponvandang  clisabillas cmempunydl hak  vyanpg sama
sebapgal wargs nopara.

Upasa Kesehatan penvandang disabilitas schagaimana

dimalsud pada avat (1} dilaltulian oleh Permerintab Pusal,
Pemerintab Daerah, dany/siau masyarakal,

Ketentuan  lebih lanjut mengenar Upaya  Kesehalan
peavandang  disatnlilas . diatur dengan Peraturan
Pemenntah,

Bagian . ..
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Bagian Keenam

Kesehatan Repooduks]

Pusal 534

Upaya Kesehatan reproduksi ditujukan untult menjaga
dan meningkatkan sistem, fungsi, dan privies reproduksi
pada laki-laki dan perempuan

Upava Keschatan reproduksi sebapaimana dimaksud
pada avar (1§ meliputs

a.  masa sebelum hamil, musa kehamilan, persalinan,
tlan pascapersalinan,

k. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrazepsi, dan
Keschatan sclesual; dan

. Kesehatan sislem roprodukst.

Prasal 55

Aeliap Orang berhak:

d.

menjalant kehidupan reproduksi dan seksual vang sehat,
aman, serla bobas dac diskrirrunaxs), paksasan dan/atau
kekerssan dengan menghormati nilai lubuoe vang ridak
merendahkan martahal manuwsia sesual dengan norma
APATTIR;

memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai

Keschatan  reproduksi vang  benar  dan dapat
tiperiangpungiawabkan; dan

menertia pelavanan dan pemulihan Keschatan akobat
tincdak padana kekerasan scksual.

Pasal b

Pemerinlah  Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakat
bortanggung jawalr atas penyelenggarasn Upaya Keschatan
reprodukst yang scsual dengan standar, aman, beemuoty, dan
terfangkan.

1*a=al 37 . ..
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Pousnl 57

(1] Sefiap  Pelayanan  Kesehatan  reproduksi,  tcrmasuk
reproduksl dengan baniuan dilakuksan sccara aman dan
bermutu  dengan  memmperhatikan  aspels yvaog khas,
khususnys reproduks] porempaats.

(2} Pelaksanann Pelayanan Kesebintan reprodukst
sebapaimana thimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
lutak bLerentangan dengan nilai agama dan ketcntuan
peraluran perundang-undangan,

Faszal 35

Reproduksi dengan bamuan hanva dapat dilakukan gleh
pasanpan suAme-Isr yang sah dengan ketenroan:

a. hasl] pembushan sperma dan ovam dan susmi-isti yang
bersanplkutan ditanarmkan dalam cahim isto dari mans
ovum berasal;

b, dilakukan oleh Tenaga Medis vang mempunyai keahlign
dan kewenangan; dan

v, dilakukan pada Fasilitas Pelavanan Kesshalan lerlenin

I*asal 59

Ketentuan lebah lanjut mengenai Upayva Kesehalan reproduksi
sebapaimana  dunaksud dalam Pasal 54 sampal dengan
Pasal 38 diarur dengan Peraturan Pemerineah.

MFasal GO

(1) Setap Orang dilarang melakukan gborsi, kecuall dengan
kotcria vang diperbolehkan sesual denpan ketentuan
dalam kitab uncdang-undaneg hulkum pidana.

(2} Declaksanaan abors] denpan kolers yang diperbalehkaon
sebagaimana dimabsud  pada avat (1] hanys dapat
dilalkul aen:

a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Keschatan
vang mermilikl kampelens dan kewenangan;

L. parda Fasilitas Pelavanan Keschatan yang meomenoah
syATAl yang diletaplan oleh Menteri; dan

o, denpsan ..
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¢.  dengan  persctujuan peretmpuan hamil | vang
berzsangkuran dan dengan  persetujuan suami,
kecuall kotban perkosaan.

Fazal 5]

Pemenntalh Pusat, Pemerintsh  Dasrsh, dan masvarakat
bertangpunyg jawab melindungl dan mencegah pecempaian darl
tindakan aborai yaong ridak amuan seriy bertentangan dengan
kerenitian peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan  lebily lanjul  mengenal  aborsi ssbagaimana
dirmaksud dalam Pasal &0 dan Pasal &1 distur Jdenpan
Feraturan Pemeriniab,

Bagian Ketujuh

Eesehatan kellarga Berencana

Pasal 63

[1} Upava Kcschatan keluarga berencans dingjukan untuk
mengarur kehamilan, membentuk pencrasi yvang sehat,
cerdas, dan  berkoalitas, serla  menurunksn  angka
kematian ibu dan bayvi

|2] Upava RKesehatan kellarga berencano schapaimana
dirmaksud pada syat (1) dilakukan pada usia subur.

{31 Heriap {lrang berbak memperalech akses ke pclavanan
keluares bercncano.

{4] Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakar
bertangeung  jawab  atas  penyelenggaraan  keluarpa
berencang yang sesual dengan standar, aman, beormutu,
dan tocrjangka.

(7] Pelayvanan  keluarega berencsng dilsksanaksn sesual
fdengan ketontuan peraturan perundang-undangal.

Bapgian . . .
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Bagian kedelapan

{1zl

T*asal /3

lpaya pemenuhan gisi dilujukan untuk peningkatan
MILCU @120 persencangan dan masyarakat.

Ferangkatan  mutw plzi schapaimana  dimaksuad  pade
aval { 1] dilakukan melalui:

4. perbalkan pela konsumsi makanan yang berogam,
berplzn seimbang, dan aman,

E.  peningkaran akses dan mulu pelavanan gizi vang
seslal dengan kemajuan dmu dan teknologi, dan

o peringkalan sistem kewaspadaan dan peringpatan
dini terhadap kerawanan pangan dan pizi.

Pernerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah beranggung
jawah  terhadap keterzediaan bahun makanan  secsrs
merata  dan  terjangkau sesual deopan kelentuan
poraturan perandang-undangar.

Pemerintaby Pusal dan Pemenntah Cracrah bortangsung
jawah wenjaps bahan makanan agar momenuhi standar
MUALU gzl sesudl dengan ketentuan peraruran perundzang-
undangan.

Peovediaan bahan makanan wang memenuhl slandar
mutu  gizi  dilakukan secars lnotas scktor dan
antarprovins, anlarkabupaten, atau antarkota,

Pasal A5

Upava pemenuhan gz dilakukan pada seluruh siklus
kehidupan scpak dalam kandungan sampai dengan lanjur
1814,

Upava pemenubsan gzl scbhapaimana dumaksud pada
avdl (1] dilakukan dengan momberikan perbarcian khusus
kepada:

a.  ibu hamil dan ey s
T teayi dan balitas dan

. Memalhs PETSTIRULETL

[y Thalamm . ..
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[alarm ranpka upaya pemenuhan pisl  sehagaimana
dimaksud pads ayar {1], Pemerintah Pusat menetapkan
slandar angka kecukupan giz Jdan standar pelayvanan
@izl

Pemermlabh Puszat, Pemerintah Thaerah, dan masvarakat
Bertangpling jawab atas pemenuhan gisi keluarga miskin
dan dalam situas darurat sesual dengan ketentuoano
peralliran peruandang-undangat.

Pemerintah Pusat dan Pernerintah Dacrah bertanggung
jawah lerhadap pendidikan dan infocoast wvang benar
tentang gizi kepads masyarakat.

Pemcrintah Pusat, Pemerimah Daertah, kcluarga, dan
masyarakat melakukan upava bersamsa untuk mencapal
status gizi yang baik,

Pasat a6

Upava perbatkan gizi dilakukan relalul surveilans gz,
pendidikan iz, [dla laksana giz, dan suplementasi gizi.

Surveilans gzl sebagaimana dimaksud pada avat [1)
mergpakan kepiatan analisis sccara sisternaris dan rerls-
menerus terhadap masalah gict dan indikator pembinaan
Bl agar dapat dilakulan respons dan penanggulangan
secara efeklil dan efisien terhadap masalab gizi

Pendidikan @zl zebagmimang dineksud pada avat {1
dilmkuban melalul komunikasi, nformasi, dan ecdiboyws
dalam ranpka menerapkan perlaku gizi scimbang.

Tala lakwsana pizi scbapaimana dimaksud pade ayal (L)
merupakan rangkaian lindakan yang beortwuan unruk
perbaikan atau ponulihan pada gagal tumbuoh, beral
badan kurang, gizi kurang, pizi burak,  stenfing,  gizi
Berletih, dan delsienst mikronutrien serta masalah giz
akibat penyakit.

Suplermentasi gia sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk memenuhi kecukupan gial masyarakat
dengan procitas kepada bayl dan balita, anak zekolal,
remaja perempuar, ibu bhamil, by nifas, by menyusu,
dan pelkerja wanila,

Paszal 67 . . .
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Pusal 67

{1) Dalam rangka keterpaduan dan aksclerasi porccparan
pemenuhan  gizi, Pemerintah Puzal dan Pemerintah
Daerabh Dbertangpung jawab melakukan intervensi dalam
rangka pemnenuhan dan perbaikan g

(2] Inlgrvenst  scbhapaimana dimaksod pada ayar 1]
dilalkukan rnelalui kogedinasi, sinergl, dan sinkronisasi
afara  kemenlerian/ lembaga,  Pemerintabkh Daerah,

Pemerintaly Deza, dan pemangkl kepetilingan.

Pasal 68

Pemerintab Pusat dan Pemerinrah Daerah berrangpung jawab
meningkatkan penpetahuan dan kesadaran masvarakar akan
penkingnya  gizi dan  peopgaruahnya  erhadap peningkacan
HIH1LLS BIEL

*asal B9

Ketentuan lebib lamjul mengendt g distur dengan Perataran
Femerintah.

Bapian Kezembalan

Kesehutan G dan Mulat

FPazal 70

{}] Pelayvanan kesehalan gigl dan mulut dilalkukan anwok
memelibara  dan meninpkatkan  derajmn Kesehatan
masyarakal.

{2] Pclagvanan Kesehatan @gi dan muolut  sebagaimana
dimaksiy] pada wyal (1] ddukokan dalam bentok
pciingkatan Kessharan pigl, pencegahan penyakar gigt,
perpobatan penyvalon gigl, dan pemulihan Keschatan gigl.

{4] Pelagvanan Keschatan ggr dan mulut  sebapaimana
dimaksud pada avar (1) dilaksanakan oleh Pemerinotah
Pusat, Pemerintah Dacrah, dan/ atan masvarakat,

4} I*lavanan . .
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Pelayanan  Keschatan  gigh  dan mylut scbagaimana
dimaksud pada aval (1) dilaksanakan melalui unit
Pelavanan Reschatan gigh dan mulul dan/atau usaha
Kesehatan s=kolah,

Bagian kesepuluh

Kesehalan Penglihatan dan Pendengaran

Pasal 71

Upava  heschalan  penglihatan dan peodengaran
dilujukan  untuk meoningkatkan  derajal Kesehatan
penglibhaian dan  pocndengaran masvarakal  seris
menurunkan angka dizabilitas.

Prmerintah Musat, Pemerintah Daerah, dan masrarakat
brrtanegung jawall atas penvelenggaraan Upava
Keschatan penplihatan dan pendengaran yang  sesuai
dengan standar, aman, bermuota, dan terjangkau.

Upava  Kesehalan  penphhatan dan pendenparan
vebapaimana dimaksud pada aval (1] depat dilakukan
melalul pemberdayaan masyarakal,

Pasal 72

Upeya  Kesehatan  penglihatan dan pendengaran
dizelenprarakan sccara terpadu, konprehensid, efekiif,
elisien, odun berkelanjuian.

Dulam penvelenggaraan Upava Kesehalan penglibalan
dan pendengaran sebagatmana dirmabesod pads weat (1),
Pemerinialh,  Puzat  dan Pemerinlah Dactabh dapat
menctapkan  gangguan penglihalan dan ganeguan
pendenpgaran terferiiu sebwgel prioritas nasional atau
daerah.

Paxsal 73

Kelemtuan lebih lanpat mengenan Upava Kesehatan
penglihatan  dan  pendengaran  diatur  dengan  Perafuran
Pemermtah.

Bagian _ . .
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Bagian keacbelas

Keschatan Jnwa

Pasal 7d

Kesehatan  jiwa merupskan keondisi dimana  seorang
individu dapal berkembang sccara fisle, mental, spirirual,
dan sominl  schingga  individo  tersebut menyvadan
kemampuan scndirl, dapat mengaiasi lekanan, dapat
ekerja  sceara  produktif, dan mampu memberikan
keontribusi uniuk komunilasnys.

Lpaya Kesehalan jiwa diselenggarakan untok:

A, menjamin setlap orang dapar mencapai kKualitas
hidup vang bak, menikmali kehidupan kejiwaan
vang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan
gangzuan laih vang dapar mengedangeu Keschatan
1wa; dan

b,  memamin  setap orang dapal  mengcmbangkan
berbapal polenst kecerdasan dan potcnsi peikolegis
lainnya.

Pasal 75

Upaya Kesehatan jiwa diberikan secara proakdtif,
wenntegrasi,  Komprehensif,  dan berkesinambungan
sepranjang siklus kehidupan manusia bagi orang yang
berisiko, vrane dengan gangeaan jiwa, dan masvarakar.

Upava Keschatan ywa sebagaimana  dimaksid  peals
avat (1) termasuk upayva pehcepahan bunuah Jdic oelalul
penccpahan faktor  risiko bunuh fdicd,  pencegahan
timbutnya pemikiran tentang menyvakitl dith sendicl, dan
pencegahan percobwaan baimnh dir

Pasal 7
geciap COrang erhak mendapatkan:

A, fkses  Pelavanan  Kesehatan  jiwa yang  aman,
hermuty, dan terjangkau; dan

b, informas dan edukas tentang Keschatan jiva.

2t Setiap. . .
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Seliap Orang dilarang melakukan pemasungan,
penelantaran, kekerasan, dan/atau menvuruh orang latn
untuk melakukan pemasungsn, penelantaran, danfatau
kekerasan rerbadap orung vang bensilko arau orang
dengan ganpglien  jiwa, atau tindakan lainnva yaog
melanggac hak asas) orang vang berisiko cdan orsog
dengan FAangaLEn jIwa.

Orang wvang berisike dan orang dengan fanpguan jiwa
metnpunyal hak yang sama sehagnl wargs negard,

Pasal 77

Femerintah Pusal dan Pemenmtah Dacrah hertangpling
Jaweats:

4. menciptakan kondisi Keseharan jiwa vang setingpi-
linepginya dan menjarain Ketersediaan, aksesibilitas,
mutu, dan pemeralaan lipava Kesehalan jiwa;

. memberi pelindungan dan menjamin Pelayanan
Kesehatan jiwa bae orang vang berisiko dan orang
dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak esasi
LA TINSLAS

. memberikan  kesempatan kepacda  orang vang
berisike dan orang dengan panggadan jiws untuk
dapat meomperaoleh hakova sebapal warps neears
[ndonesia;

d. melakukan penangsnan lerhadap orang  dengan
FANESUAn Jwa yang tolantar, menggelandang, dan
enpAancam  Keselamatan dinnva dangatau orang
laies;

¢,  menyediakan Fasilitas Pelavanan Kesehstan dengan
Felavanan Kesehatan jiwy, baik di tdnpkat pertama
aupun Dogkal largul di seluruh wilavah Indonesia,
lermasuk  lavanan untuk  Dasien narkorika,
pailcotopil, dan zal adikiil lainnya;

. mengembangksn Upava Heschatan jiwa borbasis
masyarakar sebapal bapian dar Upava Keschatan
kR keselurubsang

g, melakukan pengavasan werhadap fasiliras polayanan
Al hiar sekinr Kesehatan dan Upava Keschatan jiwa
bertyuasis muasvardlar; dan

h. mengatur . . .



SK No tB7041 A

(2]

(3)

(1}

[}

(1}

(2]

(1]

21

FRESIDEM
REPUBLIK (NDOMESIA

- 41 -

h,  menpalur dan menjamin ketersediaan sumber dayva
manusia  di bidang Kesehatan  jiwa unluk
pocmoratdan penvelenpgmarasan Upava Kesehatlan jiea

L'payva Keseharan Jiws dilaksanakan dengan
mengedepankan peran keluarga dan masyarakat.

Upava Kesehatsn nwa  scbagaimana dimaksud  pada
aydt [2) termasuk upaya rehabilitazi terhadeap orang
dengan gangguan jiwa.

Pazal 78

Upave Kesehatan  Jiwa  dalam  bontuk  Pelayanan
hesehatan dilaksanakan olch Tenaga Mcdis dan Tenapa
Kesehatan yang memilikl kompetensi dan kewenangan di
tidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan
ternagn lin vang terlath di bidang Kesehatan jiwa dengan
tetap menghormati hak azasi Pasien.

Upava Keaehatan  jiwa dilaksanaksan di o keloargs,

marvarakal, dan fasilitas pelavanan di bidang Kessharan
JUAd,

Pasal 74
Fasilitas pelayanan Jdi ndang Keschatan jiows melipatis
a. Fasilitas Pelavanan kesehalan; dan
b, fasilitas pelayanan 1 luar sektor Keschatan dan
lamililas pelayanan berbasis masyarakat.
Familitas  pelayanan di - bidang  Kesehatan  jiwa
sebapaimana dimaksud pada ayat [1] harus memenubi

standar scsual denpan ketentuan peraturan perutuclang-
undargat.

Pasal B

Penatalaksanasan nrang  Jenpan  ganpgguan  jiwa yang
thlalkulkan  secars rawal inap  haras  mendapatkan
perselwjuan tindakan sccara tevtulis dar erang dengan
BATIEELIATL JiwA yang bersanphkuran,

Dulam hal oraneg denpan pangeuan jiws yang diangeap
tidak cakap dalam memboar keputusan, porsctujuan
lindaksn dapat dibenkan oleh:

a.  suami ...
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H. HLAMI AtAal Lstri;
L, wrang tua;

v,  dAnak atan saudara kandung vang paling  sedikic
berusia 14 [delapan Twelas] tabugn;

d.  wali alau pengampe; atau

Pejabal vang beraenang sesual dengan Kerentuan
perdaturan porundang-undanga.

Dalam hal crang dengan ganpglian jiwa disngeap lidak
cakap dan oihalkt yvang memberikan perselyjuan tindakan
sebagaimana dimaksud pada aval (2] tidak ada, timdakan
medis yang  dibyukan  untuk  mengatas: kondisi
kedrruralan dapal dibenkan tanpa persetujuan.

Penenluan  kecakapan orang dengan ganpgguan  jiwa
sthagaimana dimaksud pada avat (2] dilakukan oleh
dokter  spesialis kedokicran  jiwa atau  dokter  vaog
memberikan lavanan mecdis saatl il

Orang dengan pangguen jpiwa pang telah dilakukan
penyembuoban herbak meneniukan tindakan medis yang
alean dilakukannya,

Fasal #1

Untuk kepentingan penegakan hulum, seseorany yang
diduga crang dengan gangeusn jiwa yang melakukan
rndak pidang haras mendapatkan pemenksaan
kesehatan jiwa,

Pemerikisdaan Koschatan jiwa  schagaimana dimakesud
padd dyar (1) dilakokan ancuk:

a. mencntukan  kemampuan resaorang  dalam
metnpertanpgunpgawattban findak pidana yam telah
dilakukannya; danfaraul

b, menentakan kecakapan hukum seseorang untuk
menjalani prosas peradilan.

Pasal 82

Umniuk kepentingan  keperdalaan,  sescordane vaned  oiduea
kchilangan kecakapan untuk melakuksn perhuatan hukuam
harus mendapatkan pomeriksaan Keschatan jiwa.

FPasal 83 . ..
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Fasal B3

Femeriksaan  Kesehalan jea untuk kepeniingan hokum
sehagaimana  dimaksud dalarm Pasal 81 dan Pasal 82
dilakukan sesuasi dengan pedoman pemeriksaan Kesehatan
Jiva,

Pasal 84

Untuk melaksanakan pekerjpan lerlenta atau menduduoki
jabatan tertentu, wajib dilakukan permeriksann Kesehatan
JIwe,

Fazal B3

Kelentuan lebih lanjut mengena Upayva Kesehalan jiwa diatar
denpgan Permiuran Pemerintah.

Hagian hedua Belas

Penanppulangan Pergrokit Menular dan
Punangpulangan envakit Tidak Menular

Paragral 1

Lhtniam

Fusal 565

(1) [Memerintab Pusat, Pemerinlabh Dacrah, dan masvarakat
berangpung jawab molakukan penangpulangan penyaki
mecnular dan penangeulangan penyvakil Udak menular,

(2] Penanpgulanpgan penyakit menwlar dan penanggulangsn
penvakit tidak menular scbagaimana dimaksud pacda

avat {11 dilakukan melalul Lipaya Kesehatan
perseorangan dan Upava Keschaton masyarakat vang
dilaksanakan secara  erkoardinesi, lerpadua, dan
herkesinambungan.

Pa=al 87 . ..
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Puasal 87

{1y Dmlam hal kejadian poovakit menalar dan penyvalat tidak
tmcnular  tertenre menjadi permasalahan Kesehatan
masyvarakal, Pemerinlab Pusdl dan Pemenniabh Daerah
menctapkan program penanggulangan penvakit menular
dan penangpulangan penvakit idak menular tertentu
s bagail prioritas nasinnal atau daesrah.

{Z] Pemernntah Daerah dalam menestapkan program
penangeulangan ponyvakit monular dan pocnanggulangan
penyakit tidak meonular tortentu sebagal prioritas dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus berpedoman
packa Keiteria vang ditetapkan oleb Pemeninrah Pusar.

3] Program penangsulangan penvakic  menular dan
penangpulangan penyakar tdalke menular  tertentu
sebapaimana dimaksud pada ayat (1] barus dedukunog
dengan pengelelaan yang mcliputi penctapan target dan
stralep] penanggulangan dan penyediaan sumber daya
vAaTig diperiukan.

Pasal 88

Pemerinntah  Pusat  dan Pemermntalh  Dacrah bersama
rmasyarakal serta pemangky kepentingan wrkait bertangiung
Jawab uniok melabkukan komuonikas, informas, doan adukast
tentang faktor nsike penyokit menular dan penvakit tdak
menular kepada masyarakar herisikon.

Paragrat 2

Penangaulangan Ponyalit Menular

Pyl 5O

(1] Pemerintah Pusal, Pemerimah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab melakukan penangeulangan penvakit
rnentlar melalu kegiatan pencepahan, peneendalian, dan
pemberaniasan  penvakit menular sctta berlanggung
Jawab ferhadap akibac yang dicimbulkannoya,

(2 DPenonegulangan ...
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(2]  Penangpuilangan oenyakit menular sebagaimana
dimaksud peda ayal (1) dilakukan unook melindung
masyvarakat dari tertularoys penvakit untuk menurunkan
Jumlah vang sakit, disabilitas, dan/atau meninggsl dunia
serta mengurangi dampak sosial den ekonomi akibat
pertvakil menular,

(3 Dalam pelakssnaan kegistan poneegahan, pengendalian,
dan pemberanlasan menyvakit menular sebagaimana
dimaksurd paca avatl (1), Tenags Medis dan/atau Tenaga
Keschatan yang berwenang dapal memeribosa;

. orang atau sekelompek oraog yang didups tertolar
penvakit  atau memiliki faktor  risike  penyakit
menular, dan/faran

L, lempat vang dicungan berkembangnyva vektnr dan
sumber penyakit lain.

(1] Dalam melaksanakan kepiatan penoegahan,
pengendalian, dan pemberaniasan  penyakic menular
zebagaimana dimakaud pada aval (1], Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerab dapar melalkuksn kerja sama
dengsn negara lam scsval dengan ketentuan peraturan
perundang-ondangan.

Fraxz] Q)

bMasvarakat, termasuk penderita penyakit moenular, wajib
melakukan pencepahan penyebaran penyakit cnenular melalai
prrlaku hidup bersih dan sehat, penpendalian faletor risiko
Resehatan, dan upayva poncegahan lainnya.

Pusal 91

Penanggulangan  poenyaklt menular  dilaksanakan  sccarn
terkoordinasi dan cerpado dengsn sekior kesehalan hewan,
perlanian, ingkungan hudup, dan sektor lainnya.

Pagal 2

Ketentuan Ilebik lanjuf mengenat penanggulangan penydlkil
menular schagaimana dimaliead dalam Pasal B9 szompai
denpan Pasal @1 diawar dengun Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . . .
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Parapgrul 2

Penangpulangan Penvakir Tidak benular

Pasal 93

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masvarakat
melakukan  ponangzulangan ponyakit  ddak menular
melaliyy kepiatan pemoewahan,  penperedalian, dan
penanpanan penvakit tidak menular bescrta akibat vang
ditimhulkannwa.

Penanpgulangan penvakit tidak mwenular sebagaimana
dimalesud pada ayar [T dilakeakan gotuk mernngkatkan
pengctahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup
sehar, dan memncegah terjadinya penyakic tndak mermilarc
bescrta akibat wang ditimbulkan untuk menuwunkan
Jumlah  vane saki,  disabililas, dan/atan menimggsl
duma, serta untuk mengurang dampek swosial dan
ckonomi akibat penyakic tidak menular.

Fazal W

Penanperulangan  penvakil tddak  menalar dedukung
dengan  kematan  swvellans  fakeer  rnsiko,  registil
penyakit, dan sureeilans kematian.

kegiatan selapaitmana dimaksud pada ayar (1] bertujuan
untuk mempereleh nformast vang esensial sertd dapat
dipunakan untuk pengambilan kepuatusan dalam upaya
penangeulanean penvakit Lidak menular,

Kepiaran selagaimana dimakend pada aval {1] dilaknkan
mclalui kerja sama lintas sektor, pemangky kepentingan
teckant, dan masyvarakat,  serlw denpan membeniok
Jojaring, baik nasional maupun internasional.

asal 93

kerentuan lebib lanjut mengena penanggulangan penyakil
tdak menular sehagaimana dimaksad dalam Pasal 93 dan
FPasal 54 diatur dengan Peraturan Pemerintaly.

Bagian . . .
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Bagian Ketiga Belas

kKesehatan Keluarga

Pusal 96

Upaya kheschatan keluarga  ditujukan agar tercipta
interaksi dinamis vang positif antarangpota keluarga yang
memungkinkan  sehap  anggura keloargs meangalami
kesepahteraan hsik, pwa, dan sosial vang oplimal.

Keluarpgd  sehbugaimana dimakswud pada aval (1)
merupakan unit terkeci]l dalam masyacakat yang terdie
atas:

a. =uamidan istri;

E. suami, istri, dan anaknya;

¢. avah dan anaknya; atau

d.  ibu dan anakniya.

Upays kesehatan keluanma melipuat aspek;

d. proses sosial dan emosional dalam kelowrea;
b. kebiasaan hidup schat dalam kcluarga;

. sumber daya keluargs unruk badup sehar; dan
d. dukungan sosial eksternal unfuk hidup sehat.

Upaya Kesehatan  keloares  mengpandbkan peodekatan
siklus  hidup vang pahng sedikit dilokukan melala
kegiutan:

a. penpasuhan positif;

b. pembiasaan hidup sehat dalam keluargs termasuk
menjaga Kesehatan lingkuanpan mamats,

o pemberian Pelavanan  Keseharan dan kedokteran
beehgarpa;

. pemanfaatan data dan informasi keashatan herbasis
keluarga; dan

e, hunjungan beluaregs.

Pemenntabh Pusat, Pemenntah Dacrah, Pemeontah Nesa,
dan masvarakat bertanpgune  juwab luchadap
penyelenggaraan Upava Keschatan keluarga,

Ketentuan  Ichih lanjut mengenal Tpayda  Kesehatan
kelumrps diatur denygan Peraluran Pemercintaly.

Baman . ..
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Bagian Keempal Bolas
kesehatan Sckolah

Pasal 47

Keschatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan
kemampuan biduyp sehat bagl peserta didik, pendidik,
dan tenapa kependidikan dalam rangka mewujudian
surmber  dava  manusia vang  berkoalitas serla
mewjudkan linpkungan sekalah vang sehart.

Keschatan sekolah sebagaimana Aimaksud pada avat (1)
diselenggaraltan pada salusn pendidikan formal dan
nonformmal - sesilal denpgan ketentuan peraturan
prerundang-undangan,

Keschutan sekolah dilaksanakan melalui:
a4, pendidikan Kesehatan,

b. Pelayanan Kesehatan; dan

c. pembinaan lingkungan sekolah sehat,

Dalam  rangksa  pelaksanaan  Keschatan  sckolah
sebapaimana dimaksud pada avatl [(3) dapat didukung
dengan sarana dan prasarana Keschatan sckolah.

keschatan sckolah sebagaimana dimaksud pada avar [23)
dulakukan oleh saruan pendidikan berkolaborasi dengan
Fasilitas Pelavanan Keseharan tingkat pertama.

Eeptenruan  leluh lanpul mengenal Keschatan  sckolah
sebapaimana dimaksud pada syat (1} sampal dengan
dydal () didiur dengan Peraturan Pemernmntah.

Bagian Kelima Belas

Keseharan kerja

MPasal 4

Pemerintah Pusar, Pemmerintah Daerab, pemberd kerja,
dan pengurus atau pengelola tempar Kerjia bertangpling
javwaly  melaksanakan  Opayas  Kesshalpn kenja yang
lerimiapras dengan sistem keselamalan dean Kesehalan
kerya.

(2} Upawva . ..
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Upava HKeschalan kerja sebapaimana dinaksud pada
ayat [1] dilakukan untuk meniogkatkan peogelabuan,
kesadaran, dan kemampuan perilaku hidup sehar seeta
mencegab  terjodinya penvakil akibat  kerja dan
kecelakaan keoa.,

I'asal 94

Upava Keschalan kerna ditwjukan untuk  melindung
pekeria dan orang lain vang ads ol rempal kerja agar
hidugs sebar dan rerbehas dan gangpuan Keschatan serta
penparah buruk vang diakibatkan oleb pekerjaan.

Upayva Kesehatan kerja schapaimana dimaksud pada
ayat {1) dilakukan di temypwar kerja pada sekior Termal dan
informal scrta pada Fasilitas Pelavanan Keashatan.

Lpmaya Kesehalan kerja scbagaimana dimaksud pada
ayat [1] dan ayat (2) berlako juga wvetuk pekerjaan 43
limgkungan matra,

Upava Kesehatan bkera sebuapaimana dimaksud pada
ayat {1] dan avat (2} dizclengzarakan sesuai dengan
standar Kesehatan Kerja.

Pembxn kerja dan penpurus atau pengelola tempat kerja
wajib menaaln srandar Kesehsian kera sehbagaimana
dimaksud pada ayat (4] dan menjapun lingkungan kerja
rang 2ehat.

Pemben kerja dan pengurnas alau pengelola empat kecja
wa by berlangpung jawsab dtas kecelakasn kega vang
terjadi di bopkungan kecja dan penpakial akibal kega
scsual dengan kelentuan  peraturan perundang-
uridangaen.

Fazal 100

Pernlwer kers wajib menjumein Kesehalan pekerja melalon
upaya  promotif, preventil,  karatil, rehabilitatnf, dan
palianf serls waply menanggung selurah o Tnaya
pemeliharaan Keschatan pokerjanya.

{2 Pokerja . . .
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{4) Pekeria dan Sedap Orang vang berada di lingkungan
termpat kerpa wank menciptakan dan menfags lingkungan
terpat koerja  yang  sehat  dan menaati peraruran
Feschatan dan keselamatan kerja vang berlaku di tempat
keavja.

(3} Pcmberi kerjp wajib menanggung biava atas penvakit
akibat kerja, gangguan Keschalan, dan cedera akibat

kerja yang didents oleh pekerja sesuai dengan ketenuan
poraturan perundang-undangan.

(4]  Pemerinlazh Pusal dan Pemcerintah Daerah memberkan
dorengan dan bantuan antuk pelindungan pekera.

Faszal 1031

Ketertusn  lebih lanjut mengenal Upayva Kesehalan kerja
scbagaimana  dimaksud dalam Pazal 94 sampai dengan
Puasal 100 diatur dengan Peraruran Pemneriniah

Bagian Keernam Belas

keschatan Olahraga

FPasal 102

(1) Upava Besehalan clahraga ditujulian Lk
meniigkatkan derajar Kesehatlan dan kebuparan jasmani
musyvarakat melalue akctivitas fisile, latihan Rsik, duanfatan
clahraga.

(2} Peningkatan derajat Keschatan dan Kebugaran jesoani
masvarakar sebapaimana dimaksuad pada  ayat (1)
merupabkan upaya dasar dalam meningkatkan presias
belajar, kerja, dan olahraga.

Pasal 1003

Pemerintah 'usar dan Pemerintah Daerah bertangging jawah
FeTyelenpparakan Upave Keschatan olahrapa vang didukung
dengan penycdiaan sumber daya yvang diburuhla.

Bagian . . .
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Bagian Ketuwjuh Belas
Kesehatan Lingkunygan

Fasal 104

Lpava heschatan lingkungan ditajukan aniuk mewapudkan
kualilas lingkungan yang sehat secara Nk, kimis, bolost,

cdan

sosial  yang memunglnkan Serap Orang  mencapal

derajar Kesehalsn yang selinggl-tingginya.

(L}

(2}

Fasal 1115

Pemerintah Pusat, Pemerinrah Dasrah, dan masvarakat
menjamin ketersediaan lngkungan vang sehat melalul
penvelengparaan Kesehalan lingkunean.

Penyelengparaan  Kesehatan lnghkungan  sebapaimana
dirnaksud  pada ayat [1] dilakukan melalul upava
penyehatan, pengamanan, dan penpendalian.

L'paya  penyehatan, pengamanen, dan pengendsbian
scbapgaimana  dimaksud pads avat (2) Jdilaksanakan
untuk  memenuhi  standac bakuy mua Keschatan
Iingkungan  dan  persyaratan  Keschatan pada  media
lingkungan.

Kesehalan  lmgkungan sebagaimana  dimaksud  pada
ayat [1| dizelenggarakan pada lingkungan permukiman,
wempat kerja, tempat rekeessi, serta lempat dan fasilitas
uhavue.

FPaxzal 106

Nalam rangks penyvelenggaraan kesehatan lingkungan,
prases  pengelolaan limbah medis yang berasal dar
Fasilitas  Pelayanan  Kesehartan  wajily  memenuahi
persyaralan teknis yang ditctapkan cleh Menteri

Proses  pengelolaan limbah medis vang berasal dari
Fasilitas Pelavanan Kesehartan sebagaimana dimaksud
pads ayat (1] dapat dilakukan oleh Fasilicas Pelayanan
Keschatan  vang  memenchi persvaratan tekois  ataog
belterja sama dengan pihak lain seeoal denpan keleniosn
peratyran perlindang-undangan.

Pasal 1O7 ..,
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Pazal 1407

Retenfuan  lebab lanpll  mengenal keschatan lingkunpan
sehagalmand  dimaksud  dalam Pasal 104 sampal dengan
Pasal 106 digrur denpan FPeraturan Femerintah.

Bagian Kedelapan Belas
Kezehatan hatra

Pasal 108

(1) Kesehatan malra sebagal bentuk khusus LUpaya
Keschatan disclenggarakan untuk mewujudkan derajac
Kezehatan yang secinpgi-tingpinva  dalam  lingkongan
roatta vang serba berubab di bngkuogan daral, laul, dan
dlaTa.

(21 Kesehalan madtra sebhagaimana dimaksud pada avat (1
mcliputi;

a keschatan matra darat.
b, Hcschatan matra laut; dan
rC. Keschatan tmatra udara.

3 Penvelengzaraan Kesehatan matra dilaksanakan sesuai
tlergan standac dan persyaratan.

(4] kKetenluan lebib lanjul mengenst Kesehalan matra dialur
dengan Petaruran Pemerintah,

Ragian Keaembilan Belas

kKesehatan Bencana

Pasal 104

(1} Pemerntab Pusat dan Pemerntab, Daecsh bertanggung
Jjawaly aras kerersediaan somber dava, fazilitas, dan
prlaksanaan Pelavanan Kesshatan pada bencana 2ecara
menvelurah dan berkesinambungan.

(2} Pelavanan  Keschatan  pads bencana  sebsapgaimana
dimaksud padsa ayat (1) melipuat:

. Perencallaan Keseharan ]:ITﬂbCI'lCH.'I.'lﬂ;

. Pelayanan . ..



SK Mo 1R7053 A

(<3

[

(11

(2]

(3]

(1]

(2]

PRESIDEN
REPLIBLIK INDONES|2

- 33

trx.  Pelaydanan Keschatan saat bencana; darn
¢ Pelavanan Kesehatan pascabencana.

Pelavanan  Keschatan  =aal hencana  sebagaimans
dimalesud  pada ayar (2} huraf b bertujuan unik
menyelamatkan nyswa, mencegah kedisabilitasan, dan
memastiltan Pelayvanun Kesehalan esensial totap berjalan
scsual dengan standar pelavanan minimal Pelavanan
Reschatan.

Pelavanan  Keschatan  pada  bencana sebapaimans
dimaksild pada avat (2) melhibatkan seluruh sumber dava
manusa  yamg lerlatih, balk dan Pemenintah  Pusat,
Pemerintah Daerah, dan masvarakat,

Fasal 11{

Dalam menvelenggarakan Pelavanan Keschatan pada
tangeap darurat betwana,  Pemenintah Pusal  dan
Pemerintah Dacrah dapat menerima bantan Sumber
Daya Kesehatan dan luar neger.

Banfuan  Sumber Days Keschatan  =cbagaimana
dimaksud  pads ayar (1] dapat berupa  pendanaan
kesehatan, tim Gawat Darural medis, bantuan Obat, Alat
kreschatan, dan Perbekalan Kesehalan lainnya.

Penerimaan  bantuan  sebapaitoana dimaksiyd pada
ayal  [1})  dilakukan  sceara terkoordinass melalus
Perneniniah Pusat,

Pasal 111

Dalam keadaan darurat, sebiap Fasilitus Pelavanan
Kesehatan, baik Pemerintah Pusat, Pemerimah Daerah,
maupun masyarakat  wajib  memberikan Pelavanat
Resehalan pada bencana untuk penyelamatan nyawa,
pencepabian kedisabilitasun lebih lanpat, dan kepentingan
terbaik hapi Pamien.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalanm memberikan
Pzlayanan Keschatan pada  bencana =cbagaimana
cdimaksud pada  avat [1] didsrang menolak  Pasien
tlan/atau meaminta Langs ks terletah dataio.

Pasal 112, ..
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Fasal 112

Femerintali,  Pusat  dan Pemeriniah Dasrabh menjacomin
pelindunpan hukum bt Seliap Qrang dan Fasilitag
Pelavanan Keschalan vaneg membenikan Peolaysnan Keschatan
pada bencana.

Pasal 113

Ketentilan lebibe lanjut mengenal penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan pada bencana diatar . dengan Persturan
Pemerintah.

Bapgian Kedua Fuluh

Pelavanan Narah

Pasal £14

[11 Pelayanan darabh merupakan Upaya Kesehatan ydang
memaniaatkan darah manusia schagal kahan dasar
dengan typuan kémanusiaan, penyvembaban penyakit dan
pemulihan Kesehatan, serma  tdak uantuk tujuan
Tevrersial,

(2} Darah schbagaimana dimaksud pada avat (1) diperoleh
dors donor darah sukarcla vang schat, memenuhs kritenia
seleksi sebagai doner, dan atas persctuyuan doner,

(3} Darah vang dipecoleh dar dooor darab sebapaimana
dimaksud peda avat [2] harus dilakukan pemeriksaan
Tahoratooium unruk menjags mufu dan keamanean darah.

Pasal 115

(1] Pelavanan darsh sebagaimana dimabksod dalam
Pasal 114 ayat (1) lerdinn slae penpelolaan darah dan
pelavanan transfus) darah.

{2] Pengelolaan darabh scbagaimana dimaksud pada ayat [1]
toelipati:

A, PErENCcanadn;
b, penperaban dan pelestarian donnr darab;

. penyeleksian donor daraby,

d.  pengambilan . ..



SK Mo 17055 A

(3}

(4]

s

111

(2

PRESIDEM
REPLIBLIK INDONESIA

- 5% -

. peneamblan dacabs:

c.  pengwian darah:

I pengolahan darah;

g penyimpanan darah; dan
h,  pendisinbusian darah,

Proses pebgulabhan dacah sebagsimana dimakswd pada
ayat [2) huruf { dapat dilakukan pemisahan menjadi sel
ilurah dan plasma.

Pelavanan rransfliai darah sebagaimana dimaksud pada
Aavat (1) melipukl:

4. retenLEnEan.,

E.  penvimpanan,

0 [EUMEUAET pratransiag;

d. pendistribuzian darab; dan

e, lindakan medis pembenan darah kepada Pasien,

Felavanan darah sebapaimena dimaksud pada ayar [1}
didukung dengan  kebyakan dan koordinest  vanpg
dilaksangkan oleh Permenmnlab Puasal unbalk menjamin
ketersediaan, keamanan, dan muata darali.

Pelavanan darah dilakukan dengan menjaps keselamalan
dan Keseharan donor darah, penerima darah, Tenapa
Medis, dan Tenaga Keschatan yang dilaksanakan scsual
Aenigan srandar pelayanan darah.

Pasal L 1R

Yengelolann  darah  scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 avat (2} dilakukan oleh unit pengelota darah.

LUnit pcngclola darah  sebagaimana dimaksod pada
avat {1] dapat diselenggarakan cleh Pemerintah Pusat,
Pemernntzh  Dhacrah, Fasililas  Pelavanan  Kesehatun,
dan fara] grganizas kemanusiaan yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kepalangmerahan Triedonesia sesoal
dengan keleniuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 117 . ..
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IPasal 117

Femerintah Pusat menetapkan biaya pengpantt pengolahan
darah.

Pasal 118

(1) Pemerintabe Pusat dan Prmcrintah Daerab toenjaciin
pembnayaan dalam penyvelenggaraan pelavanan darah,

(2} Pemerintah Pusat dan Pemennlgh Daersh bertangsung
jawab atas penvelengfrarasn pelayanan darah vaneg aman,
mudah diakses, dueo sesusl denpan kebutuhan
masvarakal.

Faszal 119

Darah manusia dilarang diperjualbelikan dengan alasan apa
LT,

Pasal 120

[1]  Plasma dapat digunakan unruk rujuan penyembuohan
penvaklt dzn pemulihan Kesebaran melahi peogolabian
dan produks:.

(2] DPlasma s=sebagaimana dimaksud peda ayar (1] dapat
dikumpulkan  dari dooor untuk kepentingan
memproduksi produk Obat decivat plasma,

[(3] Donoe sebagmimans dimaksod pada ayat (2] dapat
dibwrikan knmpensas,

(4] Pengumpulan plazma  sehagaimana  cdhimaksud  pada
avat (2] atas perserjuan donar.

[3] Plasma yang dipercleh dan donor sebagaimana dimaksod
rada  aval {2 sehelum  dilakakan  peogolahan dan
produkst hacus dilakukan  pemenksaan laboratorium
antule menjaga oy dan keamanan,

[6]  Pelaksarnaan prnpumpulan plasmma schapaimana
ditnaksud  pada ayal [2] dilakukan dengan menjaga
keselamatan dan Kescharan doneor, Tenaga Medis, dan
Tenaps heschatan

{¥] Pengumpulan  plasma  schagsimana  dimaksud  pada
aval [2] dilakukan olch bank plazma.

(7 Bank ...
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(31 Bank plasma sebagaimana dimakswud pada ayal (7)
disclengzarakan oleh Pemerintaby Pusal, Pemenniah
Daerah, Fasilitaz  Pelgyanan  Kesehatan,  lembaga
penelitian, daonfartan orgamisast kemanusiaan  tortenio
yang mendapdatkan izin dan cmerintabh Pusat afau
Pemerintah Dacrah scsual dengan kerentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 121

Pernerintah Pusar mengerddalikan hiaya penpolahan plasmas
tlan produk Ohal derival plasma,

PPasal 122

Ketentuan lebih lamput mengenai pelayvanan dacah diatur
dengan Peraturan Pomerintah.

Nagian Kedua Puluh Satu

Transplaniasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, Terapi Berbasis Bel
danfatau Scl anea, scrta Bedah Flasiik Rekonatruks: dan Estetilka

Farapral |

LIrmamn

Paxx] 123

Nalam ranpks penvembuhan penvakit dan pemuliban
Keschatan dapat dilakukan transplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/ataw sel punca, serla
bedah plastik rekonstruksi dan esfetika.

Paragral 2

Transplantas Organ dan falaw Jarmgan Tubohbe

Pazal 124

{1] Transplantas organ danfataa jarnnegan twbuh dilakulan
untuk tguan penyrmbubhan peovakil dan pemulihan
Kesehutan dan hanya untub tupoan kemanusisaan.

(2 Tratsplanctasi . . .

SK Mo [37057 A
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Transplaniasi HIEZAT danfarau  jaciogan tubauh
sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1) merupakan
tindakan pemindahan ergan danfartau jaringan tubuh
dart dener kepada resipien sesuai Jdempan kebutuhan
medis,

COrgan danjatau jariogan lubuh scbagaimana dimalksud
pada  avat  {1]  dilarang  dikomersialkan  atay
diperjualbelilkan denpan alasan ape pun.

Pasal 125

Donor pada transplamast organ dan/atan jaringan tulbuh
terdiri aras:

a.  donor hidup; dan
b, danor mali,

Do hidup sebagswimana dimaksud pada avat (1}
hurul a merupakan doner  vaog  organ cdanfatag
Jaringannya dismbil pada saat vang bersangkulan masih
hidup atas persetujuan yaong bersangkulan,

Do mari sebagaimana dimaksud pada avat (1) hural &
merupakan  donor yang organ danjfartau  jaringannya
dismbil pada saat yang bersangkutan telah cdinvatakan
mah  oleh ‘Tenaga bledis pada Fasililas Pelayvanun
Keschatan dan harus  artes  perselyjuan keluarganya
sCCara tertulis.

Dalatn hal  donor mal semasa hidupnyva telah
menvalakan dinmra berscda scbagal donaor,
ransplanlas] organ dan/atau jaringan tubuh  dapar
dilakuikan pada saat yang berzangkutan mati tanpa
persctujuan keluarganya.

Pasal 126

Sescorang  dinyatakan  mati sebapaimana dirmaksid
dalaim Pasal 125 ayat |3) apabila memenukbi

a. kriteria diagnosis kematan Klinis/ koovensiooal alau
berheminya fungs sistem janfung sirkllast secEra
pE[']"['lEII'II:'.'ﬂ; alALy

L. kriena dimpnosis kematian mat batang otak/mati
rHak,

(4] Kelentuan . ..
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(2} Eelentuan lebibh lanjut  menpenal kriletia diagnosis
kernalian diatur dengan Peratiran Pemnerintah,

Fasal 127

(1} Transplanrasi organ dan/atau jaringan rsbuh hanyva
dapar dilakukan pada Fasibitas Pelavanan Kesehalan oleh
Tenaga  Mediy vanpg  mempunval keablisn dan
kewenangan.,

[2]  Faslitas Pelayanan Kezehalsn sehagaimana dimaksod
pada avat [l bharus memenuhi persvaratan  yang
diretapkan oleh Menteri,

Pasal 1248

Transplantazsl organ dan/atal jaringsn wbuh sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 127 harus memperhatikan:

a. prinzip keadilan;
b.  prinzip utilitas medis,;

c. kecocokarn  organ  dansataa jaringan  tubuh deongan
resipien yang memburhkan;

¢l urulan prioritas berdasarkan kebutuhan medis resipien
danfatau hubungan <eluargs;

2,  ketopatan waktu transplanizssi organ danfatag jaringan
tubuh;

f.  warakterislik argan dan/atau jaringan tubuh: dan

B HKesehatan donor bap donor hiduap.

Pasal 122

Transplantasi orgarr dangmiay jaringan tububh dilakukan
melalul kepiatan:

. pendaltaran calon donor dae calon cesipien;

L, pemeriksaan kelavakan calon donoe dilihan darl mepd
tindakan, psikelogis, dan sosiovaridis,

¢, pemerikzaan kecocokan antara donoe dan cesipien orpan
datfaral jacingan ortnabeg daog atan

th. operas) iransplanlast dan pendtdlaksanaan pascacperas]
lransplantyast organ danfatau janingan tubuh.

Pazal 130 . ..
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Pasal 130

Seriap orang berhak menjadi oresipicn transplantasi
oTEAn dan/alaa janngan tubul

Resiplen transplantasi organ dan falal jgringan tubuh
scbagaunana  dirmaksud  pada ayac [1] dilakukan
berdasarkan  pada kedururatan  medis  dangatau
keberlangsungan hidugs.

Ponetapan kedararatan mcdis danyatauy
kelierlangsingan hidup schagaimana dimaksud padas
ayar (2} dilakukan  sccara  adil, transparan,  dan
berianggung jawab,

Fazal 131

Mentery berwenaong mengelola pelayanan transplantasi
organ danfatau jaringan fubah,

kewernanean penpelolaan scbagaumana dimaksud pacs
aval [1] tilukukan dengan:

a,  pembentukan sistem informast lransplantasl organ
dan/satau jamingat tubuh yang terinegras dengan
Sistem Informasi Kesehatan Nasional;

b.  =sosializasi dan peningkslan peran serta masyarakat
sebapai donoe omean danfataun jaringan tubuh demi
kepentingan kemanusiaan dan pernulihan
Kesehalan;

¢ pengelelaan data donor dan resipien organ dan fatau
Jaringan tubuh; dan

d. pendidikan dan penelitian vang menunjang kegialan
pelavanan transplamiasi organ den/atau janngan
rataih.

[alam melaksanakan pengelolaar sebagaitmana

dimakeswd pada aval [1), Menterl bekerja sama dengan
kernenlenanflembags terkait dan Pemerintah Daerah.

Pasal 152

Pernenniah Pusat dan Pemerintah Dacrah bertanggung jawab
melaksanakan peninpkatan  wupaya transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh.

Fasal 133 . ..
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Faszal 133

(1] TPemcrintah Pusat, Pernerintab Dasrah, dan/atau resipien
dapatl memberikan  pengharpaan kepada  donhor
lransplantasi aorgan.

(2]  Penghargaan sehagaimang  dimaksud pada ayvat (1)
thibwrkan kepada donor danarau ahli waris dotnr.

Paszal 134

Ketentuarn leliih lanjul MEengcnal penvclengearaan
transplaniax] nrgan danfataun jaringan tubub sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 133 distar
dengan Peraturan Pemerintah.

Paragral 3

Terapl Berbasis Sel dan/acau Sel Punca

Pasal 135

{1] Terapl berbasis =zel dan/arau sl plunce dapal dilakukan
apabila terbuku keamanan dan kemantaatannya,

{2] Terap berbasis sel danfatau sel punca schapaimana
dimaksud pada avat (1) dilakukan unuk penyembuhan
peiiyakit don pemulihan Kesehatan.

{3] Terapa berbasis zcl danialal sel punws sebagaimana
dirmakesud pads avat §1) dilarangz unouk reprodukes:,

{4] Scl punca scbagaimmana dimalksud pada avat [1] tidak
boleh berasal dasi zel punea embaionik.

Pasal 1536

Feleniuan lehih lwnjul mengenal rerapl berbasis sel dan/atan
gl punca scbagsimana dimaksud dalam Pasal 135 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Paragral 4 . ..
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Paragrafl 4

Bedah Plastilk Rekonstriiks] dan Estetika

Faszal 137

Dedaly plasik rekonstruks) dan cstetika hanva dapar
dilabkubkan eleh Tenaga Medis varng mempunydl keahlizn
clar keweTiangan,

Bedabh  plastik rekonstruksi dan estetika  tidak bnleh
Lertentangan dengan  norma vang  berlaku dalam
masvarakat dan  tdak ditujukan ook mengalah
identitas.

Relentuan mengenal syvarat dan tara cara bedah plastik
rekenstruksi dan esteliks sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avat (2] diterapkan dengaty Peraruran
Pemerintah.

Bagian Kedua Pulub Dua

Pengamanan dan Penggunaan Sedisan Famnasi, Alal Kesehatan, dan

SK No 153762 A

(1}

(2]

{H

{4

Perbekalan Keschatan Rumah Tangga

Pasal 138

Sediaan Farmasi, Alar Kesehatan, dan PEKRT bBaris amarn,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkan scria
memenuhi ketentian  jaminan preckluk halal o osesoEl
ddenpan ketentuan perdluran perundang-ondangan.

Setap  Qrang  dilarang mengadakan,  memproaloles,
MEnVITAT, mermpromasikan,  dan falag menpedarkan
Sedian Farmast vanp tidak memenuht standar dan/ atan
persyaratan keamanan, khasiat/kemmanfaaran, dan muotu.

Setiap Drang  hlarang  mempersdubis,  menyimpan,

mempromosilean, mengedarkarn, dan,/aldu
mendistnibusikan Alat Kesehatan yvang tdak memenulu
SLATICRAT dan /fatla) PETSYATH [HT] keamanan,

khasiat/ kemaniaatan, dan mutua.

Pengadean, prdluksn, penvimpanan, promosi, peredaran,
dun prlavanan Sedi@an Farmast dan Alal Kesehalan
harus memenuhi standar dan persyaralan zesuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

(3] Produks ...
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Produksi, promosi, dan peredaran PKRT barus memenuhi
standar dan peravaratan  sesual dengan ketentuan
peraturan peruncdang-undangan,

Pemennlah Pusal dan Pemerintah Daerah berkewajiban
membina, mengatur, mengendalikan, dan  mweongawEs
produksi,  pengadaan,  penvimpanan,  peomosi, o dan
peredaran Sediman Farmaszi, Alar Kesehatan, Jan PERT
sCeAl dengan Kewenangannyas.

Pasal 1305

Jetiap Drang yang  memproduksi,  mengadakan,
menylimpan, mengedarkan, dan menggunakan Obat vang
mcngandung narkotika dan psikotropika wajill meeieroghi
slandar danfatan persvaratan 1erienttl.

Pengpunaan (hat yvang mengandung narkotika  dan
prikotropika hanyva dapat dilakukan berdasarkan resep
Tenapa Medis dan dilarang untuk disalahpunakan.

Produksi, pengadaan, penyimpanan, peredararn, serta
penggunaan  Obat vang mengandung narkotika dan
psikotropika  schapaimana  dimaksud  pada  ayac 1]
dilaksanakan sesuai  denpan  kerentuan  pecallcan
perundang-undanga.

Pasal 140

Penpamanan Sedisdan Farmosesn, Alat keschatan, dan PEET
disclenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahava
vang disebablan cleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan PKRT wvang tidak memenuht pecsyararan
keamanan, khbasiatfkermanfaatan, dao mui.

(1]

[2]

(3]

Puawal |41

Penggeunaan Obat dan Obat Bahian Alam harus dilakukan
secata rasnnal.

Poengplinaan Alal Keschalan baris clilakalkan secara lepal
BLIC,

Penppunadr Ohal, Obal Bahan Alam, odan Alat Besehatan
schbapaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (21 haous
mcmpcrhatikan kesclamatan Pasicn.,

Pausal 142 ..,
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Fraszal 142

Sediaan Farmas) berupa Obal dan Bahan Obat harus
memenuly standar dan persvaratan farmabkope Indonesia
dan/atau standar lainnya yang diakui.

sediagan Farmast vang berupa Cbal Bahan Alam haras
memenuhl  standar  danfataa persvararan,  berapa
Tarmakope hertm] indonesia danfatau standar fainnvya
yang diakni.

Bediaan Farmast vaneg berupa suplemnen keschatlan dan
cbat  kuasi harus  memenuhi  smandar dan/atauo
persyaratan, berups farmakope [ndoncsia, larmakope
herbal Indonesia, danfatau standar lainnva vang diakui.

Bediaan Farmoast vang berupa kosmelik haras memenuhi
standar dan/artaw persvaratan, berupa kodeks kosmeaenk
Indonesia dan/ atau standar lainnyva yang diakul.

Nahan baky vane digunakan dalam Sediaan Fammast
berupa Obat Bahan Alam, suplemen kesehatan, obat
keugasd, dan bosmeaeih sedinan lerlenia berdasarkan kajian
risike hamis memenuhi standar danfatau persyaratan
mutu sebapal bahan baku farmast,

Alat Keseharan dan PERT haro: mamenuhi standar
dan /atau persyaratan vang ditcntulan.,

Ketentuan mengenai  standar  danfatag persvaratan
Sedivan Farmasi dan Alat Keschatan ditetaplkan oleh
Pemerintaby Pusat.

Srtandar dan/alan persyvarotan untuk PKET dilaksanakan
sesllal dengan . Ketenfuan perataran peérandang-
undanpan.

IPasal 143

Selhiap Urang vany mempoiddulos danfatan mengadarian
Sediaan Farmast, Alat Keschatan, dan PEET haras
rmemnenbil perzinan heodsaha decl Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Dacrah sesual dengan kewenangaoos
berdasarkan nortma, standar, prosedur, dan  kriteria
scsual  dengan ketentuan  peratursn perundang-
undangar.

{2] Berap . ..
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Setlap Drang rang memproduks) danfatau moengedarkan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT vang relah
riempereleh  periginan berusaha, yang lerbukt udak
roemenabin perdvaralan keamanan, khasial Seemanfaalan,
dan mutu dikenai sankst administracil scsual dengan
kelemiuan peraturan perundang-undanesan o bidang
perizinan erusaha.

Perizinan borusaha schapaimana dimaksud pada avat (1)
ticlak herlaka bagl wssha jamu gendong, usahs jacm
racikan, dan fasilitas produksi Obat pengpunaan khusas.

Pertmioonn becusaha derkaill Sediaan Farmas, Alae
Keschatan, dan PRET scbhapaimana  dimaksud pada
avat [1] «an awvat (2 dilaksanakan sezuai dengan
ketentuan poraturan perundang-undangan.

Pazal 144

Ketentuan  lelmh lamput mengendal penpamdanan Sediaan
Farmagi, Alar kesehatan, dan PRRT diarur denpan Feraturan
Pemerintal,

(1)

{2

13]

(4]

Pasal 145

Fraktik kelarmasisn haras  dilakokan  olebh  tenoga
kelarmasian  seazual denpan kerentuan  peraturan
perundane-undangan,

Frakiik kefarmmesian sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
mclipa produksi,  termasuk penpendalian mulu,
pengadann, penvimpanan, pendisteibusian,  penelitian
dan prnpembangan Scdiman Farmas:, serta pengelolaan
dan pelavanan kefarmasian.

Dalam kondisi tertent, prakiik keeTarmasian
selagaitnana dimaksud pada avat {1) dapat dilakuakan
olch Tenags Heschatan lain secara werhalas selain tenaps
kefarmmagiarn.

Ketontuan mengenal prakik kefarmasian sebagilimans
clirnaksud pacda ayvat (1) dan ayval (2) diatur dengan
Peraturan Pemecrnintah.

Bapgian . . .
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Pengamanan Makanan dan Minuman

I*azal 146

(1} HBetiap QOrang  yanp memproduksl,  mengolah,  serta
mendistribuzikan makanan  dan minuman wajil
memenuhl standar dan/atau persyaratan kesmanan.
mutu, dan glan sesuai dengan keleniudo peralilran
perundang-undangan.

(2} Selain kewa)iban e bl standar  dan/ataw
persvaratan  schagaimana  dimaksud  pada avat (1),
makanan dan  miniman wang diproduks, diolah,
didistnbusikan, dan dikensumsi  harus memennhi
keteniuan jaminan produk halal sesual denean kotentuan
poraturan perundang undanpgan.

Pasal 147

(1] Selinp Orang vang memproduks] makanan dan minuman
dilarang memberikan nlurmasi Alad pernmyAEAETT YATLIE

liglake Benar danfatau  menyesatkan pada informas
produk.

2]  Sctiap Orang dilaranp memprormosikan produk makanan

darn minuman yang Udak  osesual denean  informas
produk.

{3 Setiap Orang vang melanpsar  ketentuan  larangan
sebagammaca dimaksud  pada avest (1 dilkenal sanbes
admimmgiralil don/dlau pidana scsuwal dengan kEctentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 148

Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Dascab bertanprung jawats
mengatur  dan meongawas)  produksi,  pengeolahan.,  dan
pendistobusian makanan can munman sebmpaimana
dunaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147.

Baman . ..
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Bayian Kedus Puluh Empat
Fengarnanan Zar Adikuifl

Fasal 1449

Produksi, peredaran, dan  penggunaan eat adikdif
diarahkan agar tidak menepganggy dan membabhavakan
Kesehatatn  perseorangan,  kelusrpd, masvardakat, dan
hngkungan.

Zat  adikut sebagaimana dimaksud  pada avalr (1}
wrmasuk scmua produk tembakau vang pengpunaannys
dapar memimbngllan kerugian bagl dinna dan/atan
masyarakat.

Produk tembakau schagaimana dimaksud pada ayat [2)
reliproti:

a. rokok;

o cerutagg

. rokok daun:

. lembakau rs:

. tembakau padar dan cair; flan

I hasi] penpolahan tembakau lainneya.,

Produksi, peredacan, dan pengianaan peiduk 1embnakean
schagnimana dimaksud pada avat (3} harus memeouhi
slandar dan/alna persyaratan vang ditetapkan denpgan
memperritnhangkan prodil riziko Kesehatan,

Pasal 27

Setlap Crang vang moemproduksl, memasakkan ke dalam
wilavall Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan,atau
mengedarkan 2ot adiktd, berupa produk tembakau
dan/atan rokok clektronik scbagaimana dunaksud dalam
Pasal 149 avar (3} waph mencantumban perngatat
Kesehatan.

Prringalan Kesehatan scehagsimana  dimaksad pada
ayat (1) berbentuk tulizan disertal gambar,

Paszal 151 . ..
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Fasal 151
hawasan tanpa rokok terdin atas:
a. Fasuilas Pelavanan Keschalan,
retnpat prozes betajar mengajat,
£, tempal anak bermadn;
. rempal iadah;
<.  angkutan umue,
. termpat kerja; dan
g tempat umum dan tempat lan yang ditelapkan,

Pemerintah Marrah wAjih meneraphkan dan
tnengimplementasikan  kawasan  taups rokok di
wilayahnws

Pengelola, penyelenpggara, atau penanggung jawab tcmpat
kerja, tempat umum, dan tempal lainnya vang diletapkan
sebegprainana dimaksil pacda avat (1) huraf f dan harot g
wajib menyediakan wmpat kbusus untuk inerokok,

Pasal 152

ketentuan lebih lanjut mengensi pengamanan 2at adikrl,
herupa produk  tembakan, diastur denpan Peraturan
Pemerinlah,

Eeteniuan lebik lanjut mengenar pengamanan zat adikeif,
berupa mokok  elektrondk, diatur dengan Peraturan
Perneriolab.

Baman Kedua Pulub Tima

Pelavanan Kedokeeran untuk Kepeniingan Hukum

(1}

Pasal 153

Penvelengearaan pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum ditujukan umuk memperaleh fakta
dan wnaan yang dapat digurakan sebagan dasar dalam
membenkan keterangan ahli,

(2] Ponyelenpgarasn .o
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(21 Penyelengparann pelayanan kedokteran Ltk
kepentingan  hukum  sebagannana dimaksad padas
Avat [1] dilskukan pada Fasilitas Pelavanan Kesehatan
vanE memenuhi persyaratan.

f1) Permintzan  dan tata cara pemberian pelayanan
kedokreran wuntuk kepentingan hukum dilaksanakan
sesital  dengan  keentuan  peraturan perundang-
undangan.

Pasal 154

Sctiap Orang berhak mendapatkan pelayanan kedokteran
untuk kcpentingan hukum.

Pasal 1535

Pernerintah Pusat dan Permerintah Daervah hertanggang jawab
dalam  penyelengearasan pelayanan kedokteran uniuk
kemrntingsan huloum.

Fasal 1356

[T} Pelayanan kedokteran uncuk kepencingan hukum terdin
aldse

a. prlavanan kedokreran terhadap orang hidop; dan
b. pelavanan kcdokreran terhadap orang meati,

2} Dalam rangka melakukan pelavanan kedokteran untuk
kepentingan  hukum  sebagamana  dimaksud pada
ayat [1] dapat dilalukan bedah mayat forocnsik scsaa
denpan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,
pemeriksaan laborareciom,  danfatau autopsi virtoal
pastrkernatian.

(4] Pelavanan kedokteran wunogk kepentingan  hulkum
sebagaimana  dimakaud pada ayar (L] dan ayac 2]
dilakukan oleh Tenapgs Medis sesuai dengan keahlian dan
kewrnangannyva,

Fasal 137

(17 Untuk kepentingan pencgakan bukum dan ademiostratid
kependodukan, serlap orang vang matl harus diupavakan
uniuk ikerahui sebaly kematian dan identitasny.

12] Dalam. ..
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[ralan rangka upava peoentuan schab kematian
sesetrang scbagaimana dimaksud pada awat (1] dapar
dilakukan audit kemalian, termasuk autopsi o werbsal,
bedah mayar klinis, bedah mavat forensik, dan/atau
pemeriksaan  faboratorium dan auropsi virtuat
pPascaketnariann.

Pelaksanasn bedah mayvat klinis, bedah mayat forensik,
danfatau pemeriksoan laboratoriam dan autopsi virtual
pascakematinn schagaimana dimaksud pada ayae |2
harils dilakukan dengan persetuyjuan keluarga.

Dilam rangka upaya penenludn identitas sebagaimana
dimaksud  pada ayatl (1) harus  dilakukan  upava
idenfifikast mayat sesua) dengan standar,

Pelaksanaan upayva  penemiuan sechab kemacian
sehagaimana dinaksud pada ayat (1) dapat dipadukan
dengan penelitian, pendidikan dan pelatihan, termasuk
bedah mayac anatomis dan fatau bedah mavat klinis.

Pasal 154

Tindakan Bbedah mayat oleh Tenaga Medis harus dilakukan
sesual dengan norma agama, norma sosial budava, norma
kesusilaan, dan ciika profes.

Fazal 159

Ketcntuan lebih lanjul mengenai pelayanan kedokretan uniuk
kKepenringan hukum diatur denpan Peraruran Penerintah,

Bagman Kedua Pulubh Enam

FPelavanan Kesehatan Tradisional

I'asal 18

Felavanan Kesehatan fradisional berdasarkan pada cara
pengobatannyva terdiri aras:

a. lPelayanan Kesehatan lradisional vang menggunalkan
keterampilan; danfalau

b.  Pelavanan Resehatan tradisional vang mengglinakan
TaetFET

2] Pclayanan . ..
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Pelayanan Kesehatan tradisional schagaimana dimaksaod
pada ayat {1) dilakukan berdasarkan pada pengetahuan,
keahlian, danfatay nilal vane bersumber dari kearifan
lokal.

Pelayanan Keschatan wadisional sebapaimana dimaksad
Pada aryat (1) dibina dan diawasi oleh Pemernntah Musarc
dan I'crnerintah Thaerah AZAT dapat
dipertanggungjawabkan manfaal dan keamanannya serra
tidak bertentangan dengan normea sosial budava.

Pasal 161

Felavanan  Keschatan  wradisional  meliputi pelayvanzan
promold,  preventit, kuratil, rehabalitalif, dan/aweu
palialif,

Pelavanan Keseharan tradisional dapat dilakukan di
tempat prakiik mandirl. Paskesmas, Fazsilitas Pelayvanan
Kesehatan  tradisional, Rumoh  Bakic, dan Fasililas
Felayvanan Keschatan lainisya.

[*azal 162

Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerab berlangsung jawab
atas ketersediaan Pelavanan Kesehatan tcadisional.

(1)

[}

Pasal 163

Masvarakat diben kescmpatan seluas-luasnya uniuk
mengembangkan, meninpgkarkan,  dan menggpunakan
Pelavanan Kesehatan tracisiuoal VAN dapat
dipertanggungjawabkan manfast Jdan keamananmya,

Pemerintabh Pusal dan Pemenntah Daeralh mengatar dan
mengaway Pelavanan Keschatan radisional sebagaimana
dimaksud  pada ayal (1) dengan didasarkan  pada
kearnanan, manfaat, dan pelindunean masvarakar.

Pasal 164

hetenluan  lebth  lanjut mcngenai Pelavanan  Kesehatan
tradisional diatur denean Peraruran Pemerintal.

BAB V] . .
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FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesata

Crauim

Pasal 163
Fasilitas Pelavanan Kesehatan memberikan Polavanan

kesehatan berupa Pelovanan Kesehatan perssoraogan
danfatan Polayanan Keseharan masvarakat,

Fasililas Pelayanan Keschatan melipuc:

a. Fasilitas Pelayanan Keschalan ungkat pertama;
b, Fasilitas Pelavanan keschatan eingkat lanjut; dan
. Fasilitas Pelavanan Kesehalan penunjang.

Fasililas Mclayanan kKesehatan sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) wzyib membenkan Pelavanan Kesehatan
kepada masyarakat sesual dengan standar Pelayvanan
kesehuatan,

Fasilitas Pelavahan Kesehatan schagaimana dimaksud
pada awyar (1) didaksanakan oleh Pemeriniah Pusal,
Femerintah Daerah, dan masvarakar,

Setlap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajiby mernenuhi
perizinan  keruseha  dari Pemerntah Pusat atao
Pemernintah  Dacrah  scsual dengan Kewenangannyg
berdasarkan marms, standaqr, proscdur, dan kriteria vang
ditctapkan olch Pemerintab Pusal.

I*asal 16w

Fazilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan bentubnya cerdivd
Alas:

.
b,

Fasililas Pelavanan Kesehatan statis; dan

Faszilitas Pelayanan Kessharan becgerak.

Fasal 167 .. .
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Fazal 167

Fasililus  Prlayvanan  Keschatan  lngkat  pertama
menyelenggarakan Pelavanan Keschatan primer.

Fasilitas  Pelaysnsgre  Keschatan  tingkat  perlams
sebagaitmuana dimaksud pada ayat (1) dapat beripa:

a. Puskcemas;
b.  khnik pratama; dan

. praklik mandin Tenapa Medis  alau Tenaga
Keschatan,

Dralam menyelengrardkan Prelavanan Kesehatarn
sebapaimang dimaksud pada avat (1), dapat cilakukan
nlegrast polayanan antar-Fasililas Pelayanan Keschatan.

Integrasi Pelayanan Kesehalsn primer ditwjukan untuk
mendukung pelaksanaan program pemerintall, terutama
Polavanarn  kesehalan  dalam boentuk prometid dan
prevernil.

Pasal 165

Fasilitay Pelayanan kKezehatan tingrkal lamgut
menyvelenpgarakan Pelavanan Kesehatlan lanjutan vang
meliputt  pelayanan  spesialistik danfalau pelayanan
subapesiahshk.

Fasalitas Pelayanan Keschatan Lirgeheat lanjut
sebapalmana dimaksud pada ayat (1) dapat herups,

a Eumah Jakis;

Ix klintle wtamad;

.,  balal Keschatan,; dan
d

praktitk mandiri  Tenaga Medis  alau Tenapa
Kesehatan.

Fasal 169

Fasililas Pelayvanan Keschatan tingkat pertama scbagaimana
dimaksud dalam Fasal 167 dan Fasilitas Pelayvanan Keschatan
tingkat lanjut sebagaimana ditnaksued dalam Pasal 168 dalam
tmelaksanakan Pelayanan Kesehalun pnimer dan Pelayanan
hesehatan  lanjutan didukung olch Fasilitas Polavanan
Keschatan ponunjang.

Basal 170, ..
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Pawal 170

Fasilitas Pelayanan Keschatan penunjang schagaimana
dimaksud dalarm  Pasal  L&5  avat [2) huref o
menyelenggarakan Pelayanan Keschatan vang menunjang
Pelayanan Keschatan primer dan Pelayvanan Kesehatan
banjitar.

Faslilas Pelayanan hosehatan penunjonp sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dapar bendici sendini atau dapat
bergahung dengan Fasilitas Peluyanun Kesshatan ringkat
pertama  dan  Fasilitas  Pelayanan  Keschatan  tingkat
lanjuc.

Pasal 171

Eetenfigan lehih lanjur mengenar jenis dan penyelenpgearaan

Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan diatur  demgan Peraturan
Pemerintah,

(1]

(2]

()

(4]

]

Pasal 172

Famililas Prlavanan Kcescharan sebagaimana dimalesud
dJalarm Pasal 165 dapar  memberikan pelavanan
Telckeschatan dan Telemedisin.

Fasilitas Prlayanan Kesehatan dapat secara  mandini
menvelenggarakan pelavanan Telemedisin atau bokerja
sama dengan penvelengpara sistem clektrontk  vang
terdaftay sesgai dengan keleniuan peraturan perundang-
urudangn.

Pelayanan  Telemedisin yang  diselenggarakan  oleh
Tesilitas Peluvanan Keschatan sebapaimans dimaksud
pacda avat (1) melhpati lavanan:

4. antar-Fasilitag Pelayvanan Kesshalan; dan

b, antara Fasilitas  Pelayangn  Kesehalsn  dan
rasyvarakat.

Pelavanan Telemedisin vang diberikan oleh  Fasilitas
Pelavatan Keschatan scbagaimana  dimaksud  pada
avat [1] dilakukan eolch Tenaga Medis ataw Tennga
kezehatan yang memniliki izin prokik.

Kerentuan  letvh lamjut mengenai penvelenpgearaan
pelavanan  Telemedisin diatur dengan Perafilran
FPemerintah,

Pasal 173 . ..
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Fasgal 173
Fasilitazs Pelavanan Kesehatar wajils

a. memberikan  akses  yang luas  bagi kebutuban
pclasanan, pendidikan, penelitian, dan
pengembangan pelavanan i bidang Kesehatan;,

o menyelenggarakan Pelayanan Kesehalan  vang
bermutu dan menputamakan keselamalan Pasien;

¢, menyclenggarakan rekam medis;

d.  menginmkan laporan hasil pelayanan, pendidikan,
penelitian, dan pengembangan kepadas Pemerintah
Pusat dengan tembusan kepada Permerinlah Dacrah
trnelalin Sizlem Informasi Kesehatan:

e, melakukan upays pemanfaatan hasil pelayanan,
pendidikan, penelitian, dan penpembangan 41 bidang
Kesehatan,;

. mengintcgrasikan pelavanan, pendidikan, penclitdian,
dan pcungembangan dalam sualu sistem scbagal
upaya Mmengatasi permasalaban Kesehatan di
dacrah; dan

B membuat standar  prosedur  operasional  dengan
mengact pada standac Pelayanan Kesehalan.

Dalam kondisi KLB atau Walwli, Fasililas Pelayvanan
Keschatan  wallb  memberikan Pelayanan Keschatan
sthagal upaya prnanggulangan sesual dengan Ketenluan
peraturan perundang-undangan.

FPonyelenggara Fasilitas Pelavanan Reschatan dilarang
mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan
vang tidak memiliki izin prakiik sesual dengan ketentuan
perdlursan perundang-undanpan.

Fa=al |74

Fasilitas Pelayanan kKesehatlan milik Pemerintah Pusar,
Pemerintah  Daerah, danfatau masyarakal  wajlb
memberikan Prlayanan Keschatan bagi sesenrang yvang
berads dalam kondist Gawar Darurat untuk
mendahulukat  perpelamsatan nyawa dan penccgahan
kedisabilitazan.

(2] Dalam . . .
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Dalam kondis: (fawat Danlral sebagaimana dimaksud
pada ayar [l}, Fasililas Pelavanan Keschatan milik
Petnerintah Pusal, Pemenntah  Dacrah,  gan/fatan
masyarakat dilarang menolak Paswen dan/atau memitra
dzng milka serta dilarang mendahulukan segala ucusan
admimisiratil schmgga meonvebabkan  tertundanva
Pulayanan Keschatan.

Pasal 173

getiap pummpiman Fasiditas Pelavanan Kesehatan haras
memtiki kempetensi  manajemen Kesehalan  yang
dibutuhkan.

hetentuan mengenal kompetenst manajemen Kesehatan
vang, ditnhishkan sebagmimana ditnaksud pada ayat (1)
dharur dengan Peraturan Pemerimtah.

Pasal 176

Fasilitas Prlayanan Kesehatan wajib menersapkan standarc
kesclamatan Pasien.

Standar keselamatan  Pasien sebagaimana  dimaksod
pada awvat [1] dilakssnakan mclalul identifikasi dan
pernpefolaan ristko,  anabsis dan pelaporan,  serta
pemecabhan masalah dalam mencepah dan menanpani
kejadian vang membahayakan keselamalan Pasicn.

Ketentuan lebih lanjur menpenai standar kesclamatan
Fazsienn sebagaimana dimaksud pada avat (1] diatur
dengan Peraturan Menteri,

Pasal 177

Setiap Fasilitas Pelavanan Kesehalan harus menyimpan
rahaglia Keschatan pnibadi Pasien.

Fazilitas  Pclavanan Keschatan tlapral  menolak
mungungkapkan scgala informasi kepada puoblik vang
berkaltan depgan rabasia Hesehatan  pribagd] Pasien.
kecuali berdasarkan ketesntuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 avat (4).

ketentuan lebih laojul  miengenal rabasin Keschatoan
prikadi Pasien diatur dengan Peraturan Pemerineals.

Pasal 17% . .,
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Pazal 178

Seriap Fasilitas Pelavansn Keschalan waph melakukan
peningkalan mutu Polayanan Kesehatan secara internal
damn eksternal HELUATA 1Erls-Im ne T s dan
berkesinambungan.

Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara imlemal
sebagaimana dimmaksud pada aval (1 dilakukan melaled:

A pengukuran dan pelaporan indikarer nmar;

b, pelaporan inskden keselamatan Pasien; dan

L. Manajemeil risiko.

Prningkatan mutd Pelavanan keschatan secara clkslemal
sehdgaimand dimaksud pada avat (1} dilakulian melalui:
a. FCEIsCrasi;

ts.  hzeng); dan

c. akredicasi.

Pelaksanasn resgisrast, lizcnst, dan akroditas
schagaimana dimaksud padas avar [3) dilaksanakan
dengan bergnentasy pada pemenohan standar mouta,
pembinaan dan peninpkatan  kualitas  layanan, serla
proses yang cepal, lerhula, dan skuntabel.

Akreditasi Fasihtas Pelavanan Kesehatan sebagaitmana
dimaksud pada avat (3] hural ¢ disclenggarakan oleh
Menleri atau lembaepa penyelengegara akreditasy yang
ditctapkan olch Menteri.

Ketentuar  lekah Tanjul mengenat pemngkatan mula
Pelayvanan Keschatan sccara mntcrnal dan eksternal
sebagaimana dimaksad pada ayar (1) digtur dengan
Peraluran Pemoerintah.

I*asal 174

Dialam rangka perungkatan abeses dan mmate Pelavanan
Kesebalan,  Fasililes Pelayanan  keschaan dapat
minecmbangkan:

a. Jejaring pengampuan Pelavanan Kesehalarn,

L.  kega sama 2 (doa) atal lebah Fasidias Pelayanan
Keschatan;

. pusat unggulan; dan

il Pelayanan Kesehalan lerpadu,

2] Ketentuan ...
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2] Ketenituan ek lanut mengenai pengembanegan
Pclayanan Kesehatan  sehagnimana  dimaksud  pada
avat [1] diatur dengan Peraluran Pemerintal

Gagian Kedus

Puskesmas

Pasat 150

{1] Puskesmas mempunyal tugas menyelenggarakan  dan
rengonrdinasikan . Pelavanan Hesehatan  promotif,
preventif, kuratil, rchabilitatil, dan/arau palianf dengan
menputamakan  promefil dan preventif  di wilayah
kerjanya.

(2] Thalam melaksanakan tugas sebagarmana dimaksad pada
avat (1], Puskezmas tmemiliki fings] penyelenggarzan
Pelavanan Kesehatan prmer di wilayah kerjanyva.

(-3 Selain menvelengearakan fungsi sebagaimana dimaksucd
pada arat (2), Puskesmas berperan mewyjudkan wilayah
kerja vang sehat dengan masvarakat yang:

a. berperlaku hidup schat;
b, mudabh menguakscs Pelavanan lKezehatan bertnoiu,
¢,  hidup dalam lingkungan zehat; dan

d.  rmemiliki derajar Keschatan vang selingpi-tinpginya,
Bak  indvida,  keluarga, kelompok, rmaupun
masyarakat.

Faszal 181

(11 Penvelenmpgaraan  Pelayanan  Keschatan  promer  aleh
Puskesmas dilakukan melala pengoordinazian Suamlber
Dava Keschatan di wilayah kerja Puskestoas.

(2]  PPuskesmasz melakukan pembicaan erbadap jejaring
Pelavanan Kesehataon primer oi salavah kerjanyrs.

Puasal 182, .
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IMagal 184

Pemyrlenggaraan Puskestoas didubung olel sumber dava
tmanugia vanp kompeten Jan profesionat beropa Tenaga
Wlendiz, Tenapd heschalan, dan tcnaga pondulkune atau
penumang keschatan.

Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) rermaszuk Tenapga Medis vang
tmemiliki komperensi di dang kedokieran keluarga dan
Tenapga Kesehatan vang memibk kompelensi di bidang
Kesebaran kormlnitas,

Prmpinan Puskesmas harus memiliki komperensi dalam
mengoordinasikan Bumber Dayva Kesehatan dan jejaring
Felavanan Koschatan primer di wilayah kerja Puskesmas.

Femerintah FPuasat dan Pemerintaby Daerah menjaran
pemenuhan  jumlah, jenis, dan muotn sumber davs
tnanusia di Puskesmas,

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenal penyelcnggaraan FPuskesmas
diatur dengan Peroturan Pemerineah.

{1]

{2]

{3]

(4]

Bapian ketiga
Fumah Salar

Pusal 154

Humah Sakit menyelenggarakan fungsi  Pelayvanan
KHeschatan perseorsngan  dalam  bentuk  spesialistik
dan/atau subspesialistil.

Selain Pelavanan Kessharman perdsorangan dalam baniuk
spesialistilke danfatau subspezialistik, Fumah Salkit dapat
memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.

Selain menvelenggarakan Pelavanan Kesehatan
persenranpan sebapgaimana dimaksud pada  ayat [1],
Rumaby Saki dapal menyelengpacakan Aingst peodidibkan
dan penclivian di damge Kesehatan,

Sctiap Bumah Zakit harus menyelenpearakan lala kelola
Rumnah Bakit dan tata kelola klinis yvang baik,

Paswal 185 . ..
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Pazal 1R5

Humah Sakit dapar diselenguarakan cleh Pemeriniab
Pusat, Pemerintah [raerah, atall masyarakal.

Eumah Sakic yang diselenggarekan wolehh Pemerintuah
Pusal atsu Pomenntah  Dacrah  dalamn memberikan
layanan Keschatan duapal mencrapkan pola pensclolaan
kewlangan badan layunan amum scsum deongan
ketanituan peraturan peruralang-undangan.

Humah Sakit vang didirikan olell masyvarakar harus
berbentuk badan huknum vang kegiatan usahanya hanya
bergerak di bidang Pelayvanan Kesehatatn.

Bumah Sakil schagaimana dimaksud pada ayac (3]
dikecuglikan bagl Eumah Zakit vang dizclengparakan
aleh badan hukum vang bersifat niclaba,

Pasal 155

Struktur organisasi Fumal Sakit paling sedikit terdir
dlas unsur pimpinan, unsur pelavanan medis, unsur
keperawdlan, unsur penunjang medis dan nonmedis,
ursr pelaksans adrimistratid, dan unsur operasional,

Unzur pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimalesied
pada ayat (1} dijabat elch:

a. Tenaga Medis;
b. Tecnaga Kcschatan; atau
¢, lenagd profesionsl,

vane memilikl kompetens: manajemen Eumah Sakat,

Pasal 157

Humah Sakit dopat ditclapkan menjadi Humah Saki
pendidiloan.

Rumaty Sakil pendicdikan sebapaimana dimaksuld peacds
avat [1} merupakan Rumah Sakic yaong mempunyal fangsi
zebagal tempat pendidikan, penelitian, dan Peclayanan
Kcechatan sccara ilcrpadu dalam bidang pendidikan
Tenaga Mcedis dan Tenaga Keschatan scrta pendidikan
berkelanjulan secars mulliproetes.

{3] Fumabo, ..
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Humah Sakit pendidikan sebapaitnane dimaksod pada
aval {1] bekerja sama dengan perguanian tinggl dalam
menyelenggarakan pendidiken program akademik,
program vokasi, dan progeam peofes, termasuk program
spesialisf subspesials.

Rumah Hakit pendidikan cdapat  menyelengparalkan
propgram  spesialis/subspesialis schagan  pouyelcnggara
urama pendidikan dengan tetap bekerja sama cdenpgan
PETHUTLIAL LITR2RI-

Dalam  menvyelenggarakan  pendidikan  sebagaimansa
dhimaksud  pada aval {3) dan ayat (4), Rumah Sak
pendidikan harus memenuhi persyaratan, standac, den
abkreditas] sesudl dengan perannya,

Permynlaunan  persvaralan dan standar Rumah Sakil
pendidikan scbhagaimana  dimaksud  pada  avat (%)
tilakukan uleh RTeriter dan mt nkeri YHDOE
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan i bidang
pendidilkan denpan melibatkan Kolepiam,

Fenetapan Rumab Sakin pendidikan dilakuban oleh
Menlen setelah memenubl porsyaratan,

Penyclenggzaraan peondidikan . oleh Bumah Sakit
perdicdilkan scbapaimana dimabksuwd  pada aval (4]
dilalukan  berdazarkan izt dari menteri vang
rnenyelengearakan urisan  pemernntahan di bidang
pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar
FEumah Sakil pendidikan scbagaimana dimaksud pada
avat [f].

Penvelengzaraan  akreditzsl Bumah Sakit  pendidikan
thlaksanalan nleh henter: clan TIeTern A
menyelenggarakan urusan  pemenintahan di bidang
pendidikan dengan moelibartkan lembags akredilasi
terkait,

Dalam penyelengpatraan Ruymah Sakit pencdidikan dapar
dibentul jejaring Bumah Sakit pendidikan.

Ketentuan  lelnh lanjut mengenar Fumah Sakac
pendidibcan diatur denpan Peraturan Pemerintah,

Pasal 188 . ..
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Pazal 154

Rurmab Zakit dalam menyelenpgacakan fungs penelilian
dapar membemniuk pusat penelitian gund pengembanpan
lHyarnan kesehalan,

Pusat penclitian sebagaimana dunaksud pada avat [1)
harus menyelengparakan penelitian  uoggalan dan
translasional.

Dalam  menyelenggarakan penelitian scbapaimana
dimaksud  pada swal (2). Rumah  Sakic dapat
melalusanakan pelayanan berbasis penelinan.

Fumah Sakit rang mclaksanakan pelavanan berbasis
penelitian schagaimana dimaksud pada avat (3) melalui
novasl penclitan vang dikemnbangkan oleh Tenaps Medis
dansatau Tenaga Kezehatan hars dibecd dukungan dan
kebebasan secara bertangpung jawal.

Rumah Sakit yvang melaksanakan (ungsi penelitian dapat
bBekera sama dengan wistilust atau pithak lam.,

Pasal 189
Setlap Fumah Sakit mempunyai kewsajilian:

a. memberikan nformast yvany  bendr lenlang
pelavanan Rumah Sakil kepada masyvarakat:

b memberkan Pelayvanan Keschatan  vang  aman,
bermutu, antidiskruninatif, dan efektif dengan
menguiamakan kepentingan Pasien se=zuai dengan
standar pelayvanan Kumah Sakil;

c.  memberikan  pelavanan  Cawat  Darrar kepada
Pasien sesual denpan kemampiian pelayvanannys,

d.  berperan aktil dalam membenkan Pelayanan
Keachatan pada hencana sesiai dengan kemampnlan
pelayanannya,

e, menyecdiakan G AL dJan Pelavanan gl
rmaEsvarakal dak mampu Alau misking

. melaksanakan fungst sosial antara lain dengan
memberikan faslitas pelayanan bagi Pasien tidak
mampul arau miskin, pelayanan Gawat Daruarat
tatpa wang muka, ambulans gratis, pelavanan bagi
korben bencana dan KLEB, atau Dakti sosial bagi misi
kemanusiaati)

g. metnbuat ..
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membuat, melaksanakan, den mernjagd slandar
nmutu Pelayanan Kesehatan i Rumah Sakit sehapai
acuat dalam melavant Pasien;

menyelengrarakan rekam medis;

menyediaksn sarana dan prasarana Umum vang
lavak, antara kin sarana ibadah, tempat parkir,
TUang tunggu, sarana unrul penyandang disabilitas,
wanita mernusul, anak-anak, dan lanjul usia;

mclaksanakan sstern rujukan;

meanolak  keinginan Pasien  yvang  bertentangan
denpen slandar profos: dan ctika serta ketentuan
peraluran perundang-undangan,

memberikan infermast vang heonar, Jelas, dan jujur
mengenai hak dan kewapbian Pasien;

menpghormati dan melindungi hak-hak Fasien;
melaksanskan e1ika BEumah Sakit;

mermilibn sistern pencegahan kecolakaan  dan
penangeulangan hencana,

melaksanakan  program pemerintal di daog
Keschatan, baik scoara regional maupun nasional,

membuat dafltar Teonaga Medis vang melahukan
praktik kedolreran alau kedokieran g1 dan Tenapga
Keschalan lainnyve;

menyvusun dan melaksanakan peraturan  incernal
Eumalh Sakir;

melindungl dan membecikan baniuan hukum bag
setnua petupas REumah Jakar dalam melaksanakan
tugas; dan

memberlakakan selurtubh ingkunpan Eumabh Sakil
sebapal kewasan lanpa rokok,

{2 Pelanggaran atas kewajiban selmpaimana dimaksud pada

avat

(11 dikenal sankst sdmimisteaild  sesusal dengan

ketentuan peralilran perundang-undangan,

Fasal 190

Rumah 3akit wanb menerapkan Sistemn [ntormas) Kesehatan
Rumah &Sakit vang terintegrast dengan Sistem  [nformasi
Keseharan Magional.

Pasal 191 . ..
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Pasal 191
Eumah Sakit mecmpunyai hak:

a.  menentukan jumlah, jenis, dan koalifikas) sumber dava
manusia sesunl dengan Klasilikast Rumalh Salkit;

I, menerma onbalan jassa pelayanan scria mencntukan
rernunerasi, Jneseniif, dan penghargaan secsual dengan
keranlUan peoaluran perandang-undangan;

. melakukan  kerja sama  dengan  pihak  lain dalatn
menpembangkan pelayanan;

d. menerima banftuan dari pihak  lain sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan;

e mengplpal pihiek vang mengalibatkan kerugian;

I mendapalkan pelindungan hukum dalam melaksanalkar
Pelayvanan Keschatan; dan

g, mempromosikan layaonan Kesehstan yang ada di Rgmah
Bakit sesuai dengan ketentuan peraluran  perundang-
undangan.

Pasnl 192

(1) Rumah Sakit udak bertangsung jawab secara bukun
apabila Pa=zicn danfatau keluarganya menclak  alau
menghentikan pongobatan yvang  dapat berakibat
kematian Pasien setelah adenva penjelasan medis yang
komprehens:t.

(2} Fumah Sakit lidak dapat ditoniul dalam melaksanakan
tupds dalam menyelamatkan nyvawa marnusia.

IYasal 193

Fumah &Sakit berrangpeung jawab secars hukam werhadap
senua  kerugian vang dinmbulkan atas kelalzian yangs
dilakukan oleh Sumber Dayva Manpuosia Kesehatan Rumah
Sakit.

Pagal 194

{1)  Penelapan besaran Lanl Romab Salkil harus berdazarkan
pada pola lanl nasional dan pagu tanf maksimal.

(2] Menlero. .



SK No 18TORI A

PRESIDEM
REPLIBLIK INDOMNESIA

- H5 -

(2] Mentern menerapkan pola 1anl nasional berdasarkan
komponen hiava BHILLAN pembiayraan dengan
memperhatilian kandis reponal.

4] Cubecrnur menetapkan papu tanl maksimal berdasarkan
pola tarit nasional sebagaimana dimaksud pada ayval (2)
¥ang berlaku untuk Bumah Sakit di provinsi vang
bersangkiilan.

Pasal 105

Fendapatan Rumah Sakit vang dikelola Pemeriniah Pusat dan
Femenntah Dacrah digunakan selarihnys secars l[angsung
unluk biava operasicnal Kumah Sakit dan ridak  dapar
dejadikan  sehagal  pendapatan negara  atau pendapatan
Femerintah Dasrah.

Pazal 146

Eetentuan lebih lanjut mengenai penyelengparaan Bumah
Salat diatur dengan Pevaturan Pemerintah.

gaB VIl
SUMBER DAYA MANLSIA KESEHATAN

Naglan Kesat

Pengolompekan Bumber Dava Manusia Kesehalan

Pasal 197
Sumber Dayva Manusia Keschatan terdiri atas:
a.  Tenapa Medis;
. Tenapa Kesehartan; dan

€. fenaga pondukung atau penunjang kesehatan.

Pamal 198

{11 Tenaga hledis sehagrimana dimaksud dalam Pasal 197
buruf a dikelompekkan ke dalam:

a. dokrer. ..
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a. dolcter: clan
b, dokier g

Jenia Tenapga Medis dnkler sebagaimans dimaksud pada
avat (1) hura!l a terdivi atas dokrer, dokler spesialis, dan
dokter subspesialis.

Jenis Tenagan Medis dekter gl sebapmimana dirmaksid
pada myat (1) buraf b terdiri atas dokter gip, dokier gigs
spesialis, dan dokter gigl subspesialis.

Pasa] |94

Tenaga  Keschatan  sebagoimana dimasksud  dalam
Pasal 197 huraf b dikelompokkan ke dalam:

a.  tenapga psikolog klinis;

b tenapa koperowatan;

-
L
1

lennpy kebadanan,
1enaga kefarroasian,

tenapga kesehalan masvarakat;

Mo

ternapa kesehatlan hnghungan;

B Teraga gist,;

b, tenapa kererapian l[sik;

L. tenapa kersknwtmn medis;

I tcnapga toknik binmedika;

k. lenapa keschatan tradisional; dan

L. Tenags Kesehatan lain yang ditctapkan olch Menteri.

Jerms Tenaga Kesehatlan vang lermasuk dalam kelompok
renaga  paikologn klims selapaimens dimaksald  pada
avat [1] humf a adalah paikoleg klinis.

Jenis Tenags Keschatan vang termasuk dalam kelompok
teTiagry keperawatan sebagaimana dimaksud pada awvat [1]
Fuaeal borerdinl alas perawdl vokasi, ners, dan ners
anesialik.

Jenis Tenaga kesehatan vang termasull dalam kelompok
tenaga kebidanan schapaimana dimaksud pada ayat [1]
hrul colerchn atas dan volowst dan idan profest,

(7)) Jemis o
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Jeniws Tenapa Roschatan vang termasuk dalam kelompek
tenapga ketarmasian sebagaitnana dimaksud pada ayar [1}
huraf d ferdirn aras fenagd vokast Tarmas:, aporeker, dan
apoteker spesialis

Jems Tenaga Keschatan yang termasuk dalam kelompeok
tenaga kesehatan masvarakat sebagaimana dimaksud
pada avyac {1] hurul g terdime ates cenage kesehatan
masvarakal, epuwlemiclog  esehalan,  (erdaps prornces
keschatan dan ilmo peridake, pembimbing keschaian
kerja, =serta tenaga  admimscratlf dan kebijakan
kesehataon.

Jenis Tenags Keschatan yang termasulk dalam kelompok
tcnaga keschatan lhngkungan sebagaimana  dimaksud
pada awvat [(ly hoara!l Forerdion a1as tenaga sanitas
lingkliogan dan entormolog keseba e,

Jenis Tenaga Keschatan vang termasuk dalam kelempok
tenaga gizi sebapaimana dimaksad pada ayac |1) haat g
terdiry atas matrisionis dan dietizsien.

Jemnis Tenaga Kesehartan vang termasuk dalamm kelompolke
tendgn  ketetapian ik sehbogsaimans dimaksod  pada
avat (1) huraf h terdiri atas  isiotcrapis,  torapis
okupasicnal, terapis wicara, dan akupunktur.

Jemis Tenaga Kesehalan vang lermasuk dalam kelomnpob
tenaga keteknisian medis schapaimana dimaksud pada
avat {1] burnf i terdiri atas perckam medis dan snformasi
keseharan, rekmsi kardiovaskller, teknisi pelavanan
dardah, optometns, teknisi pipl, pendta ancestesi, WrAps
gigl dan mulut. scrta andiclogis,

Jenia Tenapa kesehatan vang termasuk dalam kelompok
lenapgd lekmnk baommedibs sebapaimana dimaksoel  parda
aval {1] huruf j terdicn atas radografer, elektromedis,
terags feknalign laboratorrm medhik, Oskawan medil,
dan ortobil prosietik,

Jenis Tenapa Rheschatan vang termasuk dalam kelnmpok
tenapa  keschatan tradisicnal scbagaimansa  dimalesud
pada avat (1) burul k cerdiny atas tenaga keschatlan
tradisiona]l  ramuan atsn jamu,  tenaga kesehatan
tradisional penpobal radisional, dan lensga kesshatan
tradisional interlkontinental.

Pasgal 20 . - .
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Pasal 200

(1} Tenaga  pendukung  atau penunjang kesehatan
sehagaimana dimabesud dalam Pasal 197 hurat © bekena
pada Fasilitas Pelavanan Keschatan atau instousi lain di
bidang Keschatan.

2} Ketentuan lelih lanjut mengenal tenags pencdukung alan
penunjang  kesehatan  sebapaimana dimaksud  pada
aval [1] distur denean Peraturan Pemerintah,

Pazal 201

(11 Txalaen memenubl perkemnmbangan dmo pengetahuan dan
tcknolegr dir bidang Kesehatan  secrta keburuhan
Pelavanan Kesehataty, Menteri dapat menerapkan:

. jers Tenaps Medis ataa jenis Tensga Keoschatan
baru dalam scriap kelompok scbagaimana dimaksud
dalam Pazal 194 dan Pasal 19 dan

I, kelompok Tenaga  Medis alad kelomnpok  Tenaea
Kesehalan barn,

2] Penecrtapan scbagaimnana dunaksud pada ayat (1) harus
terlebiby dahualu dilakukan kajian hersatma dengan Koozl
dan Kaolegium  dengan mempertimbanglan ketnatishan
Pulayarian  Kesehalan ol masyarakal dan pemenuvhan
kempetenst Tenaga Medis atau Tenaga Koschatan,

Bagian Kedus

Peroncanaan

Pasal 2072

Pemerintah Pusar  dan Pemernimiah Deerah herkewdjiban
mermenubnl kebuluhean Tenape Moedis dan Tenags Kesshalan
lerkait jumlah, jemis, kompltensi, dan distobust seodrd
mcrata untuk mengamin keberlangsunsan  pembangunan
lieechatan.

Pagal 203 . .
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Pagal 2063

Mentert menetapkan kKelmjakan  dan menyasun
perencanaan Tenaga Medis dan Tonaga Kesehatan dalacn
memenuhi  Kebutuban  Tenaws  Medis dan Tenaga
Kesehatan sccara nasional.

Menrer dalam menyusun perencanaan Tonaga Medis dan
Trnaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada aval (1)
melibatlkan Fasilitas Pelavanan kesehatan, Pemerintab
Daerah kabupatengkota, Pemerimal Dacrah  provinsi,
dan pihak rterkait dengan  berdasarkan  ketersedican
Tenapa Medis dan Tenags Reschatan scrta kebutuhan
penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan.

Perencanasan  Tepagas Moedis dan Tenapa  keschatan
schagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukao techacap
Tenapa Medis dan Tenaga Keschatan vang melaksanakan
pekerjaan keprotezian sesual denpan komperensi dan
kewenangannye yvang hekerja pada Fasilitas Polovanan
Kesshatan atau unit kerpa ik Pemernintab Pusal,
FPemerintah Dacrah, atau masyarakar.

Perencanaan Tenags  bMedis dan Tenaga  Keschatan
schagaimana dimakasud pada avar (1) dilakukan dengan
memperhatilian ke SATG dan RINEergisime
antarpetnangku kepentingan  dengan  memaniaatkan
teknologl infermast dan  komumkaszi yang renntegrasi
dengan Sistem Informast Kesehalan Masional,

Persial 2004

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun
perencanaan Tenapa WMedis dan Tenapa Kesehatan haros

mempurhatikan:

. Jems, kuahilkasy, Jumlah, prnpadsan, dan distribus
Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan;

Ir.  pernvelengparadan Upava Kesehatao;

c.  ketersediaan Fasilitas Pelavanan Keseharan;

il kreudangan negsra stau dasrah;

e, kondisi demogratis, gecgrafis, dan sosial budava: dan

tpedoglf jemis penvalol o dasrabh stag kelnaiohan
masyarakat.

Pasal 205 ...
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Pasgl 205

Kcbijakan perencanaan Tenaga Medis dan Tensga Kesshatan
vang ditetapkan olch Meonteri sccara nasiondl sebagaimana
dimaksud dalam FMazal 203 avat (1) menjadl pedoman b
seliap  instilus] penpguna Tenapa Medis dan Tonags
Kesebhatan, haik Pemerintalhh  Pusar, Pemermntah  Dacrah,
madpun  masyacakat dalam pemenuhan dan pengololaan
Tenapa Medis dan Tenapa Keschalan.

Pasal 2064

Releniuan lebib lanjut mengenai perencanazan Tenaga bMedis
duan Tenaga Rescharan diarur dengan Peraturan Pemerintah.

Bapian Ketign

Pengadaan Tenags Medis dan Tenags Resehatan

Pasal 207

t1)  Pengadaan Tenaga  Medis dan Tenaga  Resehatan
dilaksanakan  seswai denpan perencanaan dan
pendavagunaan Tenags Medis dan Tenaga Kesehatan.

(2] Pengadaan Tenaga Medis  dan Tenaga Kesebaran
dilakukan roelalui pendidikan tingel clengan
memnmperhatiiian:

a,  kelerzediaan dan persebaran institusi pendidikan
dan/stan program stadi pendidikan Tenaga Meds
dan Tenaps Keschalan pada sedap wilayvah;

b.  koscimbanpan anlara kehuruhan penyelenggaraan

Upaya keschatan danfatau dinamika kesempatan
kerja di dalam dan di luar neger;

. keseimbangan antara kemampuan produks Tenaga
Medis dan Tenapa Keschatan dan sumber daya yang
tersedia;

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan telonolopi; dan
e, prorilas pembangunan dan Pelasanso Kesehaan,

(3 Pendidikan tioggi sebagaimana dimabkswd pada ayat (2)
disclengparakan oleh Pemernntah Pusal dangatau
masvarakat  sesual  demgan Ketontuan  perrlurat
perundang-undangan,

Pasal 208 . ..
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Fasal 208

Pernbinaan pendidikan lingel dalam ponpadasn Tenasa
Medis dan Tenaga keschalan sehagamann dimslosud
dalam Pasal 207 ayal [(2) dilskolean oleh mernien vang
menvelengparakan  urosan  pemerintaban di bidang
prndidikan berkoordinas) dengan Menteri.

Erordinas: scbapaimana dimaksud pada avat (1] paling
sedhikil mencakup:

a. penyusenan  stamdar oaswenal percliediban lerkoaldl
Tonaga Medis dan Tehaga Kesehatan;

E. pemwenuhan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Kesehaoan, dan

e.  sumber dayva manasta pendidik Tenaga Medis dan
Tenoaga Keschatan

Penvusunan standar nasional pendidikan scbagaimana
dimabkste] pade aral (2 huraf & mebbatkan Kolegiam
sefiap disiplin il Kesehatan.

Standar  nasional  peoddidikan sebapaimana dimalkesod
pada  ayat (3] ditetapkan oleh  menteri vang

menyvelenggarakan  urisan  pemcrintahan di bidang
pendidikan,

Pasgl 2060

Fendidikan profesi bidang Kesehatan sebagai bagian dari
peididikan tinggi diselenpgarakan oleh pergurazn tinggl
dan bchkerja sama dengan Fasilitas elavanan Keschatan,
kementerian VHTIE menyelenegparakan LATLL%T]
pemnerintahan o1 bidang pendidikan, dan kementenan
vang menvelrnpearakan urasan pemennlaban i bidang
keschatan denpan mmelibatkan peran Kolegidm ses1ai
dengan ketenruan pecarucan peruondang-undangan.

Sclain disclenggarakan oich pPLTEUIIAn Lnggei
sehapaimana dimaksud pada avat (1], pendidikan profes
Indang  Kesehatlan  anluk  progeam spesialis dan
subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Kumah
Hakir pendidikan sebagal penyelenggara  utama dan
bokerja sama dengan perguruan Uoggl, kemenlerian yang
mernyelengparakan arusan pemerintahan di bidang
pendidikan, dan kementerian yang menyelenpgaralkan
wusan pemernntaban di bidang  kesehalan dengan
mclibatkan peran kolegiam

Pasal 210 . _ .
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Pasal 210

Tenaga Medis harus memiliki kualifikasi pendudikan
paling rendah pendidikan profes:,

Tenaga keschatan memidiki kaaliikasi pendidikan paling
renndah diploma tiga.

Pasal 2.1

Mahasizwa wang menvclesalkan pendidikan program
sarjand Teoags Medis mendapathan gazah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahagiswa  yang  telalhy menvelesaikan  pendidikan
scbhagaimana dimaksud pada aval (1) hanya  dapat
melakiukan prakrik serelabh lulos pendidikan protesi dan
dileri sertifikat prelesi.

Pasal 212

Mahasiswa vahg menyvelesaikan pendidikan  Teonaga
keschatan  program  diploms,  propram  sariand,  ddn
Priwram  sarjena ferapan mendapatkan ijazah sesual
dengan kerentuan peraturan porundang-undangan,

Mahasiswa vang elab roenyelesaikan pondidikan Tenaga
Keschatan program sarana schagaimana dimakesudl poda
aval (11 hanva rlapat melakuykan prakrik profesi setelah
tnenyelesaikan pendidikan profest dan dibern serliflkal
priofesi.

Fazal 213

Dalam rangksa menital pencapaan standar kompetensi
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, mahaziswa pada
program vokasi dan program profesi, baik Tenapga Medis
atau Tenags Heschatan barus mengibull up Kompetensgi
neeard rasional,

Ui kompriensi sehapaimana dimaksud pada avat (1)
diselenggarakan oleh ponyclenggara pendidikan bekerja
gama dengan Knlegnim.

(3} Mahasizwa . . .
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{7 Mahassws  wanp menyelesalkan pendidikan  program
vibkeaxsl sebapaimana dimaksud pada avat (1] yang lulus
Ul kompetens pada akhir masa pendidikan memperalel
serliikat komperenst.

{4) Mahasiswa wvanpg menyelezuikan  pendidikan program
profes sebapaimans damaksid pada aval (1) raneg ulus
i Kernpetens pada akhir masa pendidikan memperoleh
serlifikat profesi dan scrifikat komperens:.

[*azal 214

Lulusan  program  vokas:  atau profest diber gelar oleh
perguruan tinge serelah menyvelesaikan pendidikan.

Pasal 212

Ludusan upn kompelensl  schapaimana  dimaksud  dalam
Fasal 213 zvat {3 dan avat |4 wayib diangkat sumnpah
profesinva olch penyvelenggara pendidikan sesuan dengan ecika
profesi.

Pasal 216

(1] Tenaga Medis vang tclah meoneganpkat sumpoh profest
schapaimana dimaksnd dalam I*asal 213 wa)ib mongkutl
program intcrnsip yang meorupakan ponompatan wajib
scmentara pada Fasilitaz Pelayanan kKesehatan tingkat
pertaima dan tingkat lanjur.

[2] Program inrerngip sebapaimana dimaksud pada avat [1}
berrujuan untuk  pemantapan,  pemalican, dan
pemandician.

(3} Program inlernsip sebapgimana dimaksad pada avatl (1)
dizelengeraralan SLCATH nasional oleh Menten
herkoordings: dengan menter vang  memyelenggarakan
urnisan pemenntahan di bidang pendidikan dan pihak
terkait.

Pasal 217

(1) Tenapa Medis wvang relah menyelesaikan  program
interasip dapal melanpatkan peodidikan ke program
spesidlis,

[2y Tenaga ..
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Tenapa bMedis wang  ielah menyelesalkan poogram
spesiadis sebagaumnana dimabsod pada ayat (1] dapat
melanjdkan pendidikan ke program subspesialis.

Peserta  didik pads  program  spesialis/subspesialis
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didavagunakan oleh Fasilitas Pelavanan Kesehatan dalam
pemberian Pelayanan Kesebatan sebagal baplan proses
pendidikarn.

Pasal 218

Tennaga RKeschatan dapat melanpatkan  pendidikan ke
PrOEram sposialis.

Peserta  didik  peda program spes@lis sebagaimans
dimalkaud pada avar [1F didayapunakan cleh Fasilitas
Pelavanun  Kesehatan  dalam pemberian Pelavanan
Keschatan schagain bagian proscs pendidikan.,

Pasml >14

Pescrta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan
schagaimana dimaksud dalam Pagal 317 avat (31 dan
Fazal 214 ayar ¢2) berhalk:

a.  memperoleh haniuan bubom dalam hal enadines
sETIRMe 3 metlik selatng men ik proses
pendicdilean;

b, memperoleh waktu istirahac;

¢, mendapatkan jaminan <esehatan sesual denpan
kerentuan peraturan perundang-undangat,

. mendapart pelindungan dan kekerasan sk, mental,
dan perundunean; dan

. mendapsl imbslan jasa pelavanan dant Fasiditas
Palavanan  Kesehatan  sesual  dengan Pelayanan
Kesehalao yang dilabookan.

Feserta dicdhk wvang membrenkan Pelavanan Kesehatan
sehagaimana dimabkswd dalaem Pasal 217 aypat 3] dan
Paszal 218 aval [2) beckewban:

a. menjaga kesclamatan Pasien;

b. menghormati, melindungi, dan memenuht hak
Pasien:

. MBTAREA . .- .
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. menjaga ctika protest dan disiplin pralktik Tenags
Medis dan Tenaga Keaehatan, dan

d. mepgags #lika Fasilitas Pelavanan Keschatan dan

mengikull tata ettlb vang berlaka di penyelenggara
pendidikan scrta Fasilitaz Pelayanan Kesehatan.

Pasal 220
{i] Dalam rangka memlai pencapaian staodar kompetens
lTcnaga Medis Alau TernapH Krachalan

spesialis/ subspesialis, peserla didik pada program
spesialis; subspesialis,  baik Tepapgd Medis  maupun
Tenapa Kesehatan, harus mengikull wil kompetens
berstandar nasicnal,

{2] Standar kempetenst scbapaimana dimaksad pada avat (1)
disusun olch Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.

{3) Uji kompetenzai sebagaimana dimaksud pada ayac [1)
diselenpgarakan oleh penvelengeara pendidikan bekerja
sama dengan Rolewum.

{4] Peserta didik vang menvelesaikan pendidikan program
spestalisfsubspesialis scbagaimana  dimaoksud  pada
aval [1] wang lulus wl kompetensr pada akhir mwaza
pendidikan memperoleh  sertifikat kompetensi dan
sertifikat prefesi

{3) BSertifkal komperensi  sebagabmana dimaksud  padas
avat |4) diterbitkan oleh Kolepium,

{fx]  Sectihkat profest sebapaimans dimaksud pada aoeat (4
diterbatkan oleh penyvelengpara pendidikan.

tazal 2231

Lulusan program spesialisfsubspesialis diberi gelar
speslalisf subspesialls oleh pengyelenggara pendwdikan setelah
menvelesaikan pendidikan.

Fagal 223
[1] Sumber daya manusia dalam pendidikan Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan cetdir atas:

a.  pendidhik dan renags kependocdikan vang akan
merupakan Tenapga Medis dan Tenaga Kesehatan,

h. Tecapa ...
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E. Tenaga bledis dan Tenaps Kesehatan,
penclitl dan/alau perckayasa; dan
d. tenaga lan sesua dengan kebatuhan,

Tenapga Medis dan Tenaga  Kesehatan  sehagaimana
dimabksud pada ayat (1] huaru! b merupakan tenaga
pendidik atau bukan merupskan enags peodidilk vone
dapal melakukan pendidikan, peonelitian, pengabdian
kepada masyarakat, danfamy Pelayanan Kesehalan,

Sumber daya manusia sebagaimana  dimaksud  pada
avar (1) mendapatkan keselarasn peogakosn alas
pekeaannya dalam proscs pendidikan Tonaga Medis dan
Tenapa Keschatan dalam pengermbangan kanemva.

sumber daya manusia sebagaimana  dimalksud  pada
aval (1} dapal  dilupaskan uwuntuk melaksanakan
pckerjpannva  secara fleksihel  anrarpenyetenpgara
pendidikan Lingel dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sutnber dava manusiEa vang rmendapatkan  penugRsan
schagaimana dimaksud pada ayat (4] mendapatkan
petigakuan alas  pekeriaannya dalam pengembrsmngsan
bancrmyra.

Pasal 223

Penvelenpeara pendidikan ungpl dan Fasilitas Pelavanan
Kesehatan vang melaksanakan pendidikan Tenapga Medis
dan Tenagn  Keschalan  menvediakan sarana dan
prasarana sesual dengan standar nasional pendidikan
fan standar Pelavanan Keschatan,

Sarana dan prasarana sebaganmana  dimaksud  pada
ayval [1] digunakan secara hersama dan/atau bergantian.

FPausal 224

Pemerintah Puzar dan Pemerintah Daerah memberikan
dukungan dalam penyclengzaraan pendidikan Tenaga
Medis dan Tenapga kesehatan yang meliputl sumber daya
MANUSIE, Sardand dian prasarensg, banluen pendanggan
pendidikan, penelitian, dan dukungan lamnya.

(2] Taniuan . ..
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(2] Banluan pendansdan pendidikan schapaimana dimaksud
pada wyal (1) dibenksn scsusl dengan kebijakan
perencanasn  Tenaga  Mediz dan Tenapa  Kesehatan
sebagmimana dimaksud dalam Fasal 2005,

{3) Tenaga Medis dan Tenapga Keseharan vang menecimas
bantuan pendanaan pendidikan selagaimana dimalkesig
pada avat [1) wajib melaksanakan mass pengabdian pada
Famlilas Pelayanan Keschatan wvang  ditunjpuk  sctelah
mnenyelesalkan pendidikan.

(4] Tenapa Medis dan Tenaga Keseharan vang meneritna
bantuon pcndanaan  pendidikan tidak  melaksanalosn
masa pengabdian sebapaimana dimaksod pada avat L)
dikenai sanks administralil berdpa peneatbuatan 5TH.

Pasal 225

Tenaga  Medis  dan Tenaga Heschatan meningkatkan
kompelens: sccara  berkclanjutan untuk  mengembangkan
keprofosiannya.

Pasal 226

Eetentuat leluh lamut mengena] pengadaan Tenaes Medis
dan Tenega  kesehalan  sebopaimuana dimaksud dalam
Pasal 207 sampal denpan Pasal 225 diatur dengan Perataran
Pemernintakb.

Bagian Keetnpal.

Fendayapgunaan Tenage Mediz dan Tenapgn kesshatan

Parapraf 1

T

Pasal 227

(1] Pendavaegunasn Tenaga bMedis dan Temars Besshatan
dilaksanakan scsuml dengan percncanasn dalam rangka
pemenithan Tenaga  bMedis dan Tenapa  Keschatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203,

2} Pendayagunaan .. .
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Pendavagunaan Tenaga Medis dan Tenapa Kescharan
dilakukan olely Pemerniniah Pusar, Pemerintah Dacrah,
dlan faluug muasyarakat scsua dengan rugas dan ungsi
masing-masing  berdasarkan  ketenruan  peraliran
perundang-undangarn.

Pendevagunoan Tenaga Mediz dan Tenaga Reschatan
scbapaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan denpan
mcinperhatikan aapek PEMerataarn, pemanfaatan,
dan/fatau pengermbangan.

Pasal 228

Pemerintah  Dacrah  kabupatenfkota  wajily  memenuhi
kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan untuk
Pelayanan Kesehatan primer di Puskesmas dan Fasilitas
Felayanan Kesehalan  lingkal pertama lainnya oolik
Femeriniah Dacrah berdasarkan  ketentuan  peratuaran
perundang-undangan.

Fernerintah  Pusat  dapat  memberikan  insenufl  ataw
disinsentl] kepada Pemorintah Daerab kabupaten kota
dalum pemenuhan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga
Keschatan scbagaimana dimaksud pada avat [1].

Pasal 2210

Femerinlah Daerah berianpgang jawab mcolakukan
permenlibun Tenags Medis dan Tenaga Keschatan unouk
Pelayvanan heschatan lanjutan pada Fasilitaz Pelayanan
Keschatan miliknyva sesual dengan Kerenluan perataran
perundang-undangar.

Femerintaly Pusiat  dapal  aoemberikan nsenil alaug
disinsencl kepada Pemerintah Daerab dalam pemenuhban
kelmaruhan  Tenapa  Medis  dan Tennea Keschatan
sthagnimana Jdimaksud pada ayvat (1)

Pugsml 250

Eelermiuan lelnb Tanjut menpenat insentif alau disinsentd
sebagairnana dimaksged dalam Pasal 223 dan Pasal 229 diatur
denpan Peraluran Pemerinlah

Parmpral 2 . .
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Parapraf 2

FPendavapunaan Tenaga Medis
dan Tenaga kesehatan di Dalarm Negeri

Pasal 231

Dulam rangka pemerataan Pelayanan Kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada
masvarakar, Pemerintah Pusat dan Femerintah Daerah
bertanggung  jawab melakukan penemparan Tenaga
Medizs dan Tenaga Kesehatan setelah melalhln proses
s el

Penemprtan Tenags Medis dan Tenoags Keschatan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemennortah Daecrah scbagaimana
dimaksud pada ayat [1} dilaksanakan dengan cara:

a. pcocngangkatan sebagai apararur sipil negata;
r. penugesan Khuasus, alayg

e pemgangkalan pegawdl denpan cara lain sesual
dengan kelenran peraturan perandang-undanean.

Sclaln pencmpatan Tenaga bedis dan lenaga Kesehatan
dengan cara sehbagaimana dimaksud pada avat (2],
Pemerintal Pusal dapaf menempatkan Tenapa Mediz dan
Tenaga Kesehartan melalul pengangkatan sebapal angpola
Tentara MNaswnal [ndonesia man kepobzian Nepara
Frepuhblik [ndonesia.

Prnpangkainn sebapal aparaiur sipl negara sebapgimans
dimaksud pada avar (2] hurul a =scrta penompatan
mrialul pengangkatan scbagal angpota Tentara Nasional
[ndonesia atau Kepolisian Megara Republk [ndoncsia
sebagaimana dimaksud pada avat (3} dilaksanakan
seslal demgan kerentuan peraturan perundang-
Undangan.,

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaps Kesehatac melali
penugasdan khusus sebapaimans dimaksud pada ayar [2)
burul b dilakuksn sesual dengan perencanaan nasunal
dan dilakukan olech Menten ataa gubemuarfhupsainfwah
kota  denpan  memperhatikon kebolobao Pelayvanan
Kezchatan, ketorscdman  Tenaga  Medis dan Tenapa
kezehatan. scra  memperhabikan daerab teroinpgaal,
perbatazan, dar kepulauan.

(6] Hetentuan . ..
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(&) Ketenruan lebih lanjut mengenal penugasdan Khusus
sebagaimana dimaksud pada syal [2) hurofl b diatur
dengan Peraturan Pemerimlah,

Pasgal 232

Fenempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dikut
denpdn upavd relens Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan,

Fazal 233

(1} Dalam rangka pemcrataan pelavanan medik spesialis,
Pernerintah  Pusat, Rumah Sakit pendidikan, dan
penyvelengeara pendidikan dapat mendayagunakan
poseTtd didik PROErAL pendidikan delter
spesialisf subspesialis atau dokrer wipi
spesialisf suhspesialis.

(3] Ketentuan lebily lanjut mengensl pepdayagunaan pezelta
didik program pendidikan dokter spesialis/subspesialis
atan dokter gigi  spesialis; siubspesialis sebagaimans
dimaksud pada avat [} dimtar dengan  Peraturan
Vermerintah,

Pusal 234

(1} Dalam raneka pemerataan Tenoaga Medis dan Tenaga
Kesehalan  sesual dengan kehutuhan Pelayanan
Kesehatan, Pemerintah  Pusal  dan/atau Pemernintah
Daerah dapat memanfaatkan Tenaga Medizs dan Tenags
Keschatan Julusan der penyelengzara pendidikan vang
diselenggarakan olehy Pemerintah Pusat alag mazyarakat
unituk mengikuc seleksi ponompatan.

[2] Tenaga Medis dan Tonaga Kesehatan vang tclah lulus
seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditcmpatkan
vada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemennfab
1Musat dan/atay Pemerintah Dacrah unluk jangks walkio
terienla.

[3) Pimpinan Fasilitas Pelayvanan Kesehatan sebagaimans
dimaksud pada avat (2] alsn kepala dacrah wang
membawahi  Fasilius Pelavenan  Keschatan  ersebut
harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan insentif,
jaminan hkeamanan, z2erta  kesclamuatan  kerja Tenapa
Medis dan Tenapa Keschalan sesual dengan kelentuan
peraruran perundang-undanga.

(4) keotentuan . .o
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Ketentuan lebib lanjul mengenal penempatan Tedapa
Mediz dan Tenags Keschatan schagaimana dimaksud
pada ayat [1] sampai dengan avat [3] diatur dengan
Peratlran Pemenntah.

Pasal 235G

Tuenaga Meodis dan Tenaga Keschatan yang diangkat oleb
Pemerintah Pusal alau Pemerintah Daerah dapat
dipindahtigaskan amarprovinsi, antarkabupaisn, alay
antarkia karena alasan kebutuhan Fasilitas Pelavanan
Kesehalan dan/atau promnosi sesuai denpgan ketentuan
peraturan perandang uneangac.

Tenaga Medis dan Tenags Keschatan vang bertugas i
dacrah tertinees], perbatasan, dan kepulavan  seria
daerah bermusalih Keschatan atau daerah tidak diminati
memperaleh  lunjangan atau inseatif kKhusus, jsminsn
keamanan, dukungan sarana  prasarana dan Alac
keschalan,  kenaikan  pangkal luar biasa,  dan
prlindunpan dalam pelaksanasan lupds scsual dengan
keleniuan peraturan perindanp-undangan.

[ralam hal rerjadi kekosongan Tensga Medis dan Tenapga
Keschatan, Pemerintah Pusat atau Pcomerintah Daerah
harus menvediakan Tenoaga Modis dan Tenaga Kescharan
penpgantt untuk menjaumin keberlanjutan Pelavanan
Kesehatan pada Fasilitaz  Pelayanan  Keschatan rang
bersangkutan.

Ketentuan  lebik Tanjul mengenal  pemindahtugasan
Tenaga  Medis  :dan Tenags Kesehatan  schagaimana
dimaksud pada avat (1], Tenaga Medis Jdun Tenagsa
Kesehatan  yang  bertugas di daersh letlinggal,
perbatnsan, dan kepulanan scrra daerah bermasalak
Kesrhalan  atau daerah tidak  dimioati sebagaimana
dimaksud pada avat (2], dan penysdizan Tenags Meodis
dan Tenaga keschatan pengpant selmgaimana dimaksud
pacda avat (3] distur dengan Peraturan Pemeriniah,

Pazal 2360

[ralam kondisi tertenty Perperintah Pusat  berwenang
tmengatur  pensmpalae Tenaga  Medis dan Tenepa
Kesehalan lulusan penvelenggara pendidikan.

(2] Kelerndogan, ..
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Kelentuan lebih lanjuc mengenai peogaluran penempatan
Ternapa Medis dan Tenaga Kessharan  sebagaimang
dimaksud pada awat (1] cisdur denpan  Peraturan
Fernerintah.

Fazal 237

Fermnerintalh Pusat danfalau Pemerintabh Dacrah dapat
menelapkan pola tkatan dinas bagl calon Teoaga Medis
dan Tenaga Kesebaran uniuk memenuhi kepentingan
prrmbuangunan Keschatan.

Selain el (kalan  dinas  vang  diselengpgarakan
Pemerintah Pusat danf/alau Pemerintah Dacrah
sebapaimana dimaksud pada ayar [1], badan ysaha qiaa
masyarakat Jdapul menelapksn pola ikatan dinas dalatm
rangka menmcnuly kepentingan Pelavanan Kesehatan,

Pelaksanaan pela ikatan dinas oleh badan uamha ataw
masvarakar sebagaimana dimaksud pada ayar (2 dikun
denpan penempatan calon Tenaga Medis dan Tenaga
Reschatan pada daevah terpencil, rertinggal, perbatasan,
dan kepulalan serla daerah bermasalal Kesehatan atau
dacrah tidak diminati dalam mendukung pemorataan
Tenagd Medis dun Tenapa Kesehatan.

Ketentoan lehih lanjul mengenai pola ikatan dinas bagi
calon Tenaga Medis dan Tenagas Kesehatan sehagaimann
dimaksud pada ayal [1] sampa dengan ayat (3) diatur
denean Peraturan Pemerintab.

Parapral 3

Pendayagunasn Tenags Cadangan Kescharan untuk Penangpulangan kejadian
Luar Biasa, Wabah, dan Darural Nencana

SK No 1E7102 A

(1]

Flasal 23K

Pernerintah Pusat membentuk  tecnaga cadangan
Keschatan untuk meningkatkan kapasitaz Sumber Dava
Manusia  Kesehatan  dan mendubkung ketahanan
Keschatan,

(2) Tenaga . . .
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Tenaga cadangan  kKesehatan scbapaimana  dimaksod
pada awat [1] lerhinn alas Tenaga Mcedis, Tenaga
Keschatan, dan non-Tenaga Keschalan vang dipersiapkan
unluk dimobilisazt pada penangguilangan BELEB, Wabah,
tan dararat bencana.

Tenaga  cadangan  Kesehatan  berupa non-Tenaga
Kreechatan sebagaimana ditcnaksud pada ayat {2) berasal
dari non-Tenaga Kesehaluwn vang telah mendapatkan
pelatihan feckan denpan pernanegulangan KLB, Wabah,
dan daracal encana.

Tenags cadangan Keschatan scbapaimana  dirmaksidd
pacda ayat (2) dilakukan pengelolaan welalui:

a. pendaftaran dan kredensial dengao memanfaakan
tekneologl infermasi vang 1erintegrasi dengan Sistem
Informasi Kezeharan Nasional;

b, pembinaan dan peningkatan kapasitas  tenaga
vadangan kesehatan; dan

. melaksanasn mobilisas

Fazal 230

Kotentuan lebabh lanpdl mmenpenal pendavagunaan  tenaga
cadongan Kesehalan uniuk penanpesulangan KLB, Wabah, dan
darurat bencana sebagaimana dimaksad dalam "asal 238
chalur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragral

Pendayvapunaan Tenaga Medis dan Tenags Kesehatarn

i1]

2]

Warga Negara [ndonesia ke Loar Negerd

Pasal 240

Ferndavagpunasan Tenaea Medis dan Tenaga Keschatan
warga negara Indenesia ke luar negeri dapat dilakukan
dengan memperttmbangkan  keseimbangan antara
kebutuhan Tenagn Medis dan Tenaga Kesehatan
Indoncsia serta peluang kerja bapl Tetags Medis dan
Tenaga Keschatan warga negara Indonesia i luae negeri.

Ketentuan lebih lanjut menpenai pendayvaganaan Ternaga
Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia ke
luar negeri diarur dengan Peraturan Pemerintlah.

Farapral 5 . ..
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Paragral &

Pendavagunaan Tenags Medis dan Tensga Keschatan
Warga hegara Tndomesta Lulusan Luar Negeri

VL]

(2]

(3]

(4]

(7

[

Hasal 211

Tenaga Medis dan Tenags Keschatan wargs negara
[ndonesia lulusan luar neper] vang aksn melaksanakan
praktik i Jndonesia harus mengikutl evaluasi
kurnperensi.

Evaluasi  kompetensi sebagabmana  dimabkesie]  pads
ayat {1) dilakukan oleh Menieri dengan  melibatkan
mcntert vang menvelengrarakan urasan pemerintalian di
Erdang pendidikan, koosil, dan Kolegium.

Evaluaai  kompetensi sebapaimana dimaksud  pada
ayar (1] melipan:

a.  penildian kelengkapan administacit dan
L. penilalan kemampuan prakiik.

Penilalan  kemampuan praktik selagaimana dimaksud
pada awvat (3] horul b dilakuken seielah penilaian
kelengkapan adrmimsirall sebapsimana dimaksud pada
AYAr () huruf A,

Dialarm rangka penilaian Kemampuan preaklik
sehagaimana dimaksud pada avat (3) hurol I dilakukan
11 kompetensi.

Hazil wji kompetensi  sebagaimana dimaksud  pada
ayvat (3 berupa:

zl. I:'i'.l'}l'lf'IPE[ET'l; aray
Ir.  belern kompelen.

Dhalamn hal hasil Wi kompetensy dinyatakan komperen
sebapaimana dmabsud pada ayat #) hural a, Tenaga
Medis dan Tenape Kesehatan wargm negara [ndoncsia
lulusan luar negeri mengikuty adaptasi pada Fagilitas
Pelayanan Kesehatan.

Dalam  hal hasil uji kompetensi cdinvalakan behiimn
kompelen sebagaimana dimaksad pada aval (5 haeud b,
Tenaga Moedis  cdan Teoapa Kesshalan wangs nDoparta
Tmedomesia fulusan luar nepert hanes meneiboun
penmmbahan kempetenst,

Pasal 24% . _ .
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Pazal 243

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negaca Indonesia
lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada
Fasilitas Pelavanan Kesehatan harus memiliki TR dan 810

Fuzal 245

Kelentuan  scbagaunana dimaksad  dalam Pasal 241
dikecualikkan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warpa
negara Indenesia lulusan luar negen yang:

d. merupakan lulasan dari penyelengpara pendidikan di
luar negeri yang sudah direkognist dan telah praktik
paling sedikil 2 [dual tabun di luar negeri; atan

. merupakan ahli dalzm bidang unggulan iecltentu dalar

Pelayahan Keseharan wvang dibuktikan dengan scrtifikasi
oL I LS

Faszal 244

Tenapa Medis dan Tenaga Keseharan warps nepdars Indonesia
lulusan  luar oepert vang telah menvelesaikan  craluasi
kamperenst dan akan melasksanakan prakiik di Indonesia
harus memilikn STHR dan SIP sesuai dengan  keranfuan
sebagaimana dimakaurd dalam Undane-Undang o1,

Bazal 245

Kctentuan lebih  lanmur mengensl pendayapgungsn Tenoaga
Medlis dan Tenaga Keseharan wargs negars Indonesia lulusan
Iiar negert diatur dengan Peraturan Pemerintah.

FParagrafl &

Pendavapunaan Tenaga Medis dan Tenage kesehetlat

Warge Negara fsing Lolusan Tralam Neger

Pasal 243

{1] Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan warga negara
asing luluzan dalam negeri yang melaksanakan praktik
el Inglotesia hars:

a. rmemilik - ..



FRESIDEM
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

a.  memiliki 8TR; dan
k. memilikn 51P,

gcsual  dengan ketentian peraturan perandangs-
undangan.

(21  Tenaga Medizs dan Tenaga Keschuatan warga ncgara
asing lalusan dalam neger sebapaimana dimaksud pada
avat [1] hanva dapal melakukan  praknk  atas
perminlaan darl Fasilitas elavanan Kesehatan
Penpgans dengan batasan waktu tertentuy.

FPasal 247

Hetentuan  lebih lanjur mengenal pendavapunasan Tenaea
Medis dan Tenapgs Keschatan warga ncgara asing lulusan
dalam nager diatur dengan Peraturan Pemerineah.

I'aragraf 7

Pendayapunaan Tenaga Medis dan Tenags Kesehaiao
Warga Negara Asing Lulusan Luar Negen

Prskgl 248

(1] Tenzgs Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing
luluzan luar negen yang dapar melaksanakan praktik di
Indonesia hanya berlaku untuk Tenagz Mediz apesialis

dan =ubspesialis  serta  Tenage  Kesehalan  lingkal
kampetensi  rtercentu setelah mengiboull o evaluasi
Kotmperensi.

(2] Fvaluas kempelenst sebagaimana dimaksud  pada
ayal [1] diakukan oleh Menteri dengan melibatkan
menterl yang menyelenggarakan urusan pernerintaban di
bidang pendidikan, Konzil, dan Kolegium.

[4] Ewvaluasi kempewenst sebagaimana  dimaksuad  peada
avat | 1] meliputi:

2.  peniaian }-:Elengl{ﬁpan administratif; dan
b.  penilaian kemampuan praktik.

4] Penilaion kKemampuan peakok sebagaimana dimeksod
pada avat [3] huoral b dilekukan seteleh penilaian
kelenpkapan adoisteali! sehapaimana dimaksgd pada
ayat [3] haruf a.

[2] Penilatan . ..

SK No [B7106 A
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[5)  Penillawan kernampuan prakek sebagaimana dimaksud
pada avat {3) huruf b meliputi penyvetaraan komperensi
tlan naji kummpeiensi,

[BF  Penyetaraan kompelensi sebapaimana dimaksud  pada
aval (o] bertujuan untuk memastikan kesesuaian denpan
standar kompetenst Tenaga Medis dan Tenags Keschatan
di [ndotesia.

{7] Hasill Wi kompetensi  sebagaimanas dimaksud  pada
aval [3] Deruna:

A, kompelcn; atau
b, belum kumpeten,

(3] Dalam hal hasil oji kompelensi dinyatakan kompeten
sehagaimana dimaksud pada ayat (7] hural a, Tenags
Medis spesialis dan subspesialis serla Tensga Reschatan
tingkal kompetenst tertonty warga negara asing lahasan
luar negeri harus mengikut adaptasi pada Fasilitas
Pelavanan Kescharan.

(% Dalam bal hasil wi kompetensi dinvatakan  Lelun
kompeoten sebagaimana dimaksud pada zvat (7)) huruf b,
Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serra Tenmps
Kesehatan cinpgkar kompewcnsi werieniu wargs nepara
asing lulusan luar pegeri harus kemball ke neparn
asalnya sesuai dengan kelentuan poraturan perundang-
Lirclangan

Pasal 299

Tenaga Medis #peswls dan subspesialis serta Tonaga
Kesehatan tingkat Lampetenzi rertenil] wargs QUpHdra Asing
lulusan luar negen yvang mengikoti adaptas) pada Fasilitas
Pelayunan keschatan hamos memiliki 3TR dan 31P.

"asal 230

ketentyuan  sebagaimans dimaksud dalam Pasal 249
dikecushkan bapgl Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
gelta Tenapa Kesehalan ungkal kompetenst tertentu wargs
negaTa asing lilusan luar negeri yang merupakan:

g, Ialysan - ..
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lulesan dan penyelengpars pendidikan di luar negen
¥ang sudah direlognisi dan elah praktik scbagai Tenapa
Medis spesialis dan sulispesialis serta Tenapa Keschatan
tingkast kompetensi terteniy paling singkat 5 {lma) tahun
i Nyar pepert vang haras dibuktikan dengae surat
keterangan atau dokumen lain vang diterbitkan oleh
lermbaga vang berwenang di negara yang bersangkutan;
arau

ahll delam suatw bidang unpgulan  tertentu dalam
Frlavanan Keseharan yong dibuktikan dengan sertifikasi
kompetensi dan relabh praktik paling singkat 3 (lima)
tahuan di luar negeri.

Pasal 251
Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serra Tenaps
Kesehatan rimgkal kompetensl tertentu warga nepara
asing lulusan luar negen dapat melakukan prakiik pada

Fasilitas  Pelavanan kesehatan i Indonesia  dengan
ketonbuan:

., terdapat  pormentaan dari Fasilitas Pelayanan
keschatan pengeuna Tenaga Medis spesialis  cJdan
suhbspesialls serta Tenopa kesehatan  finglkat
kennpetenst lerlentun woarga negara asing lulusan luar
heger sesua dengan kebutubhan,

b.  untuk alih teknologi dan ibmu pengelabuan; dan

o, untuk janska wakiu palicg lama 2 (dee) tahun dan
dapat dipcrpanjang 1 {saiu} kali dan hanys untuk
4 [eduz) tabun berikutnya.

Perruntaan dan Fasilitas Pelayanan Keschatan pengguna
sebapaimana dimaksud pada ayart [1] humaf a harus
mengultamakan pengginaan Tenapgs Wediz dan Tenaes
Eesehalan warpa negara Indonesia dan memenuhi
standar kompefensd.

Kerentuan jangka wakly sebagaimana dimaksad pada
ayat [11 bural ¢ dikecuahkan uniuk pendavagonasan
Tenaga Medis spesialis dan subspesinlis serla Tenaga
Keschatan tingkat kompetensi tertenru warga negars
Aaging Wlusan luar negen di kawasan ckonemi khiusus.

Pasal 252 . ..
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Pasal 2572

{1] Tenapa Medis spesialis dan zubspesialis serls Tenogs
Keschatan tinglrat Kompetlens] tertentu warga negara
asing lalusan laar negeri vang twelah  menvelesaikan
proscs evaluasi kompetenss dan alkan melakukan praknk
di Towdonesin waih memilibk STH dan S1P.

{2] S5TR dan S0P bagi Tenaga Medis spesialis dan subspesialis
serla Temags Kesehalan tingkat kompetensi tertentu
wWHrgn NCgard asmg alusan luar oegerl sebagaimana
dimaksud pada avar [1] berlaku untuk jangka waktu
2 [duzay tahun dan dapat diperpanjang 1 {gefi] kali dan
hanyva untuk 2 [duap takun berkutnya,

Pasal 2535

Fasihitas  Pelayvanan  Keschatan pengpuna Tenapa Medis
sposlalis dan subspesialis secta Tenapa Keseshalan tingkat
kompelens) lerientu warga nogara asing luluzan luar neger
wajlb  memiamlitasi  peodidikan dan pelalihan babasa
Irvlomesia bag Tenapga bedis dan Tenaga Kesehatan wargsa
negara asing lulusan luar neger.

Posaol 254

(1) Tenapa Medis dan Tenapga Kesehalan waryds negara asing
luluzan luar oegen vang aksan menjadl pescrta progran
pondidikan  spesialis/subspesialis di Todonesia wajib
memiliki STR.

(2] STR scbagaimana dimaksud peda ayar [1] herlaku selams
asa pendudikan,

Pasal 255

(1} Tenapa Mediz spesialis dan subspesialis serla Tenags
Kezehatan oopghkar kompetenst lertentu warga nogirs
agsing  lulusan luar  peperl yang akan mombeorikan
pendidikan  dan  pelatthan  dalam rangka  atih il
pengetahuan dan teknologl arau kegialan lain untuk
wa kil letteniu tidak memerlukan 3TH.

(21 Tenaga Mediz spesializs dan subspesialis serra Tenaga
Kesehiatan tinpkat keoopetens lerleniu warga noguara
aning lulusan luar neger scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapar persenijuan dari Menten.

{3 Persellguan . ..
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(3) DPersctujuan  sebagabmana  dimeksad pada aval (2]
diberikan untuk waktu cerrentu melalui penyelengesrd
pendidikan dan pelatihan atau kegiaran lain.

FPaszal 256

Selain kelentuan schapaimana dimaksud dalam Paszal 248
gampkl  denpan Pasal 2535, Tenapa Medis spesialis dan
subspesialis serta Tenaga  Keschatan  unpkat  kompetonsi
terlentll warga negara asing lulusan Inar megern hacus
memenubl  persyvaratan lam sesual denpan kKerennuan
petaiuran perundang-undangan.

Pusal 257
Ketentuan lekih lanjut mengenal pendavapunaan  Tenaga
Medis spesialis tan subspesialis serla Tenags Keschatan
tinpkat kompetensi tertentu warga negard asing wolosan Juar
ncgent schagmmana  dimaksud  dalam Pasal 248 sampai
dengan Pasal 255 diatur cengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Ielatihan Tenaga Mediz dan Tenagr Kesehatan dalam Rangks Penjagaan dan

SK Mo 18711 A

Feningkatan Mutu

Pasal 258

(1} Dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga
Medis dan Tenaga Keschatan, dilakukan  pelatthan
can falay  kegintan perungkatan kempetenst vang
mendukung kesinambungan dalam menjalankan prakek,

(2} Pelatthan danfatau  kepmatan  peninghelaon Kornpoeleris
scbapaimana dimaksud pada avat {1) disclenggarakan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembapa pelatihan vang
lerakreditas tleh Pemerimiah Pusat.

(3} I'thjagaan dan  penihgkatan muty sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan scsuai dengan
standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan,
serld perkembanegan ilmu pengelahuan dan lekoolog.-

(4] Pelatihan ..
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(4)  Pelatihan dan/atau kepiatan peningkalan kompetcnsi
sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapal digunakan
untuk  proses sertifikasi melalud kenversi ke dalam
saluan kredit profesi.

[ob  Kerentuan  lebib lapnjut mongenai penvelemppardan
pelatihan danfalag kegistan peninglatan kompetensi
dalam rangks menjugs dan meningkatkan mutu Tenaga
bedis dan Tenapa Kesehaten sebapaimana  dirmaksud
pacda ayab (1) diatury dengan Peraturan Pemerintah.

FPasul 2505

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan muru Tendgs
Mcdis dan Tenags Keschailzn scbapaimana ditmaksud dajam
Pazal 258, kepala daersh dan pimpinan Fasilitas Peluvanan
kesehatan harus memberikan kesempatan vang sams kepada
Tenags Medis dan Tenaga Kesehalan dengan
mempertimbangkan penilaian kinerjs dan penlaku,

Bagmian Keenam

Fepislras dan Perizinan

Paragraf 1

Reogistrasi

Pasal 260

[11  Betiap Tenaga Mediz dan Tocnaga Kesehatan yany alan
tenjalankan praktik wayib memiliki STR.

{2] STR sehagaimana dimaksud pada aven (1) diterbitkan
oleh Konsil atas nama Meoren sefelah memenuhi
F}ET-H}'HTH_[H_H.

(3 Persyaralan sebapaimana dimaksud pada ayat (2} paling
sedibit;

4. memiliki djazah pendidiban di bidang  Kesehatan
dan/fatau sertifkal profesi; dan

b.  memiliki sertifikar kompetenss.

() STR sebapmmans dimaksud pada avat (1) berlaky
seutmnur hudup.

Pasal 261 . . .
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Pasal 2:1

STR sehagaimans dimaksud dalam Pasal 260 ddak Lerlako
apatala:

yang hersanpgkutan meninggat dhunia;

dinnmalkliflkan  atag dicabul oleh Keosil alas nama
Menteri: atan

dicabut  berdasarkan  putusan pengadilan wang 1elah
berkokuatan hukum tetan,

Pa=al 262

keteniuan leih lanjut mengenal Registrasi Tenaga Medis dan
Tenapa Kesehatan diatur dengan Peratucran Pemerintah.

(1)

(2]

(3]

()
(5

Paragrafl 2

PeriEinan

Pasal 2463

Jenes Tenaga Medis dan Tenapa Kesehalan  erienta
dalam  menjalankan prakik  keprofesianoya owajib
triestdliki van.

[zin sebapaicmana dimaksud pada avat (1) diberikan
dalam bentulke S1P,

BIP sebagaimana dimaksud pada avat [2) diterbitkan oleb
Pemerintalby Daerah kabupalen/kota  tempac Truaga
Medis atau Tenaga Kesehatan menjalanksn praktiknya.

Dalam kondist tertencu, Menteri dapal menerhitkan SIP,

Dolarn tanghksa penerbitan BIP sebapgaimana  dhimaksud
pada eval (), Pemernntah Pusat mclibatkan Pemerintab
Daerah kabupaten fkola dalam menctapkan kueta untuk
setiap jonts Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan dengan
mempechatiban krnteria paling scdiki

2. ketersediaan dan perscbaran Tenags Mediz dan
Tenaga kesehatan pada dacrab tersebut;

b, rasio jumlah penduduk denpgan Tenaga Medis dan
Tenapa keschatan  akol vanp  ditslapkan  olzh
Menteri; dan

.  beban kerja Tenaga Mcdis dan Tenaga Keseharan.

Puasal 2nd |,
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Pazal 2064

{1l Unwmk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 263 ayal (2), Tenaga Mcedis dan Tenaga Kesehatan
lerleniu harus memibiki:

A, STH, dan
b. rempat prakrik.

(2] JIF masih berlaka scpanjang tempat prakoik  toasihk
851141 dengsn yang tercantutn dalatn B[P,

(4] SIF sebagaunana dimaksud pada ayar (1) berlaka selama
5 (lima) tahun dan dupat diperpanjang sclama memenuhi
FrersvAaralan,

(41 Persvaratan perpanjangan 8P sebagaimana dimaksud
pada ayvat [3] melipuli:
a. &TR;
Iy tempat praktik; dan
c.  pemenuhan kecukupan satusn kredil profest,

(3} Iengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi
sebagaimang dimabsud pada avat (4 burof o dilakukan
pleh Wenter,

(B S1P scbhbagaimana dirmaksud pada avat (2] dan sl (3)
tidak berlaku apraiila;

a.  habis masa berlakunya;

b,  yang bersanghkutan meninggal dunia;
. STR dicabur atau dinenaktifkan;

. BIP dicabul; diau

£, lermpat prakilk berubah,

Fasal 265

[ralam kondisi tertentu, Tenaga Medis dan Tenaegs Keschatan
vang memberikan Pelayanan Kesehalan lidak memerlukan S0P
di tempat tersetnul.

Pasal 2606 ., .

SK Mo 137113 A



SK No 187114 A

PRESIDEMN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

Pasal 260G

herentuan  lebih lanjut mengenai perizinan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263 sampal dengan Pasal 263 diatur
dengan Peraturan Pemernntah,

(1]

{2]

(=3

(<]

(1]

Paszal 267

Uniuk kepentingan pemenuhan kebutuhan  pelayvanan
kedokleran, Menteri dapar memberikan  surat  tugas
kepada dokler spesialis atau dokter gig apesialis Lertentu
vang telah memiliki SIP untalk bekera parda Fasililas
Felayanan kesehalan lerientu tanpa memerluokan SIP di
tempat tersebut.

Fernberian sural rugas  sebagaimand  dimaksud pada
aval (1] dilakukan dengan ketenruan:

4. Aerdapat permincaan dari dinas kesehatan
kKabupalenkola berdasarkan keburohan;

. ketiadaasn dokler spesialis atau dokter gigl spesialis
dengan keahlian dan kompetensi yvanp same pads
kabupatenkota lersebut; dan

c. dokter spesialis atau dokier gigi spesialis yvang
mendapar surar togas harus lelah memiliki S1E.

Dalam hal sclama jangka waktu keberlakgan sural 1ugas
lelah ada dokter spesialis atau dokter gign spesialis lain
denpan keahlian dan kompetensi yang sama pada daerah
terscbut, surar tugas menjadi lidak berlakn.

KEctentuan  lebkih lanjut mengenal suaratl tugas diatur
dengan Peraturan Pesnerintaty.

Bagian Kerujuh
Kozl

Fazal 26H

Untuk memngkatkan mutu dan kompelensi  leknis
keprofesian Tenags Medis dan Tonaga kesehatan serta
memberikan pelindoungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat, dibentuk Konsil

2] Konsil oo
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Konsil  sebapaimana dimaksud pada  ayvat (1)
berkedudukan di bawsh dan bertanpgung jawab kepada
Presiden  melalui Menteri dan dalam  menjalankan
perannya bersilat independen.

Pasal 269

Konsil memilikl peran;

4.

meramuskan kebijakan  internal  dan staodardisasi
pelaksanaan tugas Konsil;

mclakulkan  Regisirasi  Tenapa Medis  dan Tenapa
KEeschatan: dan

melakukan pembinaan teknis keprofesisn Tenapa Medis
dan Tenags Keschaotan.

Pusgal 270

heanggoraan Konsil rerasal dari unsur;

.
T,

Femnerintah Pusat;
profest Tenaga Medis dan Tenaga Keschatlan;
Kolegium; dan

masvarakat.

Pasal 271

Felentuan lebah lanjut mengenar Kensil, crmasuk tugas,
fungsi, dan wewenang diaiur dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

Baglan kedelapan

Enlegium

Pasal 2732

Untuk mengembangkan cabaong disiplin ilmg dan standar
pendidikan Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan, seliap
kelompok ahli uap  disiplin ilmu Keschatan  dapat
mermnbeniuk Rolegium.

(21 Kolegium . . .
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holegium  selagaimana dimaksud  pada avat (1)
merupakan  alar kelengkapan  Konsil  dan dalam
menjalankan perannya bersifat independen.

Kolegium memiliki peran:

8. memyusun standar kempetensi Tensga Medis can
Tenaga Kesehatan; dan

b, menyusun  standar kurikulum  pelaliban Tenaga
Mcdis dan Tenaes Keschatan.

Keangpotaan Kolepiuem bwerasal dari para pury hesar dan
ahli bidang dmu Kesehatan.

Ketentuan lebib lanjut mengenal Kelegiom, termasuk
lupas, fungsi. dan wewenang diatur denpan Peraturan
Pemerintah.

Hagian Kesembilan

Hak dan Kewsjiban

Paragrafl |

tHale dan Kewgjiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

{1]

Pasal 273

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalsn dalam menjalankan
praktik hechak;

4, mendaputken pelindungan hukum sepanjang
meclaksanakan frgas sesual denpan stander profesi,
stendar pelayvanan  profesi,  standar  prosedur
operasional, dan  elike profesi, serta kebuluhan
khesehastan Pasien;

b, mendapatkan informasi vang lengkap dan benar dari
Pasien atau keluarganya;

. mendapatkan  gaijifvepabh,  imbalan jasa.  dan
tunjangsn Kincrja  yang  lavak  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.  mendapatkan pelindungsn  atas  keselamatan,
Keschatan kerja, dan keamanan;

c. mendapatkan .. .
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<. mendspatkan  jaminan  kesehatan dan jaminan
kctenagakerjaan sesual dengan ketentusn poraturan
perundang-undangan;

[, mecndapackan pelindungan atas perlakuan yang
tiddak sesual dengan harkal dan martabat manusia,
moral, kesusilaan, serta nilal sosial budavs;,

g, menidapatkan penghargaan sesual dengan ketentuan
preraiuran perundang-undangan;

h.  mendapatkan kescmpatan uniuk mengembangkat
dirt melahn pengembengan kompetenzi, Ketlmiaan,
dan karier di biddang keprofesiannya;

L. menclak keinginan Pasien atau pihak lain vang
bertentangan  dengan  standar  profesi,  standar
pelayanan, standar prosedur operasional, kode erik,
atau  ketencuan  peraluran perundang-undlangans
dan

- mendapatkan hak lain sesual dengan keteniuan
prraturan perundang-undangan.

Tenaga Modis dan Tenapa Kesehatan clapat
mcnghentikan Pelavanan kKezehatan apabila momperaoleh
perlakuan vang tidak sesuai denpan harkat dan mactatar
rmanusla, moral, kesusilaan, serta nilal sosial budava
schagaimana Jimaksud pada ayar (1) huraf {, tcrmasuk
nnelakan kekcrasan, pelecehan, dan perundungan.

Pasal 274

Tenuga Medis dan Tenmpa Keschatan dalam menjalankan
praktik wajil;

|,

memberikan Pelayanan Keschatan sesuai dengan siandar
profest,  standar pelayanan profesi, standar  prosedur
aperasional, dan etika profesi scria keburuhan Kesehatan
Pasicn:

memnperoleh porsetujuan dam Pasien atau keluarganya
atas tindakan vang akan Jdiberikan;

menjaga rahasia Keschatan Pasien:

membiial dan menvimpan catalan dan/ataon dekumen
teriang  pemerikaaan, asuhan, dan  cindakan vaog
dilakukan, dan

c. merujuk . .
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merajuk Paxien ke Tensga Medis a1au Tenaga Keschatan
lain yang mempunvai kompitensi dan kewenaogan yang
SCsUal.

Pasal 275
Tenapd Medis dan Tenaga kesehatan yang menjalankan
praktik  pada  Fasilitas  Pelayanan  Keschatan  wajib

rmemberikan pertolongan pertams kepada Pasien dalarn
keadaan Gawat Darurat danfatau pada bencana.

Teraga Medis dan Tenage Keschatan vyang memberikan
Pelavanan  Kesechatan  dslam rangka tirlakan
peayelarmalan nyawa ataun pencegahan  kedisabilitasan
sestorang pada keadasn (Gawat Darurat dangatau pada
baticana dikecualikan dari tuntutan gaonn cugl.

Parapral Z

Hak dan Kowayiban Pasien

Fazal 27f

Pasicn mempunya hak:

.

b

mendapatkan informasi mengenai Keschatan dirinea;

mendapatkan penjelasan vang  memadal nengenai
Felavanan Keschatan vang diterimanya,

mendapatkan  Pelavanan Kesehalsn  sesual  dengan
kkebutuhan medis, stundar profesi, dan pelavanan vang
Tt

menalak atau menyelujul tindakan medis, kecuali untuk
tendakan  medis vang  diperlukan dalam rangka
pencegahan penyabit menular dan penangpulanpgan KLEB
atau Wabah;

mendapatkan akses terhadap infurmasi yang tordapat di
dalam reltam medis;

meminla pendapat Tenaga Medis atal Tenagas Kesehatan
lain; dan

mendapatkan  hak  lainm sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 277, .
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Faszal 277
FPasicn meomnmpunyai kewsjihan;

a.  memberikan nformazsi vang lengkap dan jujur teniang
masalab kesehalannya;

Ir mematuhl nasibar dan  petunjuk tenaga Medis dan
Tenapu Keschatan;

¢, mematuhs kelemtuan vang  berlakg pada Fasilitas
Felavanan Kesehatan: dan

d.  memberikan imbalan jaza atas pelavanan vang diterima.

Pasal 278

ketcntuan lebib lanjul mengenar hak dan kewsjiban Tenags
Medis, Tenaga  Keschatan, dan Pasien  dialur  dengan
Peraturan Pemerintabh.

Bapian Kesepuluh
FPenyelengparaan Prakiik

FParagral |

Limutn

Pasal 270

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berlanpeung jawab
sccara moral untuk:

bl

mengatklikan din scsuai dengan Bidang keillmuan vang
dimniliki;
b, bBersikap dan berpenlalku scsual denpgan etika profesi;

e, mengutamakan kepentingan Pazien dan masvarakac di
atas kepentingan pnbadi alau kelompok; dan

d. menambah ilmu pengetahan dan mengikitl
perkembangan Umu pengeahuan dan tekoolog.

Fasal 280, . .
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Fasal 2R}

Dalam menjolankan prakuk, Tenaga Medis dan Tenaga
khesehatan  yang memberikan  Pelayanan  Kesehatan
kepada Pasien harus meluksanakan upava terbaik,

Upaya terbaik sebapuimana dimalsud pada avat {1
dilakukan sesuai dengan norma, standuar pelassanan, dan
standar prefest scrta kelbutuhban Kesehatan 1’asien.

Upaya 1erbaik sebagaimana dimaksud pada avat (1) ridak
memjamin - keberhasilan Polavanan  Kesehalan  yang
diberikan.

Prakttk  Tenaga BMedis  dan Tenaga  Kesehaian
diselengpgarakan berdasarkan kescpakatan antary Tenuga
Medis atan Tenaga Kesehatan dan Paszien berdasarkan
prinsip keselaraan dan ansparansi.

Fazal 28]

Cralam keadaan lerlentu, pelaksanaan prakiik scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 dapat memanfuatkan celmologi
informasi dan keomunikasi yang terintegrasi dengan Sistem
Trformnast heschatan Nasinnal.

(1]

(]

{3

(L)

Pasal 282
Tenaga Medis atau Tenags Kesehatan yang berhalangan

menyelengegarakan praktik dapat digantikan aleh Tenaga
Medis atan Tenaga Keschatan pengpanli.

Tenaga Medis  atau Tenaps  Keschatan  pengganti
sehagaimana dimaksud padya ayat (1) merupakan Tenaga
Medis atau Tenmpy Keschatan vang mempunyai SLP.

Tenaga Medis  atau  Tenaga  Keschatan  pengeanti

sebhagaimana dimaksuod pada  ayat (1) braruys
menginformasikannya kepada Fasian tan falay
keluarganyva.

Pasal 283
Tenaga Medis dan Tenaga Keschalan  wang
menvelengearakan pralkril PETSEUCETIEAN wiajil

menginformasikan identitas vang jelas termasuk nomar
ZIP dan 5TR pada tempat praktik perscorangannya.

(2] Dalam .. .
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Duolam  hal Tenaga Medis dan Tenapa Kesehuatan
herprakuk pada Fazilitas Peluyvanan Kesehatan, pimpinan
Faslitas Pelavanan Kesehatan wajib menpginformasikan
daflar nama, nomor 8IP dan 3TR, serta jadwal praklik
Tenapa Medis dan Tenaga Kescehalan.

Seriap Tenagd Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan
Fasilitas Pelavanan Keschatan vang lidak melaksanakan
ketenruan  sebagnimana dimaksud  pada aval (1) don
ayak (21 dikenal sanks] administratif.

Jankst  administratil  sebwpaimans dimaksod  pada
ayal (3] dapat berupa:

£,  teguran lisan,

b.  peringatan teriulis;

¢, denda administratil; danfatau
d,  pencaliuran zin.

sSanksi  administestif  sebagaimana dimaksud  pada
aval (4] dikenakan oleb Pemerintah 1*usar, Pemerioogh
Raerah provine:, dan Pemerinrah Daerah kabupaten/kota
sesudl dengan kewenanganova.

hetenilan sebih lanjut menpenal Tala cars pongcnaan
sanksi administralif diatur dengan Peraturan Pemeriniah.

Pasal 254

Pimnpinan Fazilitas Pelayanan Kesehatan dilarang
mendayagunakan Tenaga Medis atau Tenags Keschatan vang
tidak memiliki SIP unluk melakukan praketik pada Fasilitus
Prlavanan Kesehatlan lerschut,

(1]

Paraprafl Z

Kewenangan

Pasal 235

Tenaga Med:s dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
prakiik haras dilakukan sesual dengan kewsnanpan rang
fidasarkan pada kompetensi vang dimilikinys.

{21 Tenaes . . .
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Tenuga Mediz dan Tenaga Keschatan yang memiliki lebih
dari satu penjang pendidikan memiliki kewenangan sesual
dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kuahfikasi
te g

kelenluan lebsh langul METIECTal kewenangan
sehagaimana dimaksud pada ayst (1) diawre dengan
Feraluran Pemeriniah.

Pasal 2856
Dalam  keadaan (ertenru, Tenaga Medis dan Tenaga

Keschalan  dapat  memberikan  peolavanan  dio luar
kewenangannya.

Keadaan tertentu asebagaimana dimoksud pada avar ([}
paling scdikit meliputi:

a. ketiadaan Tenaga Moedis dan/acau Tenaga Kesehatan
di suaty wilavabh tempat Tenaga Medis aiau Tenoapa
Kesehalan bertupgas;

tr.  kebutuhan program pemerinlah;
& pondnganan Kegawaldaruratan medis: dan/atau
4.  KLB, Wabhah, dun;alau darurat bencana.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan  sebmgaimana
dirnaksiid pacda ayat (1) meliputi:

a. dekler/dokter gim vang memberikan pelavanan
kedokteran  danjarau kefurmasian  dalam  batas
rortentu;

Iv perawar atau hidan wang membeorikan pelayanan
kodakteran  danjfatau  kefarmasian  dalam  batas
tertenta; atan)

Cc.  tenaps vokas farmast vang memberikan pelayanan
kelarmasian vang mcoljadi kewenangan  apoteker
dalam bhatas lerlentu,

Pausal 287

Kandisi  ketiadaan  Tenaga Medis  danfatau Tenoaga
Kesehatan  scbagaimana  dimaksud  dalam Pasal 286
avat (2] huruf a ditetapkan wleh Pemerintah Daerah
setermnpart.

(2] Tenagd ...
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Tenwga Medis dan Tenuaga Keschatan sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 286 avat (3] felah mengikati
pelatihan  dengan memperhatikan  koempetensi ‘l'enaga
Mediz dan Tenaga Kesehatan.

Pelatihan sebagaitoana dimuakswd pada avat [2) dilakukan
alch Pernerintah Pusar dan/atau Pemerintah Darrah,

Dalatn  menvelenggarakan  pelatihan schagaimana
dimuksud pada avat [3b), Pemerintab Pusat danjatau
Fernerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.

Pasal 284

Pelaksanaan Pelavanan Keschatan uncuk  keburuhan
program  permerinlah scbagaimana  dimaksud  dalam
Fasal 286 ayat (2] humaf b dilakukan melalul penugasan
Tenaga  Medis  dangatau Tenags  Hesehatan  oleh
Pemerintah Pusat atau Permmerintah Dacrah.

Program pemerintgh  schagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dilaksanakan sesuan dengan keteniulan peraturan
perundang-undangan,

Tenaygs  Mediz dan Tensps  Keschatan  sebagaimana
dimaksud pada avai [1] 1elah mengikuti pelatiban dengan
memperhalikan kompetens: Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan,

Pelatihan  sebagnimana dimaksud  pada avat (3
dizelenpgarakan  alch  Pemerintab  Pusat  dan/atau
Pemmerintah Dacrah.

Dalam  menvelenggarakan pelalihan schagaimana
ditnabswd pads ayat (4), Pemerintah Puzat dan/atan
Pemerintah Dacrah dapat melilialkan pihak terkait.

Paguyl 280

Ketenfuan lebibh lanjut mengenai pemberian pelavanan di laar
kewenangan diatur dengan Peramaran Pemerintah.

Paragral 3 . . .
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[arpgraf 3

Pelimpahan Kewenatgun

Faszal 240

Tenaga Medis dan Tenaga kKesehatan dapal menerima
pelimpahan kewenanpan untuk melakokan Pelavanan
kesehatan,

Felimpahan kewenangan sehagaimana dimaksud pada
avar (1) terdinn atas pelimpahan secars rnandal dan
pelimpahan secara delegatif.

FPelunpahan kewenangan schagaimana dimalbesud  peada
ayat [1f dilakukan dari Tensga Medizs kepada Tenaga
Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan  antar-Tenaga
Eesehalan,

Ketlentuan lebih lasjur T DpeTlE] pelimpahan
kewenangan dialur dengan Peraturan Pemeriniah,

Paraprafl d

Aatandar Profesy, Standar Pelayaoan, dan

Sandar Prosedur Cperasional

Pasal 201

Hetiap Tenapa  Medis dan Tenaga Keszehatan dalac
menyclenggarakan  Pelayansn Keschatan  berkewajiban
untuk mematuhi standar profesi, slandar pelayanan, dan
standur prosedur opcrasicnal.

Starddar prolest schagaimana ditmaksud pada avat (1)
untuk sefiap jems Tenapa Medis dan Tenaga Kesehatan
disusun olch Kensil serta Kolepium dan ditctapkan oleh
MenLer,

slamdar pelavanan scbapaimana dimaksad pada aval (13
diatar dengan Peraluran Menten

Standar prosedur operasiongl sebagaimana dimaksud
pada  avat (1} ditetapkan oleh  pimpinan Fasilitas
Pelayanan Keschatan.

Pasal 202 .,
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Paxal 292

Tenaga Medis dun Tenaga Keschatan dalam menjalankan
praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan.

Fenelitlan dan pengembangan sebogaimana  dimaksud
pada avat [1] ditujukan untuk mendukung pembungunan
kKesehatan  di bidenpg  (mu pengetahuan,  keahlian,
ketijakan, dan teknolopi melalul Upsava kesehatan dan
Surnber Dayd Keschatan.

Penelitian dan pengembangan sebapgaimana dimaksod
pada avat (1) dan ayal [2] dilakzanakan sesuyusi dengan
ketentuan peratursn perundang-undangan.

[araprat 5

Fersetujuan Tindakan Pelayanan Kesebatan

[1]

12]

(3]

4]

Pasa] 293

Sctiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang
ditakukan cleh Tenaga Medis dan Tenaga Keschuatan
harus mendapat persetujilan,

Persetujuan  sebagaimana  dimaksud pada  avat (1]
diberikan  sctelah Pasien mendapat penjelazan vang
memarlai.

Fenjelasan sebagaimana dimaksud pada ayal (2] paling
sedikic mencaki e

d. diagnosis:
L. indikasi;

c.  tndakan Pelayanan Kesehatan vang dilakukan dan
tujuAn aE;

. nsiko dan komplikasi yang mungkin terjodi;
e.  alternatif tindakan lain dan risikonya;

risiko apabila tindalkan tidak dilakukan; dan
g prognoss sctclah mempercleh tindakan,

Persetujuan sebapaimana dimaksod pacda ayan (8] dapat
diberikan sceara rertulis ataupun lisan.

(2] Persetujudan . ..
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Poervserujuan leruls sehaganimana dimaksud pada avat {4)
harus dipercleh sebelum dilakukannya tindakan wvang
invasil danfarau mengandung risike Lingg

Persctujuan  tindokan  sehapaimapna dimaksud  pada
ayal [4) dan ayat [5) dikerikan uleh Pasien  vang
brersatigehou Lar,

Dalam  hal Pasien vang bersanpkuran  sebagaimana
dimakszue  pwela wval (0] ddak cakap memberikan
persetujuan, perselljudan lindakan dapat diberikan oleh
FaANg mewakiils.

Persetujuan  tertulis  melakuksn lindakan  Pclayanan
Keschatan sebagaimana dimaksild pacda avat [1] sampal
dengan aval 17) ditandatangani oleh Pasien alal vang
mewakill dan disaksikan oleh salah seorang Teraga
Medis alug Tenaps kesehatan.

Dalam bal keadapn Pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat (&) tidak cakap dan memerlukan rindakan Goosesn
Darural, telapl tidak ada pihak vang dapar dimintai
perselguan, tidak diperlukan persetuan tindakan,

Tirdlakan scbhapaimana dimaksud pada avat (%) dilakukan
berdasarkan kepeniingsn terbalk Pasicn vang diputuskan
oleh Teoapas Medis alauw Tenaga  Keschatan  vang
memberikan pelayanan kepada Paswen.

Tindakan sebagsimana dimaksud  pada  avat (10)
dimformasikan kepada Pasien setelah Pesien telah cakap
acal yvang mewakili celab hadir.

Ketentuan monpgenal tata cara  persetujuan tindekan
Tenaga Medis  dan Tenugsn  Heschaten  scbapaimana
dimaksud pade avat [1] sampai dengan g@yat (11 diatar
dengan Pcraturan Menteri.

Pasal @94

selain mendapatkan penjelasan sebagaimana dimakesad
dalam Pasal 2%3 avat (3), Pasien juga rmetcdapathan
penjelazan  ataz  biava  Pelayvanan  Kesehalan  yang
ditcrimanya.

(2] Penjclasan . . .
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Fenjelasan atas biava Pelayvaonan Kesehatan scbapaimana
dimaksud pada  aval (1] diberikan oleh  Fasilitas
Pelayanan Keschatan.

Pasul 295

Pelayonan Keschatan masvarakal  yung merapakan
program  pemerinlah tidak  memerlukan perseiujuan
tindakan,

Felayanan  Kesehatan  sebapaimana dimaleaud  pacda
ayal [1] \elap harus diinfortoasikan kepada masvarskat
pencrima Pelavanan Kesehatlan tersebut.

Parapral &
Frelkam Medis

Pasal 296

setlap Tenaga bledis den Tenasga  Keschatan  yang
meomberikan Pelavanan Kesehatan perscoranpgan wajib
roetnbauat rekam medis.

Lalam  hal  Pelavanan Keschatan  perseorangan
sebagaimany dimaksud pada avat (1] dilaksenakuan pada
Fasilitas Polavanan Kesehalan selain lempat prakuk
tandics, penyelenggaraan rekam medis meropakan
tangeung jawab Fasilitas Pelayvanan Keschatan,

Relam medis sebapaimans dimaksud pada ayar [1] harus
sepera duengkapi  setelaby Pasien  selesal  menerima
Felavanan Keschatan,

Setlap catatan rekam medizs harus  dibubahl oama,
waktu, dan tanda langan Tenapa Medis atau Tenaga
Feschatan vang memberikan pelavanan ataly lingdakan,

Rekam medis sehagaimana dimaksud pada ayat (3] harus
disimpan dan dijaga Kerahasiaannya oleh Tenaga Medis,
Tenapga keschatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Keschatan.

Pasal a7

Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 295 morupakan milik Fasilitas Pelayanan
keschatan.

2y Seliap. ..
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Setiap Pasien berhak untuk mengakses informas] yvang
lerdapat dalam  dokumen rekam medis  scbagaimana
dimaksurl pada ayval [1],

Fasilitas Pelavanan Kesehartan wajib menjaga kcamanan,
keutuhan, kerahasiasn, dan ketersediasn data vang
terdapat dalam dokuamen rebwmm medis  sebapaimana
dimaksud pada aval (1.

Pazul 298

kemeniarinn YALE mcinyelenpaacakan LATLISET]
permcrintahan di bidang keschalan bertanpgung jawab
menyelengparakun peneslelaan data rekarn medis dalam
rankkd penpelolaan data Kesehatan nasinnal,

Fengelolaan dara rekam medis sebagaimana dimaksid
pada  avat  [1} melipun perumusan kebijokan,
pengumptlan, pengolaban, penyimpanan, pengamanan,
transler data, dan pongawasan.

Pogal 299

Ketentuan lebib lanjut mengenal rekam medis diatur dengan
Perafuran Pemernintah.

(L)

(2}

(1]

Pazal 305

Dalam menyclenggarakan Upayva Kesehalan masvarakal,
Tenaga Medis dan Tenapa Keschatan wajib membuaat
calatan Pelayanun keschatan.

Catdtan Pelavanan Kezsehatan sebapaimana  dimaksud
pada ayal {1) dapal dintegrasikan ke dalam sistem data
Pasicn  yang terintegrasi  dengan Sistem [Rformas
Kesehatan Nasional,

Paragral 7

Rahama Keschatan Pasten

Fuasal 30

Aetiap Tenags  Medis dan Tenaga Keschatan dalam
meclaksanakan Pelayanan Kesehatan wajil menyimpan
rahasia Kesehatan pribad] Pasicn,

{2] Pembukaan . ..
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Pembukaan  rahasia Keschatan  pribadi Pasien
sebapgaimana dimaksied pada avat (1} dapal dilakukan
untuk kepentingan ierlentu scbapaimana  dimaksid
dalam Pasal 4 ayar [4). '

Kertentuan lelih  lanjut mcngenai cabasia Kesehatan
nribwddl Pasien diatur dengan Perarursn Pemerintah.

Pasa] 3002

Dalam hal Tensga Medis dan Tenaga Kesehalan vang
mengerahli dlau patat menduga adanyva tinclak pidana
paca Pasien yang diberi Pelayvanan Kesehatan, Tenaga
BMedis dan Tenaga Kesehatan berhak melaporkannyva
kepada sparat penegak hukum.

ketentuan  scbagaimana  dimaksud  pada  avat (1)
dikecualikan dari rahasia Keachalan.

Tenaga bedis dan Tenaga Keschatan vang melaporkan
dugaan tndak pidana pada Pasien vang diberi Pelayanan
Kesebatan sebagmimana dimaksud pada aval [1] wagib
mendapatkan pelindungan hukom.

Paragrafl &
Kendali Mutu dan Kendali Biaya

Pazal 303
setiapy Tenags  Medis dan Tenaga Keseharan dalam
melaksanakan I*clavanar Kesehalan wajib

menyelenggarakan kendali muoru dan kendali biava serta
mecmperhatikan kesstamatan Pasien.

Palam  ranpka pelaksanaan kegiatan scbagaimana
dimaksud pada awval (1} dapal diselenggarakan audit
Pelayanan Keachatan.

kendali muty dan  kendali blays dalam Fasilitas
Pelavanan  Kesehalsn  merupakan tanggung jawab
Fasilttas Pelayanan heschatan.

Pembinadin dan pongawasan terhadap kendali mura dan
kendall blava sebagaimana  dimalksud pada avat [1)
sampal dengan ayar [3) dilaksanakan oleh Pemeriniah
Pusat dan Pemerintal Daeral.

Bagian . ..
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Bagian Keseholas

Penegakan [hsiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

scrta Penyelesaian Porsclisithan

Paragraf I

Fenegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenapa Keschatan

(1]

(2)

3}

(4]

(3]

Ly

(2

Pasal 304

Dalatn cangks mendukung profesionalitas Tenaga Medis
dann Tenaga heschatan, perhyl dilerapkan  penepakan
disiplin profosi.

Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimans
dimaksud pada ayal (11, Menteri membentuk majelis vang
melaksanakan tigss di bidang disiplin profesi.

Majclis  sebagaimans  dimaksud  pada  ayat (3
menentukan ada tidaknya pelangparan disiplin profesi
vang Jdilakukan Tenaga Medis dan Tenaya Kesehatan,

Majehs  schagaimana dimaksud puada avat (2] daparc
I rsifat permanen atau nd Aoe,

Ketentuan lebiby lanjut menpenal tugas dan fungsi majelis
sebagaitnana dJdimaksoud pada avat [2] dialur denean
Feraturan Pemerintah.

Basal 305

Pasien atau kcluarganva yang kepentinpannya dirugilan
atas tindakan Tenapa Medis atau Tenapga Kesehatan
dalam  memberikan Pelayanan  Keseharan  dapal
mengadukan  kepada mugelis schagaimana dimalkesoed
dalam Pasal 304.

Penpaduan sebapgaimana dimaksud pada avatl (1) paling
sedikit harus memuat;

a. idenriras pengaclu;

b.  nama dan alamal tempat praktil Tenapa Medis afag
Tenmps, heschatan dan wakto tindakan dilakokan;
tlan

. dlasan pengaduan.

Pasal 366, ..
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Pazal 3085

Pelanpgaran  disiplin Tenaga  Medis  maa Teonaga
Kesehatan scbagaimana  dimaksued  dalam Pasal 3t
ayat (3] diberikan sanksi disiplin berupa:

a.  peringatan feriulis;

b, kewajiban cmengikan pendidikan atau pelatibao d;
penvelenppars pendidikan di bidang Kesehaan alau
REumah Sakit pendidikan terdekat vang  memiliki
kompetenst untuk melakukan pelsiihan tersebut;

. penonaktifan 3TR untuk  sementarn waktw;
dan/atau

d.  rckomendasi pencatnifan 310,

Hazil pemerilesaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Lersifar mengikal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehstan,

Tenaga  Medis stau Tenapa Kesehatan yane  telak
melaksanakan sanksi disiplin sebapaimana dimaksud
pada ayat {11 vang cdijatuhkan terdapat dugaan tindak
pidana, aparal  penegak  hukum  menputamakan
penyelesaign perselisthan dengan mekanisme keadilan
resroratif sesual denpan ketentuan perataran perinclang-
uncangan.

Paxal 307

Fulisan dar majelis scbagaimana dimaksud dalam Pesal 304
dapat digjukan peninjauan kembali kepada Menterd dalam

hal:
a.
T,

L

{1]

ditermukan bkt hara:
kesalahan pencrapan polanggaran disipling aran

terdapat dugaan kondlik kepentingan pads pemerksa dan
vANE diperiksa.

Pasal 308

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan wvang  dicdhupes
melakukan perbuatan vang melanggar hukum  dalam
pelaksanaan Pelavanan Kesehatan vang dapat dikenai
sanksi  pidana, terlebih  dahulu  haros  diminiaban
rckomendasi dari majelis sebagaimana dirmaksud dalam
Fasal 304.

(4] Tenaegs ...
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Tenagas Medis dan Tenaga Kesechatan wvang dimintai
pertanpgunglawaban atas tindakan/ perbuatan berkairan
dengan pelaksanasn Pelavanan  Kesehatan  yang
merugikan  Pasien secara perdata, harus  Jdimintakan
rekomendas] dan majels sehagaimansa dimaksud dalzm
Puasal 304,

Fekomoendasi dari majelis sebapaimuna dimaksud pada
ayat [1} diberikan selelah Penvidik Pegawai Meger Sipil
atau  penyvidik  Kepolisian Negara  Republik [nelenesis
menpajukan permchoenan sceara tertulis.

Eekomendaz dan maelis sebagaimana dimalensd pads
avat (2} «diberikan  setelah Tenapa  Medis, Tenaga
Kesehalan, alau orang vang diberikan kuzssa oleh Tenapa
Medis atau Tenmapa kesehatan mengejukan permohonan
secard tertulls atas gupatan vang diajukan oleh Pasicn,
keluarga Paszien, atau nrang vang diberikan kuasa oleh
Pasicn atau keluarpa Pasien.

Relennerndasi sebagaimana  dimaksud  pada aval (3
berupa rekemendas dapat atau tidak dapal dilakukan
penyidikan karena pelaksanaan praklik keprofesian vang
dilakukan oleh Tenagas Medis atau Tenaga Kesehatan
scsual atav tidak sesusl dengan standar profesi, standar
pelayvanan, dan standar prosedur operasional.

Rekomendasi  sebagdimana  dimaksud pada  avar  [4)
berupa rekomendast pelaksanaan praktik keprofesian
vang  dilakukan  elch Teonaga Medis  ataty Tenags
kesehatan sesual arau tidak sesuail denpan standar
profesl, standar  pelavanan, den ostandar prosedur
aperasional.

Eckomendasi sebagaimans dimaksud poada ayat (5] dan
ayat [b] diberikan paling lama dalam jangka waktu
14 et belas) han kegja scjak pormohonan diterimma.

Dalam hal majelis ddak memberikan rekomendasz dalam
Jangks waktu schagaumona dimaksud pada avar (7],
mdjelis didnggap telah memberikan rekoemendasi uncook
ddapal dilakukan penyidikan atas tindak pidana.

Retentuan schagamana dimaksod pada avat (1], aval (3],
arat {3], dan ayat (7} tidak berlaku wvonruk pemeriksasn
Tenaga  Mediz atau Tenaga Kesehalan vang  dapal
dimnintai pertanggungjawaban atas dupgasn drmdak pidans
vang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelavanan
Kesehatan.

Pasal 30 . .
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Fasal 309

kerentuan lebih lanjul mengenal penegakan disiplin profesi
Tenaga Medis dan Tenapa Keschatan diacur dengan Peraturan
Pemerincal.

Paragral 2

Menvelesaian Perselisihan

Pasal 310

Dalatn hal Tenaga Medis arau Tenage Keschatan diduga
melakukan Kesalahan dalam menjalankan profesinya vang
menvebabkan  kKerugian kepada [fasien, perseliziban yang
limbul akibat kesalahan 1ersetn diselesaikan terlebih dahualu
melalul allernatd penyelesaian sengkels di laar pengadilan,

Eurian hedua Belas

Organisssl Profosl

Pasal 311

(11 Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan dapat membentuk
oTganisasi profesi.

(2} Prmbentukan organisasi profest sebapaimana dimaksad
pada ayat (1) diaksanakan sesuai denpan ketonroan
peraturan perundang-undangan.

Drapan Religs Belas

Laranpan

Pasal 312
Setiap arang dilarang:

4. tanpa hak mengguinakan idenutas berupa pelar ataun
bentuk lain vang meninbulkan kesan bapl masvaralkat
vang bersangkutan merupakan Tenaga WMedis  arau
Tenaga Keschatan vang telabh memiliki STR danfatau S[F;

b menegeunskan ..
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menpgunakan  alat, merocde, atmy cara lzin dalam
temberikan pelavanan kepada masyarakal  yang
menimbulkan  kesan  yanoy  bersangkutan  merupalkan
Tenapa Medis atau Tenaga Keschalan yang telah memiliki
STE dan/atau S11* dan

melakukan prakik scbagal Tenags Medis atau Tenaga
keschatan tanpa memiliki 3TR dan/arau SR

Paxal 313

Sellap Tenaga Medis arau Tenuga  Keschatan vang
melakubkan praklik 1#npa meomiliki TR dangatan SIP
schapaimana dimaksiid dalam Pasal 312 huraf © dikenai
sankst adminisiran! berupa denda adrrinistratif,

herentuan  mengensl  tEta cara pengenaan sanks
administratif schagaimmana dirmakswl pada avat (1) diatar
dengan Peraluran Pemenntah.

BAT VI
PERBEKALAN KESEHATAN

Pasal 314

Pemerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah berlanggung
jawalr  terhadap kewersediasn, pemerataan,  dan
keterjangkauan Perbelalan Keschatan vang diburuhkan
untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan.

Tangpung jawab terhacap kelersedinan, pemeorataan, dan
keterjangkauan schagaimana dimaksud pada ayval {1
tlilabkranalan molalui penpelolaan Perbekalan Kesehatan,

Pengelolaan Perbelalan Kesehatan schagantiana
dirmaksud  pada  avat 2] melipuf | perencanaan,
peovediaan, dan pendiscriliusian.

Pengelnlaan Perbelalan Kesehatan ebagaimana
dimaksud pada ayal [3] untuk Pclavanan Kesehatan
thlaksanakan  dengan memperhatikan Keamanan,
kemanfaatan; kKhagial, mutu, dan harga.

(5] Uloouk - ..
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Untuk  rmemjplankan  tanggung  jawab  sebagaimana
dimalksud pads favac (2], Pemerintabh Pusat (lan
Permerintah  Daerah  dapat  membenruk fasililas
perictlulaan kelarmasian.

Nalarm keadasn  darorac,  Pemerviniah Pusat dan
Petrerintah Dacrah dapat rrene Laplkan dan
tnelaksanakan kebijjakan khusus untuk penpadaan dan
pemantaatan  Sedisan  Farmasi, Alat Keschatan, dan
'crbckalan Kesehatan lain,

Ketentuan lelnh lanjut  mengenal kecrerzediaan,
pemerataan, dan kererjangkauan Perbekalan Keschatan
schagaimana  dimakaud pada ayar (1] diatur dengan
Feraturan Pemerimah.

Pasal 315

Femerinlab Pusat dan Pemenntah Daerah merencanakan
keburuhan Perbekalan Keschatan,

Ferencanaan kelniuhan Perbekaian  Keschatan  oleh
Pemerintabh Daerah sebaprimmana dimaksod pada ayat (1)
mengacy pada norma, standac, prosedur, dan kriteris
vang ditciapkan oleh Pemerintah Pusan,

Pereneanaan kebutuban Pertrekalan Kesehatan
sebagaimana  dimaksud  pada awvet (1} dapad
menggunakan  teknologl  informasi yang  rermlegrasi
denpan Sistem [ntormasi Kesehatlan Nasional,

Fasal 31

Penvodiaan  Perbekalon  Kesehatan  berlujuan ontuk
mernenuhl kebutuhan Pelayanan kesehatan.

Penyediaan Ferbekalan kKeschatan zebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dapat dilaksanakan melahu
penpadaan.

Pengadaan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan sesaal
dengan ketentuan peraldran perundang-uodangaEn.

Pasgal 217, .,
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Pasal 217

{1] Pemerintash Puzal menyusun  dattar dan jenis Obat
csenzial - yang  harus  tersedia bagl  kepenlingan
masvarakar.

() Daftar dan jenis Obat csensial sebagaimana dimalksud
nada avat [1]| ditinjau dan disempumakan paling lama
sellnp £ [dual tahun sesuai dengan  porkembangan
ketniiuhan dan reknologi.

[4F  Pemerintah Pusat dan PPemerinrah Daerah bertangzung
Jjawab apar Obmt esensial sebagaimana dimaksud pada
avat {1] tersediv secara merata dan  terjanghkau oleh
masyarakat.

[fazal 314

Pernermlab Pusat berwenang menpatur dan mengendabkan
harga Perbekalan Heschatan, terurama Obat dan Alat
keschatan.

Pasal 214

(1] Pendistribusian Perbiekalan Reschatan dilakukan okeh
lasilitas  pengelolaan kelarmasian, produsen,  arau
distmbutor Perbelalan Keseshalan  sesuad dengan
kedenuan peraturan perundang uodangan.

(2 Pendiatrilaisian Perbekalan kKeschatan harus edilakakan
scsla dengan cara cdisloibusi yang baik.

(31 Fasilitas  pengelolzan  kelarmasian,  produsen,  acao
disiobuwior Perbeokalan Keseharan harus menyampsikan
laporan keplatan pendiscribusian sesusi o dengdan
kerentuan peralursan perundang-undangan.

Faszal 320
[1]  Obat terdin atas:
. Obat denpan resep; dan
I, Qbe) tanpa rosep,

2] Oblarc dengan resep sehagaimana dimaksad pada avat (1]
huruf a digolengkan menjadi

a. (tbat. ..
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a, fibar keras:
b. narkotika: dan
. psikKolropika.

Ohal dengan resep dizerahkan oleh apoleker di [asilitas
pelavansn kefairmasian sesual dengan keteniuan
peraluran perundang undangaon.

Obat tanpa resep sebagaimuaosa dimaksud pada ayar (1
huruf b digolenghkan mengadi;

a. hat bebas: dan
. Chal bebas rerbatas.

Srlain Obat bebas dan Olwar bebws lechatas, Obat keras
tertentu dapat dizerabkan oleh apotcker tanpa resep
sesual denyan ketentuan  peraturan peruodang-
anclargae.

Obar tanpa cesep diperolech dari fasilitas  pelavanan
ketarmasian atau fasilitas lain scsuai dengan kerentuan
peraturan perindang-undangan.

Ralarn hal terdapat perkembangan ilmd  pengeiahusn
dan  leknelogl, Pemerintabh Pusar dapal  menstaphkan
pengpolongan Okat danfaran  melaskukan perubahan
pengpolonpgan Ohal  selain pengeclongan scbagaimana
dimaksud pada avat (2) dan ayat (3.

ketenivun Jebnh langut micngenal pengpelongen OMal,
Ohat dengan rescp, dan (bat tanpa resep Jdiatur dengan
Feraturan Pemerintah.

Pasal 321
Obat Bahan Alam digelonglean cnenjadi:
a4, jarm);
b. abal herbal terstandar;
o,  fitofarmalka; dan
d. Obar Taban Alam lamnya,

Pemenmiah Pusat dapal menctapkan penggelongan Obat
Bahan Alam sclamn ponggelongan sebagaimana dimaksaud
pada ayat (1) danfatau perubahan pengpolonsan Obat
Bahan Alam dalam hal terdapat perkembangan ilmo
pengetahinan dan teknologi.

[ Kerenigan ...
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Ketentuan  lebib lanjul menpenal pengoolongan Obat
Bahan Alam sebagaimana dimaksud pada avat {1} dialur
dengan Peraluran Pemerineah.

BAB [X

KETAHANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

(1)

(2]

(3

il

(1]

2]

Pasal 322

Sumber Sediaan Farmast vang berasal dari alam semestg
dan sudah lerbukt beorkhasiac, memenghl ketenluan
larmunan prodouk halal sesuai dengan ketenluan peraturan
perundang-undangan, dan  gman  digunakan dalam
pencegahan, pengobmtan, dan/stau perawatan,  serla
pemelibaraan Kesehalan tetap hatrus ST
kelestarianmya.

Mazvarakal dibern kesempatan vang  seluas-luasnra

utiluk  menchtt,  mengembangkan, memproduksi,
mengedarkan, meningkatkan, Jdan menggunakan Scdiaan
Farmasi dan Alat. Kesehatan YALE dapac

dipertanggungijawabkan manfaatl dan keamanannya.

Panelitian, prenpe mbangun, produksi, peretarcan,
peninglkatan, serla pengeunaan Sediman Fartoasi dan
Alar Kesebalan sebagnimana dunaksud pada ayal (2)
digelengraraksn  scsuai dengan  keteniuan  peralurdn
perundang-undangan.

Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dacrah  menjamin
pelaksanaan penelilian dan  pengembangan  Sediaan
Farmasi dan Dahan baku Alat Keschatan yang berasal
tlari alam dengan totap menjaga kelestarianoya.

Fazal 323

Pemerintah Pusat dan Pemerintaby Dasrah mercdocmng
dan mengaranhkan penclician dan pengembangan Sethaan
Farmas: dan Alat Keseharan dengan  memanfzaikan
potensi nasional vang tersedia.

Fenclitian dan pengembangan Sediaan Farmas) dan Alat
Keschatan  dilakukan  denpan memperhalikan dan
memaga  kelestarian lingkingan  hidup, sumber dava
alam, norma agarna, dan =sosial buadara,

3] Penelitian . . .
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Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayart (1) dapal dilakukan oleh industri Sediaan
Farmasi, industri Alat Kesehatan, lembaga penclidian,
dan lembaga pendidikan.

Pasal 324
Peatieriniahl Pusal dan Pemerintah Daerah bertangpuing
jawab lerhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan,

petmaniaatan, dan pemellharaan bahan Qbat Bahano
Alam,

Pernerintab Pusal dan Ponerintah Daeraly mendorong
pemanfaatan sumber dava alam puna penelitian dan
pengembangan Obat Bahan  Alam dengan  retap
memperhacikan dan menjaga kelestanian  hngkungan
hidup dun sosial budaya.

Paemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Dacrah  dalam
mendorong  pemanfaatan sumber  dava alam guna
penehtian dan  pengembangan Obar Bahan  Alam
scbhapaimana dimaksud pada avatl (2) haras menciprakan
iklitn usaha vang schat bagr masyarakar dan pelaky
usaha.

Kelentuan Ichih lanjut mengenal pelaksanaan penelitian,
pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharsan (bat
Rahan Alam diatur dengan Perataran Pemerintats.

Fasal 325

Fenelitiane dan peogembangan Obat Bahan Alam bertujuan
untuk:

a.

toewuiudkan kernancbinan indwslel farmasi nasional guna
mendukung ketahanan kefarmasian,

remanfaatban sumber daya alam dan ramuan
tradisional secara berkelanjutan dalam peningkatan iy
pengelahian dan penvelengparasn Pelayanan Keschatan;

renjamin pengelelaan potenst alam schingga mempuiryai
daya sang vang tinggl  sebagai sumber ekoogrm
rnasyarakal; dan

d.  menvediakan . . .
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mervedliskan Obat Bahan  Alam untuk  mermelihara
Kesehatan  yang  terjamin muatw,  khasiat, dan

keamanannya  scrta rergi secara ilmish o dan
dimanfaatkan  secara  Tuas umuk  penocgahan,
prerpehalan, perawatan, danfatau petmeliharaan
keschatan.

FPasal 33k

Untuk mewujudkan ketahanan Sedisan Farmas: dan Alat
Kesehaglan, Pemenntah Pasat doan Pemerintaly Daerah
bertanggung  jawab terbadap kemandirian Ji bidane
sediaan Farmas dan Alat Keschatan,

Eemandirian  Sediaan Farmasi dan Alat Kesehalan
dilakukan melalul pengembangan dan penguatan tata
kelela rancal pasok Bediaan Farmasi dan Alat Kesehatlan
dari bualu  bingea  holir secara lenntegrast  dengan
mengutamakan penggunaan dan pemenuhen Sediaan
Farmasi dan Alal Keschalan vang diprodukst dalam
negerl untuk  ketahanan  dan kemajuan Kesehailan
nasional.

Pernenuhan kebutuhan ketahanan Kesehawmn nasional
schapalmana dimaksud pada avar (2] dilakukan secura
bertahap sesuai dengan priorilas nasional,

Pengembanpan dan ponguatan tata kelela ranral pasok
Hediaan Farmasl dan Alat Keschalun  scbagaimana
dimaksud pada avat (2] dilakukan paling sedikic denpan:

fa. wenerbitkan  kebgjakan,  lermmasuk memberikan
msenlil pada pelaka usaha  yang  berupava
mewujudkan ketahanan Sediaan Farmasi dan Alag
Kesebualang

b,  meningkatkan dava saiog amdasten Sediaan Farmas
dan Alal Kesehatan;

. memberikan dukungan bagl  penpuasaan dan
pemanfaatan tceknologi dan inovasi servta penelitian
dan pengembangan dalam bidang Sedisan Farmasi
dan Alal Keschatan, ermasuk melalui kerja sama
luar negeri, vang dilakukan oleh peroenniah
dan/araly measyvarakal secars multilateral, regional,
ddan bilateral sesual dengan kctentuan  peraturan
perundang-undangat;

d. mcmproduksr . ..
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d.  memprodiksi Sedisan Farmasi dan Alac Kesehatan
dalam necgeri untuk pemenghan kebutuhan dalam
negeel dan ekspor scrta meningkatkan  Kegiatan
industri/ulilisasi kapsasiias industr;

£, memaslikan pengeunaan Bahan Obhar dan bahan
baku Alar Kesehatan predukst datam negeri oleh
indusztn fannasi dan Alar Keseharan dalam negeri;

f.  mengopliroalkan peran akademisi, pelaku usaha,
Femerintah Puzat,  Pemerinlah Daersh,  dan
toiasyarakal; dan

g. menjamnin kebeclangsungan rantal pasok melalui
lisensl sukarela, hsensi wajib, ateu pelaksanaan
pittcn oleh pemerintah,  leratama dalam  kondiss
bencana, KLEB, atau Wabah.

Untuk menjamin kstahanan nasional, Obat  generik
rrfermelional nonpraprietary noame vang dJdipasarkan i
Indonesia hanya boleh dibuat oleh industri farmasi dalam
negerl

FPasal 327

Pemenntalh Pusar, Pemerintah Daeraby, masvarakat, dan
Fasilitas Pelayanan Keschatan haroes mengutammeskan
pengepunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam
negett denpan letap memperhacikan mutyn, koalicas,
kedmanan, dan kemanfaatan.

Sediaan Farmast dan Alat Kesehatan  sebapaimans
dimaksud pada ayat [1] vang dipreduksi oleh industrd
oediaan Farmasl  dan Alat Keschatan  harus

mengutamakan penpgunaan bahan baky produksi dalam
egEer.

Pusal 328

Fcmcrnintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Fasilitas
FPelayanan keschatan dalam mongadakan Obat dan Alat
Keschatan  harus  menguamakan Ohat dan Alac
hesehatan yang menggunakan bahan baku  peocduks
dalam negeri.

(2] Pengutarmasan . ..
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{2] Pengutamaan penggunaan bahan baky produksi dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dempan letap memperhatikan muca, kualilas, keamanan,
dan kernanfaatlan.

Pasal 325

{1] Pecmerintah Pusat dan Pemeerintab Dacrabh memberikan
keminlahan dalam penyclenggaraan hilivisasi penelitian
nasional untuk meningkalkan  dava  saing  anduatri
Sedidan Farmasi dan Alat Kesehatan.

2] Pemermtabh Pusal dan Pemerintah Dacrah membangun
ckosistem  penelidian vang terdini alas  infrastruktur
penelinan,  kemudahan  perizinan penelitian dan
pendukung penelitian, seria sumber dava manusia.

(3 Trfrastruktur penchtian schagaimana  dimnaksud  pada
ayat [£] dibangun oleh Pemennlah Pusat, Pemerintah
Thaerah, danfalau masyarakat.

4]  Pemerintah Pusat dan Pemeriniah Daerah membenkan
kermmdahan penzicsan penelitian dan pendukung
penelitian sebagaimans dimaksuad pada avat [2) @npa
mengurangl pelindungan terhadap nilai-nilat penelitian.

{2] Pemeriniabh  Pusat dan  Pemerintabh Daeral  dapar
membernkan Jdukuogan baplt mstilust danfalaa
masvarakat  vang mclakukan  investasi penelitian
kelarmasian dan Alal Kesehatan,

Pasal 3340

Kelentuan mengenal  perccpatan pengembangan dan
Eetahanan indusa Sedwan Farmasd den Slal Kesehstan

thiatur dengan Peraturan Pemerineah.

Pasal 331

(11  Dalam rantgka mendukung kemandirian industr Sediaan
Farmasi, dan Alat Reschatan, DPemeorintah Pusat
memberikan insennifl bag indusrm Bedigan Farmast dan
Alat Keschatan.

(2} Insenlf . ..
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[2] Insentif sebagaimana dimaksud pada ayar (1) rermasuk
diberikan kepada seliap industri Sediaan Farmasi dan
Alat Resehalan yang melakukan kegialan penelitian,
pengembangsn, dan inovas] di dalam neger, serls suang
tnelakukan produksr dengan mengpunakan bahan baka
dalam negor.

{3]  Insentif sebapaimana dimaksod pada avat (1) dan avat {2)
Lerups Oskal dan nonfiskal.

4] Pemberian msentif bagl induscri Bediaan Farmasl dan
Alat Kesehatan diakzanakan sesual dengan ketentuan
peraluran perundang-undangat.

I*asal 332

(1] Pemerintah usar dan Pemeriniah Daerab melakukan
mitigast  risike  terhadap Sedinan Farmasi. Alat
heschatan, dan Perbekalan Keschalan lainnva  vang
diperlukan dalam kondis dariral, bencana, KLB, atau
Wabah.

(2} Dalam rangka melakukan rmiigasi rsike scbagaimana
dimaksud pada avat (1), Pemerintah  Pusat  dan
Pemenntalh Daerah menefapkan kebijakan, standar,
sistem dan rata kelela Sedisan Farrmasi, Alal Kesehatan,
dan Perbekalan Keschalan lainnyva.

Paszal 333

Ketentuan lebih lanjur mengensl standar, sistcin, dan tata
kelola Sediaan Farmasi, Alal Keschatan, dan Perbekalan
Keschatan lainnya pada kondis) darurat, beneana, KLB, atan
Wabah diatur dengson Peraluran Pemerineah.

BAE X
TEENOLOGI KESEHATAN

Pa=zal 3534

{11 ‘leknology Kesehatan  diselenpgarakan, dibasilkan,
dicdarkan, dikembangkan, dan  dievaluasi  melalu
penclitian,  pengembangan, dan pengkajian ok
peningkatan Sumber  Daya  Kesehatan dan Upava
Keschatan,

{21 Teknolog, .
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Teknelogi kesehatan  aebagaimana dimaksud pada
aval (1) trrmasuk peranghkar keras dan perangkat lunalk,

Pemenninh Pusat dan Pemerintah Dacrah mendorong
npernaniastan produk Teknolopgi Kesehatan delam neger,

Teknolegt  Keschatsn  sebagaimmana  dimaksad  pada
avat {l] harus memcnuhl standar  sesual dengan
ketentaan pergluran perundang-undangan.

Pasal 335
Nalam mengembangkan Tekoolog Kesehalan
sebapaimany dimaksud dalam Pazal 324 dapatl dilakukan
penealitian di laboratorinm, penalitian YHOR

memantaatioan bewan coba, tumbuhan, mikroorganiseoe
dan bahan hiclogl rersimpan, atau  penclitian vang
mengikursertakan manlsia sebagpat subyek,

Penelitian schagsimana dimaksud pada aval (L) harus
memenubl kaidah ctik, kaidah ilmiah, metoadologl iimah,
dan xin dan pihak vanp berwenanpg sesual dengan
kelenluan peraturan perondang undangan.

Penelitian sebapaimana dimaxsud pada ayac (1) harus
tnemperhatikan manlaat, nsige, kcsclamatan manusia,
dan kclestarian lingkiungan hidup.

Fenelinian  yang  menpikutzertakan manosia schapal
subjek scbagaimana dimaksud pada avat (1] harus
mendapal perserujuan dari pihak vang menjadi sulyek
penelitiann.

Fenelinan  yang meogibulseriaskan manusia  scbhapai
subjek penelitian dilakukan dengan menghormat hak
subjek penclitian, ermasuk jaminan dak merugikan
manusia yang dijadikan subjek penelitian.

Penelitian dengan memanfaoatkan hewan coba haros
metnperhatikan kesejahteraan hewan  tersebut dan
mencegah dampak buruk  yang tidak langsungz  bagi
Keschatan manuosia.

Tata cara penelitian sebapaimana dimaksud padas aval £1)
dlaksanaken  sesual  dengan kctentuan peraturan
porndang-undangarn.

I*asal 336 . ..
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Pasal 236

Sctiap  penelitian,  pengembangan,  pengkajian,  dan
petnanfaatan Teknolog: Eeschatan harus
mempertimbangkan  potenst rissko dan manfaainya
lerhadap Keschatan masyarakat.

Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan pemanfaatan
Teknoloy Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada
avat (1) dilaksanakan gesuai denpan keteniuan peraturan
peandang-undangan.

Pasal 337

Femerintah Pusat dan Pemerintabh Dasrah berznggung
jawab mendorong  dao memlasiliasi keberlamotan
inovasi  Tebnulogi Kesehatan serla memastikan
keamanan, kemanfzatan, khasiat, dan mutu  produobk
inovasl Teknologl Kesehatan dalam cangke melingdung
mmasyarakat.

[hadam  melaksanakan  tanggang jawab  sebagaimana
dimaksud pada avac [1], Pemerintah Pusst menstaphan
kebijakan inovasi Tekoologl Kesehatan.

Betentaan letinh lanut mengena polaksonaan inovasi
Teknoeloglt  Keschatan  diatur . denpan Peraturan
Femenntah.

Puasal 348

[halam  rangka  mendukung Pelavanan  Kesehatan,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendoroog
pemanfastan Teknologi Keseharan, termasuk relnolog
Eromedis.

Pemaniaatan teknolgi bBiomedis sebapdimana dimakesud
prada dyat [1] mencakup teknologi geiomik,
transkriptomik, protecouk, dan  metabodomik  terkait
organisme, jaringan, sel, hiomolekul, dan reknolog
nomedis laic.

(3} Pemanfaatan . ..
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Pemunfaatan cknolog biomedis sebagaimaos dimaksud
pada avat (1| «hlaksanakan mulal darl kegialan
pengambilan, penvimpanan  jangka panjang,  secld
rengelolaan dan pemantaatan material dalam bentuk
spozimen klinik dan mater biologl, muatan informass,
dan duala terkait, vang dicyjukan onruk kepentingan il
pcngetahuan dan Teknologl Kesshalan dan Pelayanan
Kesehatan, termazsuk pelavanan kedokteran presisi,

Pengambilan, penvimpanan  jangka panjang,  scrta
pengelolann dan pemnanldatan material dalam bentuk
spesimen klintk dan maters biolog:, myalan informast,
dan data ferkait dulam tangka pemanfaatan teknologi
biomedis wajib mendapatkan  persengjuan <darl Pasien
fan fatau dooor.

Kewsnban mendapatkan  perserujuan dari Pasien
dan/atau donor dalam pengelolaan dan pemanfaatan
mmaterial  dalam bentuk spesimen klinik dan marteri
biologl, muatan informasi, dan date reckail sebagaimana
dimaksud pada ayat (4 dikecualikan apabila:

@. matcrial dalam bentuk spesimen klinik dan materi
Dicdeg, mmuaran imformasi, dan data yang tidak dapat
dJilelusun identitasnya ataw berupa data agregaf,

b.  material dalam bentuk spesimen klinik dan materi
Biologl,  muatan nformasi, dan  dara untuk
kepentingan hukum; dan;atae

oo omalerial dalam bentuk spesimen klinikk dan materi
biclogi, muatan informasi,  dan data uniuk
kepentingan  umum  sesual  dengan ketontuan
perdturan perundang-undangan.

Fazal 3349

Fenyimpanan dan penpelilaan material dalam eniak
spesimen khimk dan maternt bologl, mudlan mioecmeast,
ddan duta uniuk Janphks panjang hamas dilakukan olch
brobonk dan/atau biorepositor.

Binbank dengatau morepositor sebapaimana dirmabsiad
padys avat (1) diselenpgarakan olch Fasilitas Polasanan
Kesehatan, institusi pendidikan, danjfarau lembapa
penelitian den  pengembangan Kesehatan, ballk milik
Femernntah Pusat, Pemernntah Baerah, maupun swasta.

(31 Penvelengparaan ...
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Penyelenpgaraan binbwink  dan/atau bilorcpositori
sehagaimana dimaksud pada ayar (2) harus mendapatkan
penoctapan dari Pemerintab Pusat.

Penyelengearoan bicbank danfatay higrepositori waljib
rieneraphksan prinsip:

g, keselamalan hayatl dan keamanan havari;
b, kerahaxiasn dtau privasi;

c. akuntabilites;

d. kemanfaatan;

v,  kepontingan amkim;

Il penphormatan terhadap halke asasi smannsia;
g elika, hukum, dan medikolegal, dan

i wmosial budays,

Penyvelengeara hiockank dan/atan  biorepositari  wajib
menyirnpan spesimen dan data di dalam neger.

Data dan nforrmmast dalam  penyelenggaraan  biobank
dan/atau  binrepesitor)  haras  werintegrast ke dalam
Sistcm Informasi Kesehatan Nasional.

Pasal 340

Fenpaliban  dan pengeunasn material dalam beoneuk
spositnen klinike dan matert biclogl, mualan informasi,
dan/acau data ke luar wilavabh Indenesia dilakukan
dengan memperhatikan peinsip peroeliharaan kekavaan
sumber dava hayari dan penetika indonesis,

Fengaliban dan peaggunaan  material dalarm henruk
spesimen klinikk dan materi biclogi, muatan infurmasi,
dandatan dals ke luar wilavah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada avac (1) hanya dapal dilakukan apataila;

A, cara mencapal maksud dan tujuan pemetiksgsn
tidak dapat dilakukan di Indonesia;

b, pemenksaan dapat dilabukan di [ndonesia tetapt
untuk mencapal moan wama penslitian, perly
dilakukan pemeriksaan di luar wilayvah Indonesia;
dan/atau

o, unmuk . ..
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€.  untuk kepentingsn kendall mutn dalam rangka
permutalkhiran alurasi Kernarrplamn standar
diapgnostik dan lerapl,

Pengalihan dan pengeunaan material dalam  bentuk
spesimen  klinik dan materi Telogl, mualan informasi
dan faray dala kelusr wilaszal Indonezia harus dilengkaps
deogan  perianjian alih malerial yang disusun
Lertlasarkan prinsip pembagian manifaat yang memenuhi
keadilan, keselamatan, dan kemanlaalan.

Pengalihan dan pengeunaan  material dalam beniuk
spesimen klinik dan malen biologl, muatan infoermasi,
dan/atau data kecluar wilavah lndonesia sebagaimana
dimaksud pada evat (1) hanya dapat dilakukan sctelah
rmendapalltan persctujuan Pomerintabh Pusat.

IPasal 341

Penpambilan dan peoeiniman material dalam keniuk
spesimen klinik dan materi biolopi  hanya  dapar
dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, lenapgs
pendukung atau penunjang keschatan yang meompunyai
keshlian dan kewenangan.

avarat edan lata cara pengambilan dan  pengiriman
material dalam bentuk spesimen klinik Jdan materi hiologi
stbegaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
scsual  dengan ketenruan  peraturan perundane-
Undangarn.

Fazal 342

Scdap Orang dilarang melakukan diskriminasi atas hasil
pemeriksaan dan analisis genetik sesenrang.

Bcriap  Crang  yvang  melangwar  ketentuan  larangan
sehagammand dimaksud pada avat [1] <dikenai sanksi
adminiscratif oleh  Pemerintab Pusal ataa Pemenntah
Daaerah scsual deonpan kewenanpannya  berupa
pengonaan . denda admmimistratif sampar . dengan
prncabulan 1zin.

Ketentuan  mengendl  lala cdta pengonaan sanksi
administratl schagamnana dimaksud pada avac (2} diatur
dengan Peraturan Pemerintah,

Fasal 343 ..,
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Pasal 343

Penggunaan matcrial dalam bentuk spesimen klinik  dan
materi bologi, muatan indoemasi, dan/atau data biomedis oleh
medusicol ataw untuk  kepentingan komersial | haros
mendapiatkan izin Pemerintah Pazat.

Fasal G494

Ketenbuan lehib lanjut mengenar Teknologh Keseharan diatae
dengan Poraturan Pemmerinoah,

BAR XI
315TEM INFOREMASI KESEHATAN

Bapian Keadll)

Llmum

Fasal 315

(1} Dalam rangka melakukan Upaya Kesshatan vang ofektif
dlan elsien diselengearakan Sistem Informasi Keschatan.

(2}  Sistem Informasi Kesehawan sebagaimana dimaksad paca
ayat (1) diselengparakan oleh:

4. Pemernnlabh Pusat:

b. Pemernintah Dacrah;

c. Fasilitaz Pelavanan Kesehatan, dan

d.  masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok.

(d)  Penyelenpprara sebagaimang dimaksud pada avat (29 wanl
mengintegrasikan Sistem Tnfcmas Kesehatan denpan
=istern Informaxs Kesehatan Nasional

(4] Krmentensan VAT menyelenggarakan LICLSAT
pemerintahan di bidang keschatan dapat mcinberikan
dukungan kepada pentelenpgaca sehagaimana dimalksod
pada ayel [2) dalam prneclolaan Sisiern [oformsass
Keschatan.

Bagian . ..
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Baman Kerlua

Tata kelola Sistem Informas Kesehalan

Pasnl 3445

Penyelenggara Sistem Trulesrmmasi Kesehatan
medakzanakan tara kelola Sislem Informasi Keschatan
yang mendukung pelayanan i bidanpg Keschatan.

Tata kelola Sislemn Informasi keschatan sebasaimana
dimaksud pada ayal {1) merupakan rangkaian kegiatan
vontuk menjamin mula dan keandalan sistem.

Tala kelola Sistem Informas: Kesehatan sebagaimana
dirmmaksud pads agat (2) dilaksanakan sesuai dengan
arsitekiur Sistom Informas: Kesehatan.

Arzitckiur Sistem  [nformasi Kesehatsn  sebagaimand
dimalesud pada ayatl [3] disusun sesual dengan pedoman
yvaog ditetapkan oleh Menterd,

Selain untuk kepentingan menduakung  pelayanan 3
bidang Kcschatan sebagaimana dimmaksud pada ayat (1),
peavelenggaraan  Sistern Informasi Kesehalan  jups
dittukan uncuk  pengembangan sistern informasi di
Lidang bnleknolng kesehatan.

Pervelenpgpara Sislem Informas) keschotan wajib
melakukan pernrosesan data dan informas) Keschatan di
wilavah Indonesia.

Penyelenggara  Sistem [nformast Kesebatan  dapar
melakukan pemroscsan data dan anfortnazi Kesehatan di
luar wilavah Indenesia yang pelaksatlaanoys  ses0a)
dc‘ngan kctenituaty Perataran pEr'lJn{]ang-undangan.

Fasal 347

Pevvelengyars . Sislem Informas) keschatan walib
memastikan keandalan Sistem Informasi Kesehatan yang
melipuln:

a. keterscdiaan;
h. keamanan;
. pemeliharasn; dan

d. 1inicprasi.

[2] Keandalan . ..
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Keandalan  Bistem  Informas1t Keschatan  scbagaimana
dimaksud pada avat [1] dilaksanakan dengan cara:

rrienpu)] kelalksn sistem,

a.
b menjaga kerahasiaan data;

o

rnenenlukan koebljalkyan hak akses data;

a.

memiliki sercifikasi keandelan sistem: dan

. rnelakukan audit secars berkala.

Pasal 348

Penyelenggara Bistern Informasi Kesehatan  wajib
menvediakan  data  dan  inflermast Kesehaian  wvang
berkualitas,

Maosvarakar dapat menpgaksaes data vang hersifar pablik
dan/alau data kesehalan dicnyva melalol penselenggara
Sistem  Informasi Kesehatan wvang terintegrasi daiam
Sistem Informast Kegsehalan Nasional  sesugl dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemrosesan dara dan informas kesehalan dilaksanakan
seslal  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 311

Penyelengearn  Sistem Informasi Keschatan  wajlb
tnelaksanakan pemrosesan data dan informasi Kesehatan
wHTR el

a.  porcncanaan;
b penputnpulan,

. [ERVIMPAIan;

d. pcmcriksaan;

e transfer;

. pemaniantan; dan
B pemusnahan,

Perenoansan  sebagaimana dimaksud pada avat (1]
huruf a ditnjukan untuk menentukan daftar dala dan
informas yang akan dilkkiimpaalican.

(3] Pengumpulan . ..
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Pergumpulan  sebaparmana dimaksud  pada ayat (1
huruf b dilaksanakan sesual denean hasil perencanaan
dlala.

Penvimpanan schbagmimana dimaksud pada avat (1
huraf ¢ dilaksanakan dalam pangkalan dats pada lempal
yang sman dan ridak rusak atau enudah bilang dengan
mecnggunakan media penyimpanan elekirenik dan/atau
nonelektronil.

Perneriksaan  sebapaimans dimaksud  pada  avat  |1)
hurul d dilaksanakan dalam rangka menmmin kualitas
dala dan informasi.

Transfer scbapaimana dimaksud pada ayvac [1] hurof &
dilaksanakan antarpenyelengparas Sistem  Inlormasi
kezehatan melalul Sizrern Informasi Kesehatan Nasional,

Data dan inlormasi vang dikelola cleh penyvelenggara
Jistem Informast Keschatan dapat ditransfer ke loar
wilavah [ndoncsia untuk  tujuan  yang spesifik dan
terbatas dengan izin dari Pemerintab Pusat.

Pemanfaatan sebagaimana  dimaksud pada  ayar [1)
huruf { dilaksanakan uncuk:

A, Resehatan perseacangan;

b, Kesehatan masyaralkoal;

. pembangunan Reschatan; dan
., mpenpambilan kcbijakan.

Pemuznahan  scbhagaimana  dimaksud  pada ayar [1]
huruf g dapatl dilaksanakan oleh penyelenggara Sistem
Infotrmas kesehyatan ueielah berakhirnys M5
penyinpEnan sesudl dengan ketentoan porataran
perundang-undangan

Penvelenegara  Sistern Informasi Keschatan  dapat
membsnahkan data dan informasi sciclah borakhirnya
TOHESH EVIMPEATIAT.

Petvelenpeura . Sislem [nformoast Keschatan wojib
mencdtat riwdvat pemroescsan data dan informasi.
Ketentuan lebih lanjut menpenal pemroscsan data dan

mformast  Resehatan diztur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pa=al 350 . . .
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Prasal 350

Sistemn lnlormasi Keschatan memuat data dan informasi
vang bkersumber dari:

f. Fasilitas Pelavanan Kesehatan;
b, inatansit Pemerinctah Pysal dan Pemerintab Dacrah:

o, ladanflermbags  vang menvelenpearaksn program
jerminan sosial nasioral;

d.  badan/lembaga lam yang
menyelenggarakan kepgiatan di bidang Keschatan,

. keglatan  masyarakat  sclain Fasilites Poclayanan
Keschatan;

. pelaporan mandirl perseorangan; Jdaco
B, surober lainnya

Dula dan informasi scbagaimana dimaksud pada ayat |1]
terdinl atas data dan iformasi pribadi serta dawa dan
mfcrmasi publik.

Prasal 351

Penvelenpgary  Rislem [oformasr Kesehalan wajib
menjamin . pehmcdungan data dan nformas) keschatan
seliap mdividu,

Pemrosesan data  dan miormasi Keschatan  vang
mengeunakan datla Keschatan indiridn wa)ib
mendapatkan perserujuan darn perulik data dan/atan
memenuhi ketenruan  lain yvang menjadi dasac
pemrosssan daty probadi gesual o dengan ketentuen
peraturan perundang-undangsan di bidang pelindunpgan
duta pribadi,

Pemulik data  sebapaimana  dimakswd pada ayat [
berhaks:

4, mendapatkan 1informasi MCOgcnal (L8] (RE:hs]
pengumplilan data keschatan mdividu;

b. mecngakses dan melakukan perbakan data dan
informasi melalul penyelenggara Sistem [nlormas:
Kesehatan;

e, meminta penyelengpara Bistem [nformasi Keschatan
mengirimkan  datanya ke penyelenggara  Sistem
[nformes; Kesehatan laintya;

d. meminta. . .



SK No 187154 A

(4]

[

(&)

fl]

{2]

PRESIDEN
REPLALIK INDOMESIA

- 124 -

d.  meminta penvelengpara Sislem [oformasi Kesehatlan
mcinghapus data vang tidalk Lenar atas persebljuan
pemilik data; dan

e, mendapatkan hak subjek data peibadi laio sesgoad
dengmn ketentuan peraturan perundang undangan
di bidanp pelindungan data pribadi.

Huk pemilik data scbagonunana dimaksud pada avar (3
dikecualikan untuk kepentngan tertentu schagaimana
diatar dalatn peraturan perundang-undangan i bidang
pelindungan data pobadi.

Penvelengpara Bistern Informasi Keseharan  wajib
menginformasikan kepada pemilik data apabila terdapar
kegagalan pelindungun data dan intormasi Keschatan
individu sesual dengan ketentuan peraturan poerundang-
utidangan di badang pelindunegan data pribacdi.

Pelindungan  data  dan  informasi Kesehalan seliap
individu  dilaksanakan  sesual  dengan kefenroan
peTAluran perandang-undangan.

BAB XII
KEJADIAN LLAR BIASA DAN WABAH

Napian kesaly

Esjadan Luar Biasa

Pasal 332

Untuk melindunp masyarakat dan ELB, Pemcrintah
Daerdah dan Pemernintah Pusal  bemtangeung jawab
melaksannkan Hegiatan e s e KLL,
penanggulangan KLB, dan pasca-KLB.

Kegiatan kewaspadaan KLB, pecnangeuilangan KLE, dan
pasca-kLE  sebagaimana  dimaksoud pada avar {1
dilaksanaban secara lerloondinuast, komprehensif, dan
berkesimambungan i wilayah, Pintn Masuk, dan
pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas
domestik,

(3t Dalam ...
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Chalam  pelaksanaan  kepiatan kewgspadaan KLE,
pernAng@ilangan KLE. dan  pasca-KLB  sebagaimana
dimaksud pada avat (1] melibatkan unsur Tenapa Modis,
Tenaga  Kesehatan, skademisi atag paker, Teolurs
Nasional Indonesia, Kepohsian  Negara  Republik

Tndonesia, lintas sektor, dlanataw lokoh
masyarakarfagarma.
Pasal 353

Bupati;wali  kota,  pubermuor, atau Menteri harus
menctapkan  KLE  jika pada suatu  dasrah lecleniy
terdapar penvakol alaw masatah Keseharan  wvang
memcnuhi kriceria KLB.

Eriteria KLB sehbagaimana dimaksud pada asrat (1) terdiri
atas:

a. timhulnye sustu penyakit atau masatah Kesehalan
vang scbclumirya tidak ada ataw tidak dikenal;

b, permogkalan kepadian scecara teras mencras sclama
3 {tiga] kuwrun waktu dalam jam, bach, 2iau mingeu
beerluariel-toaruat;

c. pemngkatan kepadian kesakitan 2 {duwa)] kali arau
lebih jika dibandingkan dengan pericds sebelumnva;

.  rata-ratan jumlah  kejadian  kesakiran  perbuian
selama 1 [satu) labhun menunjukkan kenasikan
2 [duat kali atau lcbah:

. angka kemanan akibar penvakil oatau mmasalah
Fesehatan dalam 1 [satu) kunan wakoa toreentu
menunpukkan  kenaikan 50% (lima pulub persen)
dAlau lebah;

f.  angka proporst penvakil penderita bara pada saru
perode menunukkan kenadikan 2 (dus] kali atau
lebih  jika dibandingkan dengan  satu  pericdde
sehelumnya dalam kurun wakiu vung  sama;
dati/atan

g, kriterid lain yvang ditelapkan oleh Menter,

{3] Bupati. ..
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(3] Bupsatfwaln kela,  gubernur, atag Mentern hares
mencabut penelapan KLB jika  dacrabh tidak  lag:
memenuhi kriteria KLB.

(4] HKetentuan lebah lanjol mengena kriteria KL, penstapan,

dan  pencaburan RIB distur dengen Peralursn
Pernecinah.

Pazal 354

{1] Bupatifwali  bketa,  pubemur,  alauw Menlen vang
menelapkan KLB wajib sepers melaksanakan keomtan
peunanggulangan KLBE.

{2] Kepiatan penangellangan KLB sebagaimana dimakesoad
pady ayat (1) meliput;

a. penvehdikan epidemiclogis:
b, pelakzanaan survellans,
o, penpendalian [akoor rigik

d.  permnustahan penvebal KLE;

&, pencegahan dan pengebalan;
I, promos) Kesehatan,

B komunikasi risike,

h. penatalaksanaan kasus;

[

penanganan jenazalh akibat KLB: dan

1. upayd penanpealangan lainnya vany  diperiokan
sesudl dengan penyvebab KLE.

TPasal 3535

Kerentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kewaspadaan KLE,
penanggulangan KLB, «dan  pasca-KLB diatur  dengan
Peraiuran Pemerintah.

Bapian . .

SK No 1871536 A



FRESIDEN
HEPUALIK INDONESIA

- 157 -

Fapian Bedun

Wabah

Paragral 1

LImurm

Pasal 354

Untuk melindung masyarakar dark Wabah, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah melaksanakan Kepiatan Kewsspadazan
Wabah, penanggulangsn Wabal, dan pasca Wabah.

Paragral 2

Penceapan Jems Penvakil yvang Berpotenst Menimbulkan Wabah

(1]

(2]

(3

SK No 1RT15T A

Basnl 357

[Dalarm ranpka Kewaspadaan Wabah  ditcrapkan  jerus
penyalit vang berpatensi menimbulkan Wabah,

Jenls penvakil vang berpotlensi menimbulkan Wabah
scbagaimana  dimaksud pada avat [1] dikategorikan
clalarn:

a. pcayakit menular endemus (ereantu;
b penyakit meonular bama; danatau
. penyakic menular lama vang muncil kembali,

Jems  penvakit vang berpotensi menimbulkan Wabah
sebagaimand dimaksud  pada  aval [} dicelapkan
berdasarkan kritcria:

d.  penvakar vang disehabkan oleh qpen baologs;

b. penyakic yang dapat menular dari manusia ke
roanusA dan fatau den hewan ke manusia;

. ponvakit vanp berpotenst menimbulkan sakit yang
parah, kedisabilitasan, danfamu kematian, dan

. penvakab ...
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d.  penvakit vang berpetensi meningkat dan menyebar
SECHATH CEDEt,
Jenis penvakit yang berpotensi menimbulkan Wabsh

scbagaimana dimaksud pada aval (1) dictapkan aleh
Menteri.

Mentenn dapar menctaplkan perubaban jenis  penvakit
vang berpotensi menimbilkan Wabah  scbagaimana
dimakzilel  pada ayal (4 denpan mempertimbangkan
perkembangan cpidemiclogis  penyakil, sasal bhudava,
keamanan, ekonomi, xerfa  ilmu  penpetahoan dan
tekneologi.

Parapraf 3
Kewaspadaan Wabalh di Wilayal

Pasal 328
Dalam  rangka Kewaspadaan Wabab di wilavah,

Pemerintah  Daerab kabwpaien/kota dan  Pemoerintah
Daerah provins harus melaksanakan kegiatan:

1. penpamatan terthadap werjadinya jenis penyakit vang
berpotensi mercimbulkan  Wabah dan pemetaan
Taktow risilon Lenadinys Walahs

b, penanganan rerhadap kasus penvakit | vang
berpolenst  menimbulksn wWabsh  dan fakeer
risikonya;

.  peEnetapan Draerah Terjangkae EI1.T3 ilam
penanppllangsn KLE: dan

d.  kesimpsiagaan sumber dava apablla sewaktu-wakiu

irnadl Wabah,
Kcpiatan  scbagaimana dimaksud  pada  ayar 1]
dilaksanakan BECATA kumprehensiT dan

herkesinambangan.

Paragral 4 . ..
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Parapgral 4

Kewaspadaan Wabah 7 Pintu Masuk

Pasal 359

Dalam rangka Kewaspadaan Wabah di Pintn Masuk dan
perlintasan antardaerahn, Petmerintah Pusat melaksanohan
kcglatan pengamatan penyakir dan/atau faklor cisiko penyakil
vang berpotens meoimbadkan Wabah, balk di Pinru Masuk
tnaupun pelalnghan stau bandar wdara yang melavam lalu
lintas cotmestik,

Faszal 360

(1] Dalam rangks pengamatan penyakit dan/atau faktor
rigike peovakit vang berpolenst menimbualkan Wabah
dilakukan pengawasan  terthadap alat anekat, orang,
barang, Jdan/atau ingkungan,

[2] Pengawasan  terhadap alat angkut  scbapgaimana
dimaksud pada ayat (] dilakukan rerhadap kel
posawat udara, dan kendaraan darat yang melarvani
argluran sipil, baik pada saat kedalangan  maupun
kelberangkatan.

[} Selain lerhadap kapal, pesawat udara, dan kendaraan
daral  vang melavant anpkuran  sipil sebapaimana
dimaksud pada avat (2], penpawazan jupa dilakukan
tcrhadap kapal, pesawat udara, dan kKendaraan daral
nonsipill untuk kebutuban ranspocias peranyg, pojahal
negara, dan/atau ramu negara yang pelaksanaannva
berkonrdinas: dengan Kemenleran/ lembaga Lerkoait,

(4] TDalaen hal chilrmukan penyakit don/atau fakter risikeo
penvakil vang berpoienst menimbalkan Wabah di Pintuo
Muasuk atau pelabuban dan bandar udara yang melavani
lalu  lintas  domestk, scecra dilakukan tnmdakan
penangeulanegan.

[2) Tindaksan penanggulangan sebapaimana dimaksud pada
avat (4] dapat berupa;

a. skrining, rujukan, isolasi atau karantina, pemberian
kekebalan,  pemberian profilaksis,  disinfeksi,
dan/arau dekontaminasi erhadap  orang  zesuai
dengan indikass;

b. disinfcksr . . .
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b, disinfeksi, dekontominas:, disinseles,  duanfalaug

deratisasi  rerhadap  alal  angkut  dan harang;
rdanalag

oo hindakan penanggulangasn lanmyva.

Tindakan penanpgulangan scbhagaimana dimaksed pada
ayval (3 dilakukan sesual dengan jenis agen penvakic dan
card penveharannya.

Dalam hal terdapat orang vang tidak berseclia dilakokan
rindakan penanppulangan sehapaimana dimaksud pada
avaL {1, kemenrerian vang menvelenggarakan  orusan
pemeriniaban i bidang kesehatan berwenang
mereknmendasikan kepada maskapal poncrbangan, agen
pelayarun, atau agen kendaraan darar untuk menuda
keberangkatan atan mengeluarkan rekomendasi kepada
pejabat imigrasl untuk dilakukan penolakan.

Kementerian YAt menyelengparakan LITLISAT]
pemerintahan di bidang kesehalan dalam melaksanakan
heglalan prnanggulangan scbhagaimana dimaksuad pada
avat [3) dapar mchbatkan lintas gckior dan Pemerintah
Dacrah.

Kotocntuan lebaty lanjuc menpenai tindakan
penanggulangan sebapaimans dimaksud pads avar (4]
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 361

Dalarn hal kementensdn vang menyvelengearakan uruasan
pemerintahan di bidang keschatan  mendapatkan
miormasi menpenai terjadinva pemingkatan penularan
penyakic danfatau faktor maikn penyvallr yvang berpotens
menirnhulkan Wabah o1 negara lain, kemenlerian pang
renyelenggarakan wrusan  pemernintahan 1l adang
kesehatan hamas  meningkatkan  kewaspadasn  dan
melabukan langkah vang diperlukan dalam ranghka cepah
langkal penvakit di Pintu Masuk,

[Malam hal Wahah ielash menyebar il berbapal oegara,
Menten mengsluackan prrdluran tala laksana
pPCOEmwasSAN  dang atau tindakan  penangeulangsn
terhadap alat anghkut vanp datang dan atau ke luar neperi
scaual dengan karakteristik ponvebab fagen penvakit dan
cara penularannya, termasuk kemungkinan pembatasan
mobilitas orang dan barang dr Pintu Masuk.

(3] [alam . .
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Dalam rangka cepah tanpkal penvakit di Pintu Masuk
scbhagaimana dimaksud pada ayal (1), Mentern dapal
merekomendasikan  penutupan Pintu Masubk  kepada
Fresiden.

Pasal 342

Setiap kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yvang:

4, dalang dun atau berangkat ke luar negeri; atau
. datang dan Baersh Teranglkit,
lwerada dalamm PETIREAWHEHT kernenienan VAT

menyclenggaralan uruzan pemerintahan di bdang kesattatan.

{1]

[2]

(1]

(1}

Pasal 363

Setiap nakhoda, kaplen penerbane, alau penpemudl pada
saal kedalangan aldw melewdl pos lintas balas nesara
willl menginformasikan apehila lerdapal crang sokn
danfatan meningral vang diduga bkual diskibatkan oleh
penyalir dan fatagd faktor risila penyvakit yang berpotensi
tnemitnbulkan . Waebah  kepada  Petupas  Karanfina
Kesehatan.

Fenvampaian nforinasi oleh nakboda, kapten penerbang,
atau ponpemuadl schagmnimana dimaksud pada avat [1)
dilakukan  demgen menverabhlan dokumen deklarasi
kesehawan untuk kapal, pesawat udara, dan kendaraan
darat pada sast kedatangan kopada etupas Karantia
Keschatan,

Nakhoda, kaplen pencrbang, dbaE prnpemudl
sebapaimana dimaksud pada aval ()1 chlarmng
menurdnkan dalay menaikkan orang danfatau barmng
sebellum mendapal surat persetiyuan dari kementerian
Yang menyelenggarakan urizan pemerintahan di bdang
kesehatan.

Fazal 364

Terhadap alal anglul vang lerdapal orane sakic danfataw
meninggal vanp diduga kuat diakibatkan eleh ponyakit
dan/fatau faktor risike ponyzkit yang  berpotens
menimbulkan Wabah, Petugas Raranling  Kesehatano
hereenany melakukan  pemeriksaan dan tindakan
penanggllangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360
ayat (o).

2] Kcrentuan ., ..
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Eetenruan merngenal keplatan pemeriksaan dan cindakan
penacgellanpan lerhadap kendaraan darac di pos lintas
batas nepars diatur melalui perjanjiac aniacs kKedus
TIEEH A,

Fasal 365

Kerentuan lebtah latjul mengenal pengawasan terhadap kapal,
pesawal udara, dan kendaraan darat diarure dengan Peralurarn
Pemerintah.

(1]

(2]

Fusal 3665
Setiap ala anglul, orang, dan/atau barang vang:
A, atang dar atau berangkat ke luar negeri: aran

L, datang darnt atau berangkat ke daerah/negara
endemis ataw terjanglit,

harus dilengkapi dengan Dokumen Karantina Kesehaizan.

Dokumen Karantina Kesehatan sebageimana dimaksud
pada ayar {1p dimaksiklkan sebagal alat pengawasan dan
pencepahan masuk  danfatan kelvnaroya ponyakit
Hanfalau  fakter nsiko  penyakit vang  borporcnsi
menimbulkan Wabali

Faszal 367

Ketentuan mengendal tqls rEra poengajuan, penerbican, dan
pembatalan Dokumen Karantina Keschatan disrur dengan
Peraluran Pemernntah,

(11

(2]

Paragral =
Daerah Wakah

Fasal 368
Menteri menctapkan atau mencabut penetapan daeratbs
tertcntu sebagni Daerah Terjangkit Wahah,
Utk menelapkan dasrah rectentu sebagar Daerah
Terjanehkit Wabsmh sehagpaimana dimmaksud pada avar (1),
Mentlern memperiombangkan aspek:

a. ctiolopi . ..
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a. ellologl ponvakit;

b, situasi kasus dan kematian;

.o Kapasitaz Pelavanan Kesehataon; dan alan
il Wondizg masyaraloal.

() Retentuan  lebih  lanjut mengenal penctapan dan
pencabulan penetapan Darrah Tenmngkit Wabah
sebapaimana dimaksud pada ayvat (1) dan avat [2} diatur
denpan Poraturan Pemerintah.

Pasal 369

Dalam hal Wabhah berdampak mengancam dan berpotens:
mengeangel kehidupan dan penphidupan masvarakal vang
mecnychabkan jumlah keorban, kerugian ekonomi, cakupan
luas wilayalh wvang terkena Wabah, dampak sosial ekonon
vang  ditunbulkan, dan  kerusakan lingkungan, Menters
mengusulkan penedapan Wabah sebagar Dencrans nasional
nonalam kepada Presiden.

Posgal A7

Dalam hal lepndl situast Wabah  sebapaimans dimalosuad
dalam  Pasal 369, Presiden menctapkan Wabah  scbhapa
bencans  nasional  nonalam scsual dengan ketentuan
peraturan peruandang-undangan.

Paragral &
Penangpulangan Wabah

Pazal 371

Penanggulangan  Wabalh  dilaksanakan scpera setelah
penctapan Dacrah Terjangkin Wabah dengan memperhatikan
asas komanuslaan, sosial, budava, ckonomil, dan ngkunegan.,

Hasal 372
Penanggulangan Wabah dilakukan melalui kegiatan:
B InveslipAs] penyakit;
b,  penrualan sueveilans,

. PETIETBANAT . ..
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preoanpanan penderica;

penpendalian aktor risiko,

peoanganan terhadap populast berisioo,;
komunileas: risiko; danfataa

tmdakan penangeulangan lainnya.

I*asal 373
lnwestigasi  penvakilt  sebapaimana dimaksud  dalam
Fazal 372 huruf a dilakukan wntuk  mendapafian

informasi tentang etologi penyakit, sumber penyakir, dan
Cara penularan arad peovebaran penvakin Wabah.

[nformas meneenal =tiolop penvakit, sumber peonvalkit,
dan <ara penularan atau penyebaran penyakit Wabah
zebagaimara dimaksud pada avat {1] digunakan sebapai
pertimbangan dakam rnenentukat rindakan
PETIATIELMIAMEEn.

Prasal 374

Pcnguatan  surnvcilans schagaimana  dimaksud  dalam
Pazal 372 huruf b dilakukan untuk pcocmuan kasus dan
tdentifikasy  mendalam tentang karakteristik dan
elinlogi/agen  penvakit dan faktor risikonya dengan
berbasis laboratorivm danfateu penelitian ilmials

Surmieilans sebagaimana dimakswd pade avar [}
dilakudean melalul kepialan peogamalan vEnR Si5emaris
dan terus-meneres  tentang kejadian penvakil dan
kondisi yang mempengarubi icrjadinya peningkatan dan
penularan penyakst untuk memperoleh dan memberikan
mlormast puna mengarahkan tindakan penangpulangan
peryalkinl seears efeknfl dan efisien.

FPasal 375

Penanganan penderla sebagamana dimaksud  dalam
Pasal 372 hurul o dilakuken upava taa  laksana
penderita sesudl dengen kehunihan medis.

Penanpanan penderila sebapaimana dimaksud  pada
ayat (1] muclipual,

a. isolasi;
b, karantinoa . ..
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L. kwraniling; dansatau
c. pengobatan dan perawdaiar,

Imorlagy sebapaimana dimaksud pada ayar {2) hurl a
dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehalan acau
termpat lain yang memunekinkan penderita mendapatkan
akses Pclayanan Kesehatan unluak  mempertahankan
kehidlupannys,

Karanting scbagaimana dirmaksud pada ayat (2) hural b
dapar dilaksanekan i rumah, Rumah 3Sakit, tempat
kerja, alal angkut, hotel, wisma, asrama, dan fempear
atau wilavah lainnya denygan mempertimbangkan aspek
epdemioloe,

Karantina sebagaimana ditnaksod pada avar (2) huraf b
tlapsar  clilakukan lerhadap orang, barang, dan alat

anpkut.

Pengnbatan dan perawalan sehagaimana dimaksud pada
ayat {2] hurat o dilaksanakan pada Fasilitas Pelayvanan
kezehalan  sesipn dengan standar dan kelentuan
peraburan perundang-undangan.

Pemerintah Pusar cdanh Pererintabh Daergh bersama
dengan mesyarakal berrangeung  jawab memfasilitasi
pelaksanaan jzolasi arat Kacantinag.

Dalamn  hal pendenta scbagaimans  dimaksud  pada
ayat {2) memenuhi kriteria wntuk dilakukan tindakan
150las] salaw  karantinag, woapb dilakukan i=zolasi atau
karantina pguna  menpurangl  terjadinve  penyebaran
penyakil Wabsah.

Paz=al i760

Pergrendalian faktor risiko sebagaimansa dimaksud dalam
Pasal 372 hurul d dilakukan untuk memutus rantai
penularan peovakit dar faklor asike yang dilaksanakan
scsual denpan kotentuan dan perkembanpgan teknologi
serta karakteristik dari faktor rigiko tersebut, termasuk
kemungkiman pemusnahan faklor rnsiko dimaksud.

Iengcndalian faktor rimko scbagaimana dimaksud pada
ayal (1 melipul:

a. penychatan, pongamanan, dan peongendaban vang
ditujukan untak  memperbaikl faktor risiko
lnegkungan dan/atau memusnahkan agen biolog
penvebab penyakit,

br pencepahan
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b penuepahan dan pengendalian infcksi; danfatan

©.  pCoanganan jenazaty.

Pasal 377

F‘:_:nangﬁnﬂn terhadap  populasy  berisike  sebagaimana
tlitaksud  dalam Pasal 372 hural ¢ dilakukan antuk
mencegah dan mongurang risiko penvebaran penyakit.

Penangandan lerhadap populas) berisike scbapaimana
dimaksud pada avar (1) melipari:

w. pembenan kekebalan;
1 permbernian probflaksis; danfataa
£, pembatasan kegiatan sosial Kemasyaralatan.,

Pemmbminsan kepialan szl kemasyarakatan
sebagaitnana dimaksud pada ayvat (2) horaf comelipaati:

a. pehburan sekolah dan tempat kera;
b, pembatasan keglatan keagatnaarn,

¢, pembatasan kepiatan di tempat atau fasditas umum;
dan/faran

d. pembatasan keglatan lainnva.

Pasal 37H

Lormuanikast  risike sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 372 hurul Fodilabkukan antuk memberikan
pemahaman kKepada masyarakat dan meninglkatkan
peran masyaralkeal dulam upava pendngpulangan Wabah,

komunikas risike scbagaimana dimaksud pada mvatl (1}
dilakukan melalui:

4, pemberian informast danfataan edubkas kepada
masyvarakat; dan/atan

b. mobilisasi sosial.

Pagal 70
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Pasal 379

[1] Kegimian penanggulangan Wabah dilaksanakan secara
terintegrasi, Komprebensif, dan lepat sassran deopan
rehbmtkan kementenan/lembaga terkant dan Petnerintah
Naerah.

(2] Dalam penanggulangan Wabah, Pcmerinah Pusar dapar
bekerja sama denpgan negara lamn atau badan
mlernasional,

Fazal 380

Reteniuen  lelah  lanjut  mengenal  pelaksanaan  keglaan
perEnpruldnean Wabah  scbapaimana  dimaksud dalam
Fasal 271 sampal dengan Pasal 379 diatar dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragral 7
Kegiatan Pasca-Wabah

Paszal 381

(11 Untuk pemulthon  pasca-Wabalh  dilakokan  kepiatan
normalisasi:

a. Pelavanan Kesehatan; dan
b, kehiwdupan soesial, ekonomi, dan budaya masvarakar,

[Z2]  Selain pemuliban sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap dilakukan upsyva pencegahan terulangnya Wabah
mclalul kepiaran:

. penguatan surveilans kesehatan; dan
b, pengendalian fakor msik.

3} Kegiptan sebapgaimang  dimakaud  pads sval [1] dan
avat [2] wajilh dilaksanakan oleh Pemerintabh Daerah
kalwapaten kota,  Pemerimlah  Daegrah preoviog,  dan
Pernerintah Pusal secara lennlegrasi, komprehensid, tepat
sasdrany,  cdan berkesinambuongan o sesaal dengan
kewenangannys,

(4} Ketenmuan lebih lamjur menpenal pelaksanasan kegialan
pasca-Wabuah diatur dengan Peraluran Pemeriniah,

Bagian . ..
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Baman Ketiga

Laboratoritlm

Pasal 152

Dalam hal penanggilangan KLB dan Wabah diperhukan
satnpel danfalay BPHELTLCTL untuk kenfirmasi
laboratorium, pelaksanaan  pengambilan sempel dan
konfirmasi dilakukan pada laboratorium terdekal vang
mamitiki kematmypan.

Pelaksanaan kenlirmas) scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengutamakan kedaulatan dan kepentitngan
nasional, pemanfaaran  uniluk  masvarakal,  seTla
kemajuan el pengetahuan dan telonoloe.

[Jalam  hal konfirmast  laboratoriam  sebagaimana
dimaksud pads ayvat (1] perlu dilakukan dengan negara
lawn, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan
kedentuan  peraturan  poerundang-undangan yang
mengatur mengenar perjanjlan alth material.

Ragian Keetnpan

Pengelolaan Limbah

Pa=zal 353

Pemerintah Pusal, Pemernlah Daerah, danfatau
Fasillas  Pelavanan  kReschatan  bortangpunge jawab
terhadap pengelolaan litnbah dari kegiatan
prrnungaulangan BLD dan Watsabs,

Penpelolaan limbah sebagaimans dimalosud pada gyval {1
dilaksanskan scsugl  deongan Kocntuan  peraturan
perandang-undangan.

Bapian . . .
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Buagiun Kclima

Prlaporan

Fazal 3Rd

Pemerintahh Daernh  kabupaten/kota dan  Pomerintah
Daerah provinst wajlb menyampaikan  lapocan
pelaksanaan kewaspadaan KLE dan Walkabh, kegialan
penangpulangan KLE dan Wabah danfatau Reglaian
pasca-KLID den pasca-Wahah kepada Menlerl secara
breerbes]e.

Laporan schapaimana dimaksud pada avac (1) paling
sedikit berisl perkcmbangan situasi KLB dan Wabalh serta
kegiatan penanggulangan vang dilakukan.

Pazal 385

Menteri wanlb melaporkan setiap perkembangan sibuas
KLE dan Waehah dan kegisran penangellangan KELB dan
Watmh kepacs Presiden,

Eerdasarkan laporan schbagaimana dimaksud  pada
avat (1), Menteri mengumumkan perkembangan KLB dan
Wabah denpgan memperhankan dampale snsial, akooom,
budaya, politik, dan kearmamnan yvang mungkin tirntall.

Bagman Kecnam

Sumtber Dava

Pasal 386

Sumber daya dalam upaya penanggulangan KLE dan Wabah
rrelipnafi:

a.
I
<.
d.

c.

sumber daya manusia,
teknindog;

Berar dan prasaTang;
Perhekalan Keschatan; dan

pendanaan,

Pasal 387 . . .
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Pagal ART

Aumber  daya manusia o scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 385 huraf a merupakan Tenaga  BMedis, Tensga
Krcechatan, dan tenaga peodukung dlau penunjang keschatan
sesual dengan kebutuhban.

Puwal 385

(1} Secliap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib ikt
sertd dalam kegiatan penangpulanpgan KLE dan Wabuh,

(2} Dalam hal Tenapa Medis dan Tenags  Keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak mencukupi,
Petnerinlabh Pusal dan  Peomenintalh  Daerabh dapat
melakukan  mobilisast  tenaga  cadangan Kesehatan
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 238.

[2} Retentuan  lebilh  lanjut mengenal  mobilisas]  tenaga
cadangan HKesehatan  sebagaimana dimaksud  pada
ayat [2} diatur dengan Peraluran Pemerintah,

Pasal 389

(11 Teknologn  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 386
hurul b berups penerapan dan pengembangan:

. leknelogl topat puna;

b.  metode wji lahoratorigm;

. metods pengohalan:

d.  leknolog manajemen informas dan komunikasi; dan
e, penelitian.

(2]  Penelitian sebagaimona ditnaksud pada avac (1) buareaf e
tdiulamakan penclitian yang berbasis pelayanan.

Pasal 390

Sarand  dan prasurans scbagmimana dimaksud  dalam
Fasal 386 hurus ¢ berapa selurub fasilitas vang diperlukan
untuk mendukung kegiatan kewaspacdaan KL dan Wabah,
penanggulangan KLB dan Waliah, dan pasca-KLB dan pasca-
Wabah.

Pasal 391 . _ .
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Pasal 391

FPerbekalan RKesehatan  scbagaimana  dimaksud dalam
Pasal 386 hunaf d meliputi Alal Kesehalan, Obat, vaksin,
bahan mediz habis pakai, dan haban/alat pendubkung lainnya
yang  diperlukan  dalarm menvelenpgarakan  kepiatan
kewaspadaan KLEB dan Wabah, penanggulangan KEB dan
Wabah, serta pasca-KLT dan pasca-Wabhah,

Bapian Keoujuh

Hilk, Kewspiban, dan Larangan

Faragra? |
Hak

[*asal 391
Scuap orang vang sakil stau didupa sakit akibat penyakic atau
masalah Kesehatan yang menycbabkan KLB atau akibat
penvakit vang menyebabbkan Wabah vang tolah ditetaplkan
status KLB atau Whabah herhak mendapatkan Pelavanan

heschatan vang pendanaannya bersumber dari Pemerintah
Pusar dan/stan Pemenntah Dacral.

I"asal 393

(1F Tenaga Medis dan Tenags Keschatan vang melaksanakan
upava  peraogpulangan KLE dan Wakah berhak atas
pelindungan hukum  dan keamanan serta  jaminae
kesehalan dalam melaksanakan rugasnya.

2] Pelindungan  hukum  dan keamanan sehagaimans
dimaksud pada avar (1) lermasuk pebindungan vang
dibernkan kepada Tenaga Medis den Tenaga Kesehatan
dalam melaksanakan kegiatan invesligas dan memasukl
wilsvah atau mendapatkan akses kepada masvarakat
tertontu yang diduga sakit akibar penyakil atau masalab
Kesehatan vaonp berpolensi menimbulkan KLB, atau
akibat penyvakir vaog berpitenst menimbulkEan Wabah.

(31 Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
termasuylk mendapalkan  pehndungan il dane rizko
penulEaran.

Paragraf 2 . ..
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Faragraf 2

Kewajibmn

Pasal 194

Sellap Orang wajily sl b SETTILLE keglatan
periangpulangan KLE dan Wabah vang dilaksanakan oleh
Permmerintgh Pusat dan 'cmerintah Dasrah.

(1]

(2]

[:3)

4]

Pawmal 385

Settap Orang vang mengeiahul adanva orang sakit atau
diduga =sakit akibat penyvakil alau masalah Keschatan
yang berpotensi menimbulken KLB =iay akibal penvakit
yang berpotensit memmbulkan Wabah o hartls  sepors
mielaporkan kepada aparacur petnerintahan
desafkelurahan dan/atan Fasilitas Pelavanan Kesehatan
lerdelal,

Aparatur  pemennlabhan desa‘kelarahan  danfatau
Fasilitas Pelayanan Kesehalun vang menerma laporan
sebagaimana  dimaksud  pada aval (1) atau vanp
mengetahui adanya orang sakil glau didugs sakit akibat
poovakit atau  masalah Kesehatan  vang  berpotensi
menimbulkan KLEB atau akibat penvakit vang berporensi
menirnbulkan Wabah  wapbk  melaporkan  kepada
perangkat  daerah yany  menvelengparakan urusan
petmerititahan di idanp kesehatan setempat.

Aparamr pemerintabhan desafkehirahan danalau
Fasilitas Pelayanoan Kesehatan yang melangpgac ketentruan
sehagaimana dimaksud pada ayat [2] dikenai sanksi
pdmministrallf nleh Pemerninah Dacreah atau Pomerintah
Pusial sesial cengan Rewenangannyyd berupas

a.  teguran Lisarn;
b. teguran tertulis, danfataun
v, usulan pemberhentian dan jabatannya.

Ketenluan leinh lamjul mengenal lata cara pengcnaan
sanksl adrminisicalid sebagairnans dirmaksod pada ayat (7]
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2396 .. .
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Pusal 395

Dalam keadsan KLE dan Wabah scluruh Fasilitas Pelayvanan
kesehatan, baik miik Pomerinah Puzet den Permerniah
Daerah maupun mwasvarakar, wajity mernberikan Pelayanan
Keschatan techadap orang sakit atau diduga sakit alibat
penvakic  artau masalah Keschatan  vang  berporenst
meminbulkan KLR alaw skibat penyakic yang berporensi
menmbulkan Wabah.

Pasu] 397

(1] Seliap Orang yang mengelola baban yvang mengandunge
penyebab dangatau agen biolopi penvebesb pervakin dan
masalah Kesehatan yvang berpolenst menimbulkan KLB
dan Wabah wajib memernghi slandar peneciolaan.

{Z]  Ketenfuan mengendl slandar pengelolaan bahan yanog
menpandung penycbab dan/atau agen Diologl penvelsalb
penyakit  dan  masalah  Kesehatan vang  berpolensi
menimbulkan KLE dan Wabah diatur dengan Peraluran
Pemerintah.

Pusal 398

(1] Fasihtas Pelavanan Kesehstan yang lidak memberikan
Pelavanan Kesehatan terhadap crang sakit arau diduga
sakit akibal penvakit atau masalah kesehatan vang
berpotenst menimbulkan KLB atao akibat penvakit vang
berpotensi memmbulkan Wabah sebapaimana dimalosud
dalam Pasal 396 dan Setiap (rang vang mengelvla bahan
yang mengandung penyvebalbl danf=au oapen biolog
penyebaty  penvakit  Jdan masalah Kesehatan  yang
berpotensi menunbulkan KLE dan Wabah vang tidak
metnenuhs standar penpelolasn schagaimana dimaksud
dalam  Pasal 397 dikenal sanks) administratif oleh
Pemerintaty Pusat araw Pemneninlah Dacrah scsual dengan
kewenangannys berupa:

a.  reguran hsan,
by, teguran tertulis; dangatau
c. denda adounistracii

(2} Ketcnrtuan lebih lanjul mengenal Bls CETE PETIESDAAN
satnksi admunstirald sebapaimana dimaksud pada savat (1)
diatur dengan Peraturan Pemeriniah.

Faragral 3 . . .
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Faragral 3

Larangan

I*asal 3943

Sehiap Orang dilarang:

H.

l:__.'-

melakukan  kegiatan  menvelwcluaskan  bahan vang
mengandung penvebab penvakic Jan masalah Keschatan
yang borpotensi menimbolkan KLE; dan/atan

melakukan  kegiatan  tmenyebarluaskan  apen  helom
penvebab penvakit yvang berpolensi meonimbulkan KLBE
dan Wabal.

Fawsal 4000

Setiap Urang  dilarang  menghalang-halangl  pelaksanaan
upays penanpgulangan KL dan Wabwah,

{1]

(2]

(<3}

BAB XIII
FPENDANAAN KESEHATAN

Pasal 441

Fendanaan Keschatan  bertujuan unruk mmendanai
pembatpunan Kesehalan  sccara berkesinambungan
dengan qumlah yanpg mencukupl, teralekasy secara adil,
dan termanfaatkan secdara berhazil guna dan berdava
guna untuk meningketkan dersjat Keschatan masvarakat
SATINAgE tihgeinva.

Dnsur  pendanasn Keschatan  sebagaimana  cimnaksid
prada aval (1 lerdin atas sumber pendanaan, alekasd, Jdan
pernaniaaran.,

sumber pendanaan Keschatan berasal dari Permerintab
Pusat, Permerintah [aerah, dan sumber lain vang sah
sesuai dengan kelemusan peraluran perandang-
undangan.

Pasal 402 . ..
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Pasal 402

Pemerintah Puszat melakukan pemamauan pendanaan
Kesehatan  secara nasional  dan regional untuk
memaslikan lercapainys lgjuan pendanaan Kesehatan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1).

L'ntuk mendukung pemantavan pendanasn Kesshalan
schagaimana dimaksud pada ayat [1), Pemnerintah Pusat
mengembangkan zisrem infermasi pendanasn Keschatan
vang terinteprasi denpan Sislern Informasi Keschatan
MWasinnal.

s1%tem  nfurmas pendanaan  Keschatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] merupakan seperangkat tatanan
vang terintegrasi melipuati daca, informasi, indikalor, dan
capaian  Kinerja pendanaan Kesehalan vane dikelola
gecara lerpeedn unluk mengarahkan undakan  atau
kepuiusan dalam pembanpunan kesehatan.

Seliap  Fasiitaz Polayvanan Kenchatan,  inatansi
Pemerintah 'usat dan Permerintah Daerah, badan vang
menyclenggarakan program  jaminoso sosial o di bidane
kesehatan,  bkadan wvanpg  menyelenggarakan program
jamingn sosial i bdanp kewenagakeraan, badan usaha
milik negpard, badan usaha miik dazrah, lembaga swasta,
tdan  mitra pembangunan yang memalankan  fungsi
Keschatan melaporkan realisasi belanja Kesehatan dan
hasil capaian setiap ahun sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang-undangan coelalion sislemn mlorrngs
petdanaan Kesehalan.

Ketenmuan  lelah  langut mengenal pengembanpan dan
pelaksanssn  sistem miocrmasi pendanaan Keoscharan
diatur dengan Peraturan Pemerinrah.

Pasal 403

Petnerintabh Puzat dan Pemernnlah Daesrah berianpgung
jawal menvediakan  dana vang dimanf@atkan untuk
selurub kegintan:

. Upaya Keschalan;
h, penanpgulangan bencand, KLB, dan/ataun Wabah;

. PENELEEnN Sumhber Dhaays Resehalan ilan
prmberdayasan masyarakat,;

d. penguatan pengelolaan Kesehatan;

¢.  penchtian ., ..
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. penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang
Keschaton: dan

[, program Kesehatan scrategis lainnys sesual dengan
pricritas  pembangunarn nasional o gl selinc
Kesehatan,

(2] Pendansan  untuk  sclwuabh kegiatan sebagaimans
dimaksud pada ayat 1) dapat bersumber dari sutnher
lain wang  sabh osesual dengan ketentuan  peraturan
perutdang-undangan,

Pasal 4014

Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Dacrah berlanpgung jawab
alas pendanaan pemenksaan dan Pelavanan  Kesehatan
terhadap kortmn tindak pidana danfatau pemeriksaan mayvat
untuk kepentingan bukurm,

Pasgul 405

(1] Pemerintab Pusal, Pemenniab Craersah, danjacau pihak
swoata terkait heclanggung jewab terhadap peondanaan
vang  timbual  dalamy hal  rerdapdal kejadian ikulan
pascapembenan {dhat pencegaban massal dan imunisasi
dalam penanggulangan penvakit, termasuk
prnanesulangan KLB dan Wabah.

(2] Pendandan sebagaimans dimaksud pada avatl [1F paling
sadikit digunakean nrul:

audit kausalitas;

Pelavanan Keseharan, 1ecmasub rebabilitasi moedis;
dan

c. santunan terhadap korbar.

Pasgl 406

Pendanaan Rumah Sakil dapar bersumber dan pencrimaan
Fumah Sakir, anggaran Pemerintah  Pusat,  anggatan
Pemerintah Dacrah, dan/atan sumber tain vang sah scsuai
denpgan kelenbuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 407 . .
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Fasal a7

Femerintahh Pusatl,  Pemennlah Dacrab, danfatau
masyvarakat dapat memberican  bantuan  pendanaan
dalam rangka peninpgkatan dan pemberian Pelavanan
Kesehalan kepada masvaralkar.

Dantuan  pendansan  Pemerintah  Pusat, Pemenntah
Daecrah, danfatau masyarakat sebapaimana dimaksud
pada aval (1] dilaksanakan sesval denpan kelentuan
peraturan periindang-undangan.

Frasal 408

Ketentuan lebih laojul mengenal pemaniaatan pendanaan
Keschatan diatur dengar Peraturan Pemerimah,

(]

{2]

{3

(4]

Fasal 409

Permerinlah  Pusat, Pemerincah Daerah  provinsi,  dan
Permerintah  Daerah kabupaten/kota memprioritaskan
anpgaran Kesehatan untuk program <dan kegiatan dalam
ponyuasunan aopgacen pendapatan dan belanja negara
dan anggaran pendaparan dan belanja darrsh,

Anpzoran  kegehatan untuk  program dan keglatan
schagamana  dimaksud  pada aval (1) merupakan
angparan sclain untuk gaji dalam lingkup peningkalan
Pelavanuan Keschatan bagi masvaraker dengan 1etap
tentperhatikan kesejahteraan bagi Sumber  Dave
Wlanusia Kesehalan.

Pemetintaly Pusar mengalokasikan angeartan keschatan
darl anggaran pendapatan dan lelangs nepara sesual
dengan keburuhan program nasional vang diluangkan
dalam renecana induk bidang  Kesehatan  dengan
memperhatikan penpangsaran berbasis kinerga.

Femerintah Daerah menpalokasikan angearan Kesehalan
darl anggaran pendapatan dan belanja daerab sesusi
dengan kebutuban Keschatan dacrah yang mengacu
pada  program Resehatan naswonal vang ditwangkan
dalamy  rencana  mduk bidang Kesehatan  dengan
memperhatikan penganpgacan berbasis kinets.

[21  Pengamlokssian . .
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Fengalokasian ANZEATAIL Keseharan sebraimans
dimaksud pada  avar (3} dan  avat [4), termasuk
memperhatikan  penyelezaian permasalahan Heschatan
berdasarkan tehan penvakit atau epidemiolapi.

Dalam  penyusunan  angparan  Kesehalan Pemerintah
Craerah, Pernerintah Musat berwenang untuk
menvinkronkan  kelwluhan  alekasi angparan  untuk
kegiatan scbhapaimana dimaksued dalam Pasal 403,

Pasal 413

Dalam rangka upava peningkatan Kinerja pendanaan
keschatan, Pemerintab Pusal dapat memberikan insentit
Alaw  disinsentll kepada Pemeriniah Dasrah sesoal
dengan  capaian  kinerjas  program  dan Pelavanan
Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemennlah Pusat,

Peroberian nsentd  atan disingentif  sebagaimana
dimaksud pada aval (1} dilaksanakan scsuai dengan
kerenlyan peraturan perundang undangan.

Fasal 421
Pendanaan Upayva  Keschatan  perscorangan  melalud
petyelenggarasan prograin JAtALTEn kesehatan

diselenggarakan uleh badan wang menyelenggaralean
program jaminan sosial i bidang kesehalan.

Frogeram jamiman keschatan scbagaimana ditnaksiad pada
ayart (1] bersifat wajily bagl seluruh penduduk.

Frogram jaminan keseharan sebapaimana dimaksud pada
avat (1} diselenpgarakan untuk  menjaming apar
masyarakat nmempercleh manfaal  pemelibaraan dan
prlindungan  HKeschatan guna  memenobi kebaiulian
elasar keschatan.

Kebuiuhan dasar Kesehslsn sebagaimans dimaksud
pada ayat (3] merupakan keburuhan esensial  vang
menvangkut Pelavaran Kesehalwn perscorangan, baik
preongnil, preventl, kuratif, rehabilitatif, maupun palianf
sesual dengan  siklus hidup dan epidemiclos tanpa
melthal  sosial ckonomi dan penvebab masalah
Kesehatan.

(ol Penduduak ...
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Pendipdulk yang ingin mendapat mantaat tambahan dapat.
mengikutt  azurans.  Kkesechatan  tambahan  dan/atau
memhbayar secara pribadi,

Manfuar  lambsahan  melalw asuransi kesehatan
tatnbahan sehagaumana dimaksud pada ayac (3) dapat
dibayarkan oleh pembert kerja dan/fatau dibayar secarn
pribadi, vang dilaksanakan dengan koordinasi antar
penjamin keschatan lainnya.

Pasal 412

Fenyelenggacade promram jaminan keschatan dilaksanakan
scsual dengan ketentuan peratiran perundanp-undangan.

BabB X1V

KOIRTHNAS] DAN SINKREONISASI PEN{YUATAN BISTEM KESEHATAN

SK No [BTIT9A

[11

(]

Pazsal 413

Dulam rtangka pembangunan Kesehatan diperlukan
koordinast  dan  sinkronisazsi  kebijakan  di idaog
Keschatan anmlarkemenlerian/ lembaga dan pihak torkait.

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dilakukan dengan tujuan untuk:

a.  melaksanakan  pencepahan dan penanganan
permasalahan kebijakan di bidang Kesehatan,

1, menvinergiksn dan mengonsolidasikan pelaksanaan
kehnjakan di bidang tcschatan
Antarkementerianflembapa don pihak rerkait; dan

. menpakselerasikan pembangunan dan monpuatkan
sistem kesehatan.

Puzal 414

Koordinasl dan sinkeonesasi sebapaimana himaksod dalam

Fazal 413 dilakukan dengan memperhatikan trangparansi,

konnnuitas, akuntabilitas, keprofesionalan, dan kcterpaduan
pelavanan serta mengedepankan kepentingan masyarakal.

FPazal 41> . ..
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flazal 115

Koordinas: dan sinkronisasi sebagaimana dimakswl dalam
Fasal 413 paling sedilir dilak=anakan melalul;

a. penelaahan lerhadap berbapal informasi dan data vang
relevan alaw berpenganih terhadap proses  akselerasi
pembangunan Keschatan:

b. penyusunan strategi pencapaian dan priociias program
dan kegiatan pembangunan Kesehalan,

¢.  penetapan bkrleny dan indikator untuk penulaan
pelaksanaan propram dan kegiatan  pembangunan
Kesehatan,

il penilaian terhadap kendisi o stabibitas dan kestahanan
sistemn Keschatan;

.  penetapan langkah koordinast untnk mencegab krsis
kezehatan  dan  roemperlost ketahanan EAEAL 1]
Kesehatan, dlan

t. koordinas] peningkalan program Keschatan masyvarakat,
teTulama vang bersifat prometif dan preventif.

Pasal 415

Ketentuan lebih lamul mengenal kootdinss] dan sinkronisas
penguatan sislem Kesechalao diatur dengan Peraturan
Presicler.

BAR KV
FARTIZIFASI MASYARAKAT

Pazal 417

(11 Masvarakar herpartisipas;, baikl &ecara  perseoranpan
maupun rerorpanisas dalam sefgela bentuk dan tahapan
pembangunan Keashatant  dalam rangka  membantu
mermnpercepal pencapaien derajatl Kesehatan maswarakar
VANE SCTnEe-tingeinyrd

(2] Partisipasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
mencakup keikutzertaan secara aktf dan krearit,

(3 Pernerintab ..



Sk Mo 187181 A

(]

[4]

{1]

{2]

{L]

FRESIDEM
REPUBLIK INDOMNESIA

- 181 -

Pemerintah Pusat dan I*amerintah Daerah
menguordinasikan  partisipasi sebagaimana  dimalkesued
pady ayat (1),

Ketentuan lebih lanjur mengenal parlisipasi masvarakal
diatur dengan Peratucan Pemnecinlah.

BAR XWT
PEMDGINAAN TIAN PENGAWASAN

Bagan Kcsatu

Permbinaan

Poysal 418

Femerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
permibinaan terhiacdap masyArakal dan sctiap
penyelenyparsan kepglatan vang berhubungan dengan
Sumber Daya Keschatan dan Upaya Keschatar,

Upaya Keschatan scbagaimana dimaksud pada avat (1]
termasuk kewaspadaan KLB dan Wabah,
penangenlangan KLB dan Wabah, serta kepiatan pasca-
KLE dan pasca -Wahah HECTATA lerpaad tlan
berkesinAambungan.

Pasal 41%

Fernbinaan sebagmimana dimaksud dalam Pasal 418
diarahkan unouk.

a. meninpgkatkan akses dan  memenubi kebutuhan
setiap Orang terhadap Sumber Dayva Kesebaran dan
Upava Kesehatan;

b.  menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan
Upava Kezehatan,

C. meningkatkan muty Pelavanen  Kesehotan  sera
ketnampuan Tenags Medis dan Tenaga keseharan;

than

d,  melindung masyarakal terhadap stEnla
kemunghinan vang dapat menimbualkan bahava bam
Keschatan,

{Z2] Pembinaan . .
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Pembinean sehagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dilaksanakan melalui:

#,  komunikasi, informasi, edikasi, dan pemberdavaan
masyarakat;

b. sozialiskzi dan aedvobas;
penguatan kapasitay dan mbingan tekms;
d.  kenaulrasi; danfalau

. pendidiksn dan pelatihan.

Pasal 420

Dalam rangka pembinean, Pemerinizh Pusat dan
I*rmerintah Daerah  dapat memberikan  penghargaan
kepada orang araul badan yvang welah berjasa dalam setiap
kepratan mewujudkan tujuan pembangunan Kesehatan,
termanigk  hegidlan  kewaspadaan KLE  dan Walrah,
penanggulangan KLB dan Wabah, zerta peaca-KLR dan
pasca-Wabah,

Kekentuan lebih lanjut mengens] pemhberian penghargaan
schagaimana dumaksud pada  aval [1] dilaksanakan
sesual dengan ketentuan  peratdran perundang-
undangat.

Bagian Kedua

Penpawasan

Pasal 421

Pemerintah Pusar dan Pemmeninlabh Dacrah melakukan
pengawasan terhadap seliap penvelengearadn Kescharan,

Linpkup  penpawssen sebapaimana dimaksud pada
Avat (1 mealipnii

a. ketaatan rerhadap kelentuan peraturan perundang-
urlangan, lermasuke ketastan pelaksanaan norma,
slandar, progsedur, dan kntena vang ditctapkan olch
Prmerintah Pusat;

b, kelaalan  terbadsap  standar profesi,  stondar
prlavanan, standar proscdur operasional, serta ecika
dan disiplin profes,

. dampak . . .
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¢ dampak Pelavanan Keschatan oleh Tepaega Medis
atau Tenaga Keseharan,

d.  ecvaluasi penilaian kepuasan masyvarakat;

e, akuntalulitas dan kelayakan penyvelengzaraan Upaya
Kesehalan dan Sumber Daya Keseharan; dan

. whek pengawssan lain sczuai dengan kebytuhan,

[}  Pengawssan sebagannana dimaksod pada ayat (1) dapat
mengikutscrtakan masyatalest.

Fasal 422

Dalam rangka pengawasan schagaimana dimaksod dalacn
Fasal 421, Pernerintah Pusal atau Pemerintah Daerab danpat
dibanre tenags pemgawas dan dilaksanakan sesuai dengan
ketcnrlan peraluran perundsng-undangan.

Pasal 423

helentuan lebib lanjur mengenal pelaksanaan pengawaszan
diatur dengan Peraruran Pemerintah.

BAB XVII
FENYIDIRAN

Pasal 424

(1) Pejabar penyidik Kepolisian MNegara Bepublik Indancsia
berwenang dan bectangpung jawab melakukan
penvidikan  tincdak pidana Al bidang Keschatan
herdasackan kitaby  Lndang-Undang Hukum Acara
Pulana.

(2}  Selain penyidik Kepelisian Negara Republik  [nedonesia
vebapaimana dimaksud pada avat (1], pejabal pegawai
neecrl sipil tertentu di lingkuangan pernerinizban vang
menyclenggarakan  wusan pemerintahan i bidang
kesehatan juga diberi wewenang khilsus sebapa peayidik
sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undanpgan mengsnai Hukum Acsra Fidana
untuk melakukan penyvidikan lindak pidana d) bidang
Kezehatat.

(3} Pcpabar . .
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Pejabial Penyidik Peogasal Mogeri Sipil  sebagaimana
dimaksud pada avat [2] berwenang:

=

In.

menerima laperan dan melakukan pemeriksaan acas
kebenaran laporan serta keteranpan lentang tindak
pidans di bidang Keschatan:

e rrEngEal, memeriksa, atau melakukan
penggcledahan  cerkain dugaan  tindak  pidana <l
bidang Kesehatan;

melakukan tindakan periama di rempat kojadian;

mekarang  Betiap Orang memnggalkan  atau
mernaztkt lemnprt kejadian perkara . untuk
kepontingan penyidikan;

memyurub berhentl oraneg vang diduga melakukan
tindak pidana di bidang Kesehatan,

memenksa identitas orang vang diduga melakukan
tndak pidana di bidang Kesehatan;

mencar dan meminta keterangan dan bahan bukti
dari orang ateu badan hukum sehubungan denpan
tindak pidana di bidang Keschatan,

e Cuy LT, memeriksa, SCTHd mMenyita  surak,
dokumen, danjfatau bahanbarang buktl lainnya
tlalam perkars undak pidana di bidang Keschatan:

melakukan pemeriksaan ol tempal lerlentu vang
diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain
rang ada huhungannya dengan tindak pedana b
bidang keschatan;

memangai]l seseacrang untygk chipeciksa dan didengar
ketoraneannya schagal tersanpka atawn saksi;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
pas penyvidikan  tindak  pidana di bidang
Kesehatan,

menphentikan  poenvidikan apabila tidak tocrdapat
culkup bukti wang  membaktikan adanya lincdak
pdana di bidang Keschatan; dan

m. melakukan . ..
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m. mclakukan tndakan lan seelah berkoardinasi
dalam rengks meminta baniuan penyidiksan kepada
penyvidik Kepolisian Negara Bepublik ITndonesia,

(4} Pemadik Pegawai Meper sl mMENZITmKED
pembcrtahuan  tentang  dimulainya  penyvidikan den
penvampalan hasil ponyidikan kopada penunout umuom
melalui penvidik Kepolisian Negara Republik lndonesta.

[2F  kewenangan scbagaimana  dimaksud pada  ayac (3
thlaksanakan seswal dengan ketentuan Hitabk Undang-
Lndang Hukium fears Piduana.

[f Tlalam melaksanakan kv nangsEn seharalmana
dimakszud pada ayat (3), pejabes Penyidik Pegawal Nepen
Sipil berada di bawah koordinasi dan pengawasan
hepelisian Megara Hepublik  [ndenesia sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 425

Lalam hal dugaan tindak pidana bidang Kesshatan dilakukan
oleh anggots Tentara Nasional Indoncsia atau anggota Tentara
Nasiwnal  Indonesia bersana  deongan masyarakat  sipll,
perpridiban dilakokan sesudl dengan ketentuan peorataran
Pecundang-uoelangan.

Pasal 426

Persyaratan, tata cara pengangkaran Penvidik Pegawai MNegeri
Stpil, dan  admunistrasi  penyidikan  dilaksanakaw  sesual
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.

BAR XV
KETENTLUAN FIDANA

Pasal 427

Setiap peréempuan vang  melakokan aborst tidall sesoai
dengan kyiteria vang dikecualikan sebagaimana dimaksad
dalam Pazal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama
4 [cmpal] tahumn.

Pasal 428 . .
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Pasal 428

Sectiap Orang vang melakukan akorsi tidak sesuai dengan
kelenivan sebagaimana dimaksad dalam  Pasal 61
terhadap seorang perempuarn:

&  dengan perseryuan porempuan terscbut dipidana
dengan pidana peojara pabing lama S (ima) lahun;
atau

b. tanpa perseruuan perempuan lerschor dipidana
dengan pidana perygara paling lama 12 (dua belas)
tatuar.

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada avar (1)
bl a mengakibatban kematian perempuan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama B delapan)
tahiun,

Jika perbuatan sebmpaimana dimaksud pada avatl (1)
bural b mengakibatkan kematian perempuan tersebut
dipulana dengan pidans pengara paling lama 13 [lima
belas) tahun.

Pazal 4325

Tenaga Medis mlow Tenapa hescharmn vang melakakan
vindak pidana sehapgaimana dimaksud dalam Pasal 423
pilananyva dapat ditambah 1/ 2 [satu per tiga).

Tetnaga WMedis aran Tenaga Keseharan vanyg melakoabkan
findak pidana scbagaimana dimaksud pada ayar (1) dapat

djjaiuln mdana wmbahan berupa pencabulan hak
rereentll yaitu:

d. hsak memogang jdabatan publik pada umumnyva atau
jabatan tertentg; dan/au

b, hak menjalankan profes) terienll.

Tenaza Medis atau Tonapa Keschatan yang melakukan
aborst kareng indikas) kedaremaran medis ateu terhadap
korban tindak pidana perkosasn atau Undak pidana
kekerasan sekaual lain yang menyebablan kehamilan
schapaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ldak dipidana.

FPasal 43¢ ...
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Pasal 430

Jetiap Orang yang menghalangl propram pemberian air susu
tbu cksklusil sebapaimana dimaksud dalaen Pasal 42 dipidana
dengan padans penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak RpS0.000.G0000 (lina puluh juta
rupiahy).

Fasal 431

Setiap Orang yvang memperjualbelikan darah manusia dengan
alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 11%
dipadana dengan pidana penjara paling lama 3 {tiga] tabun
atal pidana denda pabing banyak Rp200.000.00000 {dua
PAfIA juta riipiah).

Paszal 432

[Th Jetiap Orang yang menpomersialkan atas polaksanoan
transplantasi organ atau jarvingan talnib sebapaimans
chimaksud dalam Pasal 124 ayar (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 {lima) tebuo atay pidana
denda paling banvak EpU0, 000,000,080 (lima ratus juta
rupiah).

[} Seliap QOrang yang memperjualbehkan orean  atan
jat‘ingan tulruby dengan alasan upa pun sebDERALTTIALL
dimaksud dalam Tasal 124 avat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 [tojub] tahun atan mdana
denda paling banvayx Rp2. 000 00000000 [dun miliar
rupmahy).

Fasal 433

Sctiap Orang vang niclakukan bedah plastik rekonstruksi dan
gatetika vang bertentangan dengan oorma yang heclakn dalam
masyarakat dan ditaukan uantuk menpubah  idonotas
sesenrang scbapaimana dimeksiad dalam Pasal 137 ayar (2)
dipidana dengan pidana penjara paline lama 10 [sespuluh)
tahun arau pitdana denda paling hanyak Rp2 000 000 G03, 00
[dua miliar rupiah]

Fasal 434 .,
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Paxal 434

Setiap Qrang vang melakukan pemasungan, penelantavan,
kekerssan, dan/arau menvurubh orang lain untuak melakukan
poemasungan, penclantarvan, danfaau kekerasan terhadap
penderita  ganpglan rwa atau tindakan  lainnya yang
rielangesr hak sasast pondenta gangguan jiwa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan picdana
penjara paling lama 2 [dus] tshun 6 fenam) bulan atau pidana
dendas paling banyvak Epl0.000,000,00 [(sepulul juta 1apiah).

Pasal 435

Setiap Orang yang mempreeduks] atau mengedarkan Scdiaan
Farmmasl danfalag Alat Keschatan yang tidak memcnuhbhi
slandar dan, atau porsyaratan Eeamatian,
khasiat/ kemanfaatan, dan muiu  sebagaimana dirmaksyd
dalam Pazal 138 aval {2] dan ayat (3] dipidana dengan pidana
prryars pahng lama 12 (dua belas| tahun atan pidana denda
paling banyak Rpb L0040 DOG 000,00 (liuna mibar mapiah).

Fasal 436

[Ty Setap Orang yang odak  memiliks keahlian dan
kewrnangan tetapl  mclakukan  praktik kefarmasian
scbhagaimana  ditnaksud  dalam Pasal 145 aval [T}
dipidana dengan pidana deneda paling banvak
Rp200,000,000 00 (dua ratus Juta rupiah).

(2} Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana
dimalcsud pada avat [1] wvang rerkair dengan Sediaan
Farmas berupa Obal keras dipedans dengan pldana
menjard paling lama > (Imal tahun atau pidana denda
paling banyak ¥pI00 D00 000,00 (Iime ratus Juta mpiali).

Faszal 437

(1) Setiap Orang yang memprodulis;, memasukkan rokok ke
dlalam  wilayah hepara Kesatuan Bepoblile Tredooesia,
dan/atau menpedarkan denpan ldak mencantomkare
peringatan Kesehatan berbentuk tulisan digertal gambar
sehapaimana  dimaksud  dalam Pasal 130 dipidana
dengan pdana permjara paling lama 5 [imal tahun atau
pidana denda paling banvalk Rp200, G000 000,00 {lima
ratus juta rupiahl,

(4] Hetiap .. .
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(21 Setiap OQrang Yang melangpar kawasan lanpa rokok
sehagaimana  dimaksud dalam  Pasal 131 awvar (1)
eipidana dengan pidana denda pabng banyak
Rp50, 000,000,800 (lima puluh juta mamal).

Paszal 438

1) Fimpinan Fasilitas Pelavanan Kesebhatan, Teoaga Medis,
danfatau Tenapa kesehatan wvang tdak memberikan
pertolengan pertama lerhadap  Pasien  yung  dalam
keadaan Cawat  Thardral  pada Fasilitas Pelavanan
Kesehatan sebagaimans, dimaksud dalam Pasal 174 dan
Pasal 275 avat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 |dua) tabun atau pidana denda paling Laoyak
Rp2O0 002 003,00 [dua ratus juta rapiahy.

(2] Dalarm hal  perlaiaran sebagaimana damakesugd pada
avar (1) mengalibalkan leradinya kedisabililasan alag
kematian,  pmpinan Fasilitas Pelavanan Kesehatan
tersehul dipidang denean pudana penjara paling  lamas
L0 {sepudub] tabun ataa pidana denda paling banvak
Rprad QoD OO, OO0, 00 [dus miliar ruplah).

[Pasal 4349

Sctinp orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga
Keschatan melakukan praktik sebapai Tenaga bedis ataug
Ternapa Kesehaan vang twlah memilikl 31P dipidana denpan
pldana penjara paling lama 5 (Imap lahoun alau pidans denda
paling baovak Epl00, Q00,0000 (hma ratuas juta rupiah).

Fazal 440

(1] Hetiap Tenapa Medis atau Tenaga HKesehatan yang
melakukan kealpaan vang mengakibarkan Pasicn luka
berar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 {tiga]
tahun atau pidana denda paling hanvak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima pulub juta mapiah},

(2} Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada svat (1)
mengakibatkan kemartian, setap Tenaga bedis  atan
Tenaga Kesehatan Jdipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 {lima)] tahun glaw pidana denda paling banyak
Epabo,a00. 300,00 (hma ralus jurs rupmah).

Pasal 441 ...
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Pasgal 441

[1] Secnap Orang vang menggunakan identitas berupa gelac
arau bentuk  lain vang menimbulkan  kesan  bapi
masvarakat yang bersangkutsan adolah Tenagn Medis
ataw  Tenaga Keschatan yang  telah  memiliki 3TR
tanfatau S[F sebapaimana dimaksad dalam Pasal 312
buraf a dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (lima) tahun alsu pidana denda  paling banvak
500, L0000, 00 [lima ratus juta rupiah}.

|2]  Setiap Orang yvang mengyunakan alal, metode, datao cara
lain dalam mecmbecrikan pelayanan kepads masyarakat
vang menimbulkan kesan yang bersangkutan merapakan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan vang relah memiliki
3TRE  danfataa 51 scbagaunana  dimaksud  dalam
Fasal 3123 horual b dipidana dengan pidana penjuara paling
lama 3 (limal tabun atau pidana denda paling banyak
Rp 5040 0000000, 00 [Tirma ratus jula ruplahl,

Pasal 442

Sctiap Orang vang mwempekerjakan Tenaga Medis dan/ateu
Tenaga Kesehatan yang ledak mempunval 1P sebapaimans
dimaksud dalam Pasal 312 hura! o dipidana dengan pidans
penara paling lama o (limal tahun atau pidana denda paling
Latvak RpSO00.000 200,00 (lima ramas juta rupiak).

Pasal 443

Makhoda, kapton pencrbanp, atau  penpermnudi kendaraan
fJardl pung menurunkan atau mendikbkan orang dan/stau
Barang sebelin mendapat surat persetujuan dari kementerian
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan b badang
kesehatan sebagoimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat [3)
dengan maksud menyebarkan penyakal danfaan fakilor risiko
penyakit yoang dapat menimbulkan wWabah dipidana denean
pidana penjara paling lama 10 {sepuluh] tabun atau pidana
denda paling banvak Eps Q00,Q00,000,00 {dua miliar tumah).

Fazal 444 . . .
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Faszadl 444

Bctiap Orang vang melakukan pemalsyan Dokumen karanting
kKezehatan atau menpgunakan Dokumen Karanlinoa Kesshatan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 384G vang 1sinyva bidak
benat atau vang dipalsn dipidana dengan pidsna penjaca
paling lama 3 |lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp 300, Q00 0000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 445

Betiap Orang wvang mekakukan kegnatan  menyebarluaskan
babhan yang menpandung penvebab penyakit danfatau agen
Biologi  penyvebab  penvakit dan masalah Keschatan vang
berpotenst menimbulkan KLB dan Wabah  scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas] tshun atan pidana denda paling
banyak KpS, 000,000,000,00 (Lima miliar rupah).

Pasal 444

Setiap Orang vang tidak mematuhi pelaksanaan upaye
peoangeulangan KLB dan Wabah dan/atau dengan sengdjs
menghalang-halang pelaksanaan upava penanggulangan kLB
dan Wabah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 400 dipidana
denpan  pidana  denda paling banyak  BEpSO.000.000, 00
{lima ratus juta ruplah).

Pazal 447

(1] Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksod dalam
Pagal 428, Pasal 43 sampai dengan  Pasal 4335,
Pa=zal 437, TPasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan
Pasal 446 dilakukan olch korporasi, perlanggungjawalxan
pidana dikenakan erhadap korpordas), peopuris yang
mempunyal kedudukan [ungswnal, pembert perintah,
pemeganp kendali, dan/atau pemilik manfaac korporasi.

2] BHelain pidana penjara dan pedans denda terhadap
petiguris  vang  mempanyal  keduwdokan  fungsiobal,
pcmberi perintah, pemeegang keodali, dangatau penulik
tnaniaat  korporast, pidana yang  depat  dijatuhkan
rerhadap korporast berapa pidana dends paling banyak:

a.  Kpld ODOGOL Q0K 0G .
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wo Rp2U0000CH0QO000 [dua miliar rupiabh] dalam hal
tindsak pidana yang dilakukan diancam dengan
pidana pemjara di bawah 7 [tujub) tatin;

b Rpa OROCHIO QOO0 [lima muier ruplah) dalam hal
tindak pidana yang dilakukan dincam dengan
pidana penjara paling lama 7 (fujuh) tahuan sampai
dengan paling lama 15 1ima belas) iahun; alau

vo RpAG 000000000 04 (lima puluh miliar rapiah|
dalam hal tindak pidara wang dilakukan diancam
dengan pidana mati, pidana pemjara seumur hidup,
atau pidana pemjara paling lama 20 (dua puluhbg
tatyat.

Korpuras: dikenal pertanggunglawaban sccara pidana
terhadap suatu  perbuatan  vang dilakukan untuk
dansatau aras nama korporas pka perbaatan lersetn
termasuk dalum lingkup  usahanva scbhagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain
yang berlaku bag korporasi yang bersanplolran.

Pidana dijatuhkan kepada korperast nika undak pidana;

wo dilakukan dalam ranpksa pemenuhan maksud dan
tujuan korporasi;

b.  diterima sebapgai kebijakan kKerporazi, danfatau

c.  digunakan untuk menguntongkan Kirporakn Secard
rrelawarn hoakeorn.

FPasal 435

Dalarn bl tindak  pldang sebhapaimana dimaksud dalam
Pasal 428, Pasal 430 sampal deongan Pasal 435, Pasal 437,
Fasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh
korporosi, sclain dikenad pidana denda, korporasi juga dikenal
pidana tambahan berapa:

.

by,

pembayaran ganti rug,;

pencalnylan wan lerleniu; dand stau

C. penutupan ...
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¢,  penutupan  scluruh atau sebaglan tempat  usaha
dan/atau kegiatan korporasi.

EAE XIX
KETENTUAN FERALIHAN

Pus:al 449
FPada saat Undang-Undang ini mulai Lerlaku:

a. HTH, 5TRK Bementara, 5Tl Bersvarat, dan 81P vang sudah
terbit.  dinyarakan  tetap berlaku sampal dengan
herakhirnya 3TR, 3TE Sementara, STE Bersvarat. dan
S1P

bB.  penerbitan 3TR, 3TRE Zernentara, 8TR Bersyarat, dan 1P
rang relah selesan diproses: wverifikas) dan memenuhi
pursyaralan diselesalkan segera dan dinyatakan berlaks
sampai dengan berakhirnya 8TR, STE Scmentara, STE
Rersyarat, dan B[F; dan

&, peoerbitan STR, 3TR Sementara, STE Bersyarat, dan SIP

vang masih dalam proscs awal scbelum proses venfikas
disezuaikan dengan ketentuan dalamm Undang-Undang
1L

Pasnl 450

Pada saat Undang-Undang ini rmualai borlaku,  kKonsil
Kedokieran [oddnoesia, Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran
Gz, Konsi] Tenape Kesehatan Indonesiz, Koosid  masing-
masing Tenapa Keschatan, sekrelanat Konsid Kedokteran
Indonesia, sckrotarint Konsil Tenapa Kesehatan Indonesia, dan
Majelis kechormatan Disiplin  Kedokteran  Indenesia lelap
melaksanakan tapas, fungsi, dan/fatau weowcohnang sampal
denpan lerbeniuknye Koostl sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 268 dan majclis  schapjimana dimaksad  dalam
Pasal 304 vang dibentuk berdasarkan Undang-Undang imi.

Pasal 451 . ..
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Pasal 151

Pada saar Undang-Undang int mulai berleku, Eolegnm yang
clilennik aleh sehap orgamisast profes] wiap diskol sampal
dengan  ditctapkannyzs  Kelegium  schbagaimana  dimalksud
dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
ini.

*asal 452

I'ada =zaar Undang Undang ini muolai berlaku, penpgaduan atas
pelangparan  disiplin terhadap Tenaga  Wedis alau Tenaga
Kesehalan vang masih;

a. dalam proses di Majeliz Kehortoatan Disiplin Kedokteran
[odonesia alan komsil masmg-masiog Toenags Kesohalan
dan welah selesal proses veriikas:, Blanbkasn, danfaiag
prrncrniksaan, diselesalkan boerdasarkan prosedur yang
berlaku scbelum Undang-Undang ini divndangkan; dan

. awal proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedoleran
[mdonesip aran konsl measing-masing Tenaga Kesehatan
dan belum  dilakukan  proses  vernikast,  klarifikasi,
dan/atau  pemeriksaan,  disclesaikan bordasarkan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XX
KEETENTUAN PENUTUF

Pasal 453

Fadd swal  LUndang-Undang i omoudal berlakly,  semua
poeraturan porundang-undangan yang merupakan peralurarn
pelaksanaan dari:

Aa.  Undanp-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tcntang Wabah
Penvakil Menular [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Momor 209, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik [ndoncsia Nomor 327 3],

b, Undang-Undang . ..
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Lindang-Lndang MNomor 29 Tahun 2004 wenrtans Praktik
bedokteran [Lembaran MNegara Keapubiik Tndonesia
Tahun 2004 MNomor 116, Tambehan Lembaran Megara
Eepublik Indonesia Momor 4431];

Lndang Undang Nomor 36 Tahun 2009  centang
Kesehatan [Lemmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20079 Nomor 144 Tambwahen Lembaran biegara
Repubilik [ndnnesia Nomor S063];

Lndang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Bumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009
Newnor 153, Tambaban Lembaran Nepara  Republik
Tocdinesig Momor 207 2);

Undang-Undang MNomeor 20 Tahun 2013 ontang
Pendidikan Kedokreran  [([embaran Negara  Republik
Tovdooesia Tabive 2013 Woroor 132, Tambahan Lembarae
MNewrara Eepublik Indonesia Nomor 34347,

Undang Undang  Nomor 18 Tahun 2014 tonkang
Kesehatan .Jiwa {Lembaren Nepara Repulblik [ndonesia
Tebun 2004 Nomer |83, Tambahan Lembaran Neparca
Repuhlik Indoenesia Nomer 357 1);

Undang-U'ndanp Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tondga
Keschatan  (Lembaran Megara Republik  Indonesia
Talhun 2014 Nomor 298, Tarobahan Lembaran MNegara
Fepublik Indenesia Momor 2607);

Undang Undang Momer 38 Tabhun 2014 ileniang
Keperawaran (Lembaran MNegara HRepublik Llndoncsia
Tahun 20013 MNormor 307, Tambahan Lembaran MNegara
Fepublik Indonesia homor 26 12):

Undang-Undang XNomor &  Tabhun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan |Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20158 MNomor 128, Tambahan Lombaran
Mepars Hepuabhike Indonesia Nomor f236): dan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 rentang Kelidanan
tLembaran Negara  Republik Ioelonesia Tahon 2019
Mornor 36, Tambahan Lembaran Negars  REepublik
Indnnesia Naormor £323],

dinyatakan masih retap berlaku sepanjang ndak bertenlangan
dengan kelenluan dalam Undang-Undang ind.

Pasal 134 _ . .



SK No 127196 A

PRESIDEN
REPLBLIK 1NEOMNESIA

1t

Pasnl 454

Pada saar Undanp-Undang i mulai berlaloa:

d.

1.

Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentung
Ordonanst Ohal Keras [Staoisflad 1949 Nomoe 4 189);

Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1984 rentang Wabah
Poovalit Meonular (Lembaran Nepara BEepublik Indonesia
Tahwun 1984 Momor 20, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indoncsia Momor 327 3);

Undang-Undang Nemor 29 Tahun 2084 tentang Prakbik
Eedokteran  [Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tahun 2004 Nener 116, Tamhbahan Lemmbarant Negara
Repubklik [ndonesia Nomor 443 1];

UIndarng-Undang Woemoe 36 Tabun 2000 tentang
Kresehatan  [Lembaran  Negara Republie Indonesia
Tohun 2009 Nomor 144, Tambabhan Lembaran MNegars
Eepublik indonesia Nomor 3063,

Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tenlang Bumah
Sakit [Lemharan Nepara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 153, Tambahao Lembaran Negara  Repubbk
[hdnnezia Nomor 50072);

Undang-Undang Nemer 280 Tahun 2313 tentang
Pencliddikan  Kedoktersn  (Lembacen Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2013 Noemor 132, Tambahan Lembsrar
Mbepara Bepublik Todonesia Nomor 5434,

Cndang-Undang Fomeor 18 Tahun 2014 wentang
Kesehatan Jiwa [Lembaran Negara Kepublik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lemnmbaran Nepara
Repubik Indenesia Nomer 557 1),

Undang-Undang Nemor 36 Tahun 20014 tentang Tenags
Kesehalan  {lembaran Nepara  Republik Indencsia
Tahun 20%4 Momor 298, Tambahan Lembaran Negacsd
REepublik Indonesia Momar 56407,

Undang-Undang  Momeor 38  Tabun 2014 lemiang
Keperawatan  [[e#mbaran Megara  Eepublik  Indonesia
Tahun 2014 Nemer 207, Tambsban Lembaran Negara
Fepuhilil indonesia Nomnr 36124

i. Lindang-Lodang . ..
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i Undang-Undang HMNomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinasgn Kesehalun [Lembaran Negara Eepukbiik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lermbaran
Megara Repubiik Indonesia Notmor £236]; dan

k. Undang Undang Nemor 4 Tahun 2019 entang
Kebidanan  [Lembwran Neogara REepublik  [ndonesia
Tahun 2019 Nomor 5%, Tambahan Lembaran MNegara
Hopublik Indonesia Nomer A325),

dicabut dah dinyatakan tidak berlakua.

Fasal 435

Ketentuan dalata Pasal 427, Pasal 423, Pasal 429, Pasal 421,
glan Pasal 422 berlaka sampal dengan diberlakubannya
Undang—Undang Nomor 1 ‘l'ashun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2043 Nomer 1, Tambahan Lembaran Negaca Republide
Indanesia Namar 54 2.

Pasal 456

Pertaturan  pelaksanasn dart Undang-Undang ini haras
ditcrapkan paling lama 1 |satu) tabun rerhitung sc)ak Undang-
Undang ini diundangkan.

Pagal 457

Pemenntah Pusal harus melaporkan pelaksanaan Undang-
Undang inl kcpada Dewan Perwakilan Rakyst melalul alat
kelengkapan dewan terkait.

Pasal 453

Lndane-Undang mi mulal berlaku pads tanggal diundanglan.

Agar ...
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ABaY HELIH] BTANE e ngerabinya, mecmcrinlahkan
pengundangan Undang-Undang e dengan pencmpatanoyva
datatn Lembaran hegara Repblik [odonesia.

Disahkan i Jakaria
pada tangeal 8 Agustus 20023

PRTLSITIEN REFLUBLIK INDOMNESIA,
111

JORC WTOOMD

Diardangkan 41 Jakarta
rada tangpal 8 Agusius 2023

MENTERI SEEKRETARTS NEGAEA
REPUDLIR INDONESIA,

tid.

FRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TATIUN 2023 MOMOR 105

Salinan scsua dengan aslinva
EEMENTERIAN SENRETARIAT NEGARA
REFLELIK INDHOK ES14
Derpatl Bidang Porundang undangan dan

™
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FENJELASAN
ATAS
LNDANG-UNDANG REPLEBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANCE

KIESEHATAN

[ LIMUM

Indonegia sebagai negara hukum yvang berdasarkan Pancazila dan
Unelang-tndang Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1945 mermiliki
UjuEn nerdard ydallu melindongl sesenap bangsa Indonesia dan selurab
rumpah darah Indonesia, memajukan kesspahteraan umum, mencerdaskan
kobhidupan  bangsa, serta kat melaksanakan ketertiban duns vang
bordasarkan kemerdekann, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk
mencapa: fujuan negara terscbut disclengearakan pombangunan vang
berkesimambungan vang merupakan suatu rangkaian pembangunan vang
menyclumh, terarah, dan terpadu, termasuk dizntaranys pombangunan
Kezschatan.

Hesshatan merupakan hak asast maousea dan salah sato unsur
kesejahterasan  yany haras  diewjodkan sesusn denean CAjUEn oepara
scbagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Megara Republik [ndoncsia Tahun 1945 Olch karcna itu, setap
kegiman dan upava antole meninpkatkan derajar Kesehatan masyarakat
vang setinggi-ringeinta dilaksanakan herdasarkan prinsip kesejaliteraan,
pererataan, nendiskominatl], partispatf dan berkelanputan, yang saogat
prenting artinya bagl pembentukan sumber dava meanusia Indonasa,
pemngkatan keotahanan dan daya saing bangssa, seris pembengunan
nasional.

Penvapawn pemb@ngunan Kesehatan nasonal menpalami disropsi
bresar-besaran dengan dimalainys kejpdien pandena Corono Yirns Disedse
2019 (COVIL- 19} pada 1ahun 2020 vane terjadi pada skala glebal. Pandemi
COWID-19 vang berdampak luas terhadap selurb tamnan masyvaraliac
twemtwnbulkan beban tambahan dalam  upaya  peningkalan kualitas
Kesehatan masyvarakat, sehinpza memaksa duniz, termasubk Indanesa
unruk melakukarn penyesuaian tethadap kendis: terscbuat,

Kejadian . .
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Kejadian panderm membawa kesadaran pentingnya penguatan sistem
Keseharan nasinnal sehinpgs perlu dilakukan transformasi menveluesh
sehagal upwya porbalkan yvang bertujuan untuk meningkatkan decajat
kesehatan masyarakat lndonesia dan meningkatkan daya saing banpsa
[ndoncsia.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan di bidang Keschatan,
sepertl Pelayvanan Keseharan vang masibh didaminas pendekalan kurati,
ketersediaan dan distribusi Bumber Duva Kesehalan, kesiapan menghadapi
krizis Keseharan, aspek kemanditian farmasi dan Alat Keschatan, aspek
pembiavaan,  dan pemanfaalan Teknologi Kosehatan,  dilakukan
translormast sistem Keschatan.

I'enyelenggaraan tranzlommasi sistermn keschatan memerlakan
landasan regulasi yany kual dan komprehensif untuk mengatasi berbagai
pertmasalahan Kesehartan, Pembenahan repulast bidang Kesehatan juga
diperlukan unluk  memaslikan  struktur Undang-Undang di  bidang
Hesehatan tdak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.

Clleh karena ita diperiukan sinkronizasi dari berlzapai Undang-Undang
dengan menggpunakan metode omnibog.

Undang-Undanz i memual substansi vang mendukuog
penyelenggaraan transformtasi sistern Keseharan, varg melipull;

1. penguatan tupas dan rangeung jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggarasn pembangunan Keschatan;

b, silerommsas)  pengelolaan Kesehatan  vang  disclengparakan  clch
Pemerintah Pusat, Pomerintah Dacrah, dan/atau masyarakat,

0. penguatan penyvelenggaraan Upava leschatan dalam beotuk promatif,
preventif,  kuratf, rehabilitatif, dangatan palisiil, dengan
mengedepankan hak masyvarakar dan langeung jgwab pemenniah;

d.  penguaan Pelayanoan kesehuatan pnmer dengan mengutamakan
pendekalan prometl dan prevent!, memberikan layanan yong
becfokis ke Pasien bordasarkan siklus kcehidupan manusia, dan
meningkatkan tayanan di dacrah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan
kepulauan scrta bagi masyarakat rentan;

¢, poemerataan Fasilitas Polavanan Keschatan untuk kemudahan akses
bagl masyarakat melalul pembanpgunan Fasilitaz Pelayanan Kesehatan
tinpkat perrama dan Fasuditas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh
pomerintah ataupun masyarakat;

t. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Keseharan melalai peninplatan
penyelenggaraan  pendidikan  spesialis/ subspesialis, ransparansi
dalam proses Registrast dan penginan, serta perbaikan dalam
rmekanwgme penerimadan Tenapd Medis dan Tenags Besehalan wares
nepara Indonesia alusan Jaar negerl melalin un kempelens yang
ITansparan;

B penglalan o
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£, pengudatan peran Pemeriniab Posat dan Pemerintah Dacrah menjamin
kctcrscdiaan, pemerataan, dan keteranskauan Perbekalan Kesehatan,

h. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Keschatan melaha
penvelenggaraan rantai pasok dan hulu langga hilir,

L. remanf@atan Teknalog Kesehatan rermasuk teknologl bimmedis untuk
kepentingan  ilmu pengetaboan dan Tekoologs kesehatan  serta
Pelavanan Kesehatan menuju pelavanan kedokleran presisi [precision
med 1T e

It penpuatan Sislem  Informas Kesehatan termasubk kewenangan
pemerintah untuk menpelola dan memanfaatkan dals Kesehalan
melalai inteprasi berbagai Sistem [bfermasi Keschatan ke dalam
Zigtetn Informasi Keseharan Masional;

k.  pengoatan kKedarocatan Kesebatan melalui perbaikan tata kelola
kewaspaclaan, penangeulangan, an pasca-kKLB dan Wabah, termasuk
pembapian peran dan koordinast anlarpemangkul Kepettingat serta
penguatan antisipasi kondisi darucat dengan melakukan pendafaran,
pembinaan, dan mebilisasi tcnapa cadangan Kesehatan,

1. penglatan pendanaan keachatan khususnya pemantaatan pendanasn
vang hersumber dari anpgaran pendapatan dan belamg negara dan
angearsn penddapatan dan belanja daerah melalui penyrusunan alokas
anggaran  berdasarkan prinsip penganggaran berbasis  kinerja,
penyelenpgaraan  sistem mlormast  pendanasn Kesehatan,  serta
menjamin manfaat dalam pregram jamman kesehzatan berbasis
kebutuhan dasar Kesehatan; dan

. Komrdinasi  dan sinkronizasi kebijpkan  d1 bidang  Kesehmsan
amlarkernentarian/lembaga dan pihak terlait untuk propuatan sistemn
Kesehalan.

Sceara umum, Lndanp-Urndang ini memuat materi pokok  yang
disusun sccara sistematis mencakup keleniuan yooim, hak dan kewajiban,
tanggung  jawab  Pemcrintah Puszat dseo Pemerntah Daerah,
penvelenggaraan  kesehatan, Upaya hesehatan,  Fasilitas Pelavanan
Kesehatan, Sumber Dava Manusia Keschatan, Perbelkalan Keseharan,
ketahanan kelfarmasian dan Alet Kesehatan, Teknologl Keschatan, Siswem
Informasi Keschatan, KLE dan Wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi
dan sinkronisasi penguatan sistem Kesehatlan, pareisipasi masvarakat,
pembinaan dan peogawasan, penvidiken, ketentuan pidana, ketontuan
peralihan, dan krientuan penulup.

TT. FASAL DEMI PASAL

Pasal &

Cukup jelas.
Pasal 2 _ .
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Fasal 2

Huruf a

Yang dimaksud  dengan "azas perikemanusiaan®  adalah
pembangunan Kesehatan baros dilandas sates perikemanusiaan
vang berdasarkan pads Ketuhanan Yang Maha Esa denpan fidak
membedakan golongan apama dan bangsa,

Huruf b

Yang  dimaksud  denpan "azas  kessimbangan®”  adalah
prmbangunan Kesehalan bards dilaksanakan secara seimbang
anlara kepentingan individu dan masyarakaet, antata lisik dan
JIwsa, serta antard maleral den spicioal

Humf ¢

Yang dimaksud dengan “asas manfaat" adalah pembangunan
Kesehatan haris memberikon manfaat vang sehesar-hesarmysa
bagi kemanusiaan dan penkchidupan yang sehal bag) selap
Warga nepara.

Huruaf

Yong dimaksud dengan “asas miah® adalab penyelenggaraan
Upava Kescharan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengelabuan
tlan teknelogi.

Huimnfl &

Yang dimaksud dengan “asasz pemerataan” adalah penpaturan
Sumber Nays  Kesehatan dimeksudkan antuk  memberikan
Pelavanan Kesechalan vang dapat Jdijangkau oleh seluruh lapisan
magyarakat untuk mencapai derajal kKeseharan masyvarakat vang
setinggi-tingpinyva,

Huarufl

Yang dimaksud dengan “asas elika dan profesienalitas™ adalah
pemberian Pelavanan Kesehatan olch Tenapa Medis dan Tenaga
Keschalan harus dapat mencapal dan meningkatkan
profesivoalisine dalam menjalankan praktik serta memilikn £lika
profes] dan sikap profesional.

Hurf o

Vang dimaksud dengan “ssas pelinduogan dan keselamatan”
adalah penyelenggarasn Lpaya Keseharan  harus  dapat
memberikan  pelindungan dan  keselarmatan kepada pemben
Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan denpan
menputamakan  keselamalap Pasien, masyarakat,  dan
Lhingkungan.

Hurufh ...
S No LETINZ A
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Huruf h

Tang dimaksud dengen Tasas penghormatan erhadap hak Jdan
kewnjihan” adalah pembangunan Keschatan harus dilakukan
dengan menghormatl hak dan kewajiban masyarakat sebapal
bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud denpan "asas keadilan® adalab penyvelenpgaraan
Upava Kesehatan harus dapat moembenkan pelayandan yang adid
dan merata kepada  semua lapisan masvarakat dengan
pembinyaan yvang rerjangkau.

Huruf

Yang dimaksud  dengen “asas noodiskrimimatitt  adalah

pembangunan Kesehalan Udak membedakan perlakian terhadap
kelompok agama, @endear, ras, elois, suku bhaongsa, warna kulic
kondisi Iisik, statis sosial, dan antargolongan.

Hurul k&

Yane dimalsud dengan *asas pertimbangan moral dan mila-nila
agama” adalah kebijakan pembanpunan keschatan scsual dengan
sila Ketuhanan Yanpg Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan
heradab sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Lndang
Lndang Dasar Negara Bepublik Indonesia Tabhun 19450

Huruf !

Yang dunaksud dengan "asas partisipatil” adalah pembangunan
kKesehatan melibatkan peran seren masyarakac sccara aktt,

TTuruf m

Yanp dimaksud  denpan “asas  kepentingan umum® adalah
pembanpunan Kesehateo harus moenguramakan  kepentingan
umurn di Alas kepenbngan pribads atau golongan tertentu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan *asas keterpaduan” adalah pembangunan
Keschatan dilakukan secara lerpadu vang mehbatkan kintas
sckior,

ilanaf o

Yang dimaksud denpan "asas kesadaran  bukum"  adalah
pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepaluhan
hukum dari masyarakat.

Hurufp. ..
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Hurul p

Yang dimaksud dengan “ssas kedaulstan negara™  adalah
pembanpunan  Kesehatan harus menpuiarmakan kKepentingan
nasicnal dan akuat meningkatkan  Upayva  Kesehatan untuk
embangun sistem ketahanan Keschatan,

Huruf

Yang dimaksod dengan “asas kelestarian hngkungan hidup”
adalabh pembangunan Kesehatan bams dapat menjamin upaya
kelestarian kaalitas lingkungan hidup untuk generasi sckarang
dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Hurm! r

Yanp dimaksud dengan “asas  keanfan budava  adalah
pembrnginan . Keaehatan  haras memperhatikan dan
menghoemati nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat.

Huaruf =

Yang dimaksud denpan "asas ketertiban dan kepastian hukooy”
adalah  penvelenggaraan Upawva Kesehatan haruz daparc
mewujudkan  keteraturan dan kepastian hukum dalam
masyarakat scsuai dengan ketentudan peraluran perandang
Lndangan.

Pazal 3

Cukup jclas.

Pazal 4
vl (1)
Hurul a

Yang dimaksud dengan "hidop sehat secara hisik™ adalab
kondisi tubuh tanpa penyvakil yang dirandai organ tubuh
berfunpgsi secara pormal, tububh mampu menyesuaikan fungsi
orpan  tabuh  dalam  hatas  fsioleg terhedap keadaat
lingkungan, dan tubuh dapal melskukan kerja fizik tanpa
lalah secara berlebihan,

Yang dimaksud dengan “hidup schat secara jiwa” adalah
keadaan kescjahteraan mental  dan spirtual yang
memungkinkan  seseoranp menyadari kemampuan  din,
mengatasi tekanan bidup, mampu belajac dan bekerja dengan
baik, serfa mampu memberikan kootribusi kepada
Evmumiiasnya.

Yang . ..
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Yang dimaksud dengen “hidup sehat secara sosial”™ adalah
keadaan seseorang vang  mampa menjalin hubungan
interpersonal dengan oranp lain secars sehat dan bermmanfaar,

Huruf b

Cukup jelas.
Hurul e

Cukup jelas,
Huruf d

Yang dimaksud denpan Tstandar Pelayanan Kesebatan®
adalah podoman bam Tenaga Modis dan Tenags kesehatan
dalam menvelenggarakan Polavanan Kesehdlao.

Hurui ¢
kg jelas.
Hurul
Culup |clas.
Iharul g
Cukup jelas.
Huruf h
Cubeup jelas.
Hurufs
Cukup jeldas.
Huul |
Cukup jclas.
Huruf k
Cukup jelas.
Avat [2}
Cukup jclas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Avar (4]
Hurat a

Cukup jelas.

Humfbk ...
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Hurul b
Cukup jelas.
IMaraf &

Yang dimaksud dengan "secara rerbatas untik kepentingan
pendidikan® adalah tanpa membuka idencitas Pazien atau
data vang Jdapal dilelusun dentitasnya, kecuali dalam
penanganan klinis Pasien.

Yang dimaksud dengan "secara terbatas untuk kepentingan
penelitian®™ adalah tanpa membuka identitas Pasien slal
data yang dapat ditclusurl identitasmya.,

Huruf d

Cukup jelas,
Huruf e

Cukup jclas.
Tloewf I

Cukup jelas.
Hurui g

Cukup elas.
Huruf h

Culkup jelas.

Ayar (5

Cukup jelas.

Pasul o
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc ...
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan  “pembangunan borwawasan
Kezehatan™ adalah  pembangunan vang berdasar pada
pavadigma  schal  vang dilakukan  dengan strarcep
PEOEArUSUTATTIAATL Keschatan dalam permliarnginan,
pengustan Lpava Kesehatan yang menguramakan proamcif,
prevenllf, dan pemberdavasn masvaralat.

Avatl {3
Cukup jelas.
Pasal &
Ayal (1]
Agar Upava Keseharan herhasil gurna dan berdays guna,
Femerinrah Puzat periy merencanakan, mengakr,
tnenyelengparakian, sl membina dan TOCTIEAWAS]

penyelenppacaan paya Keschalan ataupun sumber dayanya
gecata sersil dan seimbang denpan melibatkan peran serta akof
rnasyarakal

Avatr (2]

Pas=al 7

Cukup jclas.

Cukup jelas.

[azal &

Cukup jelas.

Pasal

Cukup jelas,

Pasal 10

Avat [1]

SK No 137207 A

LUrnluk depatl lerselenpparanvys Updwvs heschatan vang merala
kepada masvarakat, diperlukan  ketersediaan Sumber Dava
Keschatan, antara lam, Tenapa Medis, Tondgs  Kescehatan,
Fasditas Pelayanan Keschatan, Perbekalan Keschatan, Sistem
Informasi Kezsehatan, serta Toknologl Keschatan yang merata ke
selumiby wilayah sampai ke daerah  terpencil  schingga
memudablan masvarakal  dalam mempertaleh Pelayanan
Kesehalan.

Sowat (2],
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Avat [2]

Fa=al 11

Yang dimabksod denean “insentif fiskal®, antara lain, 1alah Tasililas
yang thberkan eoleh Pemerintah Puzat danfatag Pemerintah

Daerah scsuat dengan kerentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajalcar.

Yang dimaksud dengan “insenilil nonfiskal®, antara lao, alah
kemudahan perizinan berusahy yang dilakukan sesual dengan
ketentuan perallran perundang-undangan.

ketersediaan dan akses lerthadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serls
informast dan edukasi Kesehatan termasuk bagi masyarakat terluar,
terpencil, dan termmskin.

Paszal 12

Cuboay jelas.

Pusal 13

Cukup jelas.

Fasal 14
Cukup jelas.
Fazel 13
Culiug jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayval (1)
Cuboip pelas,
Avat [2)
Yang dimakswd denpan "derajat Ecschatan yang  setinggi-
tngginys” dadalah keadaan Keschatan yang lebih haik  dard
sehelumnya vang dapat dicapal sesual dengan kemampuan
maksimal dari sctiap orang atau masvarakar,
At {3

SK Mo 1R7T208 A
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Avvat (4

Fasal 18

Culup jelas.

Aal (1]

SK Na 137209 A

Yarny dimaksud dengan "Upaya Kesehalan perseorangsn vang
bersitat promotif™ adalab sualu kegistan danfatau serangkainmn
kegintan untuk memampukan individo dalam mengendalikan
dan tneningkatkan kesehalanmes, Upaya Kezehatan
perseorangan yang bersifat promotil depat berupa pemberian
penjelazan danjfatay edubkasi wwentang gaya hidup sehat, faktos
risikn. serls permasalahan Keseharan.

Yang dimaksud dengan “Upays Keschatan perscorangan vang,
bersifat preventl™ adalah suatg kegiatan dun/alau serangkaian
kegialan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit
atau menghentikan peonyakil dan mencegah keomplikasi vang
diakibatkan sctclabh timbulnya  peawakit. Upaya Kesehatan
persesrangan yvang hersilal preventif dapat berupa smuanisasi,
dedekst ding, dan ineervensi din.

Yang dimaksuad dengan “Upavs Keschatan perseocrangan vang
bersifat kuratil™ adalabh suatu kegiaran dan/atag serangkaian
keplainn pengobatan yang  ditgjukan  untuk  penyembilhan
ponyakit dan/atau pengurangan penderitaan akibat prnvakit,

Yang dinaksid denpan "Lpava Kesrhatan perseorangan vang
bersifat  rehabilitati™  adalah o siany kepislan dangaeau
seranplalan kegistan vang ditujukan untuk mengoptimalkan
fungsi dan mengurang disabilitas pada individu dengan masalah
Eeschatan dalam interaksinva dengan lnpkungannya. Upaya
keschatan perseneanpgan vang bersifat rehabihtanf dapat berupa
terapi wicara atau fisiorcrapi.

Yang ditnaksud dengan “Lpava heschatan perscoranpan yvang
bersifat paliant” adalah Upaya Kesehatan yang ditujukan unmik
meningkatkan kualites hidup Pasien dan keluarganyva vang
menphadapl masalahh berkaitan dengan penyakic vang
engancam jiwd. Uphva Kesehatan perscorangan yang bersilat
pahial! dapat berupa wdentifikasi dini, penilaian yang benar,
pengobatan rasa sakir, dan penanganan masalah lain, haik fsik,
psikososial, maupun spintual

Avat{d] . ..
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Ayat [2]
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Yung dimaksud dengan “Upava Keschatan masyarakal vang
bersifat promolf” adalah suatu kegiatan dan/alau serangkaian
kegiatan untuk inemampukan masyarakat dalarn mengendalikan
dan meningkatkan kesehatannva. Upava Keschatan masvyvarakat
vang bersfal prometf dapat berupa komunikasi yang cofckedf
untuk mengedukasi masvarakat tentang Kesehatan dan fakdor
vang mempengaraht geita cara unluk meningkatkan status
Kesehatan, pengualan gerakan masvarakal, &era penyUusunsn
kebijakan dan regulasi yaog mendukung dan  melindungi
kKeseharan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Upays Keschatan masyvarakal vang
Lersifal preveniil” adalah suatu kegiatan pemcegahan terhadap
suatu masalah kesehatan/penysakit untuk menghindari ataiy
Tengurangl risitko, masalah, dan dampak burak akibat penyvakic.
Lpava Kesehalan masvarakat yvang bersifal preventd dilakukan
melalwn surveillans, pemantauan  siafus den  permaszalahan
Keaehatan masyarskal, serts penanggulangan permasalahan
vang dilemukan. Upava Kesehatan masyvarakal vang bersifar
preventil dapal berupa pembarasan konsumsi rokok, konsumst
garam, konsumsi makaonan dan minuman kadar gula berlebih,
serld. berupa wvaksinasi  mmassal,  skrining  penyakit  screa
petigendalian keschalan  lingkungan, tertmasuk  pencepshan
pecnocemaran lingkungan dan pengendalian vektor,

Yang dimaksud dengan "Upava Kesehaten masyarakat yang
bersifat kuratii™ adalah suatu kegiatan danfatau serangkaian
keynatan pengobatan yang ditujukan untuk menghemtikan atau
mcongendalilkkan penularan dan beban peonvakil di masyarakat.
Upaya Keschatan masvarakar yvang bersitat kuratil dapal berupa
pemberian  obal  massal, pembenan obat  presamtif,  dan
pemberian obat ponvakit menular serta kepasiian dadanva sistem
vang efzktif untuk ketersediaan akses vang berkoadilan terhadap
Upaya Kesehatan perscorangan yang bersilac kuratid.

Yang ditnaksud dengan "Upava Keschatan masyarakat vang
bersilal  rebabiitan™ adalah suatu kegiatan Jdanfalawn
serangkaian kepiaran unluk membantu penvintas kembaly ke
masyarakat. Upava Kesehatan masyarakal vanyg  buersilal
rehalnlitatl dapat brrupa pelauhsn sosial untuk penderita
spockirum autisme, disabilitas intelekival, alan skisofrenia,

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “*Upayas Kesehalan Masyarakat yvang
Bersital palistil adalah suaiu keglatan dan/atsy serangkaian
kegidlan uniuk memampukan masvarakar atay kermunitas dalam
tretmberikan dukunpan wuntuk meningkatkan kualitas  hidup
Fasien dan keluargaova vang menghadapl masalab berkaitan
dengan penyakit yvang mengsocam  jiwa, Upava  Keschatan
masyarakat vang bersifac paliatif dapat berups pembentukan
keenumitas yang saling mendukung.

I*asal 19
Cubkwup jelas.

I"asal 20

Huruf a

Cukup jelas.
Hurui b

Culzup jelas.
[Parut «

Cukup jelas.
Hurutfd

Cukup jclas.
Huruic

Cukup jclas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Hurul g

Sumber dava lain, anara [Eine wlah indusin bdang Kesehatan
dan insticast penwlidilean badang Kesehalan.

IPasal 21

Culou jelas,
Fasal 22
Cukup jelas.
[*a=zal 23
Cukup jelas,
FPuaxal 24 . .
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Fazal 4

Cukup iclas.

Pasal 25

Aval (1)

Cukup jelas.
Avat {d)

Cukup jelas,
Ayat [3

Cukup jras.
Avat |4)

Bontuk Pelavanan kKesehatan melahs Telemedisin, antara lain,

berupa  asubar medis/khinis dan/fataa layanan  konsultasi
Kesehatan.

Aveal |3

Culup jelas.

Pasal X3
Hurul a

Yang dimaksud dengan "Pclavanan Kesehatan peicner™ adalakb
Pelavanan Kesehatan vang lerdekat denpan masvarakat schapai
kontak mrtama |gate kKeeper yang  diselenpgarakan secars
terintegrasi untuk memenuhi kelbnnuban Kesehalan dalam sctiap

fage kehidupan yang ditoukan bagl individu, keluarge, darn
tnasyarakal.

Hurui b

Yang dimaksud denpan “Felayanan Kesehatan lanjutan”™ adalab
Pelavanan Keschatan perseaorangan yanp bersifat spesialistik
dan/atau subspesialistik vang  diselenpgarakan secars
komprehensif antacmulnidisiplin ilmwy dan profesional pada setisp
penyalar pada Pamen.

Pasal 27

Cukup jelas,

Pasal 28 . ..
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Cukup jelas.

Avat (2}

Cukup jelas,

Aval (]

Cukup jclas.

Anrak (4

Masyvarakal rentan, antara lain, ialah:

.

=2
€.

Aval (3

mdividu wvang tdak memiliki akses {ferhadap Prlayanan
Keschatan dan asuransi keschatan vang memadai;

individu dengan satus sosial ekonomi rendah;

rnastarakal dempan penvakit penyerta [penvakit kronis),
peremmian, termasuk vang sedang hamil dan menyusu,
bayi, balila, remnaja, dan lanjut usia;

inelividu denpan disabilitas:

inclivicda dengan gangguan jiwa;

individu  yang  tersisihkan secdarts sos@l karcna
agama/kepereayaan, ras atag sukuy, orentasi scksual.
identitas gender, penyakit, seria slatus kewarpanegaraan:
indivicu yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, terlaar
dan perbalasan, termasuk masyarakat adat,

mdlividu vane ungeal di rumab angga taopa akses ke air
Persih dan sanitasi vang memeaclad; ataw

individu yang tinggal di hunian sempit atau institus sozial
dengan ruang prival vang erbatas.

Cukup jelas,

Pasal 24
Avar (1}

Masvarakat vang berpartisipas) termazuk swasta,

Avat (2]

Ok Jelas,

Avat (3

Cukup jclas.

SK MNo 87215 A
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Ayal (4]
Cukup jelas.

Fasal 30
Cukup jelas.

Masal 31
Asat 1]
Cukup jelas.
Ayal |2

Yarng dimaksud dengan “kontak  pertama”  adalab layanan
Eesehatan perama yang diterima  oleh masvarekal  uniuk
mengdlas permasalahan Keseharan dasar.

Aval (3)

Cukup jelas.
Anvat (4

Cukup jelas.
Avat (5)

Cukup jelas.
Awvat ()

Cukup jelas.
Avat (7}

Cukup jelas.
Avat (K

Yang dimaksuld dengan *status keschatan" adalab deskripsi
dan/alal pengukuran keschatan perorangan atau populast pada
tilik waktu wrientu terhadap standar vang dapat diidentifikasi,
dan dilakukan denpan mengacn pada indikator kesehatan.

Avat (4]
Culkup jelas.

Pasal 32
Avat (1]
Cukup jelas.

Avat (2}, ..

SK No 187214 A
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Asat (2]
Cukup jelas.
Asrat {3
1urut 3
Chuakup jelas,
Muyrul b

Satuan pendidikan, antara lain, berups pendidikan anak
usia dini, sekolab/rmadrasah, pesantren, perguruan cinggl,
atau natna lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

Huruf
Cukup jelas,
Hyeaf 4
Cukup jclas.
Huraf ¢
Cukup jelas.
Avat [4]
Cubkup jelas,
Avat (3]
{Cukup jelas.
Aval (B
Cukup jelas.
Ayar [7)
Culoag jelas.
Ayal (8]
Cukup jclas.
Axat (9]
Cukup jelas.
Avart [1CH

AMitca Kesehaolan, antard lain, 1alab lembaga swadaya masyarakat,
lokeh  agama, tokobh  peomuda,  wkohh  perempuan,  tokol
masydarakal, komunilas peduli keschatan, dan badoan uzaha.

Avar [11)
Culup jelas.

Fasal 33 . ..

B4 Mo 1RV213 A
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Fasal 33
Ayat 1)
Cukup jelas.
Aval (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium lainnya” adzlah
laboratorium Kesehatan yvang disesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan Kesehatan dan Teknolopl Keschatan,

Ayat (3

Cukup jclas.
Aovat [4)

Cukup jelas.
Avat (3

Cukup jelas.

Pasal 34
Culkup jelas

[*azal 3%

Aval (1}

CLkup jolas,
At [2)

Cukup jelas.
Avat [3)

Cubiupe jelas.
Avar [4]

Cubkup jelas,
Mol (3]

Yang dimaksud  dengan  *pelavanan sosial  dasar  bidang
Kesehatan”™ adalah  polayanan untuk memenuhi kebutuhan
individu, kelompek, atau masyarakat untuk menpatasi masalab
atau kekurangan dalarm kebutuban kesshatanova.

Avar )

Cubupy jelas.

Avar (7] ...

SK No 187216 A
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Avat [7|

Cukup clas.

Pasal A&
Cukup jelas.

Pasal A7
Avarc 1)
Prlayanan Eesehatlan lanjutsn termasuk pelavanan skrining dan
detekst dind,  homecars,  Telemedisin, Peolavanan  Keseharan

bergerak, Polayanan Kesehatan pada pos Kesehatan, Pelayanan

Kesehatan yang menggunakan teknelogl ferlanl, dan pelayanan
berbasis penelivian,

Avat {2

Cukup jelas.
Avat 3

Cukup j=las.

Pagal AR
Axat (1)

Yang dimaksuid dengan “hersiandar mtcrnasicnal” adalah

pelayvanan unggulan nasional yaog menppunakan metode bama
yang diakul secars internassonal.

Avat (2}
Cukup jelas.

Pasgal 29
Aar (1]
Cubkup ulas.
Mol [2)
Cubiugy elas.
Avar [3]

Yang dimaksud dengan "rujukan secara vertikal® adalah rojukan
vang dilakukan darn Fasiitas Pelayanan Kesehatan perujuk ke
Fasilitas Pelavanan Kesehalan penerima rajukan vang memiliki
tingkat kcmampuan pelayvanan vang lebih tnggd sesaai dengan
kebutuhan medis Pasien.

Yuaoe . ..
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Yang dimaksud denpan "rujukan secara horisonizl”  adzlab
rijukan dari Fasilitaz Pelavanan Kesehatan perijuk ke Fasilitas
Prlayvanan Heschatan penerima rajukan yang sama jenis Fasilitas
Pelayanan keschatannys, tetapn  mwemiliki jents kompeenisi
lerienlu vang lidak dmmiliki oleh Fazilitas Pelayvanan Kesehatan
ek,

Yanpg dimakaud dengan "nguk balik® adalah pelaksanaan mjukan
terhadap Pasgien ¥ang relah selesai dilangani pada Fasilitas
Pelavanan Keschatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan
prrawatan lamjulsn pads Fasilitas Pelayanan keschatan vang
lebih renddah kompetensinya.

Avyar [4]

Cukunp jelas.

Avat [3]

Yang dimaksud denpan “kemampuan pelavanan”  adalab
kompetensi vang dwdasarkan pada jenis Pelavanan Kesehatan,

lcnis Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan, sarana dat prasarana,

peralatan Keschatan, Scdiaan Farmasi dan Ala: Kesehalan, serta
dava tampung Fasilitas *clayvanan kKesehatan.

Ayar [B)

Cubugs jelas.

Ayar [7]

Pasal 40

Cukup jelas.

ko jelas.

Pasal 41

Avar [1]

Cubkup jelas.

Avat 4

Cukup jolas,

Aval (3]

SK Mo I87218 A

Yang dimaksud dengen “skrining keseharan lainnya® adalah
skrining Kasehatan yang dilakukan secara berkala sesual denpan
standar sctelah penode kelahitan, Skrining Kesehalan lainows
dapat berupa pemantawan umbrab kembang, deteksi dind
kedisallitasan, dan lainnve.

Avat (4] . ..
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Aval (4]

Tanggung jawalr daiam Upava kesehaltan bmy dan anak, amara
lain, berupa penyvediaan Pelayanan keschatan di sekolah yang
menerima anak dhisatalitas, balk di sckolah khusus maupun
sckolah inklusr sehingpa tidak akan mengpangpn Kesehatan bayi
dan anak dalam mengikon peondidikan dan tudak  terjadi
diskritminast dan lindak kekerasan yvang dapat membahayakan
Keeschatan bayi dan anak.

Pasal 342
Avat (1)

Yang dimaksud dengan “indikasi  medis” adalabh kondisi
Kesehatan it vang Udak memungkinksan memberikan air susu
ibu scsuai yang dietapkan oleh Tenaga hedis.

Aval ()

Cukup jelas.
Avat (3}

Cukup jelas,
Avat (4]

Cukup jolas,

Fasal 43
Myl 1)

Kebijakan, antara lain, berupa pemboatan nonna, standar,
prosedor, dan krleria.

Aveat {2
Culkup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Paxal 45

Cukup jelas.

Fusal d4f . . .
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Cukup jelas,

Pasal 47

Cukup pelas.

Pazal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup |elas.

Flasal B

Avar il

Cukup jelas.

Avat 4]

Vang Jdimaksud denpgan "usia remaja® adalah kelmnpol usia
19 [sepululy tatnin sarmpa sebellm bergsia 13 (delapan belas)
Labhiun,

Ayat |3)

Cukup jrlas.

Aval 14

=K No 187220 A

Yang dimaksud dengan “skrining Kesehatan™ adalabh setiap
kepiaran yang dilakukan untuk mendeteksl penyvakit secaca ini
sehingga dapar dilakukan inlervensi untuk menyvembuhkan atau
mencegah penyalit berlanjur.

Tang dimaksud deongan "Kesehalan reproduks: remaja” adalah
Upava heschatan vang dilakukan agar terbebas dari borbagad
Eatgpuan Kesehalan  vang dapat menghambat kemampuan
menjalani kehichipan reproduksi secara sehat.

Yang dimaksud dengan "Keschalan jiwa remaja’ adalah Upava
Keachalan vang dilakukan untuk mempersiapkan kondisi remaja
Aapdr dapat berkembang sccara fisik, mental, spinteal, dan sosial
schingegs remeaya terscbut menyadan kemampuan sendird, dapat
mengatasi  tekanan, dan  mampu memberikan kontribusi
untuk masvarakar.

Movar (o). ..
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Ayl [3)

Cukup jelas.
Syt [B]

Cukunp jelas.

Fasal =1

Cukup gelas.

Fasal 22

Culoap Jelas,

Fasal 52

Avat [1)
Cukup Jelas.

Avar 2]
Upays  Keschatan penvandang  disabilitas, tcrmasuk Upaya
Keseharan bagl perempuan disabilitas sebagm calon bl can itw,
Upars Resehalan terhadap andk yang didetekst akan moengalami
disabilitas atau dilahirkan sebagai penyandang disabilitas, serta

dukungan bapl keluargs yanp cnempunyal snreola penyandang
disabilitas.

Upaya keschatan terhadap anak yvanpg dideteksi akan mengalato
cisatnbitas  atay  chilahirkan sebaes] penyvandang  disabilites
termasuk upava detekesi dan intervensy dini disabilitas,

Upays Kesehatan penysodang disabiinias yang memasubo usia
preduktif termasuk Keschatan reproduks.

fyar (3]

Yang dimaksud denpan "akscs" adalah termasuk rersedianya
Felavanan Kesehatan yang Jdapal dipunakan oleb penyaodang
disabilitas sccara mandini tanps  bantuan orang lain dan
Felavanan Kesehatan vang diherian secatra proaktil Kepada
penyandang disabililas,

Avat (4]

Cukup elas.
At (5]

Cukiap clas,
Avat (g

Cukup jeolas.

Pasal 534 ., ..
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Paszal 34

Cukup jelas.

Pasal 55

Culup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jclas.
Pasal 58

Culkup jclas.

Pagal 58
Cukup jclas.

Fasal GO
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Faxal B2
Culup jelas.

Pasal £3
Ayat 1)
Culouy jelas.
Avat {2
Culiup jelas.
Avat [3)

Felavanan keluarga berencana, antara lain, berupa konsultas
pelayvanan keluarga berencana dan pelayanhan kentrasepsi.

Avar [4)
Cukup jelas.
Aval (3]
Cukup jclas.
Pazal &4 . _ .
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PRESIDEM
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Avar [1]

Cukup jclas.

Aval (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "“bergizi selmbang” adalah asupan
pizl vang sesual dengan  kcbutuhan  sesecrang untuk
rremcegsh risiko gizi lebih dan gezn kurang.

Huruf 1z

Cukup pelas.

Hural ¢

Cukup jelas.

Ayvac (3

Culup jelas.

Avar [4]

Cukunp jelas.

Ayac [3]

Pasal &5

Cukup jelas.

Cukup jrlas.

Pasal G

Cukup jelas.

Pasal BF

Avar [1]

Harg dimabksod dengan “inlereens”™ adalabh segala kegiatan vang
dilaltzanakan untuk mengatasi penvehab lanpsung meupun titlak

langsung berbagai permasalahan gizi.

Avat [2)

SK Mo 187223 A

Pcmanghku kopentingan, antara lain, ialah erzng perscorangan,
masyarakat, alkademis:, durma usaha, modia massa, OrgEnIsas
rnasyarakal sipl, pergurasan Diogel, lobob masvarakarn,  ekloh
peremplan,  tokoh peroacla,  tokaoh agama,  dan mitra
pembanguoan.

Pazal f1# . . .
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Prsal &8

Fengetahuan dan kKesadaran maswvarakat akan pontingnya gizi dan
perngarihnyg lerhadap ponimgkatan status gizd dapal diperalch meialud
layanan Telekesehatan.

[*asal &9

Cukup jclas.

Pasal T
Avar (1]

Pelavanan Keschatan gigi dan moulor moelipidi fase janin, iba
hamil, anak-anuk, tremeaya, dewasa, dan lajut gsia.

Ayarc [2]

Cukup jelas.
Avat 3]

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas,

MPasal 71
Avatql)
Culkap jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Aovatl (3

Pemberdayaan masvarakat, antara lain, berupas keglatan untuk
domor komea dan operasi katarak.

Pazal 72
Cukup jelas.

FPasal 73

Cukup jclas.

Pusal 74
Culup jelas.

Pasgal 73 ..
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Cukup jelas.

Pasal vH
Avat (1}
Huruaf g
Cukup jelas.
Huruf b
Informasi dan eduiasi lemlang Keschatan jiwa ditujukar
untuk mencegah leradimys nsiko masalah kefiwaan alag
BATIEZELAT] Jiwa serta mencegah lerjadinya pelanggaran hak
asas] kepada worang yang bensike dan orang  denesn
EATIREUATL Jiwa.,
Ayar [2)

Cukup jelas,

Avat {3)

Lok jelas,

Fasal 77

Cubkup jelas,

Pazal 75

ukup jelas.

Pasal 79

Culiup jelas.

1*a=al Hik
Aval 1]

Cubkoug jelas.

Aval [2]

Culoap pelas.

Avar [3]

Tindukan medis yang ditujukan uoiuk mengdtasi  kondis
kedaruratan, antara lain, dilakukan terhadap oranp dengan
ganpElian wa yvang menunjukkan pikiran danfabag perilaku
yang dapat membahayvakan diriova, crang lain,  dan/atau
sekitarnya.

SK Mo [BT225 A

Avat [4) . ..



PRES'DEN
REPLALIK INDONESIA

- 25

Ayat (4]

Cukup elas.

Ayat [3)

Fusal 51

Catkup jelas,

Cukup jelas.

Pasn] 82

Cukug [=las.

Pasal 23

Cukup jelas.

Fazal Rd

Cukup jelas,

Pasal 85

Culiug jelas.

Pagal &6

Cukup jelas.

Pasal K7

Avat (1)

Cubkoup jelas.

Avart (2}

SK Mo 187226 A

Krilerta penstapan program penanggulangan penvakit menulay
tericntu scbagal prioritas nasional arav daecab, antara lain,
berupa:

. penvakit cndemis lokal,

b, penvakit menular polensial wahah;

c. fatalicas vaog ditimbotlean tioggi fangka kematian lingsi:

d. memilbiko dampak sesial, ekonomi, pelitik, dan kerahanan
rang luas; dan

g. menjadl sasaran reduksi, chminasi, dan erodikasi global.

Kriteria . . .
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hriteria penefapan program  ponanggulangan  penyakit tdak

thenular terenia scbagal prioritas nasional otau Jdaerah, antara

lain, berupa;

a.  lingginya angka kematian alaw kedisabilicasan;

b, tinggin¥a angka kesakitan alau tinpginya beban biava
pengobatan; dan

c. memilibka faliror fsiboe vanp dapat diubah.

Avat 3]
Cukup jolas.

Pasal 88
Culup jelas.

Fazal 89
Avar [1)
keglatan pencegahan,  pengendalbian,  dan pembeorantasan
penyvakit menular dilakukan, amtara lain, melalai;
d. promnosi Keseharar;
B. sureldans Kesehstan,
v, pengendalian faktor osiko;
il penecmuan kasus:
&, ponanganan kasus;
1. pemnberian kekebalan [icninisasi); dan
g pemberian Obat peneepahan sceora massal
Avat (2)
Cukup julas.
Pova] 13
Cukup jelas
Asat (4
Cukup jelas.
Pasal 90

Perilaku hidup bersih dan sehat hagl penderita penvakit menular,
antara laim, klak melakukan tindakan yvang dapat memudabkan
penularan peovalkit pada orang 1ain.

Upara pencegahan lainnoya, antara lan, berapa bmunisasi, karantina,
dan isolasl,

Pasal 9l . ..
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Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayal (1]

Kegiatan pencegahan, pengendalian, dun penanganan penvakit
tidak menular dilakukan, antarae lam, melaha;

promasi Kesshatao;

fereksl dding mklor risiko;

pengendolian faktor rizilio;

pelindungan khusus;

penetthuan dini kasus;

tata laksang dint; dan

penangandn kasus, borupa Pelayanan Kesehatan kuratif,
reehatalilanl, dan/atau paliacil.

Avart [Z£]

W@enac g

Cukup jelas

Pasal 94
Avat (1)

Faktor ik, anlara lain, berupa obesitas, konswimsi guala, garam,
dan lemak berlebih, merckok, konsumai minuman berallkohod,
dan kurang akeivitas fizsik.

Avdat (2]

Cukup jelas.
Avat (J3)

Cukup jelas.

Paszal 93

Cukup jelas.
Pasal 96
Cubup jelas,
Fasal &7 . ..
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Pasal @7
Avar [1]
Cuknp pelas,
Ayar [2)
Cukup eclas.
Avat (3]
Humi a
Pendidikan Keseharan melipull pendidikan intrakurikoualer,
Enkurikuler, dan eksrrakirikuler,
Hunaf
Pulayanan Kesehatan, antara lain,
imunigasl dan skrining Kesehatan.

Hurat ¢

berupa  peomberian

Chaloan jedas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Avar (3]
Cukup jclas.
Avat (B
Cukup elus.

Paxnl Q&
Culup jeias,
[Pasal 39
Aval 1]
¥ane dimaksud dengan *pengamibh buruk™ adalah dampak vang
dapat  diimbnilkan  oleh prosss, peralatan,  bahban,  alaw
Lngkuogan kers vang dapal mengakibalkan terjadinys insiden,
nearmisy, kecelakaan, ataupan peocemardn Ungkungsan vang
mempcngarnhl keschatan.
Avat (2]
Cukup jclas.

fovat [3) .-
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AyHl 3

Yanp dimaksud dengan "lingkungan matra™ adalab lingkunesn
dari seclurubh  aspek pada malra vang serba berubah dan
berpengarvh lerhadap kelungsungan hidup dan pelaksanaan
kepalan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebure.

Awal (4

Cukup jelas.

Avat (3

Cukup jelas.

Awat ()

Calealp jed e

Pasal 100
Cukup jclas.

Pagal 141

Culoup jelas.

Pasal 102
Cukup jclas.

Pasnl 143

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jclas.

I'asml 1425
Avat (1)

SK No 1587230 A

Yahg dimaksud dengan “lingkungan yang  scehat”™  adalah
Lingkungan yang tidak mempunyal nsiko buaruk bag Keschatan
termasuk akibal kendisi matra dan ancaman global porubahan
ikelim,

Lingkungan yang tidak mempunyai risiko burok bagi Keseharan
merapakan linglungan yvang bebas dan ansor-unsur yaog
menitmbullkan gangeuaaty Keseharan, anrara laim, hecupa:

a. limbah cair, limbah padar, limbah gas yang dak diolah
sebagaimana mestinya,

b. sampah . ..
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sampah vang tidak diproses sesuai dengan persyaratan vang
direlapkan Pemernntab Pusat dan Pemerintah Thaerah;
vekior dan binatang pembawa penyvakir;

zal kimia yang berbahaya;

kebisingan yang mclebihi ambang atas;

Tadiasl SINAT ponglon dan nenpension;

&I YATY lErCoImar;

wdara yang rercemar, dan

makanan vanpe terkontaroua st

Cubkup jclas.
Avat (3}

Media lingkungan, antara lain, berupa air, udara, tanah, pangan,
sarana daty bangunan, dan vektor dan binatang  pemlhaws
penyakil.

Avat (4]
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jclas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 103
Aovat [1]

Yang dimaksud dengan “Kesehuatan maira” adalabh Upava
Keschatan dalam bentule khusus vang diselenpgarakan unruk
meningkatkan kemampuan fisik dan menial guns menyesualkan
diti terhadap lingkungan vang serlba berubah secara bermakna,
badk i lingkunpan darat, laut, maopun udars.

At [2]

Huruf a

SK No 187231 A

Yang himaksud dengan “Keschatan matra darat™ adalah
Kesehalan marra vang berhubungan dengan pekerjpan atau
keglalan di darat vang bersitat temporer pada lingkungan
¥ang berubah, scpert  transmigrasi,  prajurit Tentara
Basienal Indoncsia, ponupgasan khusus angeota Kepalisian
hopard Republik Indonesia.

Flaral Tn . . .
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Huruf b

Yang dlimaksud dengan "heschatan matra laur® adelah
Kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan arauy
kegatan i laut dan berhubungan  denpan keadaan
lingkungan yang bertekanan tingpi (hipertbarik), seperll
pocoyclam.

Hurmt ¢

TYang dimaksid deopgan “Resshatan matra adara” adalah
Keseharan matra yang berhubunpan dengan penerbangan
elan Kesehatun ruang angkasa dengan keadaan lingkungan
vang bertckanan rendah {hipobarik), seperri penerbang dan
prajuric Tentara Nasional Indonesia.

Ayat |3)

Cukup jelas.
fval (4

Cukup jclas.

Pusal 109
Ayatil)
Yang dimaksiul dengan “hbenwang”  adalah penstwa atau
ratighkaian perisliwa yang  mongancam  dan mongganggll
kehidunpan den penghidupsn masvarakat vang discbabkan, baik
ileh fukior alam danfatan faktor nonalam maapun fakeor
manusia schingga mengakibatkan rimbulnya korban manusia,

kerusakan lngkonpan, kerupiao hars bergda, dan dampak
paikeologis.

Avat (2]
Thuacuarl &

Ferencanasn Keschatan prabencana, antara lain, beropa
mitigasl risiko, ponviapan  Sumber Dayva  Kesehatan,
percndanaan, dan koordinasi.

Huruf b

Pelavanan keschatan saat bencana, antara lain, kegiatat
untuk merespons tangpap darurat bencana.

Huruf c

Polavanan Kesehatan pascabencana rermasuk pemuliban
fisik dan mental.

Ayat (3) . ..
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Cukup jelas.

Avar (4]

Cukup jelas,

Paszzal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pazal 114

Cukup jelas.

Fasal |13

Cubkup jelas,

Fasal 116

Cukup jelas,

Fasal 117

Cukup jelas.

Puasal 118
Cukup jclas.

Fazal 119

Cubuag jelas.

SK No |BT7233 A
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Pasal 1210
Aval (1)

Yang dimaksud dengan produks” adalah pemilahan plasma
menjadi raks protein individual vang dilanjutkan dengan proses
pcmurnian, inakeivast alaw penghilangan  apen  infeksi vang
ditulackan melalui darah, dan pengetnasan untuk menjadi produk
Obat devivar plasma.

Ayal (3}
Cukup jelas.
Avat [

Kompensasi, antara lain, berupa penggantian biaya transportasi
tlan fartau iava pemeliharaan Kezeharan.

Ayal (4

Cukup jelas.
Ayat [

Cukup jelas.
Avat (5]

Cukup jeias.
Aval [T

Cukap jelas,
Ayal {3

Cukup jelas.

Pasai 121
Culup jelas.

FPazal 122
Cukup jelas,

Pazal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Avat [ 1]

Yang dimaksud dengan "transplanasi” adalah pemindahan omgan
dan/atau  jringan  tubuh  dari denoer ke resipien guna
penyembuhan penyakil dan pemulihan Keschatan resipien.

Avar (2, .

oK Mo 187234 A
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fvat |2)
Cukup jelas.
Avat ()

Tang dimaksul denean “dikomersialkan” adalab Kemersialisas
dalam pelakzanaan transplantas orpan lububh manusia atag
JAaringan tubwh manusia, tidak termasull proses  Pelavanan
Kesehatan dalam penyelenggaraan iransplantasi pada Fasilitas
Pclayanan Kesehatlan,

Pasal 125
Cukup jelay,

Pasal 126
Calkup julas.

Fasal 127
Cukup jclas.

FPaxal 128
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup wlas.

Prasal 130
Cubkup jclas.

Pasal 131
Cubkup jelas,
Pa=al 132
Culkup jelas.

Pasal 133
Aval (1]

Fenghargaan dilserikan karens donor transplancasi ergan tidak
dapal melakukan kegiatan atan pekerjaan secara optimal selama
proscs transplantasi dan permabhban Kesehatan,

Ayart [2]
Cukup jclas.
Pasal 124 ., .
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Cukup jelas.

TPasal 135
Moyat [1)

Yang dimaksud dengen “sel punca" adalab sel dalam tubuh
manusia  dengan  kemampuan  islimewa yokni o mampl
memperbaharui araw meregenerasi divinga Jdan mampu

berdilerensiast menjadi =el lain vang spesifik.

Aoyl (2)

Cukup jelas,

Ayt (3}

Cuboap jelas,

Ayat 4]

Cukup jelas.

Pazal |36
Cukup jelas,

Fasal 137

Myl 11

Cukup juelas,

Avat (2}

SK No 187238 A

bMengubah identitas, amiara lain, lalab menpubab wajah, jenis
kelamin, dany/atan sidik jari, sehingga mengakibatkan perubahan
identitas dan menghilangkan jejak jati diri. serla digunakan
untuk melawan hukum atau melakukan kejahatan.

Bedah plastik rekonstruksi dan estetka tidak ditujukan votuk
tmengubah jenis kelamin melainkan untuk menvesuaikan alat
kelamin dengan jenis kelarin vang schenarnya. Perubahan jenis
kelamin hanya dapat dilakukan dengan penelapan pengadilan
sesual dengan ketenruan persturan perundang-undangan.

Avat [3p. ..
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Ayl (3

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Fasal 135t

Cukup jelas.

Faaal 140
Cukup jelas.

FPasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142
Ayal (1)

Standar lainnya, antaca lein, berupa farmakope lain vang berlako
secara  internasional  mlay metode anabsis;movografi yang
ditctapkan oleh Permneriniah Pusat dalam hal tidak cerdapar dalan
farmakope Indonesia,

Asat ()

Mandur lainnya, antara lain, berupa melode analisis vang
dipunakan dalam hal belum diatur dalam farmakope herkbal
Indonesia,

Avat (3}
Cukup jelas.
Avat (4}

dtandar lainnya, antara  lain, berupa metodes  analisis vang
digitnakan dalam hal belum diatur dalam kodeks kosmelika
indonesia.

Avat [3)
Yang dimaksud deongan "sediaan tertentu herdasarckan kajian
risiko” adalah scdiaan Obar Bahan Alam, suplemen Kesehalan,
bar  kuast, dan kosmetik yang berdasarkan kajian oleh

Poemerintal 'usat berpotensi mmemberikan efek vang herbaharya
bagi Kezehatat jika ridak menpggtinakan bahan hako Ermasi,

Avat [f) . ..
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Ayat (o)
Cukup jelas,
Aval (V)
Cukup jelas.
Avat (8]
Cubkup [alas.

Pasal 143
Cukup jelas,

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayar (1]
Cukup jelas.
Avat {3
Cukup jelas.
Avat |3

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu® adalah tidak ada tenaga
kefurmasian, kebutuhan program pemerniab, dan/atau pada
kendisi KLB, Wabah, dan darurat bencana lannya.

Tenaga Keschatan lain, amara lain, berupa dekter dan/atau
dolkter giygl, bidan, dan perawat.

fovat (4}

Cukup jelas

Pasal 146
Avat (1)

Yang ditnaksud dengan “makanan dan minuman® adalah pangan
olahan  scsuan dengan  kerentuan  perailuran perundang-
uclargarn.

Srandar . ..
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Slandar danjatau  persvaralan  keamanan, mutu, den iz
renmAasuk penyampalan mformasi nial gz, seperti kandungan
fula, garon. dan lemak.

Avar 2]
Cukup clas.

Pasal 147
Avar [1]

Yang dimaksud dengan "informasi atau pernyvalaan yang tidak
benar danfatau menyvesatkan pads informas produk” acalah
infortmas atau pernyiataan vang tidak sesual vane dicantiumnmkan
pada label atau yang disampaikan pada iklan produk.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Aval (1)
Cukap jelas.
Pasa] [4K

Cukup jelas.

Pazal 1449
Avat (1]

Yang dimaksud dengan “zar adikili™ adalah produk vang
rengamlung lembakan atau tidak imengandung 1embakas, baik
vang berupa rekok ateu beniuk lain vang bersifat adiktif yanp
pETERUNAAnnyd  dapat menimbulkan  kecugian  bagl  dirnva
dan/atau masvarakal sekelilingnya dan dapat berbentuk padat,
calran, dan gas.

Benruk lain vang bersilat adiktit, antara lain, berypa mokok
clektronik dan permen vang mengandung nikotm.

Mvar [2)
Yang dimakaud dengan “produk tembakau™ adalah setap produk
yang selurubnva atau scbagian terbuar dari daun tembakau
sebagal bahan bakunya vang diolah untuk digunakan denpan
cara fibakar, dipanaskan, dinapkan, dibisap, dibirup, dikunvah,
atau dengan cara kinsumsi apa pun,

Avat (3] ...
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Avat [

Huruf a
Culup jclas.

Hurafl b
Cukup jelas.

Bluruf ¢
Cukup elas.

FEuiraf «d
Cukup jelas.

Hurut e
Tembmkau padat dan cair, antara lain, dapat digunakan
untuk rokok elektronik dan shisha,
Yang dimaksud dengan “rokok elekimonik”™ adalah hasil
tembakau berbentuk cair, padat, atau benwak lainnya vang
berasal dari pengelaban daun tembakau yang dibuat dengan
cara cketraksi atau cecs lain sesual dengan perkembangan
teknalogi dan selera konsumen lanpa mengindahkan bahan
pengganti atau bahan pembaniu dalam pembuatannva
vang disediakan untuk konsumicn akhir dalam kemasan
penialan eceran yane dikonsumsi dengan cara dipanaskan
menggunakan alat pomanas elekironik kernugdian Jdihisap,

Hurul 1
Cukup jclaz.

Avat (4}

Penerapan standar danfatau persvaratan dimaksadkan untuk
metiekan  dan mencegah  pongeunaan zat o adiktif yang
meTwgraneru alan merugikan Kescharan,

Pasul 150

Culkup jelas,

Pasal 131
Avat (1]
Cukup jelas.

Avat [4] ...
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Avat (2]

Perneriniah Daerah dalam menetapkan dan
mengimplenientasibat kowasan LE P rokok harus
memperdmbangkan selurub aspel secara holistik,

Avar [3)

Culboup jelax.

Pasal 132
Cukup clas.

TFPasal 153

Cukug jelas.

Pamal | 3d

Cukump jelas.

Pasal 1535

Cukup jelas.

Pasal [26
Byat {1
Hurul a

Felayanan kedokileran umuk kepentingan hukum terhadap
orang hidup dilguksan antuk menpetahul keadaan dan
I ET] | kecederdan, ponychbab kecederaan, adativa
kekerasan/hubungan scksual, dampak terhadap Kesehatan
baik Osik maupun jiwa, kecakapan hukum zeseorang, dan
temuan lain yang berhubungan dengan tindak pidana dan
pelakunya.

Humf b

Helavanan kedokteran untuk kepentingen hulkum ferhacap
orang  mah merdpakan pelavanan kedokleran yang
dilakobkan  lechadap maysl vang  kematanonyas didugs
merupakan akibyat alau berhubungan dengen suatu tindak
pidana arau kepentingan hukum lainnsya,

Aval [2)
Culkup jelas,

Ayar (3) ...
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Aval [
Cukup jelas.
Pasal 157
Avat{1]
Cukup jelas
Avat {3

Yang dimaksud dengan “audit kemalian™ adalah scrangkaian
kepgiatan penelusuran sebal kematian dan penentuan fakeor vang
berkontribusi terhadap kernalisn sescorang,

Avvat (3]

Cukug jelas.
Aoval {4

Cubup jclas,
Aoval (D)

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jclas.

Pasal 160
Chukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelasz.

Pasal 162
Culkup jelas.

Pagal 183
Cukup jelas.

Pasal 164, ..
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Pazal od

Culkup jelas,
Fasal Lao

Cukup jelas.

Paszal Lk

Culkup Jclas.

Pasal 167

Mvar (1)

Culup jelas.
Ayt (2

Cukup jeias.
Ayat (3}

Cukup elas,
Aeart [4)

Program pemerintah, antara lair, Lerupa Propram
penanggulangan tuberkuloss, human immunodeficiency

wirus) anquired  tmmunodeficlercy  syndrome  [THV/AIDS],  dan
STURALING.

Fazal 164
Cukup jclas.

Faszal 1/4

Cukup jelas.
Pasual 170
Axat (1]

Fasililas Pelavanan khesehatan penunjang, antarta lain, Berapa
laboratorinm Keseharan, apotek, laboratorium pengolahan sel,
serla ank sel dan/atan bank jaringan.

Avat (2]
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Avat 2]
Cukup jelas,

Paszal 171

Cukup jelas.

Pasal 172
Culkup jalas.

Pasal 173
Avat [ 1)
Hurnf a
Cukou jelas.
Huraf s
Cu¥up jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “rekam medis™ adalah dokumen yang
bernsikan data idenrcitas Pasien, pemeriksaan, penpobatan,
lindakan, dan pelayanan lain vang telah dibenkan kepada
IMasicnt yang dibuat deogan mengpunakan siscetn elekteonik
vang diperuniukkan peovelenpearasan rokam moedis. Dalam
hal  Fasilitas  Pelavanan  Keschatan  tidak  dapat
menyelengearakan rekam medis secard elekiromik karens
hambatan rteknis, dapar  digunakan eekam  medis
nonelebkiromk sampsa denesn hamboatan selessl,  sers
dilakukan pengmnputan ulang dara rekatn medis pada sistem
rekam medis clektronik,

Huruf d
Cukup clas.

Hitruaf &
Cukup jelas.

Hucafl £

Cukup jclas.

Hurulg . ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Aval [2]
Cukup jelas.
Avat (3
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jrlas.

Pasal 176
Cukup jelas,

Pasal 177
Avar [1]

Yang dimaksud dengan "rahasia Kesehatan peibacdi Pasien™
adalah segala sesialy yang berhubungan dengan hal yvang
ditermukan cleh Tenaga Medis ddan Tenaga Kesehatan dalam
tanghka pengobalan dan dicalal dalam rekam medis yang dimiliki
Pasien scrta bersifat rahasia.

Avat [2]

Cukup jclas.
Ayar (3]

Cukup jclas.

Pasal 175
Cukup jelas,

Pazal 174
Ayar [1]

Huruta . . .
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ITuraf &

Yang dimaksud dengan “jejaring pengampuan lPclavanan
Kesehalan™ sdalah  pengampuan vang  dilakukan  olch
Fazmilitas Pelayanan Kesehalan dengan kompetensi lebih
lingyl pada Fasilitas  Pelayvanan  Kesehatan  denpan
kompetens: lelwh rendah yang  bertujuan unigk
meningkatkan kompetensi Fasilitas Pelavansan Keschatan
dan  menangani  permasalahan Kesehatan i wilayah
tersebut,

Flumaf by

Yang dimaksud cdengan *kerja sama 2 [dua) atau lelih
Faslilas Pelayanan Nesehatan™ adalah kerja sdama antara
2 |dua] Fasilitas Pelayanan Keschatan, bak antara Fasilitas
Pelavanan Kesehatan di [ndonesia dan Fasiblas Pelavanan
Keseharan o1 lusr negerl maapun antar-Fasilitas Pelavanan
Keschatan di Indonesia, antara lain, berupa kerja sama di
tacdang pelayanan dan bidang penelician.

Huruf c

Yang dimakaud dengan "pusat unegulan” adalah Pelavanan
Keseharan dengan karaktensok utama pada Bumah Bakit
vang  mempunyal o standar pelayanan internasional,
berleknologl unest,. memilikd  komperensi sumber  daya
ARSI VANZ unggul, =erta bekerja sama dengan instilus
pendidikan untuk meningkatkean hudaya helajar, inovasi,
dan pengembangar.

Huraf d

Aval [2]

Yang dimaksud dengan "Pelavanan Keschatan cerpadu”
ddalah Prlavanan keschatan  yang  terinteprasi yang
disvlengparakan pada Fasilitas Pelavanan Keseharan secars
terpaddu, multidisiplin, dan berpusat pada kelwituban Pasien
patent centered caral.

Cukup jelas,

Pasal 180
Asat (1)

Cukup |elas.

SK Nop 1R72da A,
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Avraat (2]

Cukup jelas.
Avar (3]

Flural &

Tang dimaksud dengan "berperilaku hidup sehar™ adalah
memtliki kesadaran, kemauan, dan kemampuoan hidyp
sehat,

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukiup jalas.
Eluraf

Cukup jelas.

I'asal 181
Cukup jelas.

FPasal L&2
Cukup jelas,

Fasal 183
Cukup jolas,

Faszal 184

Ayar (1)

Cukup jelas.
Avat 2}

Cukup jelas.
Avat [3

Citkup jolas.
Syat [4)

Yang dimaksud dengan “tata kelola Rummab SBakit vang baik”™
adalah penerapan fungsi manajemen Rumah Sakit yanp
berdazarkan prinsgip tranparansl, akuntabilitas, indefendens,
reaponsibilitas, kesaeraraan, dan kewajaran.

Yang . ..
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Tang dinaksud dengan “lata kelola klinis vang baik™ adalah
penerapan fungsi manapemen klinis vang meliput] kepenmpinan
klinia, awudit khiniw, dats kliros, nsikoe klinis Derbeasis Lo,
peningkatan kinerja, pengelidaan keluban, mckanisme monitor
hasl]l  pelayanan, pengembangan  profesional, den akreditas
Rumah Jalit.

Fasal 155
Avar (1]
Cukup jelas.
Ayat (2]
okl jelas.
Avat [3)

Yang dimaksud denpgan “bidang Pelayanan Kesehalan™ adalah
budang vang membernkan Pelavanan Kesehatan langsung kepada
masvarakat, antara lain, berupa klinik, apotek, dan laboratorinm.

Ayt (4]

Cukup jelas.

Fasal 156

Cukup jelas,

Pasal 187

Aar (1)

Cukup jelas.
Avar 2}

Cukup jelas.
Ayl )

Cukup jelas.
Aval (4}

Fumah Sekn  pendiulikan sebapal penyelenegard wucama
diutamakan Eumah Sakit pemerintah.

Bowatk (2] ...
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Avat [3]

Yang dimaksud denpan “persvaralan, slandar, dan akreditasi
sesual dengan prrannya’ adalah persyararan, staodar, cdan
akreditas1 yang harus dipenohi oleh Rumah Sakit pendidikan,
bk sebapal Bumah Sakit vang bekerja sama dengan pergliruan
tingei dalam  menyelenpgarakan  pendidikan linggl  magpun
schagal Kumah Sakic penyelengpars wlama pendidikan tinggi
denpan fetap bekerja sama dengan perguruan tingpi.

focar (/)

Cukup jelas.
Ayat 7]

Cukup jclas.
Ajat {H]

Cukup jelas.
Asat (9

Cukup jelas.
Ayal [10)

Cukup jelas.
Avar (1)

Cukiyp jelas.

Pasal [ 35
Ayat (1]
Cukup clas.
Ayat [2]
Cukup clas.
Avat (3]

Yang cdimaksod dengan “pelavanan berbasis penelitian” adalah
pclavanan yang dilakukan terhedap Pasien sebagal subjek
penelilian, rerutama pada penelitlan translazional dengan rwjuan
untulk permbuktian efekiviias.

Avat {4] ...
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Avat {4]
Yang dimaksud dengan “kebcbasan secara berlangpung jawab™
adalah prlaksanaan penelitian dilakukan scsual dengan kajdah

keilmuan berdasarkan ctika, nilai meral, norma agania, dan
peraturan perundang-undangan.

Aval [5)

Pihak lain, antara lain, jalah lembaga ataw orang porsecrangat
vang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian ataa
temiliki kampetens: untuk melalukan pepelitan,

Pasal 159
Aval [1)
Hurut a
Cukup jelas.
Tlurul b

Yang dimaksud denpan "standar pelavanan Bumah Sakic
adalah semua standar pelavanan yang bertaku i Rumah
Sakil, antara lain, borupa standar proscdur operasional,
standar pelayanan medis. dan standar asuhan keperiwatan.

(ERFTRN] IS
Cukup jelas.

Flururled

Cukup jelas.
Huruf &

Yang dimaksud deopan “masvarakat ddak mampue atao
nuskin® adalah Pasien vang memenuhi kriterig tidak mampu
atau miskin sesual dengan ketentuan peraturan perandang
undangar.

Huruf {
Cukup jelas.
Hurul g

Cnloup jelus.

Hurufh . ..
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Huruf h

Yang dimaksud dengan “menvelenegarakan rckam medis”
ddalah penyclenggarasn rekam medis yang dilakukan sesuad
dengan standar yang sevard bertahap divpavakan mencapsi
srandar imernasional.

Huruf i

Cukup jelas,
Hurf

Cukup jelas.
Hurul k

Cukups pelas,
Huruf1

Cukup jelas,
Fluruf m

Cukup jclas.
Hurul n

Cukup jclas.
Huruf o

Fumah Sakit dibangun serta dilengkapl dengan sarana,
prasarand, dan peralatan yang dapal difunpsikan  serta
dipelihara sedemikian eupa urituk mendapatkan keatmanan,
mecncegah kebakacan alau boncana dengan terjaminnys
kcamanan, keselamdalun dan Keschatan Pasien, pelusas,
petgunjueg, dan ingkungan Kumah Saldl.

Hurual g

Cukup jelas.
Eluaruf oy

Cukup clas,
Eluruafr

Yang dimaksud decngan “peraciran inlernal Bumsh Sakic”
agdalah peraturan vang disusun untuk internal Fumah Sakit
dalam rangka menvelenggarakan tata kelola Fumah Sakir
yang baik dan tata kelols klinis vang baik.

Huruf =

Cukup jelas.

Hurufrc. ..
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Huraf' t

Cukup jelas,
Avat {2
Cuboup jelas,

PPasal 190
Cukup jelas,

Pazal 191
Cukup jclas.

Pazal 192
Cukup jelas.

Fasal 143
Cukup jclas.

Pasal 194
Cukup elas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pazal 196
Cukup jelas,

Pasal |97
Cukup jelas.

Pazal 194
Cukup jelas,

Pazal 199
Cukup elas.
Fazal 200
Ayval [1]

Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, aotara lain,
Derapa, endgs biolopl, lenaga administratif, pramusag, tenaga
keuangan, potugas pemulasaran jenazah, dao perugss aminalanes,

Avatid] . ..
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Ayl ()
Cukup jclas.

Pasal 201
Cukup jelaz.

Fagal 202
Cukup jelas.

Fasal 203
Avar L]
Cukup jelas.
Avat 2]

Pihak terkail, antara lain. berupa asosiasi Fasililas Pelavanan
Eesehalan dan asosiasi instiiusi pendidikan Keschatan scrta
mhak lamnya scsuai dengan kelntuban,

Aval [3)

Cukup jetas.
Avat (4)

Cukup jelas,

I*a=al 204
Cukup jelas.

Pasal 2005
Cukup jelas.

Pasal 206

takup jelas,

Pazal 207
Cukup jelas,

Puasal 208
Cukup clas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210 . ..
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Pasal 210
Cukup jelas,

Pasal 211
Cukup jelas.

Pazal 217
Culkup jelrs.

Pasul 213
Avar [1]

Yang dimaksad denegan “ujl kempetens)”®™ adalabh penpguliaran
pengotahuan, keterampilan, dan perilaku peserts didik untuk
mencapal standar kompetensi.

Ayal (2]
Cukup yelas.
Avat (3
Cukup jelas,
Myal (4]
Crabiiaps prlas.
Pasal 214
Cubkup jelas,
Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
Cukup jelas.

Pasal 218
Cukunp jelas.

Poanl 215
Mot (1)
Hurul a

Cukup jelas.

Hurul b . ..,
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Humf b

Hak memperolch waktu istirahat vang cukup diperolch

poscria didik selama proses pendidikan klinis pada Fasilitas
Pelayvanan Keschatan,

Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurul d

Cukup jelas.
Hurf

Cukup jetas.

Aoval ()

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keselarmalan Pasien” adalah suata
kerangka kerja wvang berupa kegiatan terorganisasi unruk
remnbangun budaya, prescs, prosedur, perilaku, ekoologl,
dan lngkungan dalam Pelayvanan  HKeschatan sccara
konsisten  dan  beckelamguran vang bBertujuan untuk
menunankan  nsiko,  mengurangi babays vang  dapat
dihindari, menghingdan kemungkinan terjadinya kesalahan,
seTla mengurangl dampak ketika terjadi insiden pada Pasien.

Fharuf I

Cukup elas.
Huruf c

Cukup clas.
Hurul d

Cuboap jelas,

Pasal 220
Ayat ]

Yang dimalkaud denpan “uji kompetensi bersiandar nasional”
adalah pengukuran pengetabuan, keterampilan, dan perilaku
peserta didik pads penvelenpgasra pendidikan tinpm bidang
Kesehatan vang menvelenpgparakan Ujian sesudi dengan standar
nasional dan berlaku sccara nasional

Ayat (2]

Cukup jelas.
Awat (3]

Cukup jolas,

Avat (4] . .,
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Avat (4]

Cukiup palas,
Aval (5

Cukup clas.
Avat [

Cukup jelas.

[*asal 221
Cukup jelas.

Pasal 222
Avat (1}
Huiuf a

Yang dimaksud dengan “pendidik yanpg bgkan mergpakan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehalan™ adalah  dosen,
instruktur, dan fasilitator vanp mempunyal idtar belakang
pendidikan di luar medis den Keschatan  vang
bertugas mentransformasikan,  mengembangkan, dan

menyvebarluaskan ilmu peneetahuan, teknelogy penunjang
mu medis, dan Kesehatan,

Yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan yvang bukan
Tenapn Medis dan Tenaga Keseharan™ adalab anggola
masyarakat yang mempunval latar belakang perwdidikan
luar medis dan Kesehatan wyanp mengabdikan dicl dan

diangkat  untuk  melaksanakan TURHS METL]ATE
penvelengparaan pendidikan,
Tlaruf T

Culkup jelas,
Huruf
Cukup jelas.
Hurut d
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas.
Aiat (3)
Cukup jslas.

Avat (4] . ..

SK Mo 1872156 A
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Avat i4]

Cukup jelas.

Aval (2]

Culeups jelas.

Pazal 223

Cukup jclas.

Pasal >34

Cukup jelas.

Fasal 225

Cukup jelas.

FPaszal 226

Cukup jclas.

Fasal 227

Avat (1)

Ckup jelas,

Avat (2]

Cukup jelas,

Avat [3)

SK ho 187237 A

Yang dimaksud dengan “aspek pemerataan” adalah distribusi
Tenaga Medis dan Tenags Kescharan sesual denpan kebutubhao
melalul proses rckmatmen, seleksi, dan penempatarn.

Yang dimaksud  dengan “aspek pemanfaatan”  adaiah
pemberdavaan Tenaga Medis dan Tenaga Reschatan scsuai
dengan kompelens dan kewconangannya.

Yang dimaksud dengan  “aspek pengembangan® adalah
pengermbangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan vanyg hersifat
multidisiplin dan lintas seltor serta lintas program untuk
meratakan Jdan memngkatkan kualitas Tenaga Medis dan Tenaga
Eesechatan.

Pasal 238K . ..



IPasal 228

FRESIDEN
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Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Prasgl 2.0}

Cukup jelas.

Pazal 231

Avat [1)

Penempatan Tenaga Medis dan Tenaps Reschatan dimaksudkan
untuk metdavagilnakan Tenaga Medis dan Tenapa Kesehatan
pada dacrah vang dibutubhken, eratame dasrah terpenal,
tertingpal, perbalasan, dan kepulauan, serta daerah rermasalah
Kesehatan,

Heleksi  dilakukan  dengan memperhatikan  berbagai  faktor
schinpga Tenaga Medis dan Tenaga Keschatan tersebut dapat
rnemnbenksan manfaat kepada masyarakat dan dapar Berkeobang
sesual denpgan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknolog.

Aval (2]

SK No 1E7258 A

Huraf a
Cukup jelas.
Hurul b

Yang dimaksud dengan “peougasan khuosus™  adalah
nendayagunasn sccara khusus Tenaga Medis dan Tenaga
bezehatan dalam kuran wakio terlenlu guna meninpkackan
akses dan mutu Pclavanan  Kesehatan pada  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di daerab lertioggal, perbsiasan,
kepulauan, serla dastsh bermasalah Keschatan dan Rumah
Sakic pemerintabh vang  memerlukan pelavanan medik
spesidlis, serla memenahl kebutuhan Pelavanan Kesehatan
lain oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Awvat [t ...
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Avat (3)
Cukup jclas.
Avat [4]
Cukup jelas,
Avat {3]
fukup jelas.
fival )
Cukup jelas.

Pasal 233

Yang dimakaud  dengan  “upaya  retensi”  adalabh upeva
mempertahankan Tonaga Modis dacoy/atan Tenapgs Kesehatan di suatu
tempat untuk periods rerieniu dalam rangka menjaga kesinmmningan
FPelayanan  keschatan,  Upaya celensi,  antara  lain,  borupa
perpanjangan penugasan, pemberian insentif, penerapan jenjang
karner, dan pemberlakuan sisiem vemnerasi.

Paszal 233
Culaups [elas,

Pasa] 234

Cubiiiype jelas.

Pasat 235
Ayat [1]
Cukup jelas,
Aval [2]

Fung dimaksud dengan "dacrah tidak diinati® adalah daerah
yang mengdlami kesulitan pemenuhan Tenaga Medis dan Tonaga
Kesehatan dalam wakta tortentu.

Avat {3

Cukup jclas.
Avat {1]

Cukup jelas.

Pasgl 236, ..,
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Pasal 236
Cukup jelas.

Pasgal 237
Cukup jelas.

Pasal 238
Ayat (1]
Culkup Jelas
Mot (2]
Cukup jclas
Arar [3)

Tenaga cadangan Kesehalan berupa non-Tenapga Keseharan vanp
telah tmendapatkan pelatihan terkait dengan penanggulangan
KL, Wahah, dan daturat bencana, antara lan, ialah pesects
didik, doscn, dan tenaga vang sudah tidak berprakiik sebagsi
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehaino.

Avat [4)
Cukup jelas.

Prasal 2349
Cubkup jelas,

Prasal 240
Cukup jclas.

Pasal 24 ]

Aval [1]

Cukup clas.
Aval [2

Culup jctas.
Azat (3}

Culkup jclas.
Avat [4)

Cukup jelas.

Avak (3] ...

SK Nao {87260 A
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Ayat (3]
Cukup jelas.
Avar (6]
Cukup jelas.
Avat ()

Yang dimaksud dongan *adaptasi™ adalah scranpgkaian kematan
penvesuaian kompelens) dan kemampuan Tenaga Medis dan
Teniagn Keschatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri
vang dilaksanakan pada Fasilitas Pelavanen Keschalan,

Avat (8]
Cukup elas.

Pasal 242
Cukup jelas.

[a=al 243
Cukup jelas.

Pasal *44

Cukup jelas,

Pasal 245
Cukup jelas.

Faszal 246
Culoup jclas.

Prasal 247

Cukipy julas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Fasal 21
Cukiup clas.

*a=zal 250, .
SK Mo 137261 A
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Fazal 250}
Hural a
Cukup jelas.
Hurul b

Yang dimaksud dengen “hidang ungsulan tertentu dalam
Pelavarnan Keschatan” adalah bidang Pelayanan Heschatan vang
menjadi priorites afay  dibotuhkan, totapi tenaganva  masih
terbalas danfatau belum tersedia i [odoenesia, sepertl bidang
bedaby dengan 1eknoelogi robot [rebatic sungery).

I*a=sal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 2203

Pendidikan dan pelatihan Lahasa Indoncsia bagi Tenapa Medis dan
Tenapgs  Keschatan warga negara  asing  ditujukan  agar  yvang
bersangkutan msa berkeomunikast dengan Pasien dengan baik.

Fasal 254

Cukup telas.

Pa=zal 255
Boyval (1]

Kegiatan lain, antara lsin, berupa latihan gabungan bersama,
bakri  sasial, kepiatan  olahraga internasional, dan kegiatan
langpap darurat bencana.

Avat [
Cukup jelas.
Aval [3]

Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah paling lama
3 (tiga] bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 2568 . . .

SK Mo l87262 A
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Kelentuan peraturan  perundang-undangan, amara lain, berupa
ketentuan peraruran perundang-undanpan di bidang ketenagalkerjaan
dan kermigrasian.

Paspl 227
Cukup jclas.

Paxal 258
Cukup jelas.

Pasal 2549
Cukiap jelas.

Fasal 26}

Cukup jelas.

Paxal 201
Cukup jelas.

Fasal 264
Cukup jelas.

FPazal 263
Avgral [1]

Yang dimaksud dengan “Tenaga bledis dan Tenaga Keschatan
ferlentu” adalah Tenaga Medis dan Tepapa Kesehatan yang
memberikan Pelayanan  Kesehalan  secars lanpsuneg kepada
Pasiemn.

Aval (2]

Cukup clas.
Avat (3]

Cukcup elas,
Aval [4]

Kondisi  rerrentu,  antara lan,  berupa keadaan yang
membutuhkan percepatan pemenuhan Tenaga Medis dan Tensags
Kezchatan pada Pelayanan Kesehatar.

Avat [3]

Cukup pelas.

Fasal 254 . _ .

SK No 187263 A
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kondisi tertentn, antara lain, hergypa;
a. balotd 2naial f kemanusiEan:

ugas kenegaraan,

penanggulangan KLE, Wabah, atau bencana lainoya;

¥
€.
d.  pembenan pertolongan darurat lainnya; dan/atau
=

pemberian Pelayanan Kezehalan lainnva vang bersifat insidertil
dan bersifat sementard,

Pasul 2605
Culup jelas.

Pazal 267
Cukup jelas.

Prgal 268
Cukup jelas.

Faszal 269
Cubalp jelas,

asal 270

Cubug jelas,

Pasal 271

Cukup jelas.
Pusal 272

Cukup jelas.
Pasal 2773

Cukup jelas.
Paszal 274

Cukup jetas.

Fasal 275
Cukup rlas.

SK Nao 187264 A
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Pasal X276

Hurul &
Cukup jelas.
Huruf b

PRE%IDEM
REPUBLIK MGOMESIA

Yang dimaksud dengan “vang memadal” adalah pemberian
kererangan vang disampaikan secars lengkap dongan babhasa

vang mudah dipahami.

Hurul ¢

Cukup jelas.
Hurat 4

Crukup Jelas,
Eluraf e

Cukup julas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf g

Cukun jelas.

Pasal 277

Cukup rlas.

Pasal 2758

Cukup jelas.

Fagal 274

Cukup jclas.

Paxal 230

Cubkugp jelas,

Piysal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Culkup jelas.

SK No IRT2R5 A

Pasal 2873 . . .



[*azal 253

Cukup jelas.

Pasnl 284
Cuknp jelas.

I*asal XH5

Cukup jelas.

Pasmal 86
Cukup jelas,

Faszal 287

Cukup jelas.

Flasal 2ES

Cukup jelas.

Pazal 2849

Cukup [elas,

Pasal 290
Ayat (1]

Cukup jelas.

Movat [2)

Yung dimaksud dengeon “pelimpahan sccara mandat” adalab
pelimpahan kewenangan dasri Tenaga Medis ke Tenaga Medis atau
Tenaga Keschatan tertentu atau antar-Tenage Kesehalan iertenta
tlehgan langeuny [awab dan tangpung gugat tetap herada pada

pembert rnandal.

FREZDEN
RERPUBLIK INDONESIA

-GS -

rang dimaksud denpan “pelimpabhan secara delegacdd™ adalah
pelimpahan kewenangan dari Tenaga Medis ke Tenaga Meadis atag
Tenaga Keschatlan tertentu atau antar-Tenaga Kesehatan tertenty
dengan tangpung jewab dan langgung gugat beralih sepenuhnya
kcpada penerima delepasi.

Awvat {3)

Cubkup jelas.

Aval (4]

SK No J872at A

Cakegs jelas.

Pasal 291, ..
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Pasal 21

Cukugps jelas,
Pasal 2492
Culkiup jelas.

|*azal 243
Awvat [1]

Facla prinsipnya yang berhak memberikan persciujuan adalah
Fasicm vang bersangkulan. Apshila Pasicn tidak cakap atan
berada di bawah pengampusn (urder curatels), persstujlan alae
penclakan rindakan Pelayanan Koschatan dilerikan oleh keluarga
teridelkal, antara lam, olch suamifistei, ayvahjfitng kandung, anak
kandung, alaw saudara kandung vang telah dewssa, Dalam
keadaan Gawat Dararat, untuk menyelamatkan nyawa Fasien,

tilak diperlukan perserujian.
Avac (]

Cukunp jelas.
Avyar (3)

Cukup jelas.
Aorat (4

Cukup jelas.
Aarar [5)

Culup jelas.
Avat (&)

Cukup jclas.
Aval [Th

Yang dimaksud dengan “vane mewakili”, antara lain, adalah
suami/ister, anak kandung yang cakap, ayah/iba kandung, alau

saludara kandug.
Avat {H]

Cubkiup jelas.
Avat {4

Clibop jelas,

SK No 17267 A
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Ayar (10
Culkoug jelas.
Ayat [11]
Cukup jelas.
Avat (13
Cukup jelas,

Pasal 204
Cukup jelas.

Pazal 245
Cubkuf jelas.

Pusal 206

Avar [ L

Cukup jcias.
Avat [2}

Cukup jelas.
Aval [3)

Cukup jclas.
Avat [(4)

Tanda rangatn, antara lain, berupa rantda tangan manoal, tancda
tangan elekcroruk, atau earok lam vang seenis sesuan dengan
kerentuan peraiyycan perliondang-unodangsn.

Avat [a)
kil jelas.

Paxal 207
Ayat (1)
Culoap jelas.
Avat (2)

Akaes informast erhadap dedogmen rekam medis, antace lain,
berups  rekam medis atau penjelasan lisan Tenags Medis
dlan/ataun Tenapa Kesehalan alau Fasilitas Pelayvanan Kesehatan.

Avat [3} . ..

SK Mo [2T268 A
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Aseat [3)
Cukup jelas.

Paszal 255
Gk jelas,

Fazal 2%
Culkiup jelas.

Pasal 300
Cukup jolas.

Basal 301
Mwal [1]

Yang dirmaksud dengsn “rahasia Keschatan™ adalah riwayat,
kondisi dan perawatan, pengobalan Kesehatan fisik, soria psikis
scscorang, termasult data peibadi Pasien.

Movat [2)

Cubcup jelas,
Aol (3

Cukup jelas,

Pasal 202
Culkup jelas.

Passl 303
Avat {1]
Cukup j=las,
Aval [2]

Yang dimaksud dengan "audit Pelavanan Kesebaran™ adalah
proscs  ovaluas)  sistematis  terhadap kualitas  Pelayvanan
Keschatan  untuk  memasttkan  Poclavanan  keschatan  wvang
dhiberilian sesual deneasn standar,

Aval [3)

Cubkiup elas.
Axvat [4]

Cudiup jclas.

Pogal 304, .

SK No [87269 A



FPazal 304
Cukup jelas,

Puasnl 305
Cukup jclas

Pasul 306

Culkup jelas
[*asal 307

Cubkup jelas.

Pasal 208
Cukup jelas.

FPasal 30U

Cukup jelas

Fasal 310
Culkup jelas.

Pasal 311
Cukup jelas.

Fasal 312

ok jelas.
Pasal 313

Culup jclas.
Prazal 314

Ayar (1)

Cukup jclas.

Avar [2)

Cukuy jelas.

Ayt ()

Cukup jelas.

fAvat [4)

Cukup jelas.

SK No 1B7IT0A

PRESIDCIN
REPLBLIX \NDOMESIA

-7

Avat{3] ...



PRFSHIEN
REPLIAL'E IKDONESIA

- T3
Ayat (5]

Yang ditnaksud dengan “fasilitaz penpelolaan kelammnasian®
adalah sarana pengelola Scdisan Farmasi an Alal Keschatan
triilik Pemerintah Pusat, ermasuk Tenlara Nasional Indenesia
dan Kepolisian Negara Repullik [ndonesia, Pemerintah Daeraly,
Badan Usaha Milik Megara, dan Badan Usaha Milik Daerah,
dalam rangka Kelersediaan, pemcrataan, serta keterjanekauan
Zediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Avat [Gf

Kebijakan khusus, antara lan, ialabh pemberlakuan mekanisme
Jalur khusus [special access scheme) dan prnpecualian werhadap
ketentuan paten berdasacrkan peraturan pornundang-undangan
FANZ MCEAtUTr mengena palen,

Azat (7]
Cukup elas.

Pasal 315

Cukup jclas.

Pasal 314
Cukup jelas.

Pasial 217
Aot 1)

Yang dimaksud dengan “(hat esensial” adalah Obat vang paling
dibutuhkan dalam Pelaysnsno Kesehatan, termasuk Obat generik,
Obat generik bermerek, dan Ohat originatar.

Avar (2)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jclas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Axat [1)
Cukup jelas.
Avat (2] . . .

SK Mo 137271 A
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Avar {2

Ferbekalan Kesehatan vang harus didistribusikan sesuai dengan
card distinbus) yane baik, antara lain, wlab Obal, Bahan Ohat,
dan Alat kesehatan.

Avat (3]

Laporan kcgiatan pendistnibusian, antara lain, ialah laporan
mengenal kelersediaan, harga, dan jumlah Pecbelalan Kesehatan
vang didistribuzikan yang menggunakan sistem informasi yang
tennlegras] dengan Sistern Informas keseharan Nasional.

Pazal 320

Avat (1]

Culkup jclas,
fval [2)

Cukup jelas.
Avar 13

Caukup jelas.
Avat (4]

Cukup jelas.
Ayar (5]

Yang dimaksud dengan “Obat keras (eerienru” adalah jerss Obat
keras vang terdapat pembarasan indikasi dan/atau Jumnah yang
dapat dizsersmhkan aleh apoleker tanna resep.

Axal {G)

Yang dimaksud dengan *fasihitas lain" adalab fasibitas i Juar
fasilitas  pelayanan  kelarmasian,  sepertd hypermarket,
supcrinarket, dan minimarket.

Aval 7]

Cukup jelas.
Avyar (B

Cukup jelas.

Pasal 321 ...

SK Mo 187271 A
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Ayat (1]
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Huruf a

Yang dimaksod dengan “jamu” adalah Obar Bahan Alam
berupa  Dbahan  atau  ramuan  yang  bersumber  dan
pengelahuan tradisional atau warisan badaya Indoenesia
vang  digunakan urniluk pemeliharaan Kecscharan,
pemngkatan Kesehalan, pencegahan penyakit, pengobatan,
dan/atau pemulihan Kesehatlan.

Hurut I

Yang dimaksud dengan “ohat herbal terstandar” adaolah Obat
Bahan Alarm yang telah digunakan secara turun-temurin di
Indonesia vang dipunakan untuk pemeliharaan Keschatan,
pemngkatan Kesehalan, pencegahan penyakic, pengobacan,
dan/atau permnulihan Kesehatan yvang diluklikan keamanan
dan khasiatnya secard ilmish dengan uji praklinik serta
tahun babou vang tclab disrandardizasi.

Huruf ¢

Yang dimalksud dengan “fOtefarmaka”™ adalah bat Bahan
Alam wang digunakan unfuk pemeliharaan Kesehalan,
peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengeobatan,
danfatauw pemulhan  Koschatan vang  telah dibgloikan
keamanat dan Khasiatnya secara mah dengan uj praklinik
tlan up klink serta bahan baku dan produk jadinya telah
distandardisasi.

Hrarl

Avat (4]

Ubat Bahan Alam lainnva, antara laio, herups produk Ohat
Gahan Alam inevam bamy, produk Obat Hahan Alan impaor,
dan pru:u-::luk {Obat Bahan Alam hisens sesuz) denesn
perkembangan ilmu pengctahuan dan teknologi.

Cukup jelas.

Ayat (3]

Cukup jelas,

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup elas.

S Mo 87273 A
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Pasal 324
Cukup elas.

Pasal 325
Cukup jclas.

Pasal 326

Axat [1f

Cukup jelas.
Avat [2]

kg jelas,
Aoyal {3

Cukup jelas.
Avat (4]

Hururl 4

SK No [37274 A

Yang dimaksud dengan “insentl adalah dukunpan acau
lazilicas dary Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah vang
diberikan kepada pelaby usaha atau kegiatan berupa fizskal
dan nontiskal.

Inscatif fiskal seperti penpuranpsan pajak dan penghapusan
bea masuk.

Mzentif oonfskal sepertr kemwdahan  dalam perizinan
berlisaha, pengutamasn pengaunaan produk dalam oeper
dalam pengadaan barangfjasa pemeriniah, dan kemudahan
dalam rata kelola perdagangan.

Hurul &

Culup jelas.

Huaruf o

Cukup Jelas.

Fluoaul ol

Cukup jelas.

Flugral e

Industr farmasi dan Ailat Kesehatan dalam negeri termasuk
industri farmasi dan Alat Kesehaten dengan penanaman
madal asing yang memibik fasilitas produksi di dalam negen.

Huraf b . ..
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Huoruf {
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jelas.
Avat [3]
Culup jelas.

Pasal 327
Cukegs jelas.

Pasal 228
Cukup jelas.

Pasal 329
Avut (1)
Yang dimaksud denpgan “hilicisasi penclitian nasional™ adaolah
upaya meningkarkan nilal tambah hasil penelitian vang sejalan
denpan pricrtas kerahanan nasional dari seimautla skala penelitdan

labiralorium menjadl skala komersial apar dapat dimanfaatkan
oleh masyarakal,

Byal [2)

Cukup jelas
Ayar (3

Culup jelas
Avat (43

Cukup jelas
Aval (o)

Bentuk dukungan, anrara lain, alabh dukungan kebijakan untuk

mempermiudah peneclittan kefarmazian dan Alal Kesehatan dan
dukungan finansial vang diperlukan,

Pazal 330
Cubkup jelas.

Pasal 331
Cukiup jelas.

Basal 332, ..

SK Mo 187275 A



Pasal 332
Avat

FREZDEN
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{1]

Cukup jelas.

Aol

Pazal 323

2]

bMenctapkan  kebijakan, termasuk otk pengadaan dan
pemanfaatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehalan, dan Perbekalan
Keseharan lainnyva,

Clukup jclas.

Pasal 334
Ayat

Avat

At

Avar

Pugn] 333

Avat

Byat

SK Mo 187276 A

(1]

Cukup jelas,

[2]

Perangkat lunak terintergrast dengan Sistemn Informasi Kesehalan
MNasional

{3)

Culoap jelas.

(4

Cukup jelas.

(1}

vang dimaksud deongan "penelitian™  adalah  kcgiatan  vang
dilakukan menurul kaidah dan mewde ilmiah secars sistematis
untik  memperaleh  nformasi, deta, dan keteranpan  yang
berkaitan dengan permabhaman dan pembukcisn kebenaran atan
ketidakbenaran suatu asumsi dan/alau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan reknulogl scrta menarik simpuian ilmiah bagi
keperluan kemajuan il pengetahuan dan teknologi,

]

Yang dimaksud dengan “kaidab «0k"™ adalah syvarat penelitisn
yang mengatur perilaky tlan undakan pensliti dalam melabukan
pEnehitian.

Tang . . .
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Yang dimaksud dengan “kaidah ilmiah™ adalah svarat penelitian
yang bersifal analivs,  rasional,  ohbjektf,  cmpits, dan
menghasilkan hasil yang samy ketika dilakukan oleh orang lain
dengan cara yang sama.

Yang dimaksud dengan “metodolopl ilmah® adalab suatiu cara
siglemalls vang digunakan untuk memecshkan masalah vang
dihadapr. Metode ini menggunakan  langkah-lanpgkah  yang
sislematis, teratur, dan terkontro] serta dilaksanakan  sesoai
denpan kaidah Umiah yvang analitis, Togis, objektil, konseptual,
dan cmpirs.

Awat [3]

Cuboups jalas,

Al {4

Fenelitian vang mengikutseriskan manusiz harus dilakukan
dengan memperhatikan  Keschatan dan keselamatan  vang
Bersangkutan, Foneliban dan pengembanean vang menpgunakan
managsia sebapal subjeck haras mendapat perselyjuan tindakan
{informed consent]. Bebelum  meminta  persstujuan subjck
penelitiao, peneliti harus memberikan inlormast mengenai tujuan
penelitian dan pengembangen Keschatan serta penggunaan
hasiloya, jaminan kerahastaan tenrang identitas dan dara pribadi,
metede vang dipunakan, risiko vang mungkio timtaul, dan hal ain
yary perlu dikctabui oleh yang bersanghkutan dazlam eangka
penelitian dan pengembangan Kesehatan.

Axval [3)

Semua  penelitian yang mengibutsertakan  manusin schapai
zsubjelk penelitian wapb didasarkan pada 3 (tiga) prinsip etik
Urrikm, vaitu menghormac harkar martabat manusia {respect for
persens) vang bertujuan menghormati ctonomi dan melindurygi
manusla yvang otonomings  lerganpeakurang. berbual  haik
(Benefuenee] dan  tddak  merugikan  (ronmaleficencel.  sorta
berkeeadilan [rostico).

Aval |

SK Mo 1872TT A

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kescjahteraan hewan™
dadalah penelician hewan coba dilakukan dengan menerapkan
3 [hma} prinsip kebebazan hewsn dalam kessjahteraan hewan,
yabo:

a. bebas dari casa Japar dan haus;

b, bebas dan rasa sakit, cidera, dan penyakit;

¢, bebas .
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c. bebas cari Retidaknyvamanan,  peneanisvaan,  dan
penvalahpunaan;

tl.  behas darn rasa takat dan tertekan: dan

e, bebas untk mengekspresikan perilakun alaminya.

Hewan coba harus dipilih denpan mengutamakan hewan dengan
sensitivitas  neucofsiologls  vane paling rendall [(nonserttent
orgarnwsm) dan hewsn yang paling rendah pada skala cvelusi.
Keberhati-halan yang wagar haras ditcrapkan pada penelitian
vang dapal mempengaraln lmgkungan dan kesehatan hewan
yang digunakan dalam penelitian harus diboemati,

Avat [7]

Cukup jclas.

Pasal 336
Cukup jelas.

I*azal 337

Ayat [1]

Cubiup pelas,

Ayal [2)

Pencrapan kebijakan, anrara lain, Berlps pendaflaran, pengujiacn.
dan pengawasan.

Avat {3]

Cukiuge jelas.

Pasgal 333
Avat {1]

Yang cimaksud dengan “teknelogi biomedis” adalah penerapan
saing can rekayasa sistem biolopis dalam rangka peningkatan
Felayanan Kosehalan.

Aval (2]

SK No 187I78 A

Yang dhirmaksgd  dengan "genemik” adalabh oanalizis terkait
DMA (asam denksinbanukleat).

Yang dimaksud denpan "lranskoptomik™ odalabh analisis terkait
REMA {asam nhonukleat),

Yang . ..
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Yang dimaksd dengan "protconuk” adalah analizsis  terkait
prrotern.

Yang dimaksud dengan “metabolik™ adalah analisis terkadt
mctabobit,

Avat 3]

Yang dimaksud dengan “"data terkait”™ melipiti dala analisis
primer. sckunder, dan tersier sesuai dengan keteruan peratiran
perundang-undangan di bidaog penelitian dan penpembangan.

Yang dimaksud dengan "pelsvanan kedokteran presisi® adalah
pendekatan: varu untuk pencegahan dan pengobaran penyvakin
denpan memperiimbangkan gen, lingkungan, dan pola hidup
searang Pasien,

Axat (4]

Cukup jelas

Aval [2)

Huarut a

Yang dimaksud  dengan Yyang  tidak dapar derelusur
wentitasnya” adalab material dalam beniuk spesimen klinik
dan materi biologi, muaran ionformasi, dan data tersimpan
vang sejak awal tadalr dikelahul wdentitasnys dan bukan
bahat tersimpan vang Ldak leridentifikasi (detdentified).

Hural Iy

Cubkup jelas.
Hurul o

Cuhkup jelas.

Pa=al 339
Asat [1]

Yarnyg dimuaksud dengan "biobank araun bicrepozicori® acdatah
{fasilitas untuk Kegiatan pengumpulan, peonyimpanan jangka
panjang, dan pengelolaan spesimen yang beraszal dari manusia
algu spesimen yang terkaie dengan Kesehatan beserta data terkait
SEUHTH sistemabls vang  ditujukan untulk  penelifian,
pengembanpan, dan Pelavanan Kesehatan.

Avat [2)

SK Mo 17279 A

Cukup elas.

Aval [d) . ..
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Avat {3]
Cukiulp pelas,
Avat (4]
Hurufl a
Yary dimaksud dengan "kesclamaran havati® adalah usaha
uniuk menjaga kesclamatan pokerja dan pengpuna fazilitas
laboratornium  scrta  lngkungan dari agen  biologl  vang
berpotensr membahayakan.
Hurul L

SK No 137280 A

Yang dimaksud denean "kerahasiaan atau privasi™ adalah
bahwa  penyelengeats bobank  dangatau biorepositor
menjamin kerahasiaan terhadap identitas individu asal dari
SPCRITOEN.

Huruf ¢

Tang dirmaksiul deogan "gkuntabililas™ adalah penyelenggara
Imatzank danfatau bworepositort bortangpung jawab atas
pengllmpalan,  penyimpanan  jangka  panjang,  dan
pengeloldaan sposimen dan data.

Huruf d
Yang dimaksud denpan “kemanfaatan”™ adalah spesimen
vang dikumpulkan,  disimpan, dan cikelola dapat

dirmanfaarkan  sehesar-bessrnya . untuk memingkatkan
kualilas Kesehatan,

Huruf e

Yang dimaksud denpan "kepenlingzo umem” adalah
penyelengparasn Inobank  dan/ztma blorepositon vang
dilaksanakan uniuk kepentingsn umuom,

Fluruft

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak asasi
rmanusia”  adaleh peneampulan,  ponyimpansan janpgka
panjang, dan  pengelolasn spesimen  dan data  tidak
bertenlangan dengsan penyclenpgaraan hak asasi manusia.

Hurul g

Yang dimaksud dengan “erika, hukum, dan medikelepal”
adalah penyeienggaraan biobank danfatau biorepositoc
dilakranakan dengan memperhatiken etdia, hulkcam, dan
mmedikolegal yang berlalo.

Huruf h . ..
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Flurugl b

Vang dimaksud  denpan Tsosial Tudaya”  adalsh
penvelenggaraan taohank dan/Sfataun tiorcpositori
dilakzanakan dengan memperhatikan praktik empiris i
negata  lain denpgan memperhatikan  2osial budaya i
Inonesiag. -

Aoyan {5

Cukup jclas.

Bk (&)

Cukup jelas.

Faszal 344
Ayar (1)

Cukuyp jelas.

Avat [2)

Hurul a
Culiup jelas,
Hurul{ b

Yang dimaksud dengan “tujuan utams penelilian” adalah
alazan utama dilakzanakannya penelitjan uotuk menjawab
pertanvaan utama penelilan balk berupa identifikasi serta
pemelasan kensep alauw memprediksl situasifsclus atas
purmnasalahan wectontw.

Huruf ¢

Culoap jelas.

Aveat [3)

Yang cdimaksed dengan Cperjanjian abh  material™ adalah
puCjunjian tontang perpindahtanganan suatu material, musaten
nformast, cdanfatay data antara dua  ponyclenggara  ataud
letnibaga, dengan pibak perlama schagai penpirim, penyedia,
petnbawa, atau negara asal dan pihak kedua scbapgal penerima,
pengplng, pengolah, vang merupakan bagan ridak terpisahkan
dan perjanjian kerja sama penclitian dan/fataa kerja sama
lainmya,

Aot [4]

5K No 137231 A

Cukup clas.

Pasal 341 . .,
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Pazal 341
Avat (1)

Yang ditnaksud dengan “tenaga pendukung atau peninjang
kesehalan” adalah tonasga dengan latar Belakanpg pendidikan
Unggl di rumpun illmu alam seperti hiologi.

Bvat (2]
Cukup jelas.

Fisal 342
Cukup jelas.

Fasal 345
Cukup julas.

FPaszal 344
Cukurpr jelas.

Prasul 345

Axvar (1)
Cukup jclas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Avat [}
Cukup jelas.

Ayat [4]
Yang dimaksud denpan “dukungan” adalah bantuan teknis yang
diberikan kepada peonyelenggara Sisrem Infocmasi Kesehatan,

antara lain, dalam bentuk pelaohan dan fasilitasi perangkat
lunalk.

Pasal 346
Avat [1]
Culeup jelas,

At 2] ..

SK No 127282 A
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Avat [Z)

Cukup julas,

Avat [3)

Yang dimaksud denpgan "arsitekiur™ adalab keranpka dasar vang

rnencdeskripsikan, antara lamn, proses bismas, data dan informasi,
infrascruktar, aplikasi, keamanan, dan layanan yang terintegras:

vune diterapkan sccara nasional.

Avat {1]

Cukup jelas.

Ayal [3]

Cukup jclas.

Ayal {6]

Yang dimakzud denguan *pemrosesan” adalah kegiatan vang
roelipallL;

petmarolehan dan pengumplilan;

pungolahan dan poenganalisizan,

penyvirnpanan;

prrbalkan dan prmbamian;

penamplan, pengumuornan, lransfer, penvebarluasan, atau
pengungkapan; dan/atau

£, penghapusan dlau pemusnahan.

PN oo

Avat {7

Pemrosesan data dan nformasi Keschatan di luar wilavah
[ndonesia, antara  lain, ialabh dalam heotok  tcaosfer dan
PETLYIITIRATIAT,

Feraturan perundang-undangan, antara lainm, aalah perarnaran
perundang-undangan yvang mengatur mengenay informasi dan
rransaks  elekrromik,  penyelengparaan  sistem dan Leansaks
clcktironik. dan pelindunegan dato pribadi.

Pasal 347
Cukun jelas

Prasal 348
Ayat [1)

SK No JAT283 A

Cubup julas,

Avar 2] . ..
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Avat [2)

Cukup jelas.
Aveat (3}

Tang dimaksod dengan “ketentuan peraturan perundang-
uncangan®™  adalabh peraturan perundang-undangsan yane
mengarur tara kelola data, antara lain, peraluran  lerhail

pelindungan data pnibadl, Si1stem lnnformasi Kesehatan, dan satn
rlate [nodonesia.

Pasal 349

Axat [1}

Cukup jelas,
Avar [2}

Cukup jelas.
Aszat [J)

Culiup jelas.
Avat (4]

Cukup Julas,
Avar [2]

Culup jelas.
Avat [if

Transfer termasuk penampalan, pengumuman, penvebarluasan,
alau pengungkapan.

Avat [7]
Yang dimaksud dengan “spesilik dan erbatas® adalab alasan

transfer data dan informasi Kesehatan untuk kepeningan

1ecienly misalnya dalam rangks penangeulangan KLE, Wahah,
ibadah haji, perjanjian alih marerial [rmetermd transfer agreemen|
atau kerja sama inteimasicnal di bidang Keschatan,

Ayat (B
Culup jelas.
Avart [9)

Yange dimaksod denesn “pemusnahan” adalab undalksn unlok
menghilangkan, melenvapkan, atau menghancurkan data dan
ntortaz Kesehatan pribadi sehingga tidak dapat lagy digunakan
untuk menpidentifikast subjck data dan informasi Keschatan
pritadi.

Avat (10] . ..

SK Mo 187284 A
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Avat {104
Cukup jelas.
Avat (11}
Cubkup jelas,
Avat (L3
Cukup jelas.

Pagal 350
Cukup rlas.

Fasal 331
Cukup jelas.

Fasal 352
Culkups jelas,

Pasal 353
Crikugp 1elas,

Pagal 554
Cukup jclas.

Pazal 325
Cukup jelas.
Fasal 356
Cukup jelas,

Fazal 357
Cukup jelas,

Pagal 358
Cukup jelas,

Prasa] 350

Yang dimaksud dengan “fakiar riziko penyakit vang berporens
menimbullian Wabah" adalah hal, keadaan, danfarau peristiwn vanp
dapat mempenparuhi kemungkinan rimbulnys peovakit  potensial
Wahah.

Pasal 360 . .

SK Mo IET2ES A
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Pasal 360
Ayat (1]

Yang dimaksud dengan “alat angkuot™ adalabh kapal, pesawat
uelara, dan kendaraan darat yvang digurakan Jdalam melakukan
perjalanan scsual denpan  ketenlueno  peratursn perundanp-
undanean.

Yang dunaksud dengan “barang” adalah produk niata, hewan,
tumbuhan, dan jengaalbl alau abu j)enazah yang dibawa dan/atan
dilkeirime melahy perjalanan, termasuk bendafalat vang digunakan
dalam alat anpglket,

fval [2)

Yang dimaksud dengan “"kapal”™ adalah kendarsan air dengan
bentuk dan jenis tertenu yvang digerakkan dengan tenaga angin,
tenapa mekamil, enecw lainnva, ditarik atau ditanda, rermesuk
ketwlaraan vang berdava dukunp dinaimes, kendaraan di hawah
permukasan &ir, serta alat apung dan haogunan ErEpuny yans
ticlak berpindah-pindah.

Yanyg dimaksud dengan *posavat udara”™ adalah setiap mesin alag
alat vang dapat terbang di atmosfer karens pava anpkatl dard
reaksl udara, wetapi bukan kKarena reaksi udars lerhadap
pormukaan ami vang digunakan untuk penerbangan.

Yang dimaksud dengan “kendaraan daral” adalah suatu sarana
angluc di daral yang lerdiri slas kenduaraan bermotor, termasuk
kendaraan vaneg berjalan di atas rel dan kendarasan tidak
brerro .

Yang dimaksud dengan “anghftan sipil” adalabh alal angkul vang
mcmbawa orang dan Lacaog.

Avat |3

Yang thmaksud dengan "kementerianlembaga erkait™ adalah
kemenleridn/lembapa vang tugas lungsinva terkait urusan luar
neperl, eridhanan dan keamanan. screa inceliicn.

Avat {d]

Culopr jalas.

fornt (3]

SK No 137286 A

Hurul

Yang dimaksud dengan “isclasi”™ adalal pemisahan oantara
orang sakit dan crang sehar untuk mendapatken peongobatan
dan perawatat.

Yaog . ..
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Yang dimaksud denpan “karantina” adalah  pembatasan
keglatan danfatau peansahan orang tecjangkit meskipan
belum mcnunjukkan gejala apa pun ataw sedang berada
dalam masa inkuhasi dan pemisshsn peti kemas, alat
anplul, Alay barang apa pun yang diduga terkontaminasi
dam orang danfalan barang vang menpandung penyebah
penyakit  atau kontanunan lain unmuk mencepah
kemungkinan penycbaran ke oranp danfatan barang di
sekitarnva,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Ayval (&)

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Avat [F)
Yang

elirmalk sl tlenpan *penolakan” adalah tidak

ciikulsertakannya orang terschut scbagal penumpane dalam alal

anghk
Arat [B)

ul yang akan dibcrangkatkan.

Cukup jelas.

Asat [9)

Cukup jelas.

Faszal 361
Cukup jel

Frazal 62

s,

Cukolpy jelas.

Fazal 363
Aval [1}
Yang

dimaksud dengan “nabkhods” adalah salah scoranp dar

awak kapal vang menjadi permunpm tertingg di kapal dan
Mmempunyal wowcllang dan tanggung jawab tertentu scsuai
denean korentuan peraturan porundang-undangsan.

SK Mo 1RT2RT A

Yune . . .



PRE='CEN
REPLUBLIM INOONESHS

T

Tang dimaksud dengan "kapten penerbang” adalabe penetbang
vang ditugaskan oleh penesohaan atau pemilik pesawal vdara
untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penub
lerhadap  keselamatan  penerbangan selama  pengoperasian
pesawart udara $es114] dengan ketentuan perararan perutdang-
undangan.

Yang dimaksud dengan “pos lintas batas negara”™ adalah Pintu
Wasuk orang, barang, dan alat angkur melalut darat linkas negara,

Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3)

Cukup jelas.

Fazal 464
Cukup jelas,

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 366
Cubkup jelas.

Pasal 36T

Cukup jclas.

Pasal 365
Cukup jelas.

Pasal 3649
Cukup jelas.

FPasal 370
Cukup jelas.

Fasal 371
Cukup jelas,

Pazal 372
Cukup jelas.

Pasal 373 . ..

SK No [37183 A
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Pasal 373
Cukup jelas.

Pannl 374
Cukup jclas.

Pazal 375
Cukup jelas.

Pazal 376
Cukup jclas.

Pasal 377
Ayat (1)
Cukup jolas.
Ayat (2]
Huruf &
Cukup jclas.
Huruf b

Yang dimaksud denpan “prollaksis” adalab siail tindakan

medis pemberian Chal o terteniu

untulr memberikan

pelivediungan dan penyvakil menular tertento dalam janpka

wakiu lertent,

Huraf ¢

Ayal 13

Yans dimaksud dengan  'pembataszan kegialan sosial
kemasyarakatan” adalaby membalas] a1 e wa sl SecaTd
ketatr setiap ada kegiatan berkumpuloys manusia yang
hidugs dapat menjad sumber penyebaran penyakit, scpert
kegiatan  kespamann, pesia rabkyat, vpacara adat, dan
hejatan.

Cakup jelas.

Pasal 374

Cukup jclas.

Fasal A7

Cukup jelas.

SK No 187289 A

Pagal 380 . .
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Pasal 330
Cukup jelas.

Pasal AK1

Cukup jekas,

Fasal 382
Cukup jelas.

Fasal 3583
Ak (1)

Lirebeabs edar keplatan prnanggulangan KLE dan Waleh berupa
limbah medis dan limbah nonmedis.

Limbah medis, seperti darah, serum, bekas bunghkus (Obat, bekas
jarurn sunlik, bekas botol vaksio, bekas kantung dacah, kass
bekas paka, serta masker hekas prkal Tenaga Medis dan Tenasa
Kesehalan vane melayani Pasicn, atau masker Pasien.

Limbah nonmedis seperti sisa makanan darl pengunung umun,
masker bokay pakal masvarakat yang sehat, serta bolol bebaadan
plastik s1za dari kegiatan damestik.

Aval [2]
Cukup jalas.

Pasal 384
Cukup jclas.

Pazal 385

Cukup jelas.
Pasal JBG
Cukup jelas.

Paszal 387
Cukup jelas.

Pasal 383
Cukup jelas.

[*azal 384

Cukug jelas.

Pasial 3940 . .
SK No 187250 A
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FPasal 2940
Cukup jelas.

Fasal 391

Cakup elas,

Pasa] 392
Cukup jelas.

Pasal 393

Cubkuagr pelas.

Pragl 304

Cubkup jelas,

Pasal 395
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jclas.

Pasal 398
Culkup jelas.

Pasal 31949

Hurnif a

SK No 137291 A

Yang dimaksud dengan “kepiatan menvebarluaskan™ adalah
legiatan vaog ditujukan untuk menimbulkan KLE dan ticdak
termasuk keglatan penyebarluasan dalam ranpka penegabkan
diagoosis #lan koniirmast laboratorinm.

Yang dimaksud dengan "bahan yang mengandung penvebab
penyvakil dan masalah Kesehatan yang berparensi menimbulkan
KLE" gdalah unsur atan zat kimia, fizika, dan cadiosklil dengan
kaddar i atas  batas keowajaran atau batas oommal oyang
diperbolehkan  schimgga dapat wmenimbulkan peoyakil dan
masslah Kesehatan vang berporensi menimtsllan KLE.

Hurui b . . .
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegistan menvebarluaskan™ adalah
kegiatan vang ditujukan untuk meonimbulkan KLB dan Wabah
serla Ddak rermasuk kegatan penyebarhuasan dalam rangka
penegakan diagnosis atau konlirmasi laboratorim,

Yang dimaksud dengan “apen biologi ponvebab penvaloit yang
berpotenst monimbulkan KLB dan Wabah™ adatah vicus, bakteri,
Jarour, cdan parastr, bak hidup maupun mati, vang dapal
menvebabkan fmenularkan perrakin YANE berpotensi
menirntallkan RLB dan Wabkah, misalnva, satpel dan/alag
sposimen yang dikelola nleh Bumah Sakit, laboraterium, dan
lembaps penelittun, dan hewan atau daging vang mengandung
agen biolog penyebab penyakil.

Pusal 400

Menpghalang-halangl pelaksanaan apaya penanggulanpan KLR dan
Wabuh, antara lain, berupa tidak mematubi ketentuan  wvang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penanggilangan KLBE dan
Wabah, seperti tidak Bersedia dilakukan karantina atau isclasi. atau
Ddak mengizinkan dilakukan penangpalangan danfatan pemusnahan
fakror risiko terhadap alal angkur, barang, dan lingkungan vang
terpapar, termnasuk hewan ternakf pehilardan,

Pasal 41
Culiup jelas.

Pasal 402

Cukup jclas.

Pasal 433
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 403, ..
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Pasal 405

Ayar (1}

FRESIDEN
REPLALIK {NDOMNESIA
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Pihak awasra lerkaitl, antara lain, ialah indusico Sediaan Farmasi
vang memproduksi Scdiaan Farmasi yang dipunskan dalam
kegiatan pembenan Obat pencegabor massal duan imunisasi.

Axvat (2}

Hurmif a

Yanp dimaksud dengean "audit kausalitas” acdslah suatu
kajian sistematls mengenai kasus kejadian ikutan akibat
mremberisn pongobatan massal  dan Ununisasi vang
dilaporkan berdasarkan dala dan literatur medis dari para
ahli di bidangnys sertd vanp dilakukan oleh lembaga
independen vntuk menenlukan kemungkinan keterikaitan
ancara kejadian ikutan dan Obat dandatau vaksin vang
diberilan.

ITararl b

Pelavanan Keschatan, termasulk rebabililast medis, antara
luin, berupa pengobatan dao perawatan vung dilakukan pada
kasus  kejadian  ikuran  pascapengobatan  massal  dan
imunisasi sesuai dengan indikasi medis dan  protolkol
pengobatan.

Huut ¢

Yang dirnaksud dengan “santunan terhadap korban® adalah
kompensas] borapa santunan disabilitas alaw santunan
kematian vang diberikan kepads seseorang yvang mengalami
kejadian ikutan pascapemberian Obat penccgahan massal
dan imunisasi berdasarkan hasil audit kausalitas.

Fazal 40
Cukup jelas.
Paszal 407
Avat [T}

Nantyan pendanaan, antara lain, berupa:

A

L.
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bantuan alan kompensasi bagi masyarakat vang lerdampak
kepialan penanggulangan KLE arau Wakah; dan

bantuan wvnruk pendanaan Fumah Sakil sesual dengan
kebutuhan.

Apat (2] ...



FRESIDENM
HEPUBLIK 1NGOMESIA

- O -
Avar 2]
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup clas.

Prsal 409
Avat [1]
Cukup jelas.
Aval [2]
Cubkup jelas.
Aoval {3

Rencana mnduk bidang Reschatan ditetaplean oteh Pemerintah
Pusat yvang penyusuanannya dikoordinasikan oleh Menteri sctelah
dikomsyltasikan dengan alat kelenpkapan Dewan Perwakilan
Rakyvat Ecpublik [ndoneszia vanyg membidang keschatan.

Yang dimaksud dengan “penganggaran berbasis kinerja™ adalah
prinsip dan kadabh peoganggaran scsual dengan kersnluan
peraturan perandang-undangan di bidang kevangan negaea.

Ayat (4]

Panpalokazian angearan  Keschatan  yvang  hersumber  dard
anggaran pendapatan dan bolanga daerab dilakukan sesual
dengan kebjjukan <cuangan daerah dan sinkronisasi hubungan
keuanean antara pusat dan daerah.

Vang dimaksud denpan "penganggaran berbasis kinerja" adalah
prinsip dan kaidsh pengangparan secsuar denpgan  ketenigan
peratutan perundang-undangan,  termasuk i bidang
perimbanpan kewsnpan pusat dan daeraty.

Aval [5]
Cukup jelas.
Avat [6)

Cubkug julax.

FPasal 410

Catkup jelas,

Fasal 411 . . .
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Pasal 111

Cukup jelas.

I*asal 412

Cunkup jelas.

Fagal 413

Cukup jelas.

Paszal 414

Cukup jelas.

Pagal 415

Cukup jelas,

Fazal 416

Cukup jelas.

FPacsal 417
Avar (1)

Cukup jelas.

Avat [2)

Cukup jelas.

Avat [3)

Calkup jeias.

Ayat [4)

Partisipasl masvarakat, termasuk dalam penyvelengparaan Upayva
Keschatan untuk mowujudkan derajat Kesehatan yvang setinggi

FREES'DEN
REPLBLIE MNMOOSMEEIA

07 -

tingginya, antara lain, ialah:

eopw

keilkutsertaan dalam penyelenpparaan Upaya kesehatan,
dukungan penyediaan Sumber Naya Kesehatan;

penelinan penesmbangan Teknnlop Kesehalan;
perencangdn Jdun penolapan kebipoakan siralegl nasinonal

prmbangunan Kesehatun;

1
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pembinasan dan peopawsasan; dan/atau
partisipasi masvarakat lainnsa.

Pasal 415 . . .



Pasal 418

Culuyp jelas.
Pasal 419

Cukup jclas.
Pasal 420

Cukiyp jelas.
FPasal 42

Culup jclas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Paaal 423
Cukup jelas,

Pasal 424
Axat [1)

Cukup jalas.

Ayar [2)

Cukup jolas,

Avat [3)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul h

Cukilp jelas.

Muacul

Cukap jelas.

Hurmil o

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
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TN
Flarurl T

Cukup jclas.
Huruf g

Cukup jelas.
Hurut h

Cukup jelas.
1lurnf ;

Cukup jelas,
Huruf ;

Cukup jelas.
ITurafl k

Cukup jrlas
Hurufl

Cukup jclas.
Huruf m

Melakukan rindakan lain, anfara lain, berups penangkapan,
penahanarn, serta pengambilan [olo dan sidik jari,

Bantuan penyilikan, antara lain, berupa bantuan telknis,
lrantuan takiis, dan banluan upays paksa.

Aval [4)

Cukup jclas.
Avit [3)

Cukup pelas.
Avat. [6]

Cukup jelas,

Pasal 425
Culkup jelas.

Pasal 426
Culup jelas.

Pasal 427
Cukup jelas.

Pasal 428 . ..
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I'asal 428
Cukup jclas.

Paszal 4249

Cukup jelas.
Pazal 430

Cukup jelas.

Pasa] 431
Cukup jelas,

Fasal 4.32
Cukup jelas.

Pasal 433
Culup jolas.

Fazal 434
Cukug jelas.
Pasal 430

Cukup clas.

Fazal 434
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup jclas.

Puasal 4248
Cukup jelas.

Pazal 439
Cukup jolas,

FPazal 440
Azat [1h

Kealpaan vang mengalkibarkan luka Derat termasuk disabilicas
seumur hidup.

Avwar (2] ...
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Avat 2]

Cukuap pelas.

Pasal 441
Cukup jclas.

Paszal 3422
Cukup jelas.

Pasal 442
Cukup jelas.

Fasal 444
Cukiun jelas.

Pasul 445
Cusloup jelas.

Pazal 446
Culoap jelas.

Pasnl 447
Cukup jelas

Pasal 448
Cukup jclas.

Fasal 11

Culiuyp jelas.

Pasal 450
Cukin jelas.

Pasal 431
Cukup jelas.

Pasal 452
Cukup jelss.
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Fasal 433 _ . .
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[*asal 453
Cukup jelas.

Pasal 404
Cukup jelas.

Pasal 4535
Cukup jelas.

Pasal 456

Culkup jelas.

1*asal 457

Culup jelas.

Fasal &35
Cukup jrias.

TAMBA] AN LEMBARAN NEGARA REPUELIK [NDONESIA NOMOR H887
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